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Kata Pengantar

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi membawa konsekuensi terhadap hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu adanya pemberian
sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pelimpahan kewenangan dari pusat
(desentralisasi fiskal). Sumber-sumber pendapatan tersebut dialokasikan ke dalam belanja
daerah sesuai dengan prioritas pembangunan melalui penetapan anggaran pendapatan
dan belanja daerah (APBD).

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota memuat informasi
tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) Pemerintah
Kabupaten/Kota tahun 2024. Selain data realisasi APBD, publikasi ini juga menyajikan data
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 serta indikator keuangan
pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari data administrasi Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi
dalam penulisan publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat
bermanfaat bagi para pengguna sebagai rujukan dalam
penyusunan kebijakan pembangunan kabupaten/kota di

Indonesia.

Jakarta, Desember 2025
Kepal# Badan Pusat Statistik

Amalia Adininggar Widyasanti




Preface

The implementation of decentralization policies has implications for the fiscal relationship
between the central government and local governments, particularly through the allocation
of local revenue sources as part of the transfer of authority from the central government (fiscal
decentralization). These revenue sources are allocated to regional expenditures in accordance
with development priorities through the formulation of the Regional Revenue and Expenditure
Budget (APBD).

Financial Statistics Publication of Regency and Municipal Governments contains
information on the realization of Regency/Municipality Government Revenue and Expenditure
Budget (APBD realization) in 2024. In addition, this publication presents data on the regency/
municipality government revenue and expenditure budget in 2025, as well as indicators of
regency/municipality government finance was obtained from administrative data of the
Directorate General of Fiscal Balance (DJPK), Ministry of Finance. We extend our sincere
appreciation to all parties who have contributed to the preparation of this publication.

We hope this publication will be useful as a valuable

reference for stakeholders in the formulation of
development policies at the regency and municipal

levels in Indonesia.

Jakarta, December 2025
CHlief Statistician

4N‘Jf

Amalia Adininggar Widyasanti



Ringkasan Eksekutif

Struktur komponen pendapatan dan belanja pada realisasi APBD 2024 dan APBD
2025 relatif sama. Dari sisi pendapatan, komponen transfer paling dominan. Sumber
utama dari PAD berasal dari pajak daerah. Di sisi lain, belanja pemerintah kabupaten/kota
sebagian besar digunakan untuk belanja operasi. Pada realisasi 2024 dan anggaran 2025
pemerintah kabupaten/kota mengalami defisit.

Indikator keuangan pemerintah kabupaten/kota 2024 dari sisi pendapatan
secara umum menunjukkan hasil yang positif. Tingkat penyerapan total pendapatan,
rasio efektivitas total PAD, dan rasio efektifitas total pajak sudah relatif baik. Tren meningkat
juga tercatat pada derajat desentralisasi kategori cukup hingga sangat baik. Akan tetapi,
rasio total penerimaan pajak seluruh pemerintah kabupaten/kota masih kurang optimal.
Selain itu, rasio Kemandirian kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian timur masih
relatif rendah.

Indikator keuangan pemerintah kabupaten/kota 2024 dari sisi belanja
secara umum juga menunjukkan hasil yang positif. Belanja operasi menjadi yang
paling diprioritaskan. Sementara itu, rasio total belanja fungsi pendidikan paling besar
dibandingkan fungsi kesehatan, ekonomiserta perumahan dan fasilitas umum. Menariknya,
pada 2024 rasio total belanja fungsi ekonomi lebih besar dibandingkan fungsi kesehatan.

Potret awal dampak pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten/kota dapat
dilihat melalui hubungan belanja daerah dengan indikator sektor lain. Kabupaten/
kota yang berada di kuadran lll mendominasi pada 2024. Sedangkan derajat desentralisasi
dan persentase penduduk miskin pemerintah provinsi pada 2025 berkorelasi negatif.
Sebaliknya, di tahun yang sama, rasio belanja fungsi pendidikan serta kesehatan dan IPM
menunjukkan hubungan yang positif.




Executive Summary

The structure of revenue and expenditure components in realizing the 2024 APBD
and the 2025 APBD is relatively the same. In terms of revenue, the transfer component is the
most dominant. The primary source of PAD comes from local taxes. On the other hand, regency/
municipalitygovernmentexpenditureismainlyusedforoperationalexpenditure.Intherealization

of the 2024 and 2025 budgets, the regency/municipality government experienced a deficit.

The financial indicators ofregency/municipality governmentsin2024intermsofrevenue
generally show positive results. The total revenue absorption rate, total PAD effectiveness
ratio, and total tax effectiveness ratio are relatively good. An increasing trend was also recorded
in the degree of decentralization in the fair to very good category. However, the total tax revenue
ratio of all regency/municipality governments still needs to be more optimal. In addition, the

Independence ratio of regency/municipality in eastern Indonesia is still relatively low.

The regency/municipality government’s financial indicators for 2024 from the
expenditure side also generally show positive results. Operational expenditure is the most
prioritized. Meanwhile, the ratio of total education function expenditure is the largest compared
to health, economic, housing, and public facilities functions. Interestingly, in 2024, the ratio of

total economic function expenditure is more significant than health function expenditure.

The relationship between local Expenditure and indicators of other sectors
provides an initial portrait of the impact of regency/municipality government financial
management. Regency/municipality in quadrant lll dominated in 2024. Meanwhile, the degree
of decentralization and the percentage of poor people in provincial governments in 2025 are
negatively correlated. Conversely, the ratio of education and health function expenditure and

the Human Development Index showed a positive relationship in the same year.
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1.1 Penjelasan Umum

Peran  pemerintahan  Kabupaten/

Kota dalam proses pembangunan di
Indonesia menjadi perhatian tersendiri
DPR/DPRD

maupun masyarakat. Hal mendasar yang

bagi pemerintah  pusat,
perlu diperhatikan adalah kemampuan

pemerintah  daerah (pemda) dalam
menyelenggarakan aktivitas di wilayahnya.
Hal tersebut erat kaitannya dengan
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Dengan kata lain, bagaimana pemda
dapat mengoptimalkan sumber daya yang
ada untuk meningkatkan pendapatan
daerahnya, dan mengalokasikannya untuk
kesejahteraan masyarakat.

yang

aktivitas pemerintahan dapat dilaksanakan

Kebijakan tepat membuat
dengan baik. Dengan melihat potensi
suatu daerah dari sisi pendapatan dan
belanja, maka kebijakan yang tepat dapat
disusun, baik oleh pemerintah daerah,
pemerintah pusat, atau para pemangku
kepentingan lainnya. Oleh karena itu,
statistik keuangan pemerintah kabupaten/
kota di seluruh Indonesia perlu disusun
untuk menggambarkan seluruh potensi
Kabupaten/Kota agar

dibuat lebih terarah.

kebijakan yang

1.1 General Explanation

The role of the regency/municipality
government in developing process of
Indonesia has become a main concern of the
central government, the Parliament/local
parliament, and the community. The basic
issue that needs to be considered is the ability
of local governments to carry out activities
in their region. It is related to the local
government budget. In other words, how
a local government can optimize existing
resources to increase local revenue and

allocate it for community welfare purposes.

The  right

government activities are carried out

policies ensure that

properly. By looking at the potential income
and expenditure of the local government, the
right policy can be made either by the local
government, the central government, or
other stakeholders. Therefore, the financial
statistics of the regency/municipality
government in Indonesia need to be
compiled to describe all potential regency/
municipality so that policies can be more

focused.

Pendahuluan
Introduction




1.2 Ruang Lingkup Publikasi

Publikasi

pemerintah kabupaten/kota merupakan

statistik keuangan
salah satu bentuk penyajian kompilasi
laporan keuangan pemerintah kabupaten/
kota. Publikasi ini selanjutnya diharapkan
dapat menunjukkan transparansi kepada
publik serta memotret keterbandingan
kinerja keuangan yang dicapai antar
menilai

kabupaten/kota serta tingkat

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
program dan anggaran.

Keterbaruan pada publikasi ini
terdapat pada metode pengumpulan
data dan metode analisis data. Metode
pengumpulan data pada publikasi
ini mulai tahun 2024 dan seterusnya
memanfaatkan data sekunder yaitu
data administrasi yang bersumber
dari Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan.
Data yang ditabulasikan pada publikasi
ini berdasarkan posisi laporan realisasi
keuangan pemerintah kabupaten/kota per
31 Oktober 2025.

Data mencakup seluruh kabupaten/
kota di setiap provinsi di Indonesia kecuali
Jakarta yaitu sebanyak 508 kabupaten/
kota. Pengecualian tersebut dilakukan
karena wilayah kabupaten dan kota di
Jakarta bukan merupakan daerah otonom.

Hal ini berarti, Anggaran Pendapatan dan

1.2 Scope of Publication

Financial  statistics  of  regency/
municipality government are one form of
presentation of the compilation of regency/
municipality government financial reports.
This publication are expected to show
transparency to the public, capture the
comparability of financial performance
achieved between regency/municipality, and
assess the level of efficiency and effectiveness

of program and budget implementation.

The novelty of this publication was in the
data collection and data analysis methods.
From 2024 onwards, the data collection
method utilizes secondary data, namely
administrative data sourced from the
Directorate General of Fiscal Balance (DJPK),
Ministry of Finance. The data tabulated in
this publication are based on the position
of the regency/municipality government’s
financial realization report as of 31 October
2025.

The data covers all regency/municipality
in every province in Indonesia except Jakarta,
which is 508 regency/municipality. An
exception is made for regency/municipality
in Jakarta since they are not autonomous
regions. Revenue and expenditure budget of

regency/municipality in Jakarta are already

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Belanja Daerah (APBD) wilayah kabupaten
dan kabupaten di Jakarta sudah tercakup
dalam akun keuangan pemerintah provinsi.

Metode analisis data yang dilakukan
dalam penyusunan publikasi ini lebih
berfokus pada penyajian indikator dan
analisis antar sektor. Hal ini diharapkan
agar dapat menghasilkan informasi yang
lebih variatif dan menyajikan perspektif
yang berbeda namun tetap pada koridor
tujuan utama yaitu memotret gambaran
kondisi keuangan pemerintah kabupaten/
kota.

included in the provincial government

finance.

The data analysis method used in
compiling this publication focuses more on
the presentation of indicators and analysis
between sectors. This is expected to produce
morevariedinformation andpresentdifferent
perspectives, but it still falls short of the main
objective, namely, to capture a picture of the
regency/municipality government’s financial

condition.

Pendahuluan
Introduction
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OVERVIEW OF REGENCY/MUNICIPALITY
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STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA 2024 (mitiar rupiah)

Financial Statistics of Regency/Municipality Government 2024
(billion rupiah) . .
Indikator Sisi Pendapatan
Revenue-Side Indicators

Pendapatan Rasio Total Penerimaan Pajak . 9,51
Revenue Total Tax Revenue Ratio

Belanja
Expenditure

¢ revence erectveness o RN - -
Total Tax Revenue Effectiveness Ratio L
put 0 gctienees s TR 5
Total PAD Effectiveness Ratio 4

Total Revenue Absorption Rate

u Sangat Kurang
Very Less

Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Wilayah bagian timur
masih relatif rendah
The Independence Ratio of Regency/MunicipalityGovernment
in east region is relatively low

» Kurang/Less

= Cukup/ Fair

* Sedang/Medium
® Baik/Good

= Sangat Baik
Very Good

Derajat Desentralisasi
Decentralization Degree

Indikator Sisi Belanja Belanja Daerah
Expenditure Indicators Local Expenditure

33.310,65

= Belanja Operasi
Operating Expenditure

146.297,99
173.674,22

E
%
263.228,03

® Belanja Modal
Capital Expenditure

= Belanja Tidak Terduga
Unpredicted Expenditure

| Belanja Transfer
Transfer Expenditure

® Belanja Pegawali
Personnel Expenditure

H PAD = TRANSFER W Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah

= Belanja Barang dan Jasa
Local Own-Source Revenue (PAD) Transfer Other Legal Local Own-Source Revenue s e

Goods and Services Expenditure

i : : 3 . " oeeos Eupeteure
PAD paling dominan dengan Pajak Daerah sebagai kontributor

terbesar Belanja Subsidi

. = Subsidy Expenditure
Local Own-Source Revenue (PAD) is the most dominant u Belanja Hibah
component, with local taxes as the largest contributor Grant Expenditure

u Belanja Bantuan Sosial
Social Assistance Expenditure




2.1 Struktur Pendapatan Daerah

Berbagai cara dilakukan Pemerintah

Kabupaten/Kota untuk meningkatkan
pendapatan  daerah  dalam  upaya
pemenuhan  pembiayaan  pelayanan
publiknya. Pertama, pemerintah

Kabupaten/Kota memperoleh dana dari
sumber-sumber  yang
sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

dikategorikan

Kedua, pemerintah kabupaten/kota
memperoleh dana transfer yang berasal
dari pemerintah pusat dan atau dari
pemerintah daerah lain. Pengalokasian
dana transfer pemerintah pusat ini selain
ditujukan untuk memberikan kepastian
sumber pendanaan bagi APBD, juga
bertujuan untuk mengurangi/memperkecil
ketimpangan dan perbedaan antardaerah.

Dana transfer dari pemerintah pusat
bersumber dari APBN yang dialokasikan
dalam bentuk dana perimbangan yang
terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus
(DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non
Fisik.

Selain itu juga dialokasikan dalam
bentuk Dana Insentif Daerah (DID), dana
otonomi khusus dan dana tambahan
infrastruktur, dana keistimewaan dan
dana desa. Sementara itu, pemerintah
Kabupaten/Kota juga memperoleh dana

transfer dari pemerintah daerah lain terdiri

Gambaran Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Overview of Regency/Municipality Government Finance

2.1 Local Revenue Structure

Many efforts have been made by
the regency/municipality Government to
increase local revenue to fulfill its public
service financing. First, the regency or
municipality government obtain funds from
sources considered local own-source revenue
(PAD,).

Second, the  regency/municipality
government obtains transfer revenue from
central government and inter-regional. The
allocation of this transfer revenue by the
Central Government was not only aimed at
providing certainty about funding sources for
the APBD, but it also aims to reduce/minimize
inequalities and differences between regions.

Transfer revenue of the Central
Government come from the APBN, which is
allocated as balancing revenue consisting
of Revenue Sharing Funds (DBH), General
Allocation Funds (DAU), Physical Specific
Allocation Funds (DAK), and Non-Physical
Specific Allocation Funds (DAK).

Apart from that, it is also allocated
in the form of regional incentive funds,
special autonomy funds and additional
infrastructure funds, privilege funds, and
village funds. In addition, the regency/
municipality government also obtains

transfer funds from other regional




atas pendapatan bagi hasil pajak, dan
bantuan keuangan.
Ketiga,

pemerintah  kabupaten/

kota memperoleh dana dari lain-lain
pendapatan daerah yang sah. Komponen
adalah

yang berasal dari hibah, dana darurat

pendapatan ini pendapatan

serta lain-lain pendapatan yang sesuai

Tabel
Table

2.1

Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh
Pendapatan (miliar rupiah), 2024 dan 2025

governments, consisting of tax-sharing
revenues and financial assistance.
Third, the

government obtains funds from other legal

regency/municipality

revenues. This revenue component is derived
from grants, emergency funds, and other
revenue following the provisions of laws and

regulations. Grant revenue comes fcentral

Indonesia Menurut Jenis

Revenue of Regency/Municipality Government Throughout Indonesia by Type of
Revenue(billion rupiahs), 2024 dan 2025

Jenis Pendapatan/Type of Revenue

(1)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Local Own-Source Revenue
1. Pajak Daerah
Local Taxes

2. Retribusi Daerah
Local Retributions

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Revenue of Management of Restricted Local
Assets

4. Lain-lain PAD yang Sah
Other Legal Local Own-Source Revenue

Pendapatan Transfer/Transfer Revenue

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Transfer Revenue of Central Government

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah
Transfer Revenue of Inter-regional

Lain-lain Pendapatan yang Sah
Other Legal Revenue

Jumlah/Total

Nilai/Value
(milliar rupiah/billion rupiahs)

Realisasi
Realization
2024

(2)
173.984

92.783

41.938

6.626

32.637

796.702
725.452

71.250

5.334

976.020

Kontribusi/Contribution
(persen/percent)

Realisasi
Realization

Anggaran
Budget
2025

Anggaran
Budget

(3)

208.078 17,83 21,15
130.485 9,51 13,27
47.357 4,30 4,81

6.916 0,68 0,70
23.320 3,34 2,37
766.429 81,63 77,92
721.591 74,33 73,36
44.838 7,30 4,56

9.092 0,55 0,92
983.599 100,00 100,00

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
dimaksud

pemerintah pusat, pemerintah daerah

Pendapatan hibah yang

baik yang berasal dari
lain, kelompok masyarakat/ perorangan di
dalam negeri, badan/ lembaga/organisasi
di dalam dan luar negeri maupun berupa
sumbangan dari pihak ketiga atau yang
sejenis.

Transfer

Sebagai Komponen Paling

Dominan
Struktur pendapatan dan belanja

seluruh  pemerintah  kabupaten/kota
Tabel ini

menunjukkan bahwa pada 2024 total

disajikan pada Tabel 2.1.

realisasi pendapatan seluruh pemerintah
kabupaten/kota adalah sebesar 976,02
triliun rupiah. Komponen terbesar dari total
realisasi pendapatan seluruh pemerintah
kabupaten/kota ini adalah pendapatan
transfer. Kontribusi transfer terhadap total
realisasi pendapatan seluruh pemerintah
kabupaten/kota adalah 81,63 persen atau
sebesar 796,70 triliun rupiah. Selain itu,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah memberikan
kontribusi masing-masing sebesar 17,83
persen dan 0,55 persen atau senilai 173,98
triliun rupiah dan 5,33 triliun rupiah pada
2024.
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government, other local governments,
community groups/individuals within the
country, agencies/institutions/ organizations
at home and abroad, as well as donations

from third parties or the like.

Transfer Revenue as the Most Dominant

Component

The revenue and expenditure structure
of all regency/municipality governments
is presented in Table 2.1. This table shows
that in 2024, the total revenue realization of
all regency/municipality governments was
976.02 trillion rupiahs. The most significant
component of the total revenue realization
of all regency/municipality governments
is transfer revenue. The contribution of
transfers to the total revenue realization of all
regency/municipality governments is 81.63
percent or 796.70 trillion rupiahs. In addition,
Local Own-Source Revenue (PAD) and other
legal revenue contributed 17.83 percent and
0.55 percent or 173.98 trillion rupiahs and
5.33 trillion rupiahs in 2024, respectively.




Sementara itu, pada 2025 pendapatan

seluruh  pemerintah  kabupaten/kota
983,60

rupiah. Sejalan dengan realisasi 2024,

dianggarkan mencapai triliun

transfer masih dianggarkan menijadi
komponen paling dominan pada 2025.
Meskipun mendominasi, besaran
kontribusi transfer dianggarkan menurun
sebesar 3,71 persen dibandingkan realisasi
2024 menjadi senilai 766,43 triliun rupiah.

Penurunan kontribusi transfer
pada anggaran 2025 menggambarkan
optimisme

pemerintah kabupaten/

kota untuk semakin meningkatkan
kemandirian daerah. Hal ini juga diperkuat
dengan kontribusi PAD yang dianggarkan
meningkat menjadi sebesar 21,15 persen
atau senilai 208,08 triliun rupiah pada 2025.
Sedangkan 0,92 persen sisanya berasal dari

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pentingnya Mengoptimalkan Peranan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah
salah satu sumber pendapatan yang
harus

dioptimalkan peranannya agar

mampu memberikan pelayanan dan
pemberdayaan yang lebih baik kepada
masyarakat serta dapat dimanfaatkan
dalam hal perbaikan fasilitas umum. PAD
juga merupakan indikator kemandirian

daerah. Keberadaan otonomidaerah dalam

Meanwhile, in 2025, the revenue of
all regency/municipality governments is
budgeted to reach 983.60 trillion rupiahs.
In line with the 2024 realization, transfers
are still budgeted as the most dominant
component 2025. Although dominant,
transfer contributions are budgeted to
decrease by 3.71 percent compared to the
2024 realization of 766.43 trillion rupiahs.

The decrease in transfer contributions
in the 2025 budget illustrates the optimism
of regency/municipality governments to
increase regional independence further. This
is also reinforced by the PAD contribution,
which is budgeted to increase to 21.15
percent or 208.08 trillion rupiahs in 2025.
Meanwhile, the remaining 0.92 percent

comes from other legal revenue.

The Importance of Optimizing the Role of

Local Own-Source Revenue (PAD)

Local Own-Source Revenue (PAD) is one
source of revenue that must be optimized for
providing better service and empowerment
to public and can be utilized in terms of
improving public facilities. PAD was also an
indicator of local’s level of independence.
The existence of regional autonomy in the
form of fiscal decentralization provides

flexibility to local government to manage its
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bentuk desentralisasi fiskal memberikan
keleluasaan kepada pemerintah daerah
untuk mengatur keuangan daerahnya.
Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD.

Pajak Daerah Sebagai
Terbesar PAD

Komponen

Berdasarkan Tabel 2.1, komponen
PAD yang memiliki kontribusi terbesar
terhadap total realisasi pendapatan
seluruh pemerintah kabupaten/kota pada
2024 adalah pajak daerah yaitu sebesar
9,51 persen atau senilai 92,78 triliun
rupiah. Sedangkan kontribusi komponen
PAD lainnya hanya di bawah 10 persen.
pemerintah kabupaten/kota dalam
meningkatkan kontribusi PAD tercermin
melalui peningkatan kontribusi komponen
PAD pada data APBD. Sejalan dengan PAD,
kontribusi pajak daerah pada 2025 juga
dianggarkan meningkat menjadi 13,27
persen. Peningkatan kontribusi retribusi
daerah menjadi yang paling signifikan
meningkat pada 2025 yaitu sebesar
0,51 persen dibandingkan realisasi 2024.
Namun, kontribusi lain-lain PAD yang sah
justru dianggarkan menurun pada 2025

menjadi sebesar 2,37 persen.
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own finances. The number and an adequate
increase in PAD contribution to total revenue

will determine the level of independence.

Local Tax as the Largest Component of
PAD

Based on Table 2.1, the PAD component
that contributes most significantly to the
total revenue realization of all regency/
municipality governments in 2024 is local
taxes, which is 9.51 percent or 92.78 trillion
rupiahs. Meanwhile, the contribution of other
PAD components is only below 10 percent.
The of regency/municipality governments
in increasing PAD contributions is reflected
in the increase in the contribution of PAD
components in the APBD data. In line with
PAD, the contribution of local taxes in 2025
is also budgeted to increase to 13.27percent.
The increase in the contribution of
retributions is the most significant in the
2025, which is 0.51percent compared to the
2024 realization. However, other legal PAD
contributions are budgeted to decrease in
2025 to 2.37 percent.




Kota Medan merupakan Kota di luar Medan City is a municipality outside
Pulau Jawa yang memiliki nilai realisasi Jawa Island with the highest PAD realization
PAD tertinggi pada 2024 vyaitu sebesar valuein2024,2.86trillion rupiahs. Meanwhile,
2,86 trilliun rupiah. Sedangkan Kabupaten Badung Regency is a regency outside Jawa
Badung merupakan Kabupaten di luar Island with the highest PAD realization value,
Pulau Jawa yang memiliki nilai realisasi 7.51 trillion rupiahs in 2024.

PAD tertinggi yaitu sebesar 7,51 triliun
rupiah pada 2024.

Tabel 2.2 Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Menurut Jenis Belanja (miliar
Table rupiah), 2024 dan 2025

Expenditure of Regency/Municipality Throughout Indonesia by Type of
Expenditure(billion rupiahs), 2024 dan 2025

Nilai/Value Kontribusi/Contribution
(milliar rupiah/billion rupiahs) (persen/percent)
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran

Jenis Pengeluaran

DY OiEREndiue Realization Budget Realization Budget

2024
(1) (2

1. Belanja Operasi

Operating Expenditure 685.527 733.322 69,88 71,79
1. Belanja Pegawai

Personnel Expenditure 339.304 398.422 34,59 39,00
2. Belanja Barang dan Jasa 288.223 300.043 29,38 28,37

Goods and Services Expenditure
3. Belanja Bunga

Interest Expenditure 658 g 0,07 0,06
4. Belanja Subsidi

B ket EApesiio 396 559 0,04 0,05
5. Belanja Hibah

Grant Expenditure 52.328 28.619 533 290
6. Belanja Bantuan Sosial

Social Assistance Expenditure 4.617 4.096 047 040
2. Belanja Modal
Capital Expenditure 169.697 154.298 17,30 15,11
3. Belanja Tidak Terduga
Unpredicted Expenditure 1.533 8.168 0,16 0,80
4. Belanja Transfer
T enaRer Exbenaitiire 124.183 125.690 12,66 12,30
1. Belanja Bagi Hasil

Revenue Sharing Expenditure 2028 £ U-27 Uz
2. Belanja Bantuan Keuangan

Financial Assistance Expenditure ki 1810 2 HEE

Jumlah/Total 980.939 1.021.478 100,00 100,00

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Faktor Rendahnya Kontribusi PAD
Ada beberapa faktor yang
menyebabkan kecilnya kontribusi PAD
terhadap total pendapatan pemerintah
kabupaten/kota. Pertama, masih adanya
sumber pendapatan potensial yang dapat
digali oleh pemerintah kabupaten/kota,
tetapiberadadiluarwewenang pemerintah
daerah tersebut. Kedua, BUMD pada
umumnya belum beroperasi secara efisien.
Ketiga, aktivitas perekonomian daerah
kurang bergairah dan belum mendukung
situasi kondusif untuk investasi. Keempat,
kurang mampunya pemerintah daerah
dalam menggali sumber-sumber
pendapatan alternatif. Salah satu langkah
yang bisa ditempuh pemerintah daerah
adalah dengan memberikan kemudahan
dalam investasi bagi pihak swasta sehingga
akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang
diinginkan.
Terbesar

Komponen Pendapatan

Transfer berasal dari Pemerintah Pusat

Sementara itu, pada 2024 realisasi

pendapatan transfer didominasi oleh
pendapatan transfer yang berasal dari
pemerintah pusat dengan kontribusi
sebesar 74,33 persen. Sedangkan 7,30

persen sisanya berasal dari pendapatan
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The Low PAD Contribution Factors

There are several factors that cause the
small contribution of PAD to the total revenue
of the regency/municipality. First, there were
still potential sources of revenue that could
be extracted by the regency/municipality,
but were beyond the authority of the
Local Government. Second, locally owned
enterprises were generally not operated
efficiently. Third, local economic activity was
less enthusiastic and does not yet support a
conducive situation for investment. Fourth,
the local government was unable to explore
alternative sources of revenue. One step that
can be taken by local government is to give
the facilitation to the private sector so that it

will create economic growth.

The Largest Component of Transfer

Revenue Comes from the Central

Government

Meanwhile, in 2024, transfer revenues
were realized by transfer revenues from the
central government, with a contribution of
74.33 percent. Meanwhile, the remaining 7.30
percent came from inter-regional transfer

revenues. This indicates that the dependence




transfer antar daerah. Hal ini menandakan

bahwa  ketergantungan  pemerintah
kabupaten/kota terhadap bantuan dari
pemerintah pusat masih cukup tinggi.
Sama halnya dengan realisasi, data
anggaran pendapatan pemerintah
kabupaten/kota 2025 juga didominasi
oleh pendapatan transfer pemerintah
Kontribusi  dari

pusat. pendapatan

transfer pemerintah pusat ini
dianggarkan mengalami penurunan 0,97
persen menjadi sebesar 73,36 persen
dibandingkan realisasi 2024 senilai 725,45
triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bentuk
dukungan yang nyata terhadap komitmen
pemerintah kabupaten/kota dalam
menaikkan tingkat kemandirian daerah.
Sedangkan 4,56 persen sisanya berasal dari

pendapatan transfer antar daerah.
2.2 Struktur Belanja Daerah
Struktur belanja

kabupaten/kota 2024-2025 disajikan pada

Tabel 2.2. Secara umum struktur belanja

pemerintah

pemerintah kabupaten/kota baik realisasi
2024 maupun anggaran 2025 tidak banyak
perubahan. Walaupun nilai dari kompenen
belanja cukup berbeda, akan tetapi belanja
operasi masih tetap menjadi komponen
dengan kontribusi paling besar. Sebaliknya,
komponen belanja tidak terduga memiliki

nilai dan kontribusi yang paling kecil

of regency/municipality governments on
assistance from the central government is

still relatively high.

Similarly, the 2025 regency/municipality
government revenue budget data is also
dominated by central government transfer
revenues. The contribution from central
government transfer revenues is budgeted
to decrease by 0.97 percent to 73.36 percent
compared to the 2024 realization of 725.45
trillion rupiahs. This shows a natural
form of support for regency/municipality
governments’ commitment to increase
regional independence. Meanwhile, the
remaining 4,56 percent comes from inter-

regional transfer revenues.

2.2 Local Expenditure Structure

The regency/municipality government
expenditure structure for 2024-2025 s
presentedin Table 2.2.In general, the structure
of  regency/municipality ~ government
expenditure, both in the 2024 realization
and the 2025 budget, has mostly stayed the
same. Although the value of the expenditure
components is quite different, operational
expenditure remains the component with
the most significant contribution. On the

other hand, the unpredicted expenditure
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terhadap total belanja seluruh pemerintah
kabupaten/kota pada realisasi 2024 dan
anggaran 2025.

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa total
realisasi belanja seluruh pemerintah
kabupaten/kota pada 2024 adalah
sebesar 980,94 triliun rupiah. Selanjutnya
pada tahun 2025 total belanja seluruh
pemerintah kabupaten/kota ini
dianggarkan meningkat menjadi sebesar

1.021,48 triliun rupiah.

Belanja Operasi Sebagai Komponen

Paling Dominan

Belanja operasi ini sifatnya jangka
pendek atau masa habis manfaatnya
adalah satu tahun anggaran. Selain itu,
pada hal tertentu bersifat belanja rutin
atau berulang. Proporsi belanja operasi
pada umumnya berada pada rentang 60-
90 persen. Pemerintah daerah dengan
tingkat pendapatan tinggi cenderung
memiliki porsi belanja operasi yang lebih
tinggi dibandingkan dengan pemerintah
daerah yang
rendah (Mahmudi, 2019).

Realisasi belanja operasi pada 2024
adalah sebesar 685,53 triliun

Kontribusi belanja operasi ini terhadap

tingkat pendapatannya

rupiah.

total realisasi belanja seluruh pemerintah
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component has the smallest value
and contribution to the total regency/
municipality government expenditure in the

2024 realization and the 2025 budget.

Table 2.2 shows that the total realization
of expenditure by all regency/municipality
is 980.94 trillion

rupiahs. Furthermore, in 2025, the total

governments in 2024

expenditure by all regency/municipality
governments s budgeted to increase to
1,021.48 trillion rupiah.

Operating Expenditure as the Most
Dominant Component

This  operating expenditure  was
short-term, and its useful life was one
fiscal year. In addition, it was a routine or
recurring expenditure in some instances.
The proportion of operating expenditure
was generally in the range of 60-90 percent.
Regional governments with high revenue
levels tend to have a higher share of operating
expenditure than local governments with

low revenue levels (Mahmudi, 2019).

The realization of operating expenditure
in 2024 is 685.53 trillion rupiahs. This
operating expenditure contributed 69.88

percentto the total realization of expenditure




sebesar 69,88

belanja

kabupaten/kota adalah

persen. Selanjutnya, operasi
dianggarkan sebesar 733,32 triliun rupiah
pada 2025 dengan peningkatan kontribusi
sebesar 1,91 persen dibandingkan realisasi
2024. Komponen belanja operasi yang
paling dominan adalah belanja pegawai
dilanjutkan dengan belanja barang dan
jasa, baik pada realisasi 2024 maupun
anggaran 2025.

Kontribusi belanja pegawai terhadap
total realisasi belanja seluruh pemerintah
kabupaten/kota yaitu 34,59 persen atau
sebesar 339,30 triliun rupiah. Besaran ini
dianggarkan meningkat menjadi 398,42
triliun rupiah dengan kontribusi naik 4,41
persen dibandingkan realisasi 2024.

Komponen belanja operasi yang
memiliki kontribusi terbesar kedua pada
tahun 2024-2025 adalah belanja barang
danjasa. Kontribusi belanja barang dan jasa
terhadap total belanja seluruh pemerintah
kabupaten/kota yaitu 29,38 persen atau
sebesar 288,22 triliun rupiah pada realisasi
2024. Besaran ini dianggarkan meningkat
menjadi 300,04 triliun rupiah pada 2025
dengan

dibandingkan realisasi 2024.

kontribusi turun 0,01 persen

by all regency/municipality governments.
Furthermore,
budgeted at 733.32 trillion rupiahs in 2025,

with an increase in contribution of 1.91

operating expenditure is

percent compared to the realization in 2024.
The most dominant component of operating
expenditure is personnel expenditure,
followed by expenditure on goods and
services, both in the realization in 2024 and
the 2025 budget.

The  contribution  of  personnel
expenditure to the total realization of
expenditure by all regency/municipality
governments is 34.59 percent or 339.30
trillion rupiahs. This amount is budgeted
to increase to 398.42 trillion rupiahs with
a contribution increase of 4.41 percent
compared to the realization in 2024.

The operating expenditure component
with the second most significant contribution
in 2024-2025 is expenditure on goods and
services. The contribution of expenditure on
goods and services to the total expenditure
by all regency/municipality governments is
29.38 percent or 288.22 trillion rupiahs in the
realization of 2024. This amount is budgeted
to increase to 300.04 trillion rupiahs in 2025
with a contribution decrease of 0.01 percent

compared to the realization in 2024.
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Kontribusi Belanja Bunga, Subsidi,
Hibah dan Bantuan Sosial dibawah 10

persen

Sementara itu, komponen belanja
hibah memberikan kontribusi terhadap
total belanja  seluruh  pemerintah
kabupaten/kota sebesar 5,33 persen atau
senilai 52,33 triliun rupiah pada realisasi
2024. Nilai belanja hibah ini dianggarkan
menurun 2,43 persen dibandingkan
realisasi 2024 menjadi sebesar 29,62 triliun
rupiah atau memberikan kontribusi sebesar
2,90 persen terhadap total anggaran
belanja seluruh pemerintah kabupaten/
kota 2025.

Selanjutnya, belanja bantuan sosial
memberikan kontribusi terhadap total
belanja pemerintah seluruh kabupaten/
kota sebesar 0,47 persen pada realisasi
2024 dan turun menjadi sebesar 0,40
persen pada anggaran 2025. Nilai belanja
subsidi

masing sebesar 0,66 triliun rupiah dan

bunga dan belanja masing-
0,39 triliun rupiah pada realisasi 2024.
Sedangkan pada 2025 belanja bunga dan
belanja subsidi dianggarkan memberikan
kontribusi masing-masing sebesar 0,06
persen dan 0,05 persen terhadap total

belanja pemerintah kabupaten/kota.
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The Contribution of interest, subsidies,
grants, and social assistance Expenditure
was under 10 percent

Meanwhile, the grant expenditure
component contributed 5.33 percent or
52.33 trillion rupiahs to the total expenditure
of all regency/municipality governments
in 2024. The value of this grant expenditure
is budgeted to decrease by 2.43 percent
compared to the 2024 realization to 29.62
trillion rupiahs or contribute 2.90 percent
to the total spending budget of all regency/

municipality governments in 2025.

Furthermore, social assistance

contributed to the total government
expenditure of all regency/municipality by
0.47 percent in the 2024 realization and
decreased to 0.40 percent in the 2025 budget.
The value of interest expenditure and subsidy
expenditure was 0.66 trillion rupiah and
0.39 trillion rupiah, respectively, in the 2024
realization. Meanwhile, in 2025, interest
expenditure and subsidy expenditure were
budgeted to contribute 0.06 percent and 0.05
percent, respectively, to the total government

expenditure of regency/municipality.




Belanja Modal Sebagai Komponen

Terbesar Kedua

Belanja modal merupakan komponen
yang memiliki kontribusi terbesar kedua
terhadap total belanja seluruh pemerintah
kabupaten/kota baik pada realisasi 2024
maupun anggaran 2025. Kontribusi belanja
modal ini pada 2024 adalah sebesar 17,30
persen atau senilai 169,70 triliun rupiah.
Nilai ini dianggarkan meningkat menjadi
sebesar 154,30 triliun rupiah pada 2025
dengan kontribusi yang turun 2,19 persen
dibandingkan realisasi 2024.

Selanjutnya, kontribusi belanja
transfer pada realisasi tahun 2024 adalah
sebesar 12,66 persen terhadap total belanja
seluruh pemerintah kabupaten/kota atau
senilai 124,18 triliun rupiah. Pada tahun
2025, belanja transfer ini dianggarkan
meningkat 0,35 persen dibandingkan
realisasi 2024 menjadi senilai 125,69 triliun
rupiah dengan kontribusi yang turun
menjadi sebesar 12,30 persen.

Komponen belanja transfer yang
paling dominan berkontribusi terhadap
total belanja  seluruh  pemerintah
kabupaten/kota adalah belanja bantuan
keuangan yaitu sebesar 12,09 persen pada
realisasi 2024 dan dianggarkan mengalami
penurunan kontribusi menjadi sebesar
11,56 persen pada 2025. Sebaliknya,

belanja bagi hasil menjadi komponen yang

Capital Expenditure as the Second Largest

Component

Capital expenditure is the component
that contributes the second largest amount
to the total expenditure of all regency/
municipality governments, both in the
2024 realization and the 2025 budget. This
contribution in 2024 is 17.30 percent, or
169.70 trillion rupiahs. This value is budgeted
to increase to 154.30 trillion rupiahs in 2025,
with a contribution that decreases by 2.19
percent compared to the 2024 realization.

Furthermore, the contribution of
transfer expenditure in the 2024 realization
is 12.66 percent of the total expenditure of
all regency/municipality governments or
124.18 trillion rupiahs. In 2025, this transfer
expenditure is budgeted to increase by 0.35
percent compared to the 2024 realization of
125.69 trillion rupiahs, with a contribution

that decreases to 12.30 percent.

The most dominant component of
transfer expenditure contributing to the
total expenditure of all regency/municipality
governments is  financial  assistance
expenditure, which is 12.09 percent in
the 2024 realization and is budgeted to
experience a decrease in contribution to
11.56 percent in 2025. On the other hand,

revenue-sharing expenditure is a component
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dianggarkan mengalami peningkatan baik
nilai maupun kontribusi menjadi sebesar
7,58 triliun rupiah dengan kontribusi
0,74 persen pada 2025. Sebelumnya, nilai
belanja bagi hasil pada 2024 adalah sebesar
5,62 triliun rupiah dengan kontribusi 0,57
persen.

Selanjutnya, pada realisasi 2024
kontribusi belanja tidak terduga terhadap
total belanja  seluruh  pemerintah
kabupaten/kota adalah sebesar 0,16
persen atau senilai 1,53 triliun rupiah.
Sedangkan pada 2025, belanja tidak
terduga ini dianggarkan meningkat
menjadi senilai 8,17 triliun rupiah dengan
kontribusi yang naik menjadi sebesar 0,80

persen.

Realisasi 2024 dan Anggaran 2025
Mengalami Defsit

Berdasarkan pengurangan nilai
pendapatan pada Tabel 2.1 terhadap nilai
belanja pada Tabel 2.2, kondisi keuangan
seluruh  pemerintah  kabupaten/kota
pada realisasi 2024 dan anggaran 2025
mengalami defisit. Meskipun begitu, hal ini
akan dapat diatasi dengan menggunakan
komponen pembiayaan untuk menutup
kekurangan.

Kondisi ini juga dapat dijelaskan
melalui nilai rasio belanja daerah terhadap

pendapatan daerah pada realisasi dan

Gambaran Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Overview of Regency/Municipality Government Finance

that is budgeted to experience an increase in
both value and contribution to 7.58 trillion
rupiahs with a contribution of 0.74 percent
in 2025. Previously, the value of revenue-
sharing expenditure in 2024 was 5.59 trillion

rupiahs with a contribution of 0.58 percent.

Furthermore, in the 2024 realization,
the contribution of unpredicted expenditure
to the total expenditure of all regency/
municipality governments was 0.16 percent
or 1.50 trillion rupiahs. Meanwhile, in 2025,
this unpredicted expenditure is budgeted
to increase to 8.17 trillion rupiahs with a

contribution of 0.80 percent.

2024 Readlization and 2025 Budget

Experience Deficit

Based on the reduction in revenue
value in Table 2.1 against the expenditure
value in Table 2.2, the financial condition
of all regency/municipality governments
in the 2024 realization and 2025 budget
experienced a deficit. However, this can be
overcome by using financing components to

cover the shortfall.

This condition can also be explained
through the value of the local expenditure

ratio to local revenue in the 2024 realization




anggaran 2025 vyang masing-masing
105,29

persen. Nilai rasio yang melebihi 100

sebesar 100,50 persen dan
ini mengartikan bahwa belanja yang
dilakukan oleh pemerintah kabupaten/

kota melebihi pendapatan yang dihasilkan.

and 2025 budget, which were 100.50 percent
and 105.29 percent, respectively. A ratio
value exceeding 100 means that expenditure
by  regency/municipality ~ governments

exceeds the revenue generated.
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Realisasi Pendapatan Menunjukkan

Tren Positif

Nilai realisasi pendapatan dan belanja

seluruh  pemerintah  kabupaten/kota
selama lima tahun terakhir disajikan pada
Gambar 2. Hasilnya menunjukkan adanya
tren positif pada nilai realisasi pendapatan
seluruh  pemerintah

selama periode 2020-2024. Pertumbuhan

kabupaten/kota

negatif pada realisasi pendapatan dan
belanja pemerintah kabupaten/kota hanya
terjadi pada 2020 dengan pertumbuhan
masing-masing minus 7,07 persen dan
minus 5,50 persen dibandingkan realisasi
2019. Dilihat dari besarannya, hal ini
menunjukkan bahwa pandemi covid-19
ternyata memberikan dampak yang lebih
kuat terhadap pendapatan dibandingkan
dengan belanja pemerintah kabupaten/
kota.

Kondisi perekonomian yang sudah
semakin stabil mendorong pertumbuhan
pendapatan  pemerintah  kabupaten/
kota menjadi semakin tinggi. Puncaknya,
realisasi pendapatan seluruh pemerintah
kabupaten/kota mengalami pertumbuhan
paling  tinggi 7,88

dibandingkan tahun sebelumnya pada

yaitu persen
2024. Bahkan nilai realisasi pendapatan
pada 2024 sudah melebihi nilai realisasi
pendapatan sebelum pandemi covid-19 di
tahun 2019.

Revenue Realization Shows Positive Trend

The revenue and expenditure realization

values of all

governments over the past five years are
presented in Figure 2. The results show a

positive trend in the revenue realization

values of all

governments during 2020-2024. Negative

growth in revenue and

realization of

governments only occurred in 2020, with the
development of minus 7.07 per cent and 5.50
per cent, respectively, compared to the 2019
realization. Judging from the magnitude, this
shows that the COVID-19 pandemic has had

a stronger impact on revenue than regency/

municipality government expenditure.

The increasingly stable

conditions havedriven the growth of regency/

municipality government revenue even

higher. At its peak, the revenue realization
of all regency/municipality governments
experienced the highest growth, namely
7.88 per cent, compared to the previous year
in 2024. The revenue realization value in

2023 exceeded the revenue realization value

before the covid-19 pandemic in 2019.

Indikator Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Financial Indicators of The Regency/Municipality Governmenr

regency/municipality

regency/municipality

expenditure

regency/municipality

economic




Realisasi belanja pemerintah
kabupaten/kota pada Gambar 2 secara
umum memiliki pola yang serupa dengan
tren realisasi pendapatan. Realisasi
belanja pemerintah kabupaten/kota pada
2024 mengalami kenaikan 0,93 persen
tahun 2023. Pertumbuhan

belanja seluruh

dibanding
positif pada realisasi
pemerintah kabupaten/kota juga tercatat
selama periode 2021-2022 dengan nilai
pertumbuhan secara berurutan adalah
0,77 persen dan 6,23 persen dibandingkan
tahun sebelumnya.

Menariknya, terjadipergeseranbesaran
pertumbuhan pada realisasi pendapatan

dan belanja pemerintah kabupaten/kota

2020 2021

= Pendapatan Daerah
Local Revenue

The realization of regency/municipality
governmentexpenditure in Figure 2 generally
has a similar pattern to the trend of revenue
realization. The realization of regency/
municipality government expenditure in
2024 has increased 0.93 percent compared
to 2023 .

expenditure by all regency/municipality

Growth in the realization of

governments was also recorded during the
2021-2022 period, with sequential growth
values of 0.77 per cent and 6.23 per cent

compatred to the previous year.

Interestingly, there was a growth shift
in the realization of regency/municipality

government revenue and expenditure during

777

2023 2024

2020 2021
Belanja Daerah
Ltocal Expenditure

2022 2023 2024

—e—Petumbuhan Belanja Daerah

Local

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 2 Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (miliar

Figure rupiah), 2020-2024

Revenue and Expenditure of Regency/Municipality Government Throughout Indonesia

(billion rupiahs), 2020-2024
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selama 2020-2024. Pada tahun 2020-2021,
nilai pertumbuhan realisasi pendapatan
lebih besar dibandingkan dengan nilai
pertumbuhan realisasi belanja pemerintah
kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan
bahwa dampak dari covid-19 dan kebijakan
upaya pemulihan covid-19 dari pemerintah
pusat berpengaruh lebih kuat terhadap
pendapatan daerah.

pada 2022-2024,

pertumbuhan realisasi belanja lebih besar

Sebaliknya, nilai
dibandingkan dengan nilai pertumbuhan

realisasi pendapatan pemerintah

kabupaten/kota. Kondisi ini memotret
adanya upaya pemerintah kabupaten/kota
yang lebih tinggi dalam hal penguatan
desentralisasi fiskal untuk memperkuat
otonomi dan kapasitas fiskal pemerintah
daerah dibawahnya. Selain itu, hal ini juga
dimaksudkan untuk lebih membantu
pemerintah daerah dalam mengelola
anggaran dan mencapai pembangunan

lokal.

2020-2024. In 2020-2021, the growth value
of revenue realization was greater than
the growth value of regency/municipality
government expenditure realization. This
indicates that the impact of covid-19 and
the central government’s covid-19 recovery

policy have a stronger impact on regional

income.

On the other hand, in 2022-2024, the
growth value of expenditure realization is
greater than that of regency/municipality
This

condition reflects the higher efforts of

government  revenue  realization.

regency/municipality governments in terms
of strengthening fiscal decentralization

to strengthen the autonomy and fiscal

capacity of local governments below them. In

addition, this is also intended to further assist

local governments in managing budgets and

achieving local development s.

Indikator Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Financial Indicators of The Regency/Municipality Governmenr




3.1 Penyerapan Pendapatan dan
Belanja

Kota

Pemerintah Kabupaten/

Tingkat Penyerapan Total Pendapatan

Menunjukkan Tren Positif

Penyerapan pendapatan merupakan

gambaran  keberhasilan  pemerintah
dalam merealisasikan pendapatan yang
telah dianggarkan. Tingkat penyerapan
total pendapatan seluruh pemerintah
kabupaten/kota disajikan pada Gambar
3. Secara umum, hasilnya menunjukkan
adanya tren positif dalam 5 tahun terakhir.

Pada 2024,
total pendapatan
kabupaten/kota adalah sebesar 103,67

persen. Artinya, secara umum pemerintah

tingkat penyerapan

seluruh  pemerintah

kabupaten/kota berhasil memperoleh
pendapatan
dianggarkan pada APBD 2024 karena

memiliki tingkat penyerapan di atas 100

melebihi  nilai  yang

persen.

Kabupaten/kota  dengan  tingkat
penyerapan pendapatan tertinggi pada
2024 secara berurutan adalah Kabupaten
Sumbawa Barat(164,73 persen), Kabupaten
(158,98 persen), dan
Kabupaten Tana Tidung (147,50 persen).

Sebaliknya, Kabupaten Batang Hari (72,82

Tanah Bumbu

persen), Kabupaten Mamberamo Raya

(78,45 persen), dan Kabupaten Mappi

3.1 Regency/Municipality Government

Revenue and Expenditure Absorption

Total Revenue Absorption Rate Shows
Positive Trend

Revenue  absorption  depicts the
government’s success in realizing budgeted
revenue. The total revenue absorption rate
of all regency/municipality governments
is presented in Figure 3. The results show a

positive trend in the last 5 years.

In 2024, the total revenue absorption
rate of all regency/municipality governments
was 103.67 per cent. This means that
regency/municipality governments generally
achieved revenue exceeding the value
budgeted in the 2024 APBD because they had

an absorption rate above 100 percent.

The regency/municipality with the
highest revenue absorption rates in 2024
in sequence were Kabupaten Sumbawa
Barat (164.73 percent), Kabupaten Tanah
Bumbu (158.98 percent), and Kabupaten
Tana Tidung (147.50 percent). In contrast,
(72.82 percent),
(78.45
percent), and Kabupaten Mappi (79.83

Kabupaten Batang Hari

Kabupaten ~Mamberamo Raya
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(79,83 persen) masing-masing merupakan

kabupaten/kota dengan tingkat
penyerapan pendapatan terendah pada
2024.
56,80 Persen

Indonesia memiliki tingkat Penyerapan

Kabupaten/kota di

Belanja Kurang dari 100 persen

Sejalan dengan tingkat penyerapan
pendapatan daerah, tingkat penyerapan
total belanja pemerintah kabupaten/kota
pada Gambar 3 juga menunjukkan pola
yang sama. Tingkat penyerapan belanja
menggambarkan keberhasilan pemerintah
kabupaten/kota dalam merealisasikan nilai

belanja yang dianggarkan.

@ Penyerapan pendapatan
Revenue Absorption

105

102,46

100

95

20

85

2022

percent) are each the regency/municipality
with the lowest revenue absorption rates in
2024,

56.80 Percent of Regency/Municipality
in Indonesia Have an Expenditure
Absorption Rate of Less than 100 Percent

In line with the local revenue absorption
rate, the total expenditure absorption rate
of regency/municipality governments in
Figure 3 also shows the same pattern. The
expenditure absorption rate illustrates the
success ofregency/municipality governments

in realizing the budgeted expenditure value.

@ Penyerapan belanja
Expenditure Absorption

104,84 104,86
s
100,70

2023

2024

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
Gambar 3 Tingkat Penyerapan Total Pendapatan dan Total Belanja Pemerintah Kabupaten/

Figure

Kota Seluruh Indonesia (persen), 2020-2024

Level of Total Revenue and Total Expenditure Absorption of Regency/Municipality
Government Throughout Indonesia (percent), 2020-2024
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Pada 2024, tingkat penyerapan total
belanja seluruh pemerintah kabupaten/
kota adalah sebesar 98,96 persen. Besaran
ini lebih rendah dibandingkan tingkat
penyerapan total pendapatan di tahun
yang sama dengan nilai di atas 100
persen. Artinya, secara umum, pemerintah
kabupaten/kota sudah cukup optimal
dalam merealisasikan anggaran belanja
2024.

Secara lebih rinci, terdapat 56,80
persen atau sebanyak 288 kabupaten/
kota dengan tingkat penyerapan belanja
pemerintah kabupaten/kota di bawah
100 persen. Kabupaten Batang Hari
(71,89 Persen), Kabupaten Mamberamo
Raya (72,37 persen), dan Kota Makassar
(73,91
menjadi kabupaten/kota dengan tingkat

persen) secara berurutan juga

penyerapan
2024. Kabupaten/kota dengan tingkat

belanja terendah pada

penyerapan belanja tertinggi secara
berurutan adalah Kabupaten Tanah Bumbu
(145,86 persen), kabupaten Sumbawa Barat
(137,28 persen), dan Kabupaten Langkat

(132,72 persen).

3.2 Rasio Efektivitas PAD
Rasio efektivitas PAD memotret

keberhasilan pemerintah kabupaten/kota

dalam menggali potensi riil daerahnya

masing-masing besaran realisasi PAD yang

In 2024, the total expenditure absorption
rate of all regency/municipality governments
was 98.96 percent. This amount is lower
than the total revenue absorption rate in the
same year, with a value above 100 percent.
This means that regency/municipality
governments have been optimal in realizing
the 2024 expenditure budget.

In more detail, 56.80 percent or 288
regency/municipality have a regency/

municipality ~ government  expenditure

absorption rate  below 100 percent.
Kabupaten Batang Hari (71.89 percent),
(72.37

percent), and Kota Makassar (73.91 percent),

Kabupaten ~Mamberamo Raya
respectively, also became the regency/
municipality with the lowest expenditure
absorption rates in 2024. The regency/
municipality with the highest expenditure
absorption  rates,  respectively,  were
Kabupaten Tanah Bumbu (145.86 persen),
kabupaten Sumbawa Barat (137.28 persen),

dan Kabupaten Langkat (132.72 persen.

3.2 PAD Effectiveness Ratio

The PAD effectiveness ratio captures
regency/municipality governments’ success
in exploring their respective regions’ real

potential.
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101,29

83,12

2020

2021

2022

2023 2024

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 4 Rasio Efektivitas Total PAD Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Figure (persen), 2020-2024

Total PAD Effectiveness Ratio of Regency/Municipality Governments Throughout

Indonesia (percent), 2020-2024

Rasioinidilihatmelaluibesaranrealisasi
PAD yang didapatkan terhadap anggaran
PAD yang ditetapkan. Kemampuan daerah
dalam menjalankan tugas dikategorikan
efektif apabila rasio yang dicapai minimal
100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas
daerah

menggambarkan kemampuan

semakin baik.

Rasio EfektivitasTotal PAD Menunjukkan

Tren Positif

PAD seluruh
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
periode 2020-2024 disajikan pada Gambar

4, Secara umum, rasio efektivitas total

Rasio efektivitas total

Indikator Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Financial Indicators of The Regency/Municipality Governmenr

This ratio is seen through the amount
of PAD realization obtained against the PAD
budget set. The ability of a region to carry out
its duties is categorized as effective if the ratio
achieved is at least 100 per cent. The higher
the effectiveness ratio, the better the ability of

the region.

Total PAD Effectiveness Ratio Shows

Positive Trend

The total PAD effectiveness ratio of
all  regency/municipality
in Indonesia for the 2020-2024 period is

governments

presented in Figure 4. In general, the total

i



PAD seluruh pemerintah kabupaten/
kota menunjukkan tren yang positif dalam
5 tahun terakhir. Tren menurun hanya
terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak
dari pandemi covid-19.

Pada 2024, rasio efektivitas total PAD
seluruh  pemerintah  kabupaten/kota
adalah sebesar 101,29 persen. Artinya,
secara umum, pemerintah kabupaten/kota
sudah optimal dan efektif dalam menggali
potensi riil daerahnya. Hal ini ditunjukkan
melalui nilai rasio lebih dari 100 persen.

Berdasarkan nilai rasio efektivitas
PAD pada 2024, cukup berimbang antara
sudah
dan masih perlu ditingkatkan. Sebanyak

57,20 persen atau 290 kabupaten/kota

kabupaten/kota yang optimal

yang sudah memiliki nilai rasio efektivitas
PAD di atas 100 persen. Sedangkan 217
kabupaten/kota sisanya masih harus terus
berusaha mengoptimalkan potensi riil
daerahnya agar mencapai anggaran PAD
yang telah ditetapkan sebelumnya.
Kabupaten Tolikara (1037,56 Persen),
Kabupaten Mahakam Ulu (948,93 persen),
dan Kabupaten Tambrauw (579,23 persen)
secara berurutan menjadi kabupaten/
kota dengan rasio efektivitas PAD tertinggi
pada 2024. Sebaliknya, tiga kabupaten/
kota dengan rasio efektivitas PAD terendah
berurutan

secara adalah  kabupaten

Pulau Taliabu (3,92 persen), kabupaten

PAD effectiveness ratio of all regency/
municipality governments shows a positive
trend in the last 5 years. The downward trend
only occurred in 2020 due to the covid-19
pandemic.

In 2024, the total PAD effectiveness ratio
of all regency/municipality governments was
101.29 percent. This means that regency/
municipality governments already optimal
and effective in exploring the real potential of
their regions. This is indicated by a ratio value
of more than 100 percent.

Based on the PAD effectiveness ratio
value in 2024, it is quite balanced between
regency/municipality  that are already
optimal and those that still need to be
improved. As many as 57.20 per cent or 290
regency/municipality already have a PAD
effectiveness ratio value above 100 percent.
Meanwhile, the remaining 217 regency/
municipality must continue to strive to
optimize their regions’ real potential to
achieve the previously set PAD budget.

Kabupaten Tolikara (1037.56 percent),
kabupaten Mahakam Ulu (948.93 percent),
and kabupaten Tambrauw (579.23 percent)
are sequentially the regency/municipality
with the highest PAD effectiveness ratio
in 2024. On the other hand, the three
regency/municipality with the lowest PAD
effectiveness ratios are kabupaten Pulau

Taliabu (3.92 percent), kabupaten Nduga
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Nduga (10,30 persen), dan kabupaten
Mamberamo Raya (22,01 persen).

3.3 Derajat Desentralisasi

Pendapatan pemerintah kabupaten/
kota bersumber dari tiga komponen
utama, yaitu PAD, transfer, dan lain-lain
pendapatan yang sah. Dari ketiga sumber
ini, PAD diharapkan memiliki kontribusi
terbesar dalam pendapatan daerah
karena PAD yang tinggi mencerminkan

kemandirian daerah untuk membiayai

Tabel 3.1

Table 2020-2025
The Distribution of Regency/Municipality in Indonesia by Degree of Decentralization
Categories, 2020-2025

(10.30 percent), and kabupaten Mamberamo
Raya (22.01 percent).

3.3 Degree of Decentralization

Regency/municipality government
revenues come from three main components,
namely PAD, transfers, and other legitimate
income. Of these three sources, PAD is
expected to have the largest contribution
to local revenue because high PAD

reflects regional independence to finance

development in its region. This also illustrates

Distribusi Kabupaten/Kota di Indonesia Menurut Kategori Derajat Desentralisasi,

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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pembangunan di daerahnya. Hal ini juga

menggambarkan  berjalannya  proses
desentralisasi fiskal karena kontribusi PAD
yang tinggi menunjukkan kewenangan
pemerintah kabupaten/kota dalam
mengatur keuangan di daerahnya sendiri.
Indikator pemerintah

kabupaten/kota dapat dilihat

kemandirian
melalui
besaran derajat desentralisasi dan rasio

kemandirian pemerintah kabupaten/kota.

Derajat Desentralisasi Kabupaten/Kota
Kategori Cukup Hingga Sangat Baik

Menunjukkan Tren Meningkat

Derajat  desentralisasi  pemerintah
kabupaten/kota pada tabel 3.1 dapat
dilihat melalui perbandingan antara

realisasi PAD terhadap total pendapatan
pemerintah kabupaten/kota (Mahmudi,
2019). Menurut Halim dalam Maryanti
(2023),

dikategorikan menjadi 6 (enam) kategori

derajat  desentralisasi  dapat
yaitu sangat kurang (0-10%), kurang
(10,01%-20%), cukup (20,01-30%), sedang
(30,01%-40%), baik (40,01%-50%) dan
sangat baik (>50%).

Kategori tersebut mengindikasikan
bahwa ketika persentase PAD terhadap
total pendapatan daerah semakin tinggi,

maka sangat baik kemampuan pemerintah

the ongoing fiscal decentralization process
because high PAD contributions indicate
the authority of regency/municipality
governments to manage finances in their
regions. Indicators of regency/municipality
government independence can be seen
through the magnitude of the degree of
decentralization and the ratio of regency/

municipality government independence.

Degree of Regency/Municipality
Decentralization Category Sufficient to

Very Good Shows an Increasing Trend

The degree of regency/municipality
government decentralization in table 3.1
can be seen by comparing PAD realization
and total regency/municipality government
revenue (Mahmudi, 2019). According to
Halim in Maryanti (2023), the degree of
decentralization can be categorized into six
categories, namely very less (0-10%), less
(10.019%-20%), fair (20.01-30%), medium
(30.01%-40%), good (40.01%-50%) and very
good (>50%).

These categories indicate that when
the percentage of PAD to total local revenue
is higher, the regional government’s ability

to implement decentralization is very good.
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2020 2021 2022

B Total Derajat Desentralisasi
Total Decentralization Degree

2023

M Total Rasio Kemandirian
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=

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 5 Total Derajat Desentralisasi dan Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota

Total Decentralization Degree and Independence Ratio of Regency/Municipality

Figure Seluruh Indonesia (persen), 2020-2024
Governments Throughout Indonesia (percent), 2020-2024
daerah dalam penyelenggaraan

desentralisasi. Sebaliknya, apabila
persentase PAD terhadap total pendapatan
daerah kecil, maka kemampuan daerah
dalam penyelenggaraan otonomi daerah
sangat kurang.

Distribusi kabupaten/kota di Indonesia
menurut derajat desentralisasi selama
periode 2020-2024 disajikan pada Tabel
3. Secara umum, derajat desentralisasi
mayoritas kabupaten/kota di Indonesia
masih dalam kategori sangat kurang
hingga kurang.

Menariknya, terdapat tren meningkat
pada jumlah kabupaten/kota yang masuk

dalam kategori cukup hingga sangat baik
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Conversely, if the percentage of PAD to total
local revenue is small, then the region’s ability
to implement regional autonomy could be

much better.

The distribution of regency/municipality
in Indonesia according to the degree of
the 2020-2024

period is presented in Table 3. In general, the

decentralization during

degree of decentralization of the majority of
regency/municipality in Indonesia still needs
to be in the very less to less category.
Interestingly, there is an increasing trend
in the number of regency/municipality that

fall into the fair to very good category during

]



selama periode 2020-2025. Berdasarkan
Tabel 3.1

kota yang masuk dalam kategori cukup

terlihat bahwa kabupaten/

hingga sangat baik semula sebanyak
11,61 persen pada 2020. Jumlah ini terus
mengalami peningkatan hingga mencapai
puncaknya pada anggaran 2025 terdapat
sebanyak 21,06 persen kabupaten/kota
yang masuk dalam kategori cukup hingga
sangat baik. Pertumbuhan tertinggi pada
jumlah kabupaten/kota yang masuk dalam
kategori cukup hingga sangat baik tercatat
pada 2021. Hal ini erat kaitannya dengan
upaya pemulihan covid-19 yang gencar
dilakukan sepanjang 2021.

Selanjutnya, Gambar 5  juga
menunjukkan adanya tren positif pada
nilai total derajat desentralisasi seluruh
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
selama 5 tahun terakhir. Pada 2024, total
derajat desentralisasi seluruh pemerintah
17,83

persen. Artinya, secara umum, pemerintah

kabupaten/kota adalah sebesar
kabupaten/kota masih jauh dari optimal
dalam penyelenggaraan desentralisasi.
Berdasarkan nilai derajat desentralisasi
pada 2024, Kabupaten Badung menjadi
kabupaten dengan derajat desentralisasi
tertinggi pada 2024 yaitu sebesar 87,09
persen. Hal ini salah satunya karena
kabupaten Badung merupakah salah satu
andalan pariwisata Bali dimana di tempat

ini banyak didirikan hotel, restoran, serta

2020-2025. Table 3.1 shows that regency/
municipality that fall into the fair to very good
category were all 11.61 percent in 2020. The
centre continues to increase until it reaches
its peak in the 2025 budget at 21.06 percent
of regency/municipality falling into the fair
to very good category. The highest growth
in the number of regency/municipality
falling into the fair to very good category
was recorded in 2021. This is closely related
to the efforts to recover from covid-19 that
have been intensively carried out throughout
2021.

Furthermore, Figure 5 also shows a
positivetrendinthetotalvalue ofthe degree of
decentralization of all regency/municipality
governments in Indonesia over the past 5
years. In 2024, the total decentralization of
all regency/municipality governments was
17.83 percent. This means that, in general,
regency/municipality  governments  still
need to be more optimal in implementing
decentralization.

Based on the value of the degree of
decentralization in 2024, kabupaten Badung
became the regency with the highest degree
of decentralization in 2024, namely 87.09
percent. This is partly because Badung is one
of Bali’s mainstays of tourism. Many hotels,

restaurants, and entertainment are built
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hiburan yang pengelolaan pajaknya
diserahkan kepada pemerintah daerah.
Sementara itu, Kota Surabaya menjadi kota
dengan derajat desentralisasi tertinggi
pada 2024 yaitu sebesar 60,93 persen.
Sebaliknya, derajat  desentralisasi
terendah tercatat berada di kabupaten
Nduga dengan nilai derajat desentralisasi
0,30 persen pada 2024. Sedangkan kota
Gunung Sitoli menjadi kota dengan derajat
desentralisasi terendah sebesar 4,86 persen
pada 2024. Sementara itu, kabupaten
Pandeglang dan kota Banjar masing-
masing menjadi kabupaten dan kota di
pulau Jawa dengan derajat desentralisasi
terendah yaitu secara berturut-turut
sebesar 8,93 persen dan 17,74 persen pada

2024.
3.4 Rasio Kemandirian
Indikator lain yang juga

dapat

memotret  kemampuan  pemerintah
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan
pemerintahan adalah rasio kemandirian
pemerintah  kabupaten/kota. Indikator
ini dihitung melalui perbandingan antara
realisasi PAD terhadap total pendapatan
transfer ditambah dengan
daerah (Mahmudi, 2019).

Tren total rasio kemandirian seluruh

pinjaman

pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
periode 2020-2024 disajikan pada
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to the local government. Meanwhile, kota
Surabaya became the manucipality with
the highest decentralization in 2024, 60.93

percent.

On the other hand, the lowest degree
of decentralization was recorded in the
kabupaten Waropen, with a decentralization
value of 0.30 percent in 2024. Meanwhile,
kota Gunung Sitoli became the manucipality
with the lowest degree of decentralization
at 4.86 percent in 2024. Meanwhile, the
regency and municipality on pulau Jawa,
Pandeglang and Banjar, respectively, had the
lowest degree of decentralization, namely
8.93 percent and 17.74 percent in 2024.

3.4 Independence Ratio

Another indicator that can also capture
the regency/municipality — government’s
abilityto organize governmentis the regency/
municipality government’s independence
ratio. This indicator is calculated by
comparing PAD realization to total transfer

revenue plus local loans (Mahmudi, 2019).

The total trend of the independence ratio
of all regency/municipality governments
in Indonesia for the 2020-2024 period is




Gambar5.Secaraumum, menunjukkan
tren positif selama lima tahun terakhir.
Pada 2024, total rasio kemandirian seluruh
adalah

sebesar 21,84 persen. Artinya, secara

pemerintah  kabupaten/kota
umum, tingkat kemandirian pemerintah
kabupaten/kota masih belum optimal. Hal
ini ditunjukkan melalui nilai rasio kurang

dari 100 persen.

Berdasarkan nilai rasio kemandirian
pada 2024, hanya
sebanyak 7 kabupaten/kota

1,38 persen atau
dengan
rasio kemandirian optimal. Kabupaten/
Kota tersebut secara berurutan dari nilai
yang tertinggi adalah kabupaten Badung
(674,98 persen), kota Surabaya (155,98
(131,21
persen), kabupaten Tangerang (118.88

persen), kabupaten Gianyar
persen), kota Denpasar (115,86 persen),

dan kota Semarang (111,76 persen).

Rasio Kemandirian Kabupaten/kota di
Wilayah Indonesia Bagian Timur Relatif
Rendah

kemandirian
kabupaten/kota 2024

Distribusi rasio
pemerintah
disajikan pada Gambar 6. Pengelompokan
wilayah pada peta menggunakan metode
natural breaks. Secara umum, kabupaten/
kota di wilayah Indonesia bagian timur

memiliki rasio kemandirian daerah yang

presented in Figure 5. In general, it has shown
a positive trend over the past five years. In
2024, the total independence ratio of all
regency/manucipality governments was
21.84 per cent. This means that, in general,
the level of independence of the regency/
municipality government still needs to be
improved. This is indicated by a ratio value of

less than 100 per cent.

Based on the independence ratio value
in 2024, only 1.38 percent of seven regency/
municipality have an optimal independence
ratio. The regency/manucipality in order
from the highest value are kabupaten
Badung (674.98 percent), kota Surabaya
(155.98 percent), kabupaten Gianyar (131.21
percent), kabupaten Tangerang (118.88
percent), kota Denpasar(115.86 percent),
and kota Semarang (111.76 percent).

The Independence Ratio of Regency/
Municipality in Eastern Indonesia is

Relatively Low

The distribution of the independence
ratio of regency/municipality governments
in 2024 is presented in Figure 6. The grouping
of regions on the map uses the natural breaks
method. In general, regency/municipality
in eastern Indonesia have a regional

independence ratio that is still relatively low

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 6 Persebaran Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota, 2023

Figure

masih relatif rendah jika dibandingkan

dengan kabupaten/kota di  wilayah
Indonesia bagian barat. Rentang nilai
tertinggi dan terendah rasio kemandirian
seluruh pemerintah kabupaten/kota di
Indonesia mencapai 148,89 persen yang
mencerminkan kesenjangan kemandirian
daerah yang cukup lebar antar kabupaten/
kota di Indonesia.

Berdasarkan Gambar 6, kabupaten
Nduga memiliki nilai rasio kemandirian
terendah pada 2024 vyaitu 0,31 persen.
Sementara itu, kabupaten Nias Barat
menjadi kabupaten di wilayah Indonesia
bagian barat dengan rasio kemandirian
terendah yaitu 2,27 persen pada 2024.

Sama-sama berada di provinsi Sumatera

Indikator Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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The Distribution of Regency/Municipality Government Independence Ratio, 2023

when compared to regency/municipality
in western Indonesia. The highest and
lowest values of the independence ratio of
all regency/municipality governments in
Indonesia reached 148.89 percent, reflecting
a fairly wide gap in regional independence

between regency/ municipality in Indonesia.

Based on Figure 6, kabupaten Waropen
has the lowest independence ratio value
in 2024, which is 0.31 percent. Meanwhile,
kabupaten Nias Selatan is the regency
in western Indonesia, with the lowest
independence ratio, 2.27 percent, in 2023.
Both are in the province of Sumatera Utara;

kota Gunungsitoli is the manucipality in




di wilayah Indonesia bagian barat dengan
rasio kemandirian terendah vyaitu 5,11
persen di tahun yang sama.

Sejalan dengan derajat desentralisasi,
kabupaten Badung menjadi kabupaten
dengan rasio kemandirian tertinggi
pada 2024 yaitu sebesar 674,98 persen.
Sedangkan kota Surabaya menjadi kota
dengan rasio kemandirian tertinggi
yaitu sebesar 155,98 persen pada 2024.
Selanjutnya, ditahunyang samakabupaten
Mimika dan kota Jayapura masing-masing
menjadi kabupaten dan kota di wilayah
Indonesia bagian timur dengan nilai rasio
kemandirian tertinggi yaitu sebesar 52,95

persen dan 21,37 persen
3.5 Rasio Efektivitas Pajak
Rasio efektivitas pajak memotret
keberhasilan pemerintah kabupaten/kota
dalam mengumpulkan pajak di daerahnya
masing-masing. Rasio ini dilihat melalui
besaran realisasi pajak yang didapatkan
terhadap anggaran penerimaan pajak
yang ditetapkan. Kemampuan daerah
dalam menjalankan tugas dikategorikan
efektif apabila rasio yang dicapai minimal
100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas
daerah

menggambarkan kemampuan

yang semakin baik.

independence ratio, 5.11 percent, in the same

year.

Inlinewiththedegree ofdecentralization,
kabupaten Badung is the regency with the
highest independence ratio in 2024, which
is 674.98 percent. Meanwhile, kota Surabaya
has the highest independence ratio of 155.98
percent in 2024. Furthermore, in the same
year, kabupaten Mimika and kota Jayapura
each became the regency and manucipality
in the eastern part of Indonesia with the
highest independence ratio values, which are

52.95 percent and 21.37 percent

3.5 Tax Effectiveness Ratio

The tax effectiveness ratio captures the
success ofregency/municipality governments
in collecting taxes in their respective regions.
This ratio is seen through the amount of
tax realization obtained against the set tax
revenue budget. The ability of a region to
carry out its duties is categorized as effective
if the ratio achieved is at least 100 percent.
The higher the effectiveness ratio, the better

the region’s ability.
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Efektivitas Total Pajak
Menunjukkan Tren Fluktuatif Periode

2020-2024

Rasio

Gambar 7 menunjukkan tren rasio
efektivitas total pajak seluruh pemerintah
kabupaten/kota di Indonesia dalam 5
tahun terakhir. Pada 2024, rasio efektivitas
total pajak seluruh pemerintah kabupaten/
kota adalah sebesar 95,32 persen. Artinya,
secara umum, pemerintah kabupaten/
kota belum cukup optimal dan efektif
dalam mengumpulkan pajak daerah

sesuai dengan yang dianggarkan. Hal ini

Total Tax Effectiveness Ratio Shows a
Fluctuating Trend for the 2020-2024

Period

Figure 7 shows the trend of the total tax
effectiveness ratio of all regency/municipality
governments in Indonesia in the last 5 years.
In 2024, the total tax effectiveness ratio of
all regency/manucipality governments was
95.32 percent. This means that, in general,
regency/municipality governments need to
be more optimal and effective in collecting
local taxes according to the budgeted. This

is indicated by a ratio value of less than 100

ditunjukkan melalui nilai rasio kurang dari percent.
100 persen.
99,52 98,92
. 95,32
89,37 e
74,75
6,94 7,46 8,84 9,41 9,51
2020 2021 2022 2023 2024

—+—=Total Rasio Efektivitas Pajak
Total Tax Effectiveness Ratio

=+—Total Rasio Penerimaan Pajak
Total Tax R Ratio of Regency/Municipality

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 7 Rasio Efektivitas Total Pajak dan Rasio Total Penerimaan Pajak Pemerintah
Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (persen), 2020-2024

Total Tax Effectiveness Ratio and Total Tax Revenue Ratio of Regency/Municipality
Governments Throughout Indonesia (percent), 2020-2024

Figure
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Berdasarkan nilai rasio efektivitas pajak
pada 2024, kabupaten/kota yang sudah
optimal dan efektif dalam memenuhi
anggaran penerimaan pajak mendominasi
yaitu sebanyak 45,36 persen.

Kabupaten Tolikara (401.0 Persen),
Paniai (376,07 persen), dan Tambrauw
(343,23 persen) secara berurutan menjadi
kabupaten/kota dengan rasio efektivitas
pajak tertinggi pada 2024. Sebaliknya, tiga
kabupaten/kota dengan rasio efektivitas
pajak terendah secara berurutan adalah
kabupaten Pegunungan Pulau Taliabu
(1,98 persen), Pulau Mamberamo Raya
(2,27 persen), dan Pegunungan Bintang
(6,90 persen).

3.6 Rasio Penerimaan Pajak

Rasio Total Penerimaan Pajak 2024
masih relatif rendah

Indikator lain yang dapat digunakan
untuk mengukur kinerja pajak
adalah

dengan menghitung rasio penerimaan

pemerintah  kabupaten/kota
pajak. Berdasarkan Gambar 7, rasio total
penerimaan pajak seluruh pemerintah
kabupaten/kota pada 2024 adalah sebesar
9,51 persen. Artinya,

seéCara umum,

pemerintah kabupaten/kota masih
harus berupaya lebih kuat untuk dapat
memaksimalkan penerimaan pajak dalam

pendapatan daerahnya.

Basedonthevalueofthetaxeffectiveness
ratio in 2024, regency/municipality that have
been optimal and effective in meeting tax
revenue budget dominate, namely 45.36
percent.

Kabupaten Tolikara (401.00 percent),
Paniai (376.07 percent), and Tambrauw
(343.23 percent) are sequentially the
regency/municipality with the highest tax
effectiveness ratios in 2024. On the other
hand, the three regency/municipality
with the lowest tax effectiveness ratios are
kabupaten Pulau Taliabu (1.98 percent),
Pulau Mamberamo Raya (2.27 percent), and

Pegunungan Bintang (6.90 percent).

3.6 Tax Revenue Ratio

Total Tax Revenue Ratio in 2024 is still
relatively low.

Another indicator that can be used to
measure regency/municipality governments’
tax performance is calculating the tax
revenue ratio. Based on Figure 7, the total
tax revenue ratio of all regency/municipality
governments in 2024 was 9.51 percent. This
means that, in general, regency/municipality
governments still must make stronger efforts
to maximize tax revenue in their regional

income.

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Kabupaten Badung menjadi
kabupaten/kota dengan rasio penerimaan
pajak tertinggi pada 2024 yaitu sebesar
78,55 persen. Sebaliknya, kabupaten/kota
dengan rasio penerimaan pajak terendah
tercatat di kabupaten Pegunungan Bintang
dan Mamberamo Raya dengan rasio
penerimaan pajak mendekati nol persen.
Sementara itu, kabupaten Sampang
menjadi kabupaten di pulau Jawa dengan
rasio penerimaan pajak terendah yaitu 1,80

persen pada 2024.

3.7 Rasio Belanja terhadap Pendapatan

Salah satu indikator yang juga bisa
digunakanuntukmelihatefisiensikeuangan
daerah adalah rasio belanja terhadap
pendapatan. Rasio dengan nilai moderat
(melebihi

keseimbangan antara pendapatan dan

100 persen) menunjukkan

belanja. Hal ini menandakan pengelolaan
keuangan pemerintah kabupaten/kota

yang sehat. Kabupaten/kota dengan

rasio yang sehat tentu akan lebih mampu
sesuai

menyesuaikan belanja dengan

kapasitas pendapatannya sehingga

mengurangi resiko defisit anggaran.
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Kabupaten Badung became the regency/
municipality with the highest tax revenue
ratio in 2024, which was 78.55 percent. On
the other hand, the regency/municipality
with the lowest tax revenue ratio were
recorded in kabupaten Pegunungan Bintang
and Mamberamo Raya, with a tax revenue
ratio approaching zero percent. Meanwhile,
kabupaten Sampang became the regency on
the pulau Jawa with the lowest tax revenue

ratio, which was 1.80 percent in 2024.

3.7 Ratio of Expenditure to Revenue

One indicator that can also be used
to see local financial efficiency is the ratio
of expenditure to revenue. A ratio with a
moderate value (approaching 100 percent)
indicates a balance between revenue and
expenditure. This also indicates healthy
regency/municipality government financial
management. Regency/municipality with
a healthy ratio will undoubtedly be better
able to adjust expenditure according to
their revenue capacity, reducing the risk of a
budget deficit.




Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten/Kota Sudah Sesuai dengan

Kapasitas Pendapatan Pada 2024

Berdasarkan Gambar 8, rasio total

belanja terhadap total pendapatan
menunjukkan tren yang relatif positif
selama periode 2020-2024. Nilai rasio total
belanja terhadap total pendapatan seluruh
pemerintah kabupaten/kota pada 2024
adalah sebesar 100,50 persen. Artinya,
secara umum, pengelolaan keuangan
pemerintah kabupaten/kota sudah cukup
sehat dan seimbang/moderat serta sudah
sesuai dengan kapasitas pendapatan.

(99,97 persen),
kabupaten Aceh Tenggara (99,96 persen),
(99,96

persen) secara berturut-turut merupakan

Kota Sukabumi

dan  kabupaten Pasangkayu
kabupaten/kota dengan nilai rasio total
belanja terhadap total pendapatan paling
sehat dan moderat atau mendekati 100
persen.  Sebaliknya,  kabupaten/kota
dengan pengelolaan keuangan daerah
yang kurang sehat karena memiliki nilai
rasio paling jauh melebihi 100 persen
sehingga berpotensi mengalami defisit
anggaran pada 2024 adalah kabupaten
Natuna (116,43 persen), kota Kutai
Timur (115.55 persen), dan kabupaten
Bojonegoro (114,91 persen).

Dilihat dari sisi lain, kabupaten/kota

dengan pengelolaan keuangan daerah

Regency / Municipality Government
Financial Management is in Accordance

with Revenue Capacity in 2024

Based on Figure 8, the total expenditure
to total revenue ratio shows a relatively
positive trend during 2020-2024. The ratio
of total expenditure to total revenue of all
regency/municipality governments in 2024 is
100.50 percent. This means that, in general,
the financial management of the regency/
municipality government is quite healthy
and balanced/moderate and is by revenue
capacity.

Kota  Sukabumi  (99.97  percent),
kabupaten Aceh Tenggara (99.96 percent),
and kabupaten Pasangkayu (99.96 percent)
are respectively the regency/municipality
with the healthiest and most moderate ratio
of total expenditure to total revenue or close
to 100 percent. On the other hand, regency/
municipality ~ with  unhealthy regional
financial management, because they have a
ratio value that is farthest from 100 percent
and therefore has the potential to experience
a budget deficit in 2024, are kabupaten
Natuna (116.43 percent), kota Kutai Timur
(115.55 percent), and kabupaten Konawe

Utara (114.91percent).

Seen from another side, regency/

municipality — with unhealthy regional
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yang kurang sehat karena memiliki nilai
rasio paling jauh dari 100 persen adalah
(81.03 persen),

kabupaten Halmahera Timur (81,71 persen)

kabupaten Morowali
dan kabupaten Balangan (82,73 persen).
Hal ini berpotensi tidak terserapnya
anggaran pada 2024 yang menunjukkan
perencanaan dan pelaksanaan program
yang kurang maksimal serta inefisiensi

dalam manajemen keuangan daerah.

3.8 Rasio Realisasi Belanja Menurut
Jenis
Berdasarkan tren nilai rasio total

belanja menurut jenis pada Gambar 8§,

financial management because they have a
ratio value that is farthest from 100 percent
are kabupaten Morowali(81.03 percent),
kabupaten Halmahera Timur (81.71 percent)
and kabupaten Balangan (82.73 percent).
This has the potential for the budget not
to be absorbed in 2024, which indicates
less than optimal program planning and
implementation and inefficiency in regional

financial management.

3.8 Ratio of Expenditure Realization by
Type
Based on the trend of the total

expenditure ratio value by type in Figure

100,87

1266

13,14

il

1347

2021

=

1426

W Rasio Realisasi Belanja Operasi M Rasio Realisasi Belanja Modal ~ m Rasio Realisasi Belanja Tak Terduga  Rasio Realisasi Belanja Transfer
Ratio of Total Operating Expenditure Ratio of Total Capital Expenditure Ratio of Total diture Ratio of Total Transfer

===Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Ratio of Total Expenditure

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 8 Rasio Total Belanja terhadap Total Pendapatan dan Rasio Total Belanja Menurut
Jenis Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (persen), 2021-2024

Total Expenditure to Total Revenue Ratio and Total Expenditure Ratio by Type of
Regency/Municipality Government Throughout Indonesia (percent), 2021-2024
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terlihat bahwa pemerintah kabupaten/
masih  lebih

memprioritaskan belanja operasi daripada

kota secara umum
belanja modal. Rasio total belanja operasi
seluruh pemerintah kabupaten/kota di
Indonesia selalu mendominasi selama
2021-2024. Tingginya rasio belanja operasi
ini disebabkan oleh tingginya pengeluaran
yang digunakan untuk belanja pegawai
yang dialokasikan untuk gaji dan
tunjangan, serta tambahan penghasilan
PNS. Selain belanja pegawai, terdapat
belanja barang dan jasa yang juga hampir
setara dengan belanja pegawai.Pada 2024,
rasio belanja operasi mengalami kenaikan
sebesar 1,21 persen dibandingkan rasio
belanja operasi 2023. Kota dengan rasio
belanja operasi tertinggi pada 2024 adalah
kota Cimahi yaitu sebesar 93,61 persen.
Sedangkan kabupaten Belitung memiliki
rasio sebesar 83,51persen dan menjadi
kabupaten dengan rasio belanja operasi
tertinggi pada 2024. Di luar pulau Jawa,
kota Gorontalo menjadi kota dengan rasio
belanja operasi tertinggi pada 2024 yaitu
91,86 persen.Sebaliknya, kota Samarinda
menjadi kota dengan rasio belanja operasi
terendah pada 2024 yaitu sebesar 52,61
persen. Menariknya, kota Tangerang
Selatan menjadi kota di pulau Jawa
dengan rasio belanja operasi terendah

yaitu sebesaterendah yaitu sebesar

8, regency/municipality governments, in
general, still prioritize operating expenditures
over capital expenditures. The total
operating expenditure ratio of all regency/
municipality governments in Indonesia has
always dominated during 2021-2024. The
high operating expenditure ratio is due to the
high expenditure for personnel expenditures
allocated for salaries and allowances and
additional income for civil servants. In
addition to personnel expenditures, there are
expenditures on goods and services, almost
equivalent to personnel expenditures.ln 2024,
the operating expenditure ratio experienced
a slight decrease, minus 1.21 percent,
compared to the operating expenditure ratio
in 2023. The manucipality with the highest
operating expenditure ratio in 2024 was
Cimabhi, which was 93.61 percent. Meanwhile,
kabupaten Belitung had a ratio of 83.51
percent and became the regency with the
highest operating expenditure ratio in 2024.
Outside Jawa, kota Gorontalo became the
manucipality with the highest operating
expenditure ratio in 2024, namely 91.86
percent.On the other hand, kota Samarinda
became the manucipality with the lowest
operating expenditure ratio in 2024, which
was 52.61

percent. Interestingly, kota

Tangerang Selatan became the manucipality
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74,70 persen. Selanjutnya, kabupaten
Berau menjadi kabupaten dengan rasio
belanja operasi terendah pada 2024 yaitu
sebesar 32,93. Di pulau Jawa, kabupaten
Bojonegoro memiliki nilai rasio belanja
operasi terendah yaitu 54,17 persen pada
2024

Rasio Belanja Modal Pada Wilayah
Indonesia Bagian Tengah Dan Timur

Lebih Besar Dibandingkan Bagian Barat

Sejalan dengan belanja operasi, rasio
total belanja modal seluruh pemerintah
kabupaten/kota pada 2024 pada Gambar
0,66

persen dibandingkan rasio pada tahun

8 mengalami penurunan minus
sebelumnya. Selain tahun 2024, rasio
belanja modal menunjukkan tren yang
terus meningkat selama periode 2021-
2023. Menariknya, rasio belanja modal
pada wilayah Indonesia bagian tengah dan
timur menunjukkan nilai yang relatif lebih
besar dibandingkan wilayah Indonesia
bagian barat. Pada 2024, rasio total belanja
modal seluruh pemerintah kabupaten/kota
adalah sebesar 17,30 persen. Kabupaten/
kota dengan rasio belanja modal
tertinggi pada 2024 secara berturut-turut
adalah kabupaten Berau (59,71 persen),
kabupaten Musi Rawas (47,94 persen), dan

kota Samarinda (47.38 persen). Sebaliknya,

Financial Indicators of The Regency/Municipality Governmenr

on the pulau Jawa with the lowest

operating expenditure ratio, 74.70 percent.

Furthermore,

the regency with the lowest operating
expenditure ratio in 2024, 32.93. On the pulau
Jawa, kabupaten Bojonegoro had the lowest

operating expenditure ratio, 54.17 percent, in

2024.

Capital Expenditure Ratio in Central and

Eastern Indonesia Regions is Larger than

in the West

In line to operating expenditure, the
total capital expenditure ratio of all regency/
municipality governments in 2024 in Figure
8 experienced a drop by minus 0.66 percent
compared to the ratio in the previous year.
Besides year 2024, the capital expenditure
ratio showed an increasing trend during the
2021-2023 period. Interestingly, the capital
expenditure ratio in Indonesia’s central and
eastern regions showed a relatively larger
value than in the western part of Indonesia.
In 2024, the total capital expenditure ratio of
all regency/municipality governments was
17.30 percent. The regency/manucipality
with the highest capital expenditure ratio
in 2024 were, respectively, kabupaten Berau
(59.71 percent), kabupaten Musi Rawas
(47.94 percent), and kota Samarinda (47.38

percent). On the other hand, Kota Padang

Indikator Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Kota Padang Sidempuan, kabupaten

Purbalingga, dan kabupaten Aceh
Tenggara memiliki rasio belanja modal
terendah pada 2024 yaitu masing-masing
sebesar 1,19 persen, 4,82 persen dan 4,98
persen.Selanjutnya, berdasarkan Gambar
8 rasio total belanja transfer menunjukkan
tren negatif sepanjang periode 2021-2024.
Pada 2024, rasio total belanja transfer
seluruh  pemerintah  kabupaten/kota
adalah sebesar 12,66 persen. Kabupaten/
kota dengan rasio belanja transfer
tertinggi pada 2024 secara berturut-turut
adalah kabupaten Aceh Besar (30,63
persen), kabupaten Pidie (29,95 persen)
dan kabupaten Nias Selatan (29,68 persen).
Secara umum, pada 2024 wilayah dengan
status kota tidak melakukan realisasi
maupun alokasi anggaran untuk belanja
transfer. Hanya terdapat 33,33 persen
atau sebanyak 30 kota di Indonesia
yang mengalokasikan belanjanya untuk
belanja transfer. Kabupaten Teluk Bintuni,
kabupaten Penajam Paser Utara, dan
kabupaten Mimika merupakan kabupaten
dengan rasio belanja transfer terendah
pada 2024 yaitu masing-masing sebesar
mendekati 4,97 persen, 556 persen dan
6,19 persen.

Belanja tidak terduga pada seluruh

pemerintah kabupaten/kota di Indonesia

Sidempuan, kabupaten Purbalingga,
and kabupaten Aceh Tenggara had the lowest
capital expenditure ratio in 2024, namely
1.19 percent, 4.82 percent and 4.98 pe cent,
respectively.Furthermore, based on Figure
8, the total transfer expenditure ratio shows
a negative trend throughout 2021-2024. In
2024, the total transfer expenditure ratio of
all regency/municipality governments was
12.66 percent. The regency/ municipality
with the highest transfer expenditure ratio
in 2024 were, respectively, kabupaten Aceh
Besar (30.63 percent), kabupaten Pidie(29.95
percent) and kabupaten Nias Selatan (29.68
percent).In general, in 2024, manucipality-
status areas needed to realize or allocate
a budget for transfer spending. Only 33.33
percent of 30 cities in Indonesia allocated
their expenditure for transfer expenditure.
Kabupaten Teluk  Bintuni, kabupaten
Penajam Paser Utara, and kabupaten Mimika
had the lowest transfer expenditure ratio in
2024, close to 4.97 percent, 5.56 percent, and

6.19 percent, respectively.

Unpredicted expenditure in all regency/

municipality governments in Indonesia
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selalu menjadi kontributor terkecil
selama periode 2021-2024 dengan tren
negatif. Pada 2024, rasio total belanja tidak
terduga seluruh pemerintah kabupaten/
kota adalah 0,16

Menariknya, terdapat 5,52 persen atau

sebesar persen.
sebanyak 28 kabupaten/kota yang tidak
merealisasikan dan atau mengalokasikan
anggaran untuk belanja tidak terduga
pada 2024.Kabupaten/kota yang memiliki
realisasi belanja tidak terduga dengan rasio
belanja tidak terduga tertinggi pada 2024
secara berturut-turut adalah kabupaten
Nduga (5,98 persen), kabupaten Nabire
(4,45 persen), dan kabupaten Puncak Jaya
(2,90 persen). Sebaliknya, kota Surabaya,
Kota Malang, dan kota Mojokerto memiliki
rasio belanja tidak terduga terendah pada

2024 yaitu mendakati 0,00 persen

3.9 Rasio Belanja Fungsi

Rasio belanja  menurut fungsi

merupakan salah satu indikator yang

penting untuk menggambarkan

komitmen, arah prioritas kebijakan dan
strategi

Pembangunan pemerintah

kabupaten/kota.

has always been the smallest contributor
during the 2021-2024 period, with a negative
trend. In 2024, the total ratio of unpredicted

expenditure

governments was 0.16 percent. Interestingly,

5.52 per cent of 28 regency/municipality
still need to realize and allocate budgets
for unpredicted expenditure in 2024.The
regency/municipality that had unpredicted
expenditure realizations with the highest

unpredicted expenditure ratio in 2024 were

kabupaten Nduga (5.98 percent), kabupaten

Nabire (4.45 percent), and kabupaten Puncak

Jaya (2.90 percent). On the other hand, kota
Surabaya, kota Malang, and kota Mojokerto

had the lowest unpredicted expenditure ratio

in 2024, approaching 0.00 percent

3.9 Functional Expenditure Ratio

The expenditure ratio by function is an

important indicator of the commitment and

priority direction of regency/municipality

government policies

strategies.

Indikator Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Pemerintah Kabupaten / kota

Prioritaskan Belanja untuk Pendidikan

Berdasarkan Gambar 9, meskipun
memiliki tren menurun, kontribusi rasio
total belanja fungsi Pendidikan seluruh
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
adalah yang paling dominan jika
dibandingan fungsi Kesehatan, ekonomi,
maupun perumahan dan fasilitas umum
selama 2019-2024.

Nilai rasio total belanja fungsi
pendidikan selalu di atas 20 persen, hal ini
sesuai dengan Undang-Undang Dasar Rl
Tahun 1945 pasal 31 ayat 4 bahwa daerah
harus mengalokasikan APBD minimal
20 persen untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan Pendidikan

Pada 2024, masih terdapat 15,78 persen

nasional.

(80 kabupaten/kota) yang memiliki rasio
belanja fungsi Pendidikan kurang dari 20
persen.

Rata-rata  rasio  belanja  fungsi
pendidikan tertinggi pada 2024 tercatat
pada kabupaten/kota di provinsi Nusa
Tenggara Timur dengan rata-rata rasio
43.82

kabupaten/kota di provinsi Papua Barat

sebesar persen.  Sebaliknya,
secara rata-rata memiliki rasio belanja
fungsi pendidikan terkecil yaitu 5.91 persen
pada 2024.

Secara  lebih  rinci, kabupaten

Grobogan tercatat memiliki rasio belanja

Regency / Municipality Government

Prioritizes Expenditure on Education

Based on Figure 9, despite a downward
trend, the contribution of the total
expenditure ratio of the education function
of all regency/municipality governments in
Indonesia is the most dominant compared
to the health, economic, housing and public

facilities functions during 2019-2024.

The total expenditure ratio of the
education function is always above 20
percent; this is in accordance with the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia
article 31, paragraph 4, that regions must
allocate a minimum of 20 percent of the
APBD to meet the needs of organizing
national education. In 2024, 15.78 percent
(80 regency/municipality) still had an
education function expenditure ratio of less
than 20 percent.

The highest average education function
expenditure ratio in 2024 was recorded in
regency/municipality in the province of Nusa
Tenggara Timur, with an average ratio of
43.82 percent. On the other hand, in Papua
Barat province, on average, have the smallest
education function expenditure ratio, which
is 5.91 percent in 2024.

In more detail, kabupaten Grobogan

recorded the highest education function
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fungsi pendidikan tertinggi pada 2024
yaitu sebesar 79.77 persen. Sebaliknya,
kabupaten Halmahera Tengah memiliki
nilai rasio belanja fungsi pendidikan
terendah yaitu sebesar 3,39 persen di

tahun yang sama

Rasio Total Belanja Fungsi Kesehatan

Menunjukkan Pertumbuhan Positif
tahun 2024

Berdasarkan Gambar 9, rasio belanja
fungsi Kesehatan menunjukkan pola
yang berbeda selama periode 2020-2024.
Pandemi covid-19 menjadikan rasio total
belanja fungsi kesehatan menunjukkan

tren positif selama periode 2020-2021.

expenditure ratio in 2024, 79.77 percent.
On the other hand, kabupaten Halmahera
Tengah had the lowest education function
expenditure ratio, which was 3.39 percent in

the same year.

Total Health Function Expenditure Ratio
Shows a Positive Growth in 2024

Based on Figure 9, the Health function
expenditure ratio shows a different pattern
during 2020-2024. The covid-19 pandemic
caused the total health function expenditure
ratio to show a positive trend during 2020-

2021. This means that Indonesia’s regency/

2020 2021

M Rasio Belanja Pendidikan M Rasio Belanja Kesehatan M Rasio Belanja Ek

Education Expenditure Ratio Health Expenditure Ratio  Eq

2022 2023 20

¥ Rasio Belanja Per han dan Fasilitas Umum

E. diture Ratio Housing and Public Facilities Expenditure Ratio.

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
Gambar 9 Rasio Total Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh

Figure Indonesia (persen), 2020-2024

Total Expenditure Ratio by Function of Regency/Municipality Government
Throughout Indonesia (percent), 2020-2024
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Artinya, secara total, seluruh pemerintah
kabupaten/kota di Indonesia pada periode
tersebut mengalokasikan anggaran untuk
belanja fungsi kesehatan lebih besar.
Selanjutnya, rasio total belanja fungsi
kesehatan menunjukkan tren positif pada
2024. Meskipun penentuan minimum
sudah ditiadakan,

nilai rasio total belanja fungsi Kesehatan

belanja kesehatan
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
periode 2020-2024 sudah di atas 10 persen.

Pada 2024, rasio total belanja fungsi
kesehatan seluruh pemerintah kabupaten/
kota di Indonesia adalah 17,70 persen.
Menariknya, di Indonesia masih terdapat
6,31 persen kabupaten/kota di Indonesia
dengan rasio belanja fungsi Kesehatan
dibawah 10 persen atau sebanyak 32
kabupaten/kota.

Pada 2024, hanya kota Blitar yang
tidak merealisasikan atau mengalokasikan
belanja untuk fungsi kesehatan sehingga
nilai rasio adalah 0,00 persen. Sementara
itu, kabupaten/kota dengan nilai rasio
belanja  fungsi  kesehatan terendah
secara berturutturut adalah kabupaten
Buru Selatan (0,25 persen), kabupaten
Halmahera Tengah (2,20 persen), dan
kabupaten Ternate (3,96 persen) di tahun
yang sama. Sebaliknya, kabupaten/kota
dengan nilai rasio belanja fungsi kesehatan
tertinggi secara berturutturut adalah kota

Magelang (41,69 persen), kota Sukabumi

municipality governments allocated a larger
budget for health function expenditure
during that period. Furthermore, the total
health function expenditure ratio shows
a positive trend in 2024. Although the
determination of the minimum health
expenditure has been eliminated, the total
health function expenditure ratio of regency/
municipality governments in Indonesia for
2020-2024 is already above 10 percent.

In 2024, the total health function
expenditure ratio of all regency/municipality
governments in Indonesia will be 17.70
percent. Interestingly, 6.3 1percent of regency/
manucipality in Indonesia have a health
function expenditure ratio below 10 percent

or as many as 32 regency/municipality.

In 2024, only kota Blitar did not realize
or allocate expenditure for health functions,
so the ratio value was 0.00 percent.
Meanwhile, the regency/municipality with
the lowest health function expenditure ratio
values were kabupaten Buru Selatan (0.25
percent), kabupaten Halmahera Tengah
(2.20 percent), and kabupaten Ternate (3.96
percent) in the same year. On the other hand,
regency/municipality with the highest health
function expenditure ratio values were kota
Magelang (41.69 percent), kota Sukabumi
(38.58 percent), and kota Metro (37.94)
percent in 2024.
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(38,58 persen), dan kota Metro (37.94)
persen pada 2024.

Rasio Belanja Fungsi Ekonomi Lebih
Kecil Dibandingkan Fungsi Kesehatan
pada 2024

Berdasarkan Gambar 9, belanja fungsi
ekonomi menunjukkan tren positif selama
lima tahun terakhir. Menariknya, Gambar 9
juga menunjukkan adanya perubahan arah
prioritas kebijakan pemerintah kabupaten/
kota pada 2024. Hal ini terlihat melalui
pergesaran besaran nilai rasio total belanja
fungsi ekonomi yang memiliki nilai lebih
kecil dibandingkan nilai rasio total belanja
fungsi kesehatan.

Belanja fungsi ekonomi merupakan
belanja yang digunakan oleh pemerintah
kabupaten/kota untuk bidang
perhubungan, tenaga kerja, penanaman
modal, pertanian, kehutanan, koperasi dan
umkm, ketahanan pangan, transmigrasi,
serta kelautan dan perikanan.

Pada 2024, rasio total belanja fungsi
ekonomi seluruh pemerintah kabupaten/
kota di Indonesia adalah 14,91 persen.
Seluruh kabupaten/kota merealisasikan
atau mengalokasikan belanja untuk fungsi
ekonomi sehingga nilai rasio adalah pada
2024 Kota Blitar, kabupaten Grobogan,
dan Halmahera

kabupaten Tengah

merupakan kabupaten/kota dengan nilai

Economic Function Expenditure Ratio is

Greater than Health Function in 2024

Based on Figure 9, economic function
expenditure has shown a positive trend over
the past five years. Interestingly, Figure 9 also
shows a change in the direction of the priority
of regency/municipality government policies
in 2024. This can be seen through the shift
in the value of the total ratio of economic

function expenditure, which is less than the

total ratio of health function expenditure.

Economic function expenditure is used

by  regency/municipality — governments
for transportation, labour, investment,
agriculture,  forestry, cooperatives and

MSMEs, food security, transmigration, and

maritime and fisheries.

In 2024, the total ratio of economic

function expenditure for all

municipality governments in Indonesia was

14.91 percent. All regencies/municipalities

realized or allocated expenditure

economic functions in 2024.Kota Blitar,

kabupaten Grobogan,

Halmahera Tengah were the regency/

municipality with the lowest

Indikator Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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and kabupaten




rasio belanja fungsi ekonomi terendah
pada 2024 masing-masing sebesar 0,02
persen, 0,03 persen dan 3,52 persen.
Sebaliknya, rasio belanja ekonomi tertinggi
pada 2024 tercatat pada Kota Samarinda
(43,12 persen), kabupaten Teluk Bintun
(42,93persen), dan kabupaten Musi Rawas
Utara (41,57 persen)

Rasio Belanja Fungsi Perumahan dan
Fasilitas Umum Menunjukkan Tren Yang
Terus Menurun Pada 2020-2024

Belanja fungsi perumahan dan fasilitas

umum diharapkan dapat memotret

pembangunan infrastruktur di setiap
daerah. Berdasarkan Gambar 9, rasio total
belanja fungsi perumahan dan fasilitas
umum seluruh pemerintah kabupaten/
kota menunjukkan tren yang terus
menurun selama lima tahun terakhir.

Pada 2024, rasio total belanja fungsi
perumahan dan fasilitas umum seluruh
pemerintah kabupaten/kota di Indonesia
adalah 3,40 persen. Kota Blitar, kabupaten
Kutai Timur dan kota Depok merupakan
kabupaten/kota dengan nilai rasio belanja
fungsi perumahan dan fasilitas umum
tertinggipada 2024 masing-masing sebesar
46,00 persen, 17.62 persen dan 12.23
persen. Kabupaten Grobogan menjadi satu
satunya kabupaten yang tidak melakukan

realisasi belanja perumahan

economic function expenditure ratio
values in 2024, namely 0.02 percent, 0.03
percent, and 3.52 percent, respectively.
Conversely, ~ the  highest  economic
expenditure ratio in 2024 was recorded in
Kota Samarinda (43.12 percent), kabupaten
Teluk Bintun (42.93 percent), and kabupaten

Musi Rawas (41.57 pe cent)

Housing and Public Facilities Function
Expenditure Ratio Shows a Continuous
Declining Trend in 2020-2024

Housing and public facilities function

expenditure is expected to capture
infrastructure development in each region.
Based on Figure 9, the total ratio of housing
and public facilities function expenditure for
all regency/municipality governments shows
a continuous downward trend over the past
five years.

In 2024, the total ratio of housing and
public facilities function expenditure for
all regency/municipality governments in
Indonesia was 3,40 percent. Kota Blitar,
kabupaten Kutai Timur and kota Depok are
the regency/municipality with the highest
housing and public facilities function
expenditure ratio in 2023, at 46.00 percent,
17.62 percent and 12.23 percent, respectively.
Kabupaten Grobogan was the only one that
didn't spend expenditure on housing and

public facilities .Conversely, the
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Sebaliknya, rasio belanja fungsi
perumahan dan fasilitas umum terendah
pada 2024 tercatat pada Kota Surakarta
(0,09 persen), kabupaten Kepulauan Sula
(0,43 persen), dan kabupaten Halmahera

Barat (0,56 persen).

3.10 Hubungan Belanja Daerah dan
PDRB

Salah satu indikator lain yang cukup
penting untuk dilihat adalah bagaimana
hubungan antara belanja daerah dan
PDRB yang dihasilkan suatu pemerintah
kabupaten/kota. Gambaran hubungan
kedua variabel ini penting sebagai potret
awal untuk menunjukkan produktivitas
sekaligus efektivitas belanja pemerintah
kabupaten/kota pada tahun 2024.

Belanja pemerintah daerah idealnya
menjadi  salah satu bagian dalam
penyusunan (input)nilaiPDRBsuatudaerah.
Sehingga produktivitas belanja dapat
diartikan sebagai tingkat kemampuan
belanja daerah dalam meningkatkan PDRB
yang dihasilkan pemerintah kabupaten/
kota. Hubungan kedua variabel tersebut
dapat dilihat melalui analisis kuadran yang

disajikan pada Gambar 10.

lowest housing and public facilities

function expenditure ratio in 2024 was

recorded in Kota Surakarta (0.09 percent),

kabupaten Kepulauan Sula (0.43 percent),

and kabupaten Halmahera Barat (0.56

percent).
3.10 Relationship  Between
Expenditure and GRDP

Another important indicator to examine

is the relationship between local expenditure

and GRDP generated by a

municipality  government.

this relationship is important as an initial

portrait of the productivity and effectiveness

of
expenditure in 2024.

regency/municipality

Local government expenditure should

ideally be one part of the preparation

(input) of a region’s GRDP value. Expenditure
productivity can be interpreted as the level
of local expenditure ability to increase the

GRDP generated by the regency/municipality

government. The

the two variables can be seen through the

quadrant analysis presented in Figure 10.

Indikator Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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regency/

Determining

government

relationship between




;

Kabupaten/Kota yang Berada pada

Kuadran lll mendominasi pada 2024

Secara umum, hasil pada Gambar
10 terlihat terdapat 100 kabupaten/kota
atau 19,72 persen yang menunjukkan
hubungan tidak sejalan antara belanja
daerah dan PDRB yang dihasilkan pada
tahun 2024. Hal ini ditunjukkan melalui
kabupaten/kota yang masuk dalam
kuadran Il dan kuadran IV.

Kuadran Il menunjukkan kondisi
kabupaten/kota yang memiliki nilai total
realisasi belanja daerah lebih tinggi dari
rata-rata nasional namun memiliki PDRB

yang lebih rendah dari rata-rata nasional.
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Regency/Municipality in Quadrant il
dominate in 2024

The results in Figure 10 show that 100
regency/municipality, or 19.72 percent,
show an inconsistent relationship between
local expenditure and GRDP generated in
2024. This is shown through the regency/

municipality included in quadrants Il and IV.

Quadrant Il shows the condition of
regency/municipality with a total local
expenditure realization value higher than
the national average but a GRDP lower than

the national average. There are 92 regency/

9.998,04

7.221,34

Belanja Daerah {

200000

300000 400000

PDRB (miliar Rp) / GDRB (Trilion Rp)

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
Gambar 10 Analisis Kuadran Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota dan PDRB, 2024

Figure
2024

Quadrant Analysis of Regency/Municipality Government Expenditure and GRDP,
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Kabupaten/kota yang masuk dalam
kuadran ini ada sebanyak 92 kabupaten/
kota. Hal ini sekilas menggambarkan
belum optimalnya produktivitas dan
efektivitas belanja yang direalisasikan oleh
pemerintah kabupaten/kota di kuadran
[l ini karena belanja pemerintah yang
dikeluarkan ternyata belum optimal dalam
menunjang PDRB yang dihasilkan.

Sebaliknya, kuadran IV menunjukkan
kondisi kabupaten/kota yang memiliki
total realisasi belanja daerah yang lebih
rendah dari rata-rata nasional namun
menghasilkan PDRB yang lebih tinggi
dari rata-rata nasional. Kabupaten/
kota yang masuk dalam kuadran ini ada
sebanyak 10 kabupaten/kota. Meskipun
PDRB pada kabupaten/kota di kuadran ini
sudah lebih tinggi dari rata-rata nasional,
namun ternyata kondisi tersebut tidak
diiringi dengan besarnya nilai realisasi
belanja daerahnya. Kondisi tidak ideal ini
sekaligus menggambarkan bahwa peran,
prioritas dan sumber daya yang dimiliki
oleh pemerintah kabupaten/kota belum
optimal dan sejalan dengan aktivitas
ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini
menjadikan produktivitas dan efektivitas
belanja daerah yang direalisasikan menjadi
belum optimal.

Kabupaten/kota yang menunjukkan
kondisi paling baik adalah yang berada

pada kuadran I. Kuadran ini menunjukkan

Indikator Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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municipality included in this quadrant.
This briefly illustrates the less-than-optimal
productivity and effectiveness of expenditure
realized by the regency/municipality
government in quadrant Ill because the
government expenditure could have been
more optimal in supporting the GRDP

generated.

Conversely, quadrant IV shows the
condition of regency/municipality with a
total local expenditure realization lower
than the national average but producing
a GRDP higher than the national average.
There are 10 regency/municipality included
in this quadrant. Although the GRDP in
regency/municipality in this quadrant is
already higher than the national average, a
large value of local expenditure realization
does not accompany this condition. This
non-ideal condition also illustrates that the
role, priorities and resources owned by the
regency/municipality government could
be more optimal and in line with economic
activities in the region. This makes the
productivity and effectiveness of realized

regional expenditure less than optimal.

Those in quadrant | are the regency/
municipality with the best conditions. This
shows

quadrant regency/municipality




kabupaten/kota dengan nilai PDRB yang
lebih tinggi daripada rata-rata nasional
dan sekaligus sejalan dengan nilai total
realisasi belanja pemerintah kabupaten/
kota yang juga lebih tinggi dari rata-rata
nasional. Terdapat 109 kabupaten/kota
atau sebanyak 21,50 persen yang masuk
dalam kuadran ini.

Pada 2024 didominasi oleh kondisi
kabupaten/kota yang masuk dalam
kuadran Il yaitu sebanyak 296 Kabupaten/
kota atau 58,38 persen. Kuadran ini
menggambarkan kondisi kabupaten/kota
yang memiliki nilai total realisasi belanja
pemerintah kabupaten/kota yang lebih
rendah dari rata-rata nasional dan nilai
PDRB yang lebih rendah juga dari rata-rata
nasional.

Meskipun menunjukkan hubungan
yang sejalan antara belanja daerah dan
PDRB, akan tetapi kabupaten/kota yang
masuk dalam kuadran Il ini sebenarnya
paling
membutuhkan fokus dan perhatian untuk

menunjukkan  kondisi  yang
dapat lebih dioptimalkan performanya
dalam hal ini realisasi belanja pemerintah
kabupaten/kota.  Optimalnya  belanja
pemerintah kabupaten/kota iniselanjutnya
diharapkan juga

mampu menunjang

pentingkatan nilai PDRB wilayah setempat.

higher GRDP value than the national average
and simultaneously in line with the total
value of regency/municipality government
expenditure realization, which is also higher
than the national average. 109 regency/
municipality, or 21.50 percent, are included

in this quadrant.

In 2024, it will be dominated by
the conditions of regency/municipality
included in quadrant I, namely 296
regency/municipality or 58.38 percent. This
quadrant describes the condition of regency/
municipality with a total value of regency/
municipality ~ government  expenditure
realization lower than the national average
and a GRDP value lower than the national
average.

Although it shows a parallel relationship
between regional expenditure and GRDP,
regency/municipality included in quadrant Il
show conditions that require the most focus
and attention to optimize their performance,
in this case, the realization of regency/
municipality ~— government  expenditure.
The optimization of regency/municipality
government expenditure is also expected
to support the increase in the value of local

GRDP.
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Hubungan Derajat Desentralisasi

dan Persentase Penduduk Miskin

Desentralisasi diharapkan membantu
pemerintah kabupaten/kota untuk lebih

cepat dan tepat dalam memberantas

kemiskinan di daerahnya. Hubungan
derajat desentralisasi pemerintah
kabupaten/kota  dengan  persentase

penduduk miskin terlihat pada Gambar 11.

Derajat Desentralisasi dan Persentase
Penduduk Miskin Berkorelasi Negatif

Secaraumum Gambar11menunjukkan
adanya hubungan negatif antara derajat
desentralisasi dan kemiskinan. Artinya,
semakin tinggi derajat desentralisasi suatu
pemerintah  kabupaten/kota, semakin
rendah persentase penduduk miskin di
wilayahnya. Selain itu, pada Gambar 11
kondisi paling baik terdapat pada kuadran
IV yaitu kabupaten/kota dengan derajat
desentralisasi yang lebih tinggi dari angka
total kabupaten/kota dan
dibawah

kabupaten/kota  di

persentase
penduduk miskin nasional.
Sebagian  besar
Indonesia tidak berada pada kondisi ideal

pada 2024.

Gambaran Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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3.11  Relationship between Degree of
Decentralization and Percentage of

Poor Population

Decentralization is expected to help
regency/municipality ~ governments  to
eradicate poverty in their regions more
quickly and precisely. The relationship
between the degree of decentralization of
regency/municipality governments and the
percentage of poor population can be seen in
Figure 11.
Degree of Decentralization and
Percentage of Poor Population Negatively

Correlated

Figure 11 shows a negative relationship
between the degree of decentralization
and poverty. This means that the higher
the degree of decentralization of a regency/
municipality government, the lower the
percentage of poor people in its area. In
addition, in Figure 11, the best conditions are
in quadrant IV, namely regency/municipality
with a higher degree of decentralization than
the total number of regency/municipality
and a percentage of poor people below the
national figure. Most regency/ municipality
in Indonesia must be in better condition in
2023.




fill

Dera: DesentalisasiDecantraization Degres

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Gambar 11 Scatter-Plot Derajat Desentralisasi dan Persentase Penduduk Miskin, 2024

Figure

Hal ini ditunjukkan melalui kuadran
[l pada Gambar 11. Kabupaten/Kota di
kuadran ini memiliki derajat desentralisasi
lebih rendah dari total kabupaten/kota
namun memiliki persentase penduduk
miskin yang lebih randah juga dari angka
nasional. Kondisi tidak ideal lainnya juga
ditunjukkan melalui kuadran I. Kabupaten/
Kota di kuadran | ini memiliki derajat
desentralisasi yang lebih tinggi dari
total kabupaten/kota namun memiliki
persentase penduduk miskin yang lebih
tinggi dari angka nasional.

Kondisi tidak ideal ini mengindikasikan
bahwa desentralisasi bukan merupakan
faktor melainkan

utama, terdapat

Scatter-Plot of Decentralization Degree and Percentage of Poor Population, 2024

This is shown in quadrant Il in Figure 11.
Regency/municipality in this quadrant have
a lower degree of decentralization than the
total regency/municipality but have a lower
percentage of poor people than the national
figure. Other non-ideal conditions are also
shown in quadrant I. Regency/municipality
in quadrant | have a higher degree of
decentralization than the total regency/
municipality but have a higher percentage of

poor people than the national figure.

This non-ideal condition indicates that
decentralization is not the main factor, but

other factors influence the decrease in the
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faktor lain yang berpengaruh terhadap
penurunan persentase penduduk miskin
di suatu daerah.
3.11 Hubungan Belanja  Fungsi
Pendidikan, Kesehatan dan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)
Belanja menurut fungsi sebagai
salah satu indikator untuk melihat arah
kebijakan  komitmen dan priorotas
pemerintah provinsi utamanya dalam hal
pembangunan nasional dan kesejahteraan
Masyarakat. IPM

indikator

sebagai salah satu
untuk melihat keberhasilan
pemerintah provinsi dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakatnya melalui
kebijakan, program dan alokasi belanja
yang dikeluarkan. IPM mencerimankan
hasil pembangunan manusia yang dilihat
dari tiga dimensi utama yaitu kesehatan,

Pendidikan dan standar hidup layak.

Pendidikan,

Kesehatan dan IPM Berkorelasi Positif

Rasio Belanja Fungsi

Hubungan rasio belanja fungsi
pendidikan, kesehatan dan IPM pemerintah
provinsi disajikan pada Gambar 12. Analisis
deskriptif ini masih bersifat kasar dan hanya
sebagai gambaran awal terkait hubungan

ketiga indikator tersebut.
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percentage of poor people in an area.

3.12  Relationship between Education,
Health Functions Expenditure and

Human Development Index (HDI)

Expenditure functions as one of
the indicators to see the direction of the
provincial ~ government’s  commitment
and priority policies, especially in terms
of national development and community
welfare. HDI is one of the indicators that
show the provincial government’s success in
improving its people’s quality of life through
policies, programs, and spending allocations.
The HDI reflects human development results
as seen from three main dimensions: health,

education, and a decent standard of living.

The Ratio of Education, Health Function
Expenditure and HDI is Positively

Correlated

Figure 12 presents the relationship
between the provincial government’s ratio of
education and health function Expenditure
with HDI. This descriptive analysis is still
rough and only an initial illustration of the

relationship between the three indicators.
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Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
Gambar 12 Scatter-Plot Belanja Fungsi Pendidikan, Fungsi Kesehatan dan IPM, 2024

Figure
Development Index, 2024

Secara umum, hasilnya menunjukkan
adanya hubungan positif antara belanja
fungsi Pendidikan dan kesehatan dengan
IPM. Artinya, semakin tinggi rasio belanja
fungsi pendidikan dan kesehatan yang
dianggarkan, maka semakin tinggi pula
nilai IPM di provinsi tersebut.

Nilai IPM yang tinggi pada Gambar 12
ditunjukkan melalui gradasi warna biru.
Kondisi paling baik terdapat pada kuadran
| yaitu provinsi dengan rasio belanja
pendidikan lebih dari 20 persen (batas
minimum) dan rasio belanja kesehatan
lebih tinggi dari rata-rata nasional dengan
gradasi warna biru. Akan tetapi, masih
terdapat banyak provinsi dengan kondisi
tidak ideal.

SScatter-Plot of Education Function, Health Function Expenditure and Human

The results show a positive relationship
between education and health function
expenditure and the HDI. This means that the
higher the budgeted education and health
function expenditure ratio, the higher the

HDI value in the province.

The high HDI value in Figure 12 is shown
through the blue color gradation. The best
condition is in quadrant I: provinces with an
education expenditure ratio of more than
20 percent (minimum limit) and a health
expenditure ratio higher than the national
average with a blue color gradation.
However, there are still many provinces with

less-than-ideal conditions.
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Sebagai contoh, Kalimantan Timur
menunjukkan nilai rasio belanja fungsi
pendidikan dan kesehatan dibawah batas
ketentuan namun memiliki IPM yang
tinggi. Sementara itu, Nusa Tenggara
Timur menunjukkan nilai rasio belanja
fungsi pendidikan dan kesehatan yang
sudah mendekati batas ketentutan namun
memiliki IPM yang rendah. Sama halnya
dengan persentase penduduk miskin,
kondisi tidak ideal ini mengindikasikan
bahwa belanja fungsi baik pendidikan
maupun kesehatan bukan merupakan
faktor utama, melainkan terdapat faktorlain
yang berpengaruh terhadap peningkatan

nilai IPM suatu daerah.
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For example, Kalimantan Timur shows
a value of the education and health function
expenditure ratio below the specified limit
but has a high HDI. Meanwhile, Nusa
Tenggara Timur shows a value of the
education and health function expenditure
ratio approaching the specified limit but
with a low HDI. Similar to the percentage of
poor people, this less-than-ideal condition
indicates that expenditure on education
and health functions is not the main factor.
However, other factors influence the increase

in the HDI value of a region.
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Tabel 4.1.1 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Aceh (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Aceh
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
m @
Kab. Simeulue 97,04
Kab. Aceh Singkil 100,26
Kab. Aceh Selatan 94,44
Kab. Aceh Tenggara 97,85
Kab. Aceh Timur 101,29
Kab. Aceh Tengah 98,35
Kab. Aceh Barat 113,19
Kab. Aceh Besar 100,12
Kab. Pidie 102,31
Kab. Bireuen 100,91
Kab. Aceh Utara 102,57
Kab. Aceh Barat Daya 99,11
Kab. Gayo Lues 101,60
Kab. Aceh Tamiang 103,11
Kab. Nagan Raya 94,99
Kab. Aceh Jaya 105,05
Kab. Bener Meriah 102,52
Kab. Pidie Jaya 105,05
Kota Banda Aceh 104,43
Kota Sabang 94,52
Kota Langsa 106,65
Kota Lhokseumawe 100,33
Kota Subulussalam 87,92

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.2 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Utara (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of AllRegency/Municipality Governments in Sumatera
Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
) @
Kab. Nias 104,33
Kab. Mandailing Natal 103,06
Kab. Tapanuli Selatan 94,82
Kab. Tapanuli Tengah 100,11
Kab. Tapanuli Utara 95,34
Kab. Toba 96,62
Kab. Labuhanbatu 96,49
Kab. Asahan 101,54
Kab. Simalungun 95,17
Kab. Dairi 97,94
Kab. Karo 98,22
Kab. Deli Serdang 90,14
Kab. Langkat 122,85
Kab. Nias Selatan 99,84
Kab. Humbang Hasundutan 98,65
Kab. Pakpak Bharat 99,34
Kab. Samosir 100,64
Kab. Serdang Bedagai 101,59
Kab. Batu Bara 100,88
Kab. Padang Lawas Utara 101,72
Kab. Padang Lawas 101,32
Kab. Labuhanbatu Selatan 97,16
Kab. Labuhanbatu Utara 101,39
Kab. Nias Utara 103,25
Kab. Nias Barat 101,05
Kota Sibolga 82,72
Kota Tanjung Balai 93,19
Kota Pematang Siantar 98,52
Kota Tebing Tinggi 91,93
Kota Medan 83,09
Kota Binjai 93,95
Kota Padang Sidempuan 92,38
Kota Gunungsitoli 98,64

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.3 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Barat (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Sumatera
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
m @
Kab. Kepulauan Mentawai 96,65
Kab. Pesisir Selatan 100,13
Kab. Solok 97,12
Kab. Sijunjung 99,76
Kab. Tanah Datar 100,59
Kab. Padang Pariaman 101,55
Kab. Agam 95,33
Kab. Lima Puluh Kota 99,89
Kab. Pasaman 98,01
Kab. Solok Selatan 102,59
Kab. Dharmasraya 100,69
Kab. Pasaman Barat 99,77
Kota Padang 100,01
Kota Solok 98,21
Kota Sawahlunto 101,03
Kota Padang Panjang 96,81
Kota Bukit Tinggi 97,97
Kota Payakumbuh 102,69
Kota Pariaman 98,10

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.4 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Riau (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Riau
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
) @
Kab. Kuantan Singingi 94,33
Kab. Indragiri Hulu 103,75
Kab. Indragiri Hilir 95,34
Kab. Pelalawan 93,95
Kab. Siak 83,95
Kab. Kampar 106,13
Kab. Rokan Hulu 99,50
Kab. Bengkalis 97,44
Kab. Rokan Hilir 119,48
Kab. Kepulauan Meranti 85,23
Kota Pekanbaru 92,87
Kota Dumai 100,68

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.5 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jambi (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Jambi
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
0] @
Kab. Kerinci 99,70
Kab. Merangin 99,90
Kab. Sarolangun 102,06
Kab. Batang Hari 72,82
Kab. Muaro Jambi 102,66
Kab. Tanjung Jabung Timur 105,24
Kab. Tanjung Jabung Barat 123,39
Kab. Tebo 107,52
Kab. Bungo 115,49
Kota Jambi 94,69
Kota Sungai Penuh 96,77

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.6 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Selatan (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Sumatera
Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
0] @
Kab. Ogan Komering Ulu 106,83
Kab. Ogan Komering llir 112,95
Kab. Muara Enim 105,85
Kab. Lahat 104,47
Kab. Musi Rawas 119,10
Kab. Musi Banyuasin 109,23
Kab. Banyuasin 103,75
Kab. OKU Selatan 97,06
Kab. OKU Timur 104,13
Kab. Ogan llir 109,37
Kab. Empat Lawang 93,78
Kab. Penukal Abab Lematang llir 116,18
Kab. Musi Rawas Utara 109,82
Kota Palembang 104,97
Kota Prabumulih 123,23
Kota Pagar Alam 117,44
Kota Lubuk Linggau 106,33

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.7 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

Table Bengkulu (persen), 2024

Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Bengkulu

Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota
Regency/Municipality

U]

Tingkat Penyerapan Pendapatan
Revenue Absorption Rate

@)

Kab. Bengkulu Selatan
Kab. Rejang Lebong
Kab. Bengkulu Utara
Kab. Kaur

Kab. Seluma

Kab. Mukomuko

Kab. Lebong

Kab. Kepahiang

Kab. Bengkulu Tengah
Kota Bengkulu

97,00
94,87
149,91
97,48
97,30
97,45
93,58
100,41
99,34
46,24

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.8 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Lampung (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Lampung
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
0] @
Kab. Lampung Barat 101,78
Kab. Tanggamus 93,67
Kab. Lampung Selatan 101,77
Kab. Lampung Timur 100,52
Kab. Lampung Tengah 97,70
Kab. Lampung Utara 96,91
Kab. Way Kanan 103,94
Kab. Tulang Bawang 95,03
Kab. Pesawaran 98,97
Kab. Pringsewu 98,94
Kab. Mesuiji 98,00
Kab. Tulang Bawang Barat 96,01
Kab. Pesisir Barat 87,74
Kota Bandar Lampung 90,60
Kota Metro 99,30

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.9 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kepulauan Bangka Belitung Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
) @
Kab. Bangka 98,81
Kab. Belitung 104,78
Kab. Bangka Barat 103,78
Kab. Bangka Tengah 96,60
Kab. Bangka Selatan 96,60
Kab. Belitung Timur 101,64
Kota Pangkal Pinang 106,50

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.1.10 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kepulauan Riau (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kepulauan Riau Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
U] @
Kab. Karimun 84,50
Kab. Bintan 106,55
Kab. Natuna 83,80
Kab. Lingga 103,69
Kab. Kepulauan Anambas 82,93
Kota Batam 105,93
Kota Tanjung Pinang 102,80

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.11 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jawa Barat (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
0] @
Kab. Bogor 113,69
Kab. Sukabumi 106,33
Kab. Cianjur 97,69
Kab. Bandung 130,57
Kab. Garut 107,41
Kab. Tasikmalaya 99,26
Kab. Ciamis 113,53
Kab. Kuningan 98,88
Kab. Cirebon 97,70
Kab. Majalengka 103,34
Kab. Sumedang 98,31
Kab. Indramayu 102,91
Kab. Subang 137,65
Kab. Purwakarta 97,46
Kab. Karawang 106,20
Kab. Bekasi 104,48
Kab. Bandung Barat 103,83
Kab. Pangandaran 117,46
Kota Bogor 104,18
Kota Sukabumi 106,40
Kota Bandung 97,96
Kota Cirebon 96,27
Kota Bekasi 90,76
Kota Depok 109,29
Kota Cimahi 111,25
Kota Tasikmalaya 108,81
Kota Banjar 93,41

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.12 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jawa Tengah (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
U] @
Kab. Cilacap 102,46
Kab. Banyumas 98,46
Kab. Purbalingga 99,77
Kab. Banjarnegara 101,87
Kab. Kebumen 103,55
Kab. Purworejo 102,13
Kab. Wonosobo 99,10
Kab. Magelang 99,13
Kab. Boyolali 104,29
Kab. Klaten 104,28
Kab. Sukoharjo 103,37
Kab. Wonogiri 102,58
Kab. Karanganyar 107,04
Kab. Sragen 101,27
Kab. Grobogan 103,07
Kab. Blora 104,01
Kab. Rembang 102,59
Kab. Pati 103,17
Kab. Kudus 100,00
Kab. Jepara 102,33
Kab. Demak 104,15
Kab. Semarang 99,73
Kab. Temanggung 102,14
Kab. Kendal 100,48
Kab. Batang 102,63
Kab. Pekalongan 99,36
Kab. Pemalang 100,94
Kab. Tegal 100,84
Kab. Brebes 103,87
Kota Magelang 102,90
Kota Surakarta 98,05
Kota Salatiga 104,24
Kota Semarang 104,52
Kota Pekalongan 103,26
Kota Tegal 95,58

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.13 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DI
Table Yogyakarta (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in DI
Yogyakarta Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
0] @
Kab. Kulon Progo 100,77
Kab. Bantul 102,28
Kab. Gunung Kidul 104,32
Kab. Sleman 105,59
Kota Yogyakarta 104,78

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.14 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jawa Timur (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
) @
Kab. Pacitan 99,88
Kab. Ponorogo 99,65
Kab. Trenggalek 103,31
Kab. Tulungagung 107,51
Kab. Blitar 99,29
Kab. Kediri 108,58
Kab. Malang 99,16
Kab. Lumajang 105,85
Kab. Jember 98,03
Kab. Banyuwangi 104,03
Kab. Bondowoso 101,60
Kab. Situbondo 101,02
Kab. Probolinggo 103,96
Kab. Pasuruan 102,54
Kab. Sidoarjo 105,27
Kab. Mojokerto 107,05
Kab. Jombang 105,36
Kab. Nganjuk 107,09
Kab. Madiun 106,19
Kab. Magetan 102,24
Kab. Ngawi 97,74
Kab. Bojonegoro 103,89
Kab. Tuban 108,20
Kab. Lamongan 95,17
Kab. Gresik 95,27
Kab. Bangkalan 100,81
Kab. Sampang 104,40
Kab. Pamekasan 91,38
Kab. Sumenep 102,96
Kota Kediri 100,38
Kota Blitar 103,16
Kota Malang 104,18
Kota Probolinggo 103,67
Kota Pasuruan 98,03
Kota Mojokerto 104,27
Kota Madiun 106,70
Kota Surabaya 88,78
Kota Batu 98,18

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.15 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Banten (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Banten
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
U] @
Kab. Pandeglang 95,83
Kab. Lebak 101,28
Kab. Tangerang 115,07
Kab. Serang 93,20
Kota Tangerang 103,50
Kota Cilegon 83,29
Kota Serang 98,63
Kota Tangerang Selatan 98,36

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.16 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Bali (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Bali
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
0] @
Kab. Jembrana 105,08
Kab. Tabanan 105,17
Kab. Badung 75,92
Kab. Gianyar 97,24
Kab. Klungkung 98,15
Kab. Bangli 101,27
Kab. Karangasem 99,47
Kab. Buleleng 97,27
Kota Denpasar 111,54

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.17 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Nusa Tenggara Barat (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Nusa
Tenggara Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
M @
Kab. Lombok Barat 107,81
Kab. Lombok Tengah 106,66
Kab. Lombok Timur 99,86
Kab. Sumbawa 104,43
Kab. Dompu 109,80
Kab. Bima 106,13
Kab. Sumbawa Barat 163,05
Kab. Lombok Utara 114,59
Kota Mataram 111,32
Kota Bima 111,12

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.18 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Nusa Tenggara Timur (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Nusa
Tenggara Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
0] @
Kab. Sumba Barat 100,10
Kab. Sumba Timur 96,69
Kab. Kupang 94,70
Kab. Timor Tengah Selatan 91,57
Kab. Timor Tengah Utara 96,40
Kab. Belu 96,39
Kab. Alor 98,22
Kab. Lembata 97,53
Kab. Flores Timur 101,23
Kab. Sikka 98,97
Kab. Ende 95,52
Kab. Ngada 100,35
Kab. Manggarai 99,21
Kab. Rote Ndao 101,03
Kab. Manggarai Barat 94,72
Kab. Sumba Tengah 99,07
Kab. Sumba Barat Daya 100,12
Kab. Nagekeo 98,20
Kab. Manggarai Timur 98,18
Kab. Sabu Raijua 99,02
Kab. Malaka 100,75
Kota Kupang 96,61

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.19 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Barat (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
m @
Kab. Sambas 98,21
Kab. Bengkayang 96,10
Kab. Landak 100,30
Kab. Mempawah 106,77
Kab. Sanggau 104,45
Kab. Ketapang 102,91
Kab. Sintang 103,39
Kab. Kapuas Hulu 102,03
Kab. Sekadau 102,51
Kab. Melawi 100,45
Kab. Kayong Utara 98,38
Kab. Kubu Raya 102,86
Kota Pontianak 96,73
Kota Singkawang 104,90

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.20 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Tengah (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
m @
Kab. Kotawaringin Barat 108,70
Kab. Kotawaringin Timur 96,44
Kab. Kapuas 132,77
Kab. Barito Selatan 123,01
Kab. Barito Utara -
Kab. Sukamara 122,94
Kab. Lamandau 104,30
Kab. Seruyan 105,10
Kab. Katingan 105,30
Kab. Pulang Pisau 96,28
Kab. Gunung Mas 115,50
Kab. Barito Timur 101,22
Kab. Murung Raya 100,00
Kota Palangkaraya 96,85

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.21 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Selatan (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
) @
Kab. Tanah Laut 122,94
Kab. Kotabaru 97,97
Kab. Banjar 115,96
Kab. Barito Kuala 121,07
Kab. Tapin 109,01
Kab. Hulu Sungai Selatan 117,90
Kab. Hulu Sungai Tengah 106,70
Kab. Hulu Sungai Utara 133,22
Kab. Tabalong 109,36
Kab. Tanah Bumbu 112,32
Kab. Balangan 125,17
Kota Banjarmasin 98,20
Kota Banjarbaru 123,58

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.22 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Timur (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
) @
Kab. Paser 102,13
Kab. Kutai Barat 105,97
Kab. Kutai Kartanegara 96,87
Kab. Kutai Timur 114,12
Kab. Berau 133,85
Kab. Penajam Paser Utara 108,49
Kab. Mahakam Ulu 106,12
Kota Balikpapan 103,42
Kota Samarinda 100,70
Kota Bontang 118,41

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.23 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Utara (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
m @
Kab. Malinau 127,37
Kab. Bulungan 129,24
Kab. Tana Tidung 147,50
Kab. Nunukan 109,02
Kota Tarakan 104,34

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.24 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Utara (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
m @
Kab. Bolaang Mongondow 100,52
Kab. Minahasa 99,73
Kab. Kepulauan Sangihe 98,24
Kab. Kepulauan Talaud 100,13
Kab. Minahasa Selatan 99,66
Kab. Minahasa Utara 102,07
Kab. Bolaang Mongondow Utara 101,27
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 98,19
Kab. Minahasa Tenggara 101,56
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 103,22
Kab. Bolaang Mongondow Timur 98,85
Kota Manado 92,77
Kota Bitung 97,79
Kota Tomohon 100,93
Kota Kotamobagu 99,96

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.25 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Tengah (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
0} @
Kab. Banggai Kepulauan 107,72
Kab. Banggai 102,80
Kab. Morowali 115,38
Kab. Poso 103,41
Kab. Donggala 109,46
Kab. Toli-Toli 108,32
Kab. Buol 111,94
Kab. Parigi Moutong 106,65
Kab. Tojo Una Una 108,38
Kab. Sigi 103,62
Kab. Banggai Laut 106,87
Kab. Morowali Utara 112,87
Kota Palu 103,08

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.26 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Selatan (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
0] @
Kab. Kepulauan Selayar 97,32
Kab. Bulukumba 100,12
Kab. Bantaeng 99,17
Kab. Jeneponto 101,84
Kab. Takalar 92,51
Kab. Gowa 101,97
Kab. Sinjai 97,85
Kab. Maros 98,88
Kab. Pangkajene Kepulauan 101,84
Kab. Barru 98,61
Kab. Bone 99,66
Kab. Soppeng 103,14
Kab. Wajo 101,23
Kab. Sidenreng Rappang 100,67
Kab. Pinrang 100,00
Kab. Enrekang 94,82
Kab. Luwu 103,40
Kab. Tana Toraja 98,93
Kab. Luwu Utara 96,16
Kab. Luwu Timur 98,44
Kab. Toraja Utara 100,70
Kota Makassar 82,46
Kota Pare-pare 97,84
Kota Palopo 95,23

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.27 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Tenggara (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Tenggara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
) @
Kab. Buton 109,04
Kab. Muna 92,76
Kab. Konawe 107,90
Kab. Kolaka 109,61
Kab. Konawe Selatan 113,53
Kab. Bombana 106,68
Kab. Wakatobi 106,62
Kab. Kolaka Utara 108,24
Kab. Buton Utara 107,83
Kab. Konawe Utara 115,44
Kab. Kolaka Timur 105,61
Kab. Konawe Kepulauan 112,20
Kab. Muna Barat 106,10
Kab. Buton Tengah 111,47
Kab. Buton Selatan 105,37
Kota Kendari 97,57
Kota Bau-bau 99,48

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.28 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Gorontalo (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Gorontalo Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
0] @
Kab. Boalemo 99,16
Kab. Gorontalo 98,83
Kab. Pohuwato 96,34
Kab. Bone Bolango 99,50
Kab. Gorontalo Utara 99,68
Kota Gorontalo 97,66

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.29 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Barat (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
0] @
Kab. Majene 98,06
Kab. Polewali Mandar 99,76
Kab. Mamasa 96,94
Kab. Mamuju 99,00
Kab. Pasangkayu 101,97
Kab. Mamuju Tengah 101,49

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.30 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Maluku (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Maluku
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
m @
Kab. Kepulauan Tanimbar 95,48
Kab. Maluku Tenggara 96,76
Kab. Maluku Tengah 92,09
Kab. Buru 95,64
Kab. Kepulauan Aru 91,12
Kab. Seram Bagian Barat 98,39
Kab. Seram Bagian Timur 104,28
Kab. Maluku Barat Daya 88,53
Kab. Buru Selatan 89,71
Kota Ambon 95,38
Kota Tual 99,66

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.31 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Maluku Utara (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Maluku
Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
0] @
Kab. Halmahera Barat 98,39
Kab. Halmahera Tengah 41,43
Kab. Kepulauan Sula 94,88
Kab. Halmahera Selatan 100,16
Kab. Halmahera Utara 91,02
Kab. Halmahera Timur 138,73
Kab. Pulau Morotai 98,30
Kab. Pulau Taliabu 80,27
Kota Ternate 93,10
Kota Tidore Kepulauan 112,37

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.32 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Barat (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Papua
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
m @
Kab. Fak Fak 103,79
Kab. Kaimana 103,04
Kab. Teluk Wondama 101,17
Kab. Teluk Bintuni 100,00
Kab. Manokwari 94,89
Kab. Manokwari Selatan 100,19
Kab. Pegunungan Arfak 102,01

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.33 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Barat Daya (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Papua
Barat Daya Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
) @
Kab. Raja Ampat 107,25
Kab. Sorong 101,15
Kab. Sorong Selatan 100,00
Kab. Maybrat 101,28
Kab. Tambrauw 94,30
Kota Sorong 104,44

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.34 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Papua
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
m @
Kab. Jayapura 96,17
Kab. Kepulauan Yapen 94,42
Kab. Biak Numfor 101,18
Kab. Sarmi 102,34
Kab. Keerom 99,34
Kab. Waropen 91,61
Kab. Supiori 99,44
Kab. Mamberamo Raya 100,00
Kota Jayapura 102,80

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.35 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Selatan (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Papua
Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
m @
Kab. Merauke 97,26
Kab. Boven Digoel 101,26
Kab. Mappi 100,00
Kab. Asmat 101,73

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.36 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Tengah (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Papua
Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
m @
Kab. Mimika 89,12
Kab. Dogiyai 105,31
Kab. Deiyai 109,73
Kab. Nabire 109,50
Kab. Paniai 108,95
Kab. Intan Jaya 102,78
Kab. Puncak 105,70
Kab. Puncak Jaya 100,32

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.1.37 Tingkat Penyerapan Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Pegunungan (persen), 2024
Revenue Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Papua
Pegunungan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Pendapatan
Regency/Municipality Revenue Absorption Rate
) @
Kab. Nduga 94,37
Kab. Jayawijaya 100,00
Kab. Lanny Jaya 97,92
Kab. Tolikara 100,00
Kab. Mamberamo Tengah 101,35
Kab. Yalimo 99,48
Kab. Yahukimo 98,66
Kab. Pegunungan Bintang 97,87

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.1 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
Table (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Aceh
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Simeulue 97,81
Kab. Aceh Singkil 101,89
Kab. Aceh Selatan 90,08
Kab. Aceh Tenggara 94,11
Kab. Aceh Timur 102,14
Kab. Aceh Tengah 94,52
Kab. Aceh Barat 101,74
Kab. Aceh Besar 99,52
Kab. Pidie 99,11
Kab. Bireuen 100,93
Kab. Aceh Utara 101,60
Kab. Aceh Barat Daya 88,72
Kab. Gayo Lues 101,77
Kab. Aceh Tamiang 101,31
Kab. Nagan Raya 91,49
Kab. Aceh Jaya 102,32
Kab. Bener Meriah 96,34
Kab. Pidie Jaya 104,80
Kota Banda Aceh 101,85
Kota Sabang 91,40
Kota Langsa 103,80
Kota Lhokseumawe 101,96
Kota Subulussalam 69,46

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.2 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Utara (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Sumatera Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
0] @
Kab. Nias 103,57
Kab. Mandailing Natal 100,21
Kab. Tapanuli Selatan 91,40
Kab. Tapanuli Tengah 98,25
Kab. Tapanuli Utara 93,02
Kab. Toba 93,57
Kab. Labuhanbatu 96,13
Kab. Asahan 101,82
Kab. Simalungun 94,79
Kab. Dairi 97,83
Kab. Karo 101,01
Kab. Deli Serdang 88,29
Kab. Langkat 132,72
Kab. Nias Selatan 97,21
Kab. Humbang Hasundutan 97,52
Kab. Pakpak Bharat 97,85
Kab. Samosir 100,23
Kab. Serdang Bedagai 104,31
Kab. Batu Bara 97,60
Kab. Padang Lawas Utara 102,59
Kab. Padang Lawas 98,28
Kab. Labuhanbatu Selatan 96,74
Kab. Labuhanbatu Utara 102,23
Kab. Nias Utara 99,89
Kab. Nias Barat 97,37
Kota Sibolga 80,96
Kota Tanjung Balai 90,32
Kota Pematang Siantar 92,10
Kota Tebing Tinggi 93,29
Kota Medan 77,97
Kota Binjai 93,46
Kota Padang Sidempuan 89,20
Kota Gunungsitoli 94,20

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.3 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Barat (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Sumatera Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
) @
Kab. Kepulauan Mentawai 91,23
Kab. Pesisir Selatan 94,38
Kab. Solok 96,98
Kab. Sijunjung 96,51
Kab. Tanah Datar 97,74
Kab. Padang Pariaman 93,09
Kab. Agam 91,49
Kab. Lima Puluh Kota 100,77
Kab. Pasaman 94,05
Kab. Solok Selatan 96,80
Kab. Dharmasraya 94,22
Kab. Pasaman Barat 94,09
Kota Padang 97,50
Kota Solok 102,45
Kota Sawahlunto 88,86
Kota Padang Panjang 99,10
Kota Bukit Tinggi 91,61
Kota Payakumbuh 92,64
Kota Pariaman 94,56

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.4 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Table (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Riau
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @

Kab. Kuantan Singingi 89,57
Kab. Indragiri Hulu 104,84
Kab. Indragiri Hilir 85,59
Kab. Pelalawan 82,21
Kab. Siak 89,14
Kab. Kampar 106,05
Kab. Rokan Hulu 102,08
Kab. Bengkalis 87,43
Kab. Rokan Hilir 118,19
Kab. Kepulauan Meranti 81,80
Kota Pekanbaru 92,54
Kota Dumai 99,23

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.5 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Table (persen), 2024

Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Jambi Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @

Kab. Kerinci 97,24
Kab. Merangin 97,72
Kab. Sarolangun 98,10
Kab. Batang Hari 71,89
Kab. Muaro Jambi 103,52
Kab. Tanjung Jabung Timur 101,55
Kab. Tanjung Jabung Barat 120,18
Kab. Tebo 104,11
Kab. Bungo 110,41
Kota Jambi 92,12
Kota Sungai Penuh 93,81

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.6 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Selatan (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Sumatera Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Ogan Komering Ulu 101,23
Kab. Ogan Komering llir 109,29
Kab. Muara Enim 90,02
Kab. Lahat 85,56
Kab. Musi Rawas 116,93
Kab. Musi Banyuasin 109,99
Kab. Banyuasin 96,26
Kab. OKU Selatan 91,72
Kab. OKU Timur 103,67
Kab. Ogan llir 115,82
Kab. Empat Lawang 93,71
Kab. Penukal Abab Lematang llir 111,10
Kab. Musi Rawas Utara 106,03
Kota Palembang 109,43
Kota Prabumulih 109,45
Kota Pagar Alam 115,40
Kota Lubuk Linggau 117,15

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.7 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Bengkulu (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Bengkulu Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Bengkulu Selatan 95,03
Kab. Rejang Lebong 92,27
Kab. Bengkulu Utara 148,46
Kab. Kaur 94,05
Kab. Seluma 94,79
Kab. Mukomuko 93,54
Kab. Lebong 91,65
Kab. Kepahiang 99,14
Kab. Bengkulu Tengah 99,08
Kota Bengkulu 42,39

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.8 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Lampung (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Lampung Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @

Kab. Lampung Barat 97,40
Kab. Tanggamus 93,00
Kab. Lampung Selatan 99,06
Kab. Lampung Timur 98,03
Kab. Lampung Tengah 96,01
Kab. Lampung Utara 94,98
Kab. Way Kanan 99,31
Kab. Tulang Bawang 94,09
Kab. Pesawaran 98,09
Kab. Pringsewu 97,22
Kab. Mesuji 93,44
Kab. Tulang Bawang Barat 93,03
Kab. Pesisir Barat 87,53
Kota Bandar Lampung 90,40
Kota Metro 96,91

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.9 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kepulauan Bangka Belitung Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Bangka 95,64
Kab. Belitung 99,30
Kab. Bangka Barat 88,95
Kab. Bangka Tengah 94,63
Kab. Bangka Selatan 93,85
Kab. Belitung Timur 96,55
Kota Pangkal Pinang 99,60

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel
Table

4.2.10 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kepulauan Riau Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
) @
Kab. Karimun 80,90
Kab. Bintan 105,10
Kab. Natuna 89,32
Kab. Lingga 93,24
Kab. Kepulauan Anambas 84,52
Kota Batam 102,55
Kota Tanjung Pinang 93,93

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.11 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Table Barat (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Bogor 105,57
Kab. Sukabumi 102,52
Kab. Cianjur 97,46
Kab. Bandung 120,08
Kab. Garut 103,25
Kab. Tasikmalaya 98,89
Kab. Ciamis 102,27
Kab. Kuningan 96,42
Kab. Cirebon 106,76
Kab. Majalengka 104,26
Kab. Sumedang 96,24
Kab. Indramayu 98,32
Kab. Subang 128,77
Kab. Purwakarta 96,26
Kab. Karawang 98,42
Kab. Bekasi 95,61
Kab. Bandung Barat 94,33
Kab. Pangandaran 93,36
Kota Bogor 101,97
Kota Sukabumi 104,57
Kota Bandung 91,79
Kota Cirebon 97,83
Kota Bekasi 87,12
Kota Depok 99,85
Kota Cimahi 96,62
Kota Tasikmalaya 106,35
Kota Banjar 93,01

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.12 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Table Tengah (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Cilacap 99,07
Kab. Banyumas 96,09
Kab. Purbalingga 97,33
Kab. Banjarnegara 106,02
Kab. Kebumen 103,34
Kab. Purworejo 104,02
Kab. Wonosobo 97,62
Kab. Magelang 95,88
Kab. Boyolali 100,67
Kab. Klaten 93,49
Kab. Sukoharjo 96,24
Kab. Wonogiri 98,68
Kab. Karanganyar 103,84
Kab. Sragen 96,10
Kab. Grobogan 99,08
Kab. Blora 103,52
Kab. Rembang 99,36
Kab. Pati 94,45
Kab. Kudus 100,00
Kab. Jepara 95,48
Kab. Demak 97,67
Kab. Semarang 96,96
Kab. Temanggung 97,42
Kab. Kendal 102,80
Kab. Batang 99,35
Kab. Pekalongan 97,21
Kab. Pemalang 98,98
Kab. Tegal 95,57
Kab. Brebes 98,90
Kota Magelang 92,80
Kota Surakarta 92,03
Kota Salatiga 95,22
Kota Semarang 100,70
Kota Pekalongan 100,80
Kota Tegal 93,71

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.13 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DI
Table Yogyakarta (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in DI
Yogyakarta Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Kulon Progo 97,69
Kab. Bantul 99,45
Kab. Gunung Kidul 101,93
Kab. Sleman 102,54
Kota Yogyakarta 95,18

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.14 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Table Timur (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Pacitan 96,84
Kab. Ponorogo 96,64
Kab. Trenggalek 101,30
Kab. Tulungagung 102,78
Kab. Blitar 95,55
Kab. Kediri 100,29
Kab. Malang 97,10
Kab. Lumajang 92,01
Kab. Jember 87,71
Kab. Banyuwangi 96,75
Kab. Bondowoso 102,93
Kab. Situbondo 91,69
Kab. Probolinggo 103,65
Kab. Pasuruan 92,83
Kab. Sidoarjo 93,41
Kab. Mojokerto 100,43
Kab. Jombang 107,46
Kab. Nganjuk 107,96
Kab. Madiun 101,75
Kab. Magetan 96,81
Kab. Ngawi 96,72
Kab. Bojonegoro 80,15
Kab. Tuban 102,38
Kab. Lamongan 92,01
Kab. Gresik 95,12
Kab. Bangkalan 98,29
Kab. Sampang 99,30
Kab. Pamekasan 89,98
Kab. Sumenep 94,12
Kota Kediri 82,42
Kota Blitar 94,97
Kota Malang 95,44
Kota Probolinggo 95,07
Kota Pasuruan 92,41
Kota Mojokerto 94,72
Kota Madiun 95,07
Kota Surabaya 86,94
Kota Batu 87,32

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.15 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Table (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Banten Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
) @
Kab. Pandeglang 95,70
Kab. Lebak 97,69
Kab. Tangerang 113,48
Kab. Serang 92,44
Kota Tangerang 94,81
Kota Cilegon 82,42
Kota Serang 94,49
Kota Tangerang Selatan 96,74

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.16 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Table (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Bali
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Jembrana 96,74
Kab. Tabanan 95,39
Kab. Badung 74,28
Kab. Gianyar 86,31
Kab. Klungkung 93,12
Kab. Bangli 95,46
Kab. Karangasem 92,35
Kab. Buleleng 90,24
Kota Denpasar 86,90

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.17 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Table Tenggara Barat (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Nusa
Tenggara Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Lombok Barat 104,05
Kab. Lombok Tengah 103,12
Kab. Lombok Timur 98,66
Kab. Sumbawa 102,57
Kab. Dompu 101,94
Kab. Bima 103,79
Kab. Sumbawa Barat 145,02
Kab. Lombok Utara 106,57
Kota Mataram 108,76
Kota Bima 104,05

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.18 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Table Tenggara Timur (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in Nusa
Tenggara Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Sumba Barat 98,64
Kab. Sumba Timur 97,76
Kab. Kupang 97,13
Kab. Timor Tengah Selatan 95,55
Kab. Timor Tengah Utara 91,54
Kab. Belu 96,77
Kab. Alor 96,87
Kab. Lembata 97,70
Kab. Flores Timur 102,49
Kab. Sikka 94,74
Kab. Ende 96,50
Kab. Ngada 97,86
Kab. Manggarai 98,62
Kab. Rote Ndao 99,71
Kab. Manggarai Barat 96,85
Kab. Sumba Tengah 98,29
Kab. Sumba Barat Daya 96,60
Kab. Nagekeo 94,97
Kab. Manggarai Timur 99,55
Kab. Sabu Raijua 103,41
Kab. Malaka 102,72
Kota Kupang 94,69

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.19 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Barat (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @

Kab. Sambas 89,96
Kab. Bengkayang 92,43
Kab. Landak 98,03
Kab. Mempawah 104,85
Kab. Sanggau 96,43
Kab. Ketapang 93,89
Kab. Sintang 101,35
Kab. Kapuas Hulu 102,52
Kab. Sekadau 105,81
Kab. Melawi 100,24
Kab. Kayong Utara 102,10
Kab. Kubu Raya 110,47
Kota Pontianak 95,70
Kota Singkawang 101,14

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.20 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Tengah (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @

Kab. Kotawaringin Barat 110,97
Kab. Kotawaringin Timur 93,50
Kab. Kapuas 90,81
Kab. Barito Selatan 106,14
Kab. Barito Utara -
Kab. Sukamara 118,62
Kab. Lamandau 93,29
Kab. Seruyan 97,68
Kab. Katingan 99,69
Kab. Pulang Pisau 94,63
Kab. Gunung Mas 101,90
Kab. Barito Timur 92,22
Kab. Murung Raya 100,00
Kota Palangkaraya 93,94

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.21 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Selatan (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @

Kab. Tanah Laut 95,25
Kab. Kotabaru 78,92
Kab. Banjar 100,57
Kab. Barito Kuala 116,89
Kab. Tapin 86,41
Kab. Hulu Sungai Selatan 103,25
Kab. Hulu Sungai Tengah 90,15
Kab. Hulu Sungai Utara 100,65
Kab. Tabalong 102,06
Kab. Tanah Bumbu 94,46
Kab. Balangan 106,85
Kota Banjarmasin 90,27
Kota Banjarbaru 110,05

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.22 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Timur (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
) @
Kab. Paser 90,99
Kab. Kutai Barat 72,34
Kab. Kutai Kartanegara 102,54
Kab. Kutai Timur 149,07
Kab. Berau 126,34
Kab. Penajam Paser Utara 112,97
Kab. Mahakam Ulu 90,52
Kota Balikpapan 94,28
Kota Samarinda 95,67
Kota Bontang 109,74

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.23 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Utara (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Malinau 90,02
Kab. Bulungan 106,84
Kab. Tana Tidung 102,39
Kab. Nunukan 101,50
Kota Tarakan 98,91

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.2.24 TingkatPenyerapanBelanjaPemerintah Kabupaten/Kota diProvinsiSulawesi
Table Utara (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @

Kab. Bolaang Mongondow 101,08
Kab. Minahasa 94,20
Kab. Kepulauan Sangihe 93,84
Kab. Kepulauan Talaud 96,58
Kab. Minahasa Selatan 100,19
Kab. Minahasa Utara 109,20
Kab. Bolaang Mongondow Utara 99,03
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 95,46
Kab. Minahasa Tenggara 104,39
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 105,98
Kab. Bolaang Mongondow Timur 106,27
Kota Manado 87,87
Kota Bitung 93,40
Kota Tomohon 99,48
Kota Kotamobagu 97,67

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.2.25 TingkatPenyerapanBelanjaPemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi Sulawesi
Table Tengah (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @

Kab. Banggai Kepulauan 103,09
Kab. Banggai 96,13
Kab. Morowali 83,76
Kab. Poso 100,01
Kab. Donggala 105,31
Kab. Toli-Toli 102,14
Kab. Buol 103,30
Kab. Parigi Moutong 104,49
Kab. Tojo Una Una 104,25
Kab. Sigi 101,89
Kab. Banggai Laut 104,02
Kab. Morowali Utara 104,81
Kota Palu 96,01

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.2.26 TingkatPenyerapanBelanjaPemerintah Kabupaten/Kota diProvinsiSulawesi
Table Selatan (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Kepulauan Selayar 93,21
Kab. Bulukumba 101,99
Kab. Bantaeng 98,38
Kab. Jeneponto 101,51
Kab. Takalar 91,12
Kab. Gowa 102,47
Kab. Sinjai 98,76
Kab. Maros 100,76
Kab. Pangkajene Kepulauan 98,45
Kab. Barru 100,09
Kab. Bone 99,49
Kab. Soppeng 106,43
Kab. Wajo 104,77
Kab. Sidenreng Rappang 101,17
Kab. Pinrang 100,00
Kab. Enrekang 85,07
Kab. Luwu 101,80
Kab. Tana Toraja 102,96
Kab. Luwu Utara 93,21
Kab. Luwu Timur 98,23
Kab. Toraja Utara 98,53
Kota Makassar 73,91
Kota Pare-pare 94,42
Kota Palopo 95,13

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.2.27 TingkatPenyerapanBelanjaPemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi Sulawesi
Table Tenggara (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Tenggara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Buton 99,10
Kab. Muna 85,55
Kab. Konawe 103,14
Kab. Kolaka 109,61
Kab. Konawe Selatan 102,48
Kab. Bombana 106,61
Kab. Wakatobi 100,19
Kab. Kolaka Utara 102,27
Kab. Buton Utara 98,25
Kab. Konawe Utara 92,75
Kab. Kolaka Timur 100,91
Kab. Konawe Kepulauan 119,84
Kab. Muna Barat 94,14
Kab. Buton Tengah 102,61
Kab. Buton Selatan 100,52
Kota Kendari 98,94
Kota Bau-bau 95,05

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel
Table

4.2.28 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Gorontalo (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Gorontalo Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota
Regency/Municipality

)

Tingkat Penyerapan Belanja
Expenditure Absorption Rate

@)

Kab. Boalemo

Kab. Gorontalo

Kab. Pohuwato

Kab. Bone Bolango
Kab. Gorontalo Utara

Kota Gorontalo

99,86
98,73
97,40
102,30
97,00
99,02

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.2.29 TingkatPenyerapanBelanjaPemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi Sulawesi
Table Barat (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Majene 96,22
Kab. Polewali Mandar 98,18
Kab. Mamasa 93,03
Kab. Mamuju 98,50
Kab. Pasangkayu 105,43
Kab. Mamuju Tengah 100,87

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.2.30 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Table (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Maluku Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @

Kab. Kepulauan Tanimbar 92,98
Kab. Maluku Tenggara 99,17
Kab. Maluku Tengah 89,45
Kab. Buru 96,21
Kab. Kepulauan Aru 88,93
Kab. Seram Bagian Barat 94,33
Kab. Seram Bagian Timur 106,84
Kab. Maluku Barat Daya 83,80
Kab. Buru Selatan 91,32
Kota Ambon 93,67
Kota Tual 104,50

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.2.31 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Table Utara (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Maluku Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Halmahera Barat 92,77
Kab. Halmahera Tengah 35,12
Kab. Kepulauan Sula 92,61
Kab. Halmahera Selatan 100,32
Kab. Halmahera Utara 85,30
Kab. Halmahera Timur 91,48
Kab. Pulau Morotai 81,66
Kab. Pulau Taliabu 80,01
Kota Ternate 93,38
Kota Tidore Kepulauan 99,25

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.2.32 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table Barat (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Papua Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Fak Fak 99,15
Kab. Kaimana 100,07
Kab. Teluk Wondama 101,69
Kab. Teluk Bintuni 100,00
Kab. Manokwari 95,00
Kab. Manokwari Selatan 92,27
Kab. Pegunungan Arfak 109,01

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.2.33 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table Barat Daya (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Papua Barat Daya Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Raja Ampat 101,56
Kab. Sorong 100,74
Kab. Sorong Selatan 100,00
Kab. Maybrat 103,90
Kab. Tambrauw 94,31
Kota Sorong 99,99

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.2.34 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Papua Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Jayapura 97,52
Kab. Kepulauan Yapen 100,18
Kab. Biak Numfor 97,92
Kab. Sarmi 102,33
Kab. Keerom 95,46
Kab. Waropen 93,71
Kab. Supiori 100,00
Kab. Mamberamo Raya 100,00
Kota Jayapura 101,00

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.2.35 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table Selatan (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Papua Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Merauke 97,15
Kab. Boven Digoel 97,68
Kab. Mappi 100,00
Kab. Asmat 101,97

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.2.36 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table Tengah (persen), 2024

Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Papua Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Mimika 85,71
Kab. Dogiyai 111,15
Kab. Deiyai 108,99
Kab. Nabire 107,02
Kab. Paniai 102,21
Kab. Intan Jaya 97,74
Kab. Puncak 103,01
Kab. Puncak Jaya 91,01

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.2.37 Tingkat Penyerapan Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table Pegunungan (persen), 2024
Expenditure Absorption Rate of All Regency/Municipality Governments in
Papua Pegunungan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Tingkat Penyerapan Belanja
Regency/Municipality Expenditure Absorption Rate
m @
Kab. Nduga 92,68
Kab. Jayawijaya 100,00
Kab. Lanny Jaya 97,24
Kab. Tolikara 100,00
Kab. Mamberamo Tengah 101,34
Kab. Yalimo 101,68
Kab. Yahukimo 100,98
Kab. Pegunungan Bintang 96,69

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.1 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Aceh Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
m @
Kab. Simeulue 0,70
Kab. Aceh Singkil 1,00
Kab. Aceh Selatan 0,81
Kab. Aceh Tenggara 0,69
Kab. Aceh Timur 1,03
Kab. Aceh Tengah 1,02
Kab. Aceh Barat 1,72
Kab. Aceh Besar 5,33
Kab. Pidie 1,46
Kab. Bireuen 1,48
Kab. Aceh Utara 1,61
Kab. Aceh Barat Daya 0,98
Kab. Gayo Lues 0,80
Kab. Aceh Tamiang 1,67
Kab. Nagan Raya 1,36
Kab. Aceh Jaya 0,78
Kab. Bener Meriah 0,73
Kab. Pidie Jaya 1,03
Kota Banda Aceh 8,75
Kota Sabang 1,27
Kota Langsa 2,52
Kota Lhokseumawe 5,26
Kota Subulussalam 0,81

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.2 RasioPajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sumatera Utara Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @
Kab. Nias 0,86
Kab. Mandailing Natal 2,06
Kab. Tapanuli Selatan 2,14
Kab. Tapanuli Tengah 2,02
Kab. Tapanuli Utara 1,92
Kab. Toba 3,69
Kab. Labuhanbatu 4,44
Kab. Asahan 4,69
Kab. Simalungun 573
Kab. Dairi 1,81
Kab. Karo 4,26
Kab. Deli Serdang 20,45
Kab. Langkat 597
Kab. Nias Selatan 0,90
Kab. Humbang Hasundutan 1,40
Kab. Pakpak Bharat 0,63
Kab. Samosir 3,57
Kab. Serdang Bedagai 6,24
Kab. Batu Bara 11,58
Kab. Padang Lawas Utara 1,58
Kab. Padang Lawas 1,46
Kab. Labuhanbatu Selatan 3,01
Kab. Labuhanbatu Utara 2,81
Kab. Nias Utara 0,60
Kab. Nias Barat 0,83
Kota Sibolga 1,92
Kota Tanjung Balai 3,46
Kota Pematang Siantar 9,50
Kota Tebing Tinggi 5,76
Kota Medan 39,46
Kota Binjai 7,51
Kota Padang Sidempuan 2,82
Kota Gunungsitoli 2,36

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.3.3 RasioPajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sumatera Barat Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
m @
Kab. Kepulauan Mentawai 0,98
Kab. Pesisir Selatan 1,64
Kab. Solok 1,82
Kab. Sijunjung 1,88
Kab. Tanah Datar 1,97
Kab. Padang Pariaman 4,29
Kab. Agam 3,07
Kab. Lima Puluh Kota 2,51
Kab. Pasaman 1,17
Kab. Solok Selatan 1,45
Kab. Dharmasraya 2,58
Kab. Pasaman Barat 2,52
Kota Padang 19,51
Kota Solok 2,36
Kota Sawahlunto 1,42
Kota Padang Panjang 1,66
Kota Bukit Tinggi 6,76
Kota Payakumbuh 3,14
Kota Pariaman 2,23

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.4 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Riau Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @

Kab. Kuantan Singingi 2,60
Kab. Indragiri Hulu 3,74
Kab. Indragiri Hilir 2,28
Kab. Pelalawan 6,14
Kab. Siak 6,41
Kab. Kampar 5,16
Kab. Rokan Hulu 3,24
Kab. Bengkalis 3,90
Kab. Rokan Hilir 2,69
Kab. Kepulauan Meranti 1,64
Kota Pekanbaru 29,60
Kota Dumai 22,32

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.3.5 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Jambi Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @

Kab. Kerinci 1,16
Kab. Merangin 2,21
Kab. Sarolangun 1,69
Kab. Batang Hari 2,01
Kab. Muaro Jambi 5,39
Kab. Tanjung Jabung Timur 1,92
Kab. Tanjung Jabung Barat 1,67
Kab. Tebo 2,07
Kab. Bungo 3,36
Kota Jambi 18,70
Kota Sungai Penuh 1,14

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.3.6 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sumatera Selatan
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @
Kab. Ogan Komering Ulu 3,91
Kab. Ogan Komering llir 5,38
Kab. Muara Enim 3,27
Kab. Lahat 2,16
Kab. Musi Rawas 2,04
Kab. Musi Banyuasin 3,03
Kab. Banyuasin 6,81
Kab. OKU Selatan 1,28
Kab. OKU Timur 2,15
Kab. Ogan llir 4,17
Kab. Empat Lawang 0,76
Kab. Penukal Abab Lematang llir 1,28
Kab. Musi Rawas Utara 3,20
Kota Palembang 26,84
Kota Prabumulih 3,40
Kota Pagar Alam 1,18
Kota Lubuk Linggau 5,20

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.3.7 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Bengkulu Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
m @

Kab. Bengkulu Selatan 1,15
Kab. Rejang Lebong 1,61
Kab. Bengkulu Utara 1,40
Kab. Kaur 0,98
Kab. Seluma 1,11
Kab. Mukomuko 1,29
Kab. Lebong 0,93
Kab. Kepahiang 1,13
Kab. Bengkulu Tengah 2,41
Kota Bengkulu 11,45

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.8 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Lampung Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @
Kab. Lampung Barat 1,42
Kab. Tanggamus 1,41
Kab. Lampung Selatan 7,76
Kab. Lampung Timur 3,57
Kab. Lampung Tengah 5,04
Kab. Lampung Utara 2,99
Kab. Way Kanan 1,87
Kab. Tulang Bawang 3,13
Kab. Pesawaran 3,41
Kab. Pringsewu 3,54
Kab. Mesuiji 2,92
Kab. Tulang Bawang Barat 3,07
Kab. Pesisir Barat 1,51
Kota Bandar Lampung 22,49
Kota Metro 3,98

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.3.9 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka
Table Belitung (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kepulauan Bangka
Belitung Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @
Kab. Bangka 5,55
Kab. Belitung 9,79
Kab. Bangka Barat 3,47
Kab. Bangka Tengah 6,22
Kab. Bangka Selatan 3,05
Kab. Belitung Timur 532
Kota Pangkal Pinang 12,33

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel
Table

4.3.10 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (persen),

2024

Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kepulauan Riau Province

(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @
Kab. Karimun 20,60
Kab. Bintan 19,07
Kab. Natuna 2,78
Kab. Lingga 8,75
Kab. Kepulauan Anambas 2,30
Kota Batam 38,60
Kota Tanjung Pinang 9,84

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.3.11 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Jawa Barat Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @
Kab. Bogor 28,96
Kab. Sukabumi 6,70
Kab. Cianjur 6,33
Kab. Bandung 10,17
Kab. Garut 3,42
Kab. Tasikmalaya 2,92
Kab. Ciamis 3,01
Kab. Kuningan 4,76
Kab. Cirebon 7,81
Kab. Majalengka 533
Kab. Sumedang 7,94
Kab. Indramayu 6,10
Kab. Subang 10,64
Kab. Purwakarta 14,71
Kab. Karawang 25,16
Kab. Bekasi 34,05
Kab. Bandung Barat 17,31
Kab. Pangandaran 5,83
Kota Bogor 30,71
Kota Sukabumi 6,10
Kota Bandung 33,54
Kota Cirebon 14,54
Kota Bekasi 32,44
Kota Depok 36,50
Kota Cimahi 15,51
Kota Tasikmalaya 9,43
Kota Banjar 3,27

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.12 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Jawa Tengah Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @
Kab. Cilacap 9,42
Kab. Banyumas 8,53
Kab. Purbalingga 4,08
Kab. Banjarnegara 3,70
Kab. Kebumen 4,44
Kab. Purworejo 4,33
Kab. Wonosobo 3,60
Kab. Magelang 7,51
Kab. Boyolali 741
Kab. Klaten 6,52
Kab. Sukoharjo 14,53
Kab. Wonogiri 3,11
Kab. Karanganyar 9,76
Kab. Sragen 6,49
Kab. Grobogan 6,27
Kab. Blora 3,46
Kab. Rembang 6,37
Kab. Pati 5,71
Kab. Kudus 8,74
Kab. Jepara 7,78
Kab. Demak 8,27
Kab. Semarang 11,38
Kab. Temanggung 3,66
Kab. Kendal 9,76
Kab. Batang 8,32
Kab. Pekalongan 515
Kab. Pemalang 4,39
Kab. Tegal 6,96
Kab. Brebes 5,68
Kota Magelang 5,83
Kota Surakarta 21,20
Kota Salatiga 9,27
Kota Semarang 40,18
Kota Pekalongan 11,01
Kota Tegal 11,22

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.3.13 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in DI Yogyakarta Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @

Kab. Kulon Progo 5,22
Kab. Bantul 11,33
Kab. Gunung Kidul 4,05
Kab. Sleman 26,30
Kota Yogyakarta 27,67

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.14 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Jawa Timur Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @
Kab. Pacitan 2,96
Kab. Ponorogo 5,39
Kab. Trenggalek 2,98
Kab. Tulungagung 5,53
Kab. Blitar 5,16
Kab. Kediri 8,82
Kab. Malang 11,33
Kab. Lumajang 5,06
Kab. Jember 7,30
Kab. Banyuwangi 8,86
Kab. Bondowoso 2,32
Kab. Situbondo 3,53
Kab. Probolinggo 4,26
Kab. Pasuruan 13,65
Kab. Sidoarjo 26,39
Kab. Mojokerto 14,10
Kab. Jombang 6,94
Kab. Nganjuk 5,80
Kab. Madiun 4,77
Kab. Magetan 3,89
Kab. Ngawi 3,94
Kab. Bojonegoro 3,21
Kab. Tuban 10,52
Kab. Lamongan 5,38
Kab. Gresik 25,75
Kab. Bangkalan 2,96
Kab. Sampang 1,80
Kab. Pamekasan 2,88
Kab. Sumenep 2,01
Kota Kediri 9,89
Kota Blitar 5,76
Kota Malang 28,16
Kota Probolinggo 6,38
Kota Pasuruan 6,41
Kota Mojokerto 9,09
Kota Madiun 10,37
Kota Surabaya 47,68
Kota Batu 21,85

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.3.15 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Banten Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @

Kab. Pandeglang 2,87
Kab. Lebak 5,00
Kab. Tangerang 42,51
Kab. Serang 16,43
Kota Tangerang 41,25
Kota Cilegon 29,63
Kota Serang 14,25
Kota Tangerang Selatan 46,54

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.16 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Bali Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @

Kab. Jembrana 3,74
Kab. Tabanan 13,49
Kab. Badung 78,55
Kab. Gianyar 45,64
Kab. Klungkung 9,91
Kab. Bangli 4,18
Kab. Karangasem 14,87
Kab. Buleleng 9,94
Kota Denpasar 44,48

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.3.17 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Nusa Tenggara Barat
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @
Kab. Lombok Barat 6,75
Kab. Lombok Tengah 6,68
Kab. Lombok Timur 2,85
Kab. Sumbawa 2,63
Kab. Dompu 1,67
Kab. Bima 0,80
Kab. Sumbawa Barat 4,88
Kab. Lombok Utara 15,61
Kota Mataram 11,83
Kota Bima 2,58

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.18 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Nusa Tenggara Timur
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @
Kab. Sumba Barat 5,08
Kab. Sumba Timur 2,22
Kab. Kupang 2,04
Kab. Timor Tengah Selatan 1,00
Kab. Timor Tengah Utara 0,88
Kab. Belu 1,96
Kab. Alor 1,42
Kab. Lembata 1,12
Kab. Flores Timur 1,26
Kab. Sikka 2,31
Kab. Ende 1,43
Kab. Ngada 1,00
Kab. Manggarai 1,65
Kab. Rote Ndao 2,21
Kab. Manggarai Barat 15,54
Kab. Sumba Tengah 1,15
Kab. Sumba Barat Daya 1,95
Kab. Nagekeo 1,00
Kab. Manggarai Timur 1,22
Kab. Sabu Raijua 0,77
Kab. Malaka 1,34
Kota Kupang 10,76

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.3.19 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kalimantan Barat
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @
Kab. Sambas 2,35
Kab. Bengkayang 2,14
Kab. Landak 1,63
Kab. Mempawah 5,95
Kab. Sanggau 3,97
Kab. Ketapang 4,45
Kab. Sintang 2,23
Kab. Kapuas Hulu 1,45
Kab. Sekadau 2,45
Kab. Melawi 2,14
Kab. Kayong Utara 0,99
Kab. Kubu Raya 10,59
Kota Pontianak 19,86
Kota Singkawang 9,06
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Tabel 4.3.20 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah
Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kalimantan Tengah
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @
Kab. Kotawaringin Barat 6,55
Kab. Kotawaringin Timur 4,40
Kab. Kapuas 1,51
Kab. Barito Selatan 0,77

Kab. Barito Utara -

Kab. Sukamara 1,46
Kab. Lamandau 3,11
Kab. Seruyan 1,36
Kab. Katingan 1,39
Kab. Pulang Pisau 1,40
Kab. Gunung Mas 1,34
Kab. Barito Timur 1,32
Kab. Murung Raya 1,55
Kota Palangkaraya 11,45

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.21 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kalimantan Selatan
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @
Kab. Tanah Laut 2,10
Kab. Kotabaru 2,30
Kab. Banjar 4,37
Kab. Barito Kuala 1,61
Kab. Tapin 1,49
Kab. Hulu Sungai Selatan 1,02
Kab. Hulu Sungai Tengah 0,93
Kab. Hulu Sungai Utara 0,79
Kab. Tabalong 3,12
Kab. Tanah Bumbu 2,35
Kab. Balangan 0,41
Kota Banjarmasin 13,81
Kota Banjarbaru 11,66

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.22 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kalimantan Timur
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0] @
Kab. Paser 1,14
Kab. Kutai Barat 1,29
Kab. Kutai Kartanegara 1,31
Kab. Kutai Timur 1,93
Kab. Berau 1,48
Kab. Penajam Paser Utara 1,44
Kab. Mahakam Ulu 0,15
Kota Balikpapan 20,14
Kota Samarinda 13,19
Kota Bontang 5,32

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.23 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara
Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kalimantan Utara
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0] @
Kab. Malinau 0,74
Kab. Bulungan 3,63
Kab. Tana Tidung 0,53
Kab. Nunukan 1,77
Kota Tarakan 7,68

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.24 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi Utara Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @
Kab. Bolaang Mongondow 3,94
Kab. Minahasa 3,89
Kab. Kepulauan Sangihe 1,01
Kab. Kepulauan Talaud 0,74
Kab. Minahasa Selatan 2,06
Kab. Minahasa Utara 7,29
Kab. Bolaang Mongondow Utara 1,08
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 0,96
Kab. Minahasa Tenggara 1,02
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 0,97
Kab. Bolaang Mongondow Timur 1,66
Kota Manado 24,49
Kota Bitung 7,23
Kota Tomohon 4,62
Kota Kotamobagu 4,05

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.3.25 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah

Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi Tengah Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @
Kab. Banggai Kepulauan 0,62
Kab. Banggai 2,32
Kab. Morowali 21,59
Kab. Poso 1,74
Kab. Donggala 6,44
Kab. Toli-Toli 1,50
Kab. Buol 0,85
Kab. Parigi Moutong 1,50
Kab. Tojo Una Una 1,02
Kab. Sigi 2,49
Kab. Banggai Laut 0,89
Kab. Morowali Utara 4,62
Kota Palu 15,03

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.3.26 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi Selatan
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @
Kab. Kepulauan Selayar 1,35
Kab. Bulukumba 2,84
Kab. Bantaeng 7,20
Kab. Jeneponto 1,84
Kab. Takalar 2,22
Kab. Gowa 8,83
Kab. Sinjai 1,64
Kab. Maros 12,01
Kab. Pangkajene Kepulauan 8,84
Kab. Barru 2,94
Kab. Bone 3,15
Kab. Soppeng 2,25
Kab. Wajo 3,42
Kab. Sidenreng Rappang 414
Kab. Pinrang 3,28
Kab. Enrekang 1,02
Kab. Luwu 2,59
Kab. Tana Toraja 1,54
Kab. Luwu Utara 2,14
Kab. Luwu Timur 13,75
Kab. Toraja Utara 1,94
Kota Makassar 33,58
Kota Pare-pare 4,61
Kota Palopo 5,29

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.27 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi Tenggara
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @
Kab. Buton 0,53
Kab. Muna 0,90
Kab. Konawe 6,44
Kab. Kolaka 3,23
Kab. Konawe Selatan 3,23
Kab. Bombana 1,29
Kab. Wakatobi 1,16
Kab. Kolaka Utara 0,91
Kab. Buton Utara 041
Kab. Konawe Utara 0,54
Kab. Kolaka Timur 0,79
Kab. Konawe Kepulauan 0,68
Kab. Muna Barat 0,53
Kab. Buton Tengah 0,67
Kab. Buton Selatan 0,54
Kota Kendari 14,08
Kota Bau-bau 3,92

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.28 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Gorontalo Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @

Kab. Boalemo 1,12
Kab. Gorontalo 2,31
Kab. Pohuwato 1,93
Kab. Bone Bolango 1,60
Kab. Gorontalo Utara 1,22
Kota Gorontalo 8,32

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.29 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi Barat Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @

Kab. Majene 1,31
Kab. Polewali Mandar 2,06
Kab. Mamasa 0,43
Kab. Mamuju 2,98
Kab. Pasangkayu 2,69
Kab. Mamuju Tengah 1,80

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.30 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Maluku Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @

Kab. Kepulauan Tanimbar 0,74
Kab. Maluku Tenggara 1,28
Kab. Maluku Tengah 1,52
Kab. Buru 1,57
Kab. Kepulauan Aru 0,62
Kab. Seram Bagian Barat 0,93
Kab. Seram Bagian Timur 0,64
Kab. Maluku Barat Daya 1,66
Kab. Buru Selatan 0,66
Kota Ambon 11,48
Kota Tual 1,36

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.31 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Maluku Utara Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @

Kab. Halmahera Barat 0,54
Kab. Halmahera Tengah 4,64
Kab. Kepulauan Sula 1,10
Kab. Halmahera Selatan 6,83
Kab. Halmahera Utara 1,57
Kab. Halmahera Timur 1,59
Kab. Pulau Morotai 0,53
Kab. Pulau Taliabu 0,31
Kota Ternate 7,11
Kota Tidore Kepulauan 1,35

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.32 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Papua Barat Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
) @

Kab. Fak Fak 0,55
Kab. Kaimana 0,70
Kab. Teluk Wondama 0,40
Kab. Teluk Bintuni 2,41
Kab. Manokwari 4,30
Kab. Manokwari Selatan 0,19
Kab. Pegunungan Arfak 0,03

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.3.33 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya

Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Papua Barat Daya
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0] @
Kab. Raja Ampat 1,03
Kab. Sorong 1,42
Kab. Sorong Selatan 0,03
Kab. Maybrat 0,07
Kab. Tambrauw 0,07
Kota Sorong 5,75

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.34 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Papua Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @

Kab. Jayapura 3,26
Kab. Kepulauan Yapen 0,50
Kab. Biak Numfor 1,48
Kab. Sarmi 0,32
Kab. Keerom 0,68
Kab. Waropen 0,19
Kab. Supiori 0,36
Kab. Mamberamo Raya 0,01
Kota Jayapura 13,59

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.35 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Papua Selatan Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
m @

Kab. Merauke 2,60
Kab. Boven Digoel 0,48
Kab. Mappi 0,18
Kab. Asmat 0,33
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Tabel 4.3.36 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (persen),

Table 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Papua Tengah Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0} @

Kab. Mimika 511
Kab. Dogiyai 0,33
Kab. Deiyai 0,19
Kab. Nabire 4,35
Kab. Paniai 0,20
Kab. Intan Jaya 0,88
Kab. Puncak 0,03
Kab. Puncak Jaya 0,05

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.3.37 Rasio Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Pegunungan
Table (persen), 2024
Tax Ratio of All Regency/Municipality Governments in Papua Pegunungan
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Pajak
Regency/Municipality Tax Ratio
0] @
Kab. Nduga 0,05
Kab. Jayawijaya 1,18
Kab. Lanny Jaya 0,30
Kab. Tolikara 0,23
Kab. Mamberamo Tengah 0,07
Kab. Yalimo 0,70
Kab. Yahukimo 0,43

Kab. Pegunungan Bintang -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.1 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
Table (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in
Aceh Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Simeulue 9,70
Kab. Aceh Singkil 6,12
Kab. Aceh Selatan 13,73
Kab. Aceh Tenggara 8,96
Kab. Aceh Timur 11,64
Kab. Aceh Tengah 11,94
Kab. Aceh Barat 11,58
Kab. Aceh Besar 9,57
Kab. Pidie 12,38
Kab. Bireuen 10,96
Kab. Aceh Utara 10,23
Kab. Aceh Barat Daya 14,49
Kab. Gayo Lues 8,06
Kab. Aceh Tamiang 11,25
Kab. Nagan Raya 9,04
Kab. Aceh Jaya 9,07
Kab. Bener Meriah 9,21
Kab. Pidie Jaya 12,04
Kota Banda Aceh 24,07
Kota Sabang 6,43
Kota Langsa 21,01
Kota Lhokseumawe 9,37
Kota Subulussalam 7,39

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.2 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Table Utara (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Sumatera
Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Nias 13,20
Kab. Mandailing Natal 7,73
Kab. Tapanuli Selatan 9,57
Kab. Tapanuli Tengah 8,63
Kab. Tapanuli Utara 10,23
Kab. Toba 791
Kab. Labuhanbatu 16,66
Kab. Asahan 10,43
Kab. Simalungun 9,55
Kab. Dairi 9,41
Kab. Karo 8,43
Kab. Deli Serdang 27,01
Kab. Langkat 9,40
Kab. Nias Selatan 2,87
Kab. Humbang Hasundutan 7,95
Kab. Pakpak Bharat 532
Kab. Samosir 10,59
Kab. Serdang Bedagai 10,52
Kab. Batu Bara 15,43
Kab. Padang Lawas Utara 4,84
Kab. Padang Lawas 4,73
Kab. Labuhanbatu Selatan 7,61
Kab. Labuhanbatu Utara 6,74
Kab. Nias Utara 2,74
Kab. Nias Barat 2,20
Kota Sibolga 14,37
Kota Tanjung Balai 13,29
Kota Pematang Siantar 17,53
Kota Tebing Tinggi 15,23
Kota Medan 45,50
Kota Binjai 13,50
Kota Padang Sidempuan 10,35
Kota Gunungsitoli 4,86

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.4.3 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Table Barat (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Sumatera
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Kepulauan Mentawai 6,59
Kab. Pesisir Selatan 9,64
Kab. Solok 7,40
Kab. Sijunjung 10,84
Kab. Tanah Datar 12,07
Kab. Padang Pariaman 10,14
Kab. Agam 10,79
Kab. Lima Puluh Kota 7,92
Kab. Pasaman 10,72
Kab. Solok Selatan 9,93
Kab. Dharmasraya 12,37
Kab. Pasaman Barat 9,92
Kota Padang 26,17
Kota Solok 8,39
Kota Sawahlunto 10,24
Kota Padang Panjang 16,18
Kota Bukit Tinggi 17,55
Kota Payakumbuh 18,41
Kota Pariaman 7,13

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.4 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen),
2024

Table Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Riau

Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Kuantan Singingi 8,45
Kab. Indragiri Hulu 6,92
Kab. Indragiri Hilir 10,05
Kab. Pelalawan 10,98
Kab. Siak 22,77
Kab. Kampar 14,69
Kab. Rokan Hulu 9,03
Kab. Bengkalis 11,65
Kab. Rokan Hilir 17,85
Kab. Kepulauan Meranti 8,59
Kota Pekanbaru 33,23
Kota Dumai 33,85

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.4.5 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Table (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Jambi
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Kerinci 3,95
Kab. Merangin 7,35
Kab. Sarolangun 4,92
Kab. Batang Hari 8,52
Kab. Muaro Jambi 8,86
Kab. Tanjung Jabung Timur 5,79
Kab. Tanjung Jabung Barat 6,87
Kab. Tebo 7,77
Kab. Bungo 14,06
Kota Jambi 25,79
Kota Sungai Penuh 8,43

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.6 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Table Selatan (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Sumatera
Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Ogan Komering Ulu 9,52
Kab. Ogan Komering llir 10,03
Kab. Muara Enim 9,77
Kab. Lahat 6,69
Kab. Musi Rawas 6,09
Kab. Musi Banyuasin 10,48
Kab. Banyuasin 10,32
Kab. OKU Selatan 4,67
Kab. OKU Timur 7,41
Kab. Ogan llir 7,51
Kab. Empat Lawang 532
Kab. Penukal Abab Lematang llir 4,32
Kab. Musi Rawas Utara 6,99
Kota Palembang 34,47
Kota Prabumulih 10,91
Kota Pagar Alam 10,84
Kota Lubuk Linggau 12,01

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.4.7 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
Table (persen), 2024

Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Bengkulu
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Bengkulu Selatan 6,08
Kab. Rejang Lebong 7,07
Kab. Bengkulu Utara 6,21
Kab. Kaur 4,32
Kab. Seluma 3,75
Kab. Mukomuko 6,04
Kab. Lebong 5,69
Kab. Kepahiang 6,70
Kab. Bengkulu Tengah 4,70
Kota Bengkulu 18,10

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.8 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Table (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Lampung
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Lampung Barat 6,46
Kab. Tanggamus 5,01
Kab. Lampung Selatan 14,79
Kab. Lampung Timur 8,88
Kab. Lampung Tengah 8,86
Kab. Lampung Utara 7,06
Kab. Way Kanan 5,94
Kab. Tulang Bawang 9,64
Kab. Pesawaran 6,90
Kab. Pringsewu 11,48
Kab. Mesuiji 8,87
Kab. Tulang Bawang Barat 5,94
Kab. Pesisir Barat 4,73
Kota Bandar Lampung 29,00
Kota Metro 31,93

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.4.9 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Table Bangka Belitung (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in
Kepulauan Bangka Belitung Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Bangka 15,28
Kab. Belitung 20,03
Kab. Bangka Barat 9,71
Kab. Bangka Tengah 11,90
Kab. Bangka Selatan 8,46
Kab. Belitung Timur 11,79
Kota Pangkal Pinang 20,45

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.10 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Table Riau (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in
Kepulauan Riau Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Karimun 28,29
Kab. Bintan 25,69
Kab. Natuna 6,96
Kab. Lingga 11,39
Kab. Kepulauan Anambas 4,41
Kota Batam 48,52
Kota Tanjung Pinang 17,91

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.4.11 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Table (persen), 2024

Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Bogor 42,16
Kab. Sukabumi 16,63
Kab. Cianjur 18,15
Kab. Bandung 19,98
Kab. Garut 10,83
Kab. Tasikmalaya 10,06
Kab. Ciamis 11,06
Kab. Kuningan 10,96
Kab. Cirebon 17,30
Kab. Majalengka 16,90
Kab. Sumedang 18,52
Kab. Indramayu 17,85
Kab. Subang 19,43
Kab. Purwakarta 24,44
Kab. Karawang 32,12
Kab. Bekasi 42,88
Kab. Bandung Barat 23,46
Kab. Pangandaran 16,76
Kota Bogor 46,01
Kota Sukabumi 32,82
Kota Bandung 43,22
Kota Cirebon 35,96
Kota Bekasi 42,42
Kota Depok 44,79
Kota Cimahi 31,93
Kota Tasikmalaya 19,63
Kota Banjar 17,74

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.12 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Table (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi
Regency/Municipality Decentralization Degree
) @
Kab. Cilacap 23,02
Kab. Banyumas 23,82
Kab. Purbalingga 16,76
Kab. Banjarnegara 16,46
Kab. Kebumen 15,43
Kab. Purworejo 18,63
Kab. Wonosobo 14,60
Kab. Magelang 18,73
Kab. Boyolali 21,94
Kab. Klaten 13,43
Kab. Sukoharjo 24,70
Kab. Wonogiri 12,51
Kab. Karanganyar 18,01
Kab. Sragen 19,24
Kab. Grobogan 16,84
Kab. Blora 16,72
Kab. Rembang 19,34
Kab. Pati 16,40
Kab. Kudus 24,02
Kab. Jepara 19,52
Kab. Demak 22,00
Kab. Semarang 23,29
Kab. Temanggung 18,50
Kab. Kendal 20,54
Kab. Batang 18,42
Kab. Pekalongan 18,16
Kab. Pemalang 14,62
Kab. Tegal 20,14
Kab. Brebes 17,39
Kota Magelang 34,48
Kota Surakarta 36,14
Kota Salatiga 30,24
Kota Semarang 52,78
Kota Pekalongan 26,68
Kota Tegal 33,73

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.4.13 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta
Table (persen), 2024

Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in DI
Yogyakarta Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Kulon Progo 20,40
Kab. Bantul 24,47
Kab. Gunung Kidul 14,25
Kab. Sleman 36,57
Kota Yogyakarta 41,08

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.4.14 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Table (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi
Regency/Municipality Decentralization Degree
) @
Kab. Pacitan 12,67
Kab. Ponorogo 15,43
Kab. Trenggalek 14,23
Kab. Tulungagung 23,46
Kab. Blitar 16,99
Kab. Kediri 21,01
Kab. Malang 19,96
Kab. Lumajang 17,16
Kab. Jember 18,75
Kab. Banyuwangi 17,73
Kab. Bondowoso 14,62
Kab. Situbondo 14,78
Kab. Probolinggo 14,22
Kab. Pasuruan 25,69
Kab. Sidoarjo 44,13
Kab. Mojokerto 25,64
Kab. Jombang 21,22
Kab. Nganjuk 17,15
Kab. Madiun 15,54
Kab. Magetan 13,99
Kab. Ngawi 13,11
Kab. Bojonegoro 17,86
Kab. Tuban 22,54
Kab. Lamongan 16,96
Kab. Gresik 3713
Kab. Bangkalan 17,10
Kab. Sampang 17,38
Kab. Pamekasan 14,87
Kab. Sumenep 11,39
Kota Kediri 25,86
Kota Blitar 18,04
Kota Malang 35,90
Kota Probolinggo 20,79
Kota Pasuruan 19,26
Kota Mojokerto 26,52
Kota Madiun 23,83
Kota Surabaya 60,93
Kota Batu 23,76

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.4.15 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Table (persen), 2024

Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Banten
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Pandeglang 8,93
Kab. Lebak 14,27
Kab. Tangerang 54,28
Kab. Serang 27,05
Kota Tangerang 47,88
Kota Cilegon 38,26
Kota Serang 18,84
Kota Tangerang Selatan 52,18

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.16 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (persen),

Table 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Bali

Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Jembrana 14,92
Kab. Tabanan 25,70
Kab. Badung 87,09
Kab. Gianyar 56,68
Kab. Klungkung 28,46
Kab. Bangli 16,76
Kab. Karangasem 23,60
Kab. Buleleng 21,49
Kota Denpasar 53,67

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.4.17 DerajatDesentralisasiPemerintah Kabupaten/KotadiProvinsi NusaTenggara
Table Barat (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Nusa
Tenggara Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Lombok Barat 22,56
Kab. Lombok Tengah 16,12
Kab. Lombok Timur 14,69
Kab. Sumbawa 13,06
Kab. Dompu 16,11
Kab. Bima 11,49
Kab. Sumbawa Barat 9,62
Kab. Lombok Utara 23,45
Kota Mataram 32,84
Kota Bima 15,76

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.18 DerajatDesentralisasiPemerintah Kabupaten/Kota diProvinsiNusaTenggara
Table Timur (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Nusa
Tenggara Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Sumba Barat 9,72
Kab. Sumba Timur 8,38
Kab. Kupang 5,34
Kab. Timor Tengah Selatan 3,65
Kab. Timor Tengah Utara 5,57
Kab. Belu 9,01
Kab. Alor 6,21
Kab. Lembata 4,31
Kab. Flores Timur 532
Kab. Sikka 9,92
Kab. Ende 6,15
Kab. Ngada 4,96
Kab. Manggarai 9,78
Kab. Rote Ndao 4,61
Kab. Manggarai Barat 20,78
Kab. Sumba Tengah 4,51
Kab. Sumba Barat Daya 5,20
Kab. Nagekeo 7,05
Kab. Manggarai Timur 3,37
Kab. Sabu Raijua 3,74
Kab. Malaka 4,59
Kota Kupang 15,01

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.4.19 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Table Barat (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Sambas 10,90
Kab. Bengkayang 7,07
Kab. Landak 6,35
Kab. Mempawah 12,32
Kab. Sanggau 9,75
Kab. Ketapang 10,17
Kab. Sintang 8,57
Kab. Kapuas Hulu 5,05
Kab. Sekadau 6,19
Kab. Melawi 4,92
Kab. Kayong Utara 5,76
Kab. Kubu Raya 14,14
Kota Pontianak 30,65
Kota Singkawang 26,86

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.20 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Table Tengah (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Kotawaringin Barat 17,20
Kab. Kotawaringin Timur 13,24
Kab. Kapuas 6,99
Kab. Barito Selatan 4,82
Kab. Barito Utara -
Kab. Sukamara 5,04
Kab. Lamandau 8,05
Kab. Seruyan 5,54
Kab. Katingan 4,79
Kab. Pulang Pisau 5,34
Kab. Gunung Mas 4,50
Kab. Barito Timur 6,04
Kab. Murung Raya 5,98
Kota Palangkaraya 14,81

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.4.21 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Table Selatan (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Tanah Laut 9,21
Kab. Kotabaru 7,51
Kab. Banjar 10,56
Kab. Barito Kuala 5,89
Kab. Tapin 4,89
Kab. Hulu Sungai Selatan 11,81
Kab. Hulu Sungai Tengah 14,61
Kab. Hulu Sungai Utara 8,45
Kab. Tabalong 9,17
Kab. Tanah Bumbu 6,76
Kab. Balangan 4,07
Kota Banjarmasin 20,99
Kota Banjarbaru 22,12

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.22 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Table Timur (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Paser 11,04
Kab. Kutai Barat 9,73
Kab. Kutai Kartanegara 6,82
Kab. Kutai Timur 5,98
Kab. Berau 6,77
Kab. Penajam Paser Utara 8,45
Kab. Mahakam Ulu 7,84
Kota Balikpapan 28,17
Kota Samarinda 20,07
Kota Bontang 14,03

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.4.23 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Table Utara (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Malinau 4,65
Kab. Bulungan 10,65
Kab. Tana Tidung 3,46
Kab. Nunukan 715
Kota Tarakan 15,98

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.24 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Table Utara (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Bolaang Mongondow 6,90
Kab. Minahasa 9,64
Kab. Kepulauan Sangihe 8,47
Kab. Kepulauan Talaud 4,04
Kab. Minahasa Selatan 4,42
Kab. Minahasa Utara 11,11
Kab. Bolaang Mongondow Utara 3,65
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 3,46
Kab. Minahasa Tenggara 3,28
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 3,53
Kab. Bolaang Mongondow Timur 2,57
Kota Manado 26,47
Kota Bitung 8,62
Kota Tomohon 8,08
Kota Kotamobagu 19,30

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.4.25 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Table Tengah (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Banggai Kepulauan 5,05
Kab. Banggai 7,59
Kab. Morowali 35,39
Kab. Poso 8,83
Kab. Donggala 10,47
Kab. Toli-Toli 11,23
Kab. Buol 9,16
Kab. Parigi Moutong 9,06
Kab. Tojo Una Una 6,88
Kab. Sigi 7,12
Kab. Banggai Laut 5,20
Kab. Morowali Utara 10,97
Kota Palu 24,91

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.4.26 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Table Selatan (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Kepulauan Selayar 8,09
Kab. Bulukumba 13,40
Kab. Bantaeng 21,46
Kab. Jeneponto 10,51
Kab. Takalar 12,36
Kab. Gowa 16,37
Kab. Sinjai 11,55
Kab. Maros 19,40
Kab. Pangkajene Kepulauan 16,28
Kab. Barru 12,23
Kab. Bone 10,61
Kab. Soppeng 14,98
Kab. Wajo 12,20
Kab. Sidenreng Rappang 15,20
Kab. Pinrang 12,09
Kab. Enrekang 5,81
Kab. Luwu 12,77
Kab. Tana Toraja 11,57
Kab. Luwu Utara 10,17
Kab. Luwu Timur 21,10
Kab. Toraja Utara 5,59
Kota Makassar 38,17
Kota Pare-pare 27,24
Kota Palopo 22,64

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.4.27 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Table Tenggara (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Tenggara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Buton 4,38
Kab. Muna 5,27
Kab. Konawe 14,75
Kab. Kolaka 10,61
Kab. Konawe Selatan 8,49
Kab. Bombana 6,61
Kab. Wakatobi 6,87
Kab. Kolaka Utara 7,02
Kab. Buton Utara 4,18
Kab. Konawe Utara 3,48
Kab. Kolaka Timur 4,85
Kab. Konawe Kepulauan 2,98
Kab. Muna Barat 4,26
Kab. Buton Tengah 410
Kab. Buton Selatan 411
Kota Kendari 23,66
Kota Bau-bau 14,63

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel
Table

4.4.28 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

(persen), 2024

Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Gorontalo

Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota

Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality

U]

Decentralization Degree

@

Kab. Boalemo

Kab. Gorontalo

Kab. Pohuwato

Kab. Bone Bolango
Kab. Gorontalo Utara

Kota Gorontalo

9,73
11,19
9,17
11,25
6,12
31,02

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.4.29 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi
Table Barat (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Majene 10,27
Kab. Polewali Mandar 16,67
Kab. Mamasa 1,90
Kab. Mamuju 8,98
Kab. Pasangkayu 7,93
Kab. Mamuju Tengah 8,92

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.4.30 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku
Table (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Maluku
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Kepulauan Tanimbar 5,05
Kab. Maluku Tenggara 5,67
Kab. Maluku Tengah 4,16
Kab. Buru 4,45
Kab. Kepulauan Aru 3,26
Kab. Seram Bagian Barat 3,07
Kab. Seram Bagian Timur 3,86
Kab. Maluku Barat Daya 3,29
Kab. Buru Selatan 2,26
Kota Ambon 16,31
Kota Tual 522

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.4.31 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
Table (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Maluku
Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Halmahera Barat 2,94
Kab. Halmahera Tengah 16,07
Kab. Kepulauan Sula 2,44
Kab. Halmahera Selatan 11,06
Kab. Halmahera Utara 10,98
Kab. Halmahera Timur 3,64
Kab. Pulau Morotai 3,48
Kab. Pulau Taliabu 1,11
Kota Ternate 9,83
Kota Tidore Kepulauan 5,02

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.32 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
Table (persen), 2024

Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Papua
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Fak Fak 1,44
Kab. Kaimana 3,29
Kab. Teluk Wondama 3,23
Kab. Teluk Bintuni 2,71
Kab. Manokwari 7,34
Kab. Manokwari Selatan 0,99
Kab. Pegunungan Arfak 1,09

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.4.33 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
Table Daya (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Papua
Barat Daya Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Raja Ampat 3,19
Kab. Sorong 9,59
Kab. Sorong Selatan 414
Kab. Maybrat 1,33
Kab. Tambrauw 1,15
Kota Sorong 12,65

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.34 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Papua
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Jayapura 8,55
Kab. Kepulauan Yapen 3,69
Kab. Biak Numfor 2,11
Kab. Sarmi 1,92
Kab. Keerom 2,56
Kab. Waropen 0,78
Kab. Supiori 1,93
Kab. Mamberamo Raya 0,47
Kota Jayapura 17,61

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.4.35 DerajatDesentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan
Table (persen), 2024

Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Papua
Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Merauke 7,40
Kab. Boven Digoel 2,12
Kab. Mappi 3,18
Kab. Asmat 2,26

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.4.36 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah
Table (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Papua
Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Mimika 34,39
Kab. Dogiyai 2,07
Kab. Deiyai 14,03
Kab. Nabire 9,42
Kab. Paniai 2,12
Kab. Intan Jaya 1,77
Kab. Puncak 0,64
Kab. Puncak Jaya 0,77

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.4.37 Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table Pegunungan (persen), 2024
Decentralization Degree of All Regency/Municipality Governments in Papua
Pegunungan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Derajat Desentralisasi

Regency/Municipality Decentralization Degree

(U} @

Kab. Nduga 0,30
Kab. Jayawijaya 5,78
Kab. Lanny Jaya 0,70
Kab. Tolikara 1,78
Kab. Mamberamo Tengah 0,71
Kab. Yalimo 1,06
Kab. Yahukimo 0,83
Kab. Pegunungan Bintang 0,77

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.5.1 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh (persen),

Table 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Aceh Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Simeulue 10,89
Kab. Aceh Singkil 6,59
Kab. Aceh Selatan 15,91
Kab. Aceh Tenggara 9,84
Kab. Aceh Timur 13,17
Kab. Aceh Tengah 13,75
Kab. Aceh Barat 13,25
Kab. Aceh Besar 10,58
Kab. Pidie 14,14
Kab. Bireuen 12,31
Kab. Aceh Utara 11,40
Kab. Aceh Barat Daya 16,94
Kab. Gayo Lues 8,77
Kab. Aceh Tamiang 12,86
Kab. Nagan Raya 9,94
Kab. Aceh Jaya 10,15
Kab. Bener Meriah 10,41
Kab. Pidie Jaya 13,87
Kota Banda Aceh 32,18
Kota Sabang 6,91
Kota Langsa 26,59
Kota Lhokseumawe 10,34
Kota Subulussalam 7,98

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.5.2 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sumatera
Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Nias 15,21
Kab. Mandailing Natal 8,41
Kab. Tapanuli Selatan 10,85
Kab. Tapanuli Tengah 9,44
Kab. Tapanuli Utara 11,48
Kab. Toba 8,59
Kab. Labuhanbatu 20,00
Kab. Asahan 11,90
Kab. Simalungun 10,55
Kab. Dairi 10,39
Kab. Karo 9,21
Kab. Deli Serdang 37,00
Kab. Langkat 10,37
Kab. Nias Selatan 2,95
Kab. Humbang Hasundutan 8,63
Kab. Pakpak Bharat 5,62
Kab. Samosir 11,84
Kab. Serdang Bedagai 11,88
Kab. Batu Bara 18,24
Kab. Padang Lawas Utara 5,09
Kab. Padang Lawas 5,03
Kab. Labuhanbatu Selatan 8,24
Kab. Labuhanbatu Utara 7,23
Kab. Nias Utara 2,90
Kab. Nias Barat 2,27
Kota Sibolga 16,79
Kota Tanjung Balai 15,33
Kota Pematang Siantar 21,25
Kota Tebing Tinggi 17,97
Kota Medan 83,53
Kota Binjai 15,60
Kota Padang Sidempuan 11,54
Kota Gunungsitoli 511

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.5.3 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sumatera
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Kepulauan Mentawai 7,06
Kab. Pesisir Selatan 10,74
Kab. Solok 7,99
Kab. Sijunjung 12,16
Kab. Tanah Datar 13,73
Kab. Padang Pariaman 11,28
Kab. Agam 12,10
Kab. Lima Puluh Kota 8,60
Kab. Pasaman 12,11
Kab. Solok Selatan 11,02
Kab. Dharmasraya 14,11
Kab. Pasaman Barat 11,02
Kota Padang 35,53
Kota Solok 9,16
Kota Sawahlunto 11,41
Kota Padang Panjang 19,31
Kota Bukit Tinggi 21,29
Kota Payakumbuh 22,61
Kota Pariaman 7,67

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.5.4 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau (persen),

Table 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Riau Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Kuantan Singingi 9,23
Kab. Indragiri Hulu 7,54
Kab. Indragiri Hilir 11,17
Kab. Pelalawan 12,36
Kab. Siak 29,48
Kab. Kampar 17,24
Kab. Rokan Hulu 9,93
Kab. Bengkalis 13,19
Kab. Rokan Hilir 21,73
Kab. Kepulauan Meranti 9,40
Kota Pekanbaru 49,77
Kota Dumai 51,17

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.5.5 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi (persen),

Table 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Jambi

Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @

Kab. Kerinci 412
Kab. Merangin 7,93
Kab. Sarolangun 5,23
Kab. Batang Hari 9,31
Kab. Muaro Jambi 9,72
Kab. Tanjung Jabung Timur 6,15
Kab. Tanjung Jabung Barat 7,38
Kab. Tebo 8,61
Kab. Bungo 16,79
Kota Jambi 34,79
Kota Sungai Penuh 9,26

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.5.6 RasioKemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi Sumatera Selatan
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sumatera
Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Ogan Komering Ulu 10,52
Kab. Ogan Komering llir 11,15
Kab. Muara Enim 10,85
Kab. Lahat 7,30
Kab. Musi Rawas 6,53
Kab. Musi Banyuasin 11,73
Kab. Banyuasin 11,62
Kab. OKU Selatan 4,90
Kab. OKU Timur 8,11
Kab. Ogan llir 8,13
Kab. Empat Lawang 5,68
Kab. Penukal Abab Lematang llir 4,52
Kab. Musi Rawas Utara 8,92
Kota Palembang 52,71
Kota Prabumulih 12,25
Kota Pagar Alam 12,17
Kota Lubuk Linggau 13,65

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.5.7 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Bengkulu
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Bengkulu Selatan 6,47
Kab. Rejang Lebong 7,80
Kab. Bengkulu Utara 6,63
Kab. Kaur 4,52
Kab. Seluma 3,89
Kab. Mukomuko 6,42
Kab. Lebong 6,03
Kab. Kepahiang 747
Kab. Bengkulu Tengah 5,04
Kota Bengkulu 22,11

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.5.8 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Lampung
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @

Kab. Lampung Barat 6,91
Kab. Tanggamus 5,30
Kab. Lampung Selatan 17,36
Kab. Lampung Timur 9,75
Kab. Lampung Tengah 9,73
Kab. Lampung Utara 7,60
Kab. Way Kanan 6,32
Kab. Tulang Bawang 10,67
Kab. Pesawaran 7,42
Kab. Pringsewu 12,97
Kab. Mesuiji 9,74
Kab. Tulang Bawang Barat 6,32
Kab. Pesisir Barat 4,96
Kota Bandar Lampung 40,84
Kota Metro 46,91

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.5.9 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan
Table Bangka Belitung (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kepulauan
Bangka Belitung Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
0} @
Kab. Bangka 18,03
Kab. Belitung 25,05
Kab. Bangka Barat 10,76
Kab. Bangka Tengah 13,52
Kab. Bangka Selatan 9,24
Kab. Belitung Timur 13,38
Kota Pangkal Pinang 25,71

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.5.10 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

(persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kepulauan

Riau Province (percent), 2024

Table

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
0] @
Kab. Karimun 39,46
Kab. Bintan 34,57
Kab. Natuna 7,54
Kab. Lingga 12,86
Kab. Kepulauan Anambas 4,61
Kota Batam 94,25
Kota Tanjung Pinang 21,81

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.5.11 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Jawa Barat
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Bogor 73,00
Kab. Sukabumi 20,00
Kab. Cianjur 22,17
Kab. Bandung 25,14
Kab. Garut 12,22
Kab. Tasikmalaya 11,21
Kab. Ciamis 12,44
Kab. Kuningan 12,54
Kab. Cirebon 20,92
Kab. Majalengka 20,34
Kab. Sumedang 22,78
Kab. Indramayu 21,73
Kab. Subang 24,28
Kab. Purwakarta 32,37
Kab. Karawang 48,36
Kab. Bekasi 75,07
Kab. Bandung Barat 30,64
Kab. Pangandaran 20,13
Kota Bogor 85,21
Kota Sukabumi 49,77
Kota Bandung 76,20
Kota Cirebon 56,37
Kota Bekasi 73,68
Kota Depok 81,21
Kota Cimahi 46,91
Kota Tasikmalaya 24,42
Kota Banjar 21,56

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.5.12 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Jawa Tengah
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Cilacap 29,95
Kab. Banyumas 31,41
Kab. Purbalingga 20,15
Kab. Banjarnegara 19,83
Kab. Kebumen 18,38
Kab. Purworejo 22,92
Kab. Wonosobo 17,19
Kab. Magelang 23,16
Kab. Boyolali 28,10
Kab. Klaten 15,61
Kab. Sukoharjo 32,80
Kab. Wonogiri 14,29
Kab. Karanganyar 21,99
Kab. Sragen 23,83
Kab. Grobogan 20,26
Kab. Blora 20,08
Kab. Rembang 23,98
Kab. Pati 19,62
Kab. Kudus 31,61
Kab. Jepara 24,27
Kab. Demak 28,29
Kab. Semarang 30,37
Kab. Temanggung 22,73
Kab. Kendal 25,85
Kab. Batang 22,58
Kab. Pekalongan 22,20
Kab. Pemalang 17,13
Kab. Tegal 25,25
Kab. Brebes 21,08
Kota Magelang 52,62
Kota Surakarta 56,83
Kota Salatiga 43,36
Kota Semarang 111,76
Kota Pekalongan 36,38
Kota Tegal 50,90

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.5.13 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in DI Yogyakarta
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
0] @
Kab. Kulon Progo 25,65
Kab. Bantul 32,45
Kab. Gunung Kidul 16,62
Kab. Sleman 57,89
Kota Yogyakarta 69,80

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.5.14 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Jawa Timur
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Pacitan 14,50
Kab. Ponorogo 18,24
Kab. Trenggalek 16,59
Kab. Tulungagung 30,66
Kab. Blitar 20,47
Kab. Kediri 26,59
Kab. Malang 24,98
Kab. Lumajang 20,74
Kab. Jember 23,08
Kab. Banyuwangi 21,97
Kab. Bondowoso 17,13
Kab. Situbondo 17,34
Kab. Probolinggo 16,59
Kab. Pasuruan 34,68
Kab. Sidoarjo 78,98
Kab. Mojokerto 34,72
Kab. Jombang 26,94
Kab. Nganjuk 20,70
Kab. Madiun 18,40
Kab. Magetan 16,30
Kab. Ngawi 15,10
Kab. Bojonegoro 21,74
Kab. Tuban 29,10
Kab. Lamongan 20,42
Kab. Gresik 59,06
Kab. Bangkalan 20,63
Kab. Sampang 21,17
Kab. Pamekasan 17,47
Kab. Sumenep 12,89
Kota Kediri 34,88
Kota Blitar 22,28
Kota Malang 56,02
Kota Probolinggo 26,24
Kota Pasuruan 23,85
Kota Mojokerto 36,09
Kota Madiun 31,29
Kota Surabaya 155,98
Kota Batu 31,52

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.5.15 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (persen),
2024

Pl Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Banten
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
U] @
Kab. Pandeglang 9,81
Kab. Lebak 16,81
Kab. Tangerang 118,88
Kab. Serang 37,24
Kota Tangerang 91,91
Kota Cilegon 61,97
Kota Serang 23,21
Kota Tangerang Selatan 109,10

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.5.16 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (persen),

Table 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Bali Province
(percent), 2024
Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Jembrana 17,54
Kab. Tabanan 34,60
Kab. Badung 674,98
Kab. Gianyar 131,21
Kab. Klungkung 39,78
Kab. Bangli 20,25
Kab. Karangasem 30,89
Kab. Buleleng 27,36
Kota Denpasar 115,86

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.5.17 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara
Table Barat (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Nusa Tenggara
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Lombok Barat 29,13
Kab. Lombok Tengah 19,22
Kab. Lombok Timur 17,40
Kab. Sumbawa 15,30
Kab. Dompu 19,51
Kab. Bima 13,11
Kab. Sumbawa Barat 18,42
Kab. Lombok Utara 33,28
Kota Mataram 48,92
Kota Bima 18,72

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.5.18 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara
Table Timur (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Nusa Tenggara
Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Sumba Barat 10,77
Kab. Sumba Timur 9,14
Kab. Kupang 5,65
Kab. Timor Tengah Selatan 4,04
Kab. Timor Tengah Utara 5,90
Kab. Belu 10,04
Kab. Alor 6,63
Kab. Lembata 4,50
Kab. Flores Timur 5,62
Kab. Sikka 11,01
Kab. Ende 6,55
Kab. Ngada 522
Kab. Manggarai 10,84
Kab. Rote Ndao 4,83
Kab. Manggarai Barat 26,23
Kab. Sumba Tengah 472
Kab. Sumba Barat Daya 5,48
Kab. Nagekeo 7,58
Kab. Manggarai Timur 3,52
Kab. Sabu Raijua 3,90
Kab. Malaka 4,86
Kota Kupang 17,95

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.5.19 RasioKemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Table (persen), 2024

Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kalimantan
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @

Kab. Sambas 12,24
Kab. Bengkayang 7,61
Kab. Landak 6,79
Kab. Mempawah 14,29
Kab. Sanggau 10,80
Kab. Ketapang 11,32
Kab. Sintang 9,43
Kab. Kapuas Hulu 535
Kab. Sekadau 6,80
Kab. Melawi 518
Kab. Kayong Utara 6,12
Kab. Kubu Raya 16,47
Kota Pontianak 44,19
Kota Singkawang 36,73

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.5.20 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Table Tengah (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kalimantan
Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @

Kab. Kotawaringin Barat 20,78
Kab. Kotawaringin Timur 15,32
Kab. Kapuas 7,52
Kab. Barito Selatan 5,06
Kab. Barito Utara -
Kab. Sukamara 5,31
Kab. Lamandau 8,76
Kab. Seruyan 5,87
Kab. Katingan 5,03
Kab. Pulang Pisau 5,64
Kab. Gunung Mas 5,69
Kab. Barito Timur 6,43
Kab. Murung Raya 6,36
Kota Palangkaraya 17,42

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.5.21 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Table Selatan (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kalimantan
Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @

Kab. Tanah Laut 10,14
Kab. Kotabaru 8,12
Kab. Banjar 11,93
Kab. Barito Kuala 6,25
Kab. Tapin 516
Kab. Hulu Sungai Selatan 13,48
Kab. Hulu Sungai Tengah 17,11
Kab. Hulu Sungai Utara 9,23
Kab. Tabalong 10,09
Kab. Tanah Bumbu 7,28
Kab. Balangan 4,25
Kota Banjarmasin 26,57
Kota Banjarbaru 28,40

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.5.22 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Table Timur (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kalimantan
Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
0] @
Kab. Paser 12,43
Kab. Kutai Barat 10,78
Kab. Kutai Kartanegara 7,32
Kab. Kutai Timur 6,36
Kab. Berau 7,26
Kab. Penajam Paser Utara 9,23
Kab. Mahakam Ulu 8,50
Kota Balikpapan 39,22
Kota Samarinda 25,11
Kota Bontang 16,39

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.5.23 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan
Table Utara (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Kalimantan
Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
0] @
Kab. Malinau 4,89
Kab. Bulungan 11,92
Kab. Tana Tidung 3,63
Kab. Nunukan 7,74
Kota Tarakan 19,02

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.5.24 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @

Kab. Bolaang Mongondow 7,41
Kab. Minahasa 10,71
Kab. Kepulauan Sangihe 9,38
Kab. Kepulauan Talaud 4,33
Kab. Minahasa Selatan 4,75
Kab. Minahasa Utara 12,64
Kab. Bolaang Mongondow Utara 3,81
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 3,62
Kab. Minahasa Tenggara 3,40
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 3,68
Kab. Bolaang Mongondow Timur 2,67
Kota Manado 36,77
Kota Bitung 9,61
Kota Tomohon 8,90
Kota Kotamobagu 24,16

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.5.25 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
0} @

Kab. Banggai Kepulauan 5,48
Kab. Banggai 8,22
Kab. Morowali 54,78
Kab. Poso 9,86
Kab. Donggala 11,70
Kab. Toli-Toli 12,65
Kab. Buol 10,29
Kab. Parigi Moutong 9,98
Kab. Tojo Una Una 7,39
Kab. Sigi 7,66
Kab. Banggai Laut 5,48
Kab. Morowali Utara 12,33
Kota Palu 33,22

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.5.26 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi
Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Kepulauan Selayar 8,80
Kab. Bulukumba 15,47
Kab. Bantaeng 27,83
Kab. Jeneponto 11,94
Kab. Takalar 14,11
Kab. Gowa 19,57
Kab. Sinjai 13,06
Kab. Maros 24,09
Kab. Pangkajene Kepulauan 19,45
Kab. Barru 13,93
Kab. Bone 12,15
Kab. Soppeng 17,62
Kab. Wajo 14,04
Kab. Sidenreng Rappang 17,95
Kab. Pinrang 14,04
Kab. Enrekang 6,40
Kab. Luwu 15,08
Kab. Tana Toraja 13,19
Kab. Luwu Utara 11,37
Kab. Luwu Timur 27,55
Kab. Toraja Utara 6,01
Kota Makassar 62,39
Kota Pare-pare 37,44
Kota Palopo 29,27

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel

Table Tenggara (persen), 2024

Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi

Tenggara Province (percent), 2024

4.5.27 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Buton 4,75
Kab. Muna 5,56
Kab. Konawe 17,40
Kab. Kolaka 11,89
Kab. Konawe Selatan 9,28
Kab. Bombana 7,07
Kab. Wakatobi 7,38
Kab. Kolaka Utara 7,57
Kab. Buton Utara 4,37
Kab. Konawe Utara 3,61
Kab. Kolaka Timur 5,10
Kab. Konawe Kepulauan 3,07
Kab. Muna Barat 4,51
Kab. Buton Tengah 4,27
Kab. Buton Selatan 4,28
Kota Kendari 31,00
Kota Bau-bau 17,14

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Tabel 4.5.28 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
(persen), 2024

Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Gorontalo
Province (percent), 2024

Table

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Boalemo 10,78
Kab. Gorontalo 12,65
Kab. Pohuwato 10,28
Kab. Bone Bolango 12,92
Kab. Gorontalo Utara 6,53
Kota Gorontalo 44,96

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.5.29 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat

Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Sulawesi Barat

Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Majene 11,44
Kab. Polewali Mandar 20,06
Kab. Mamasa 1,96
Kab. Mamuju 9,87
Kab. Pasangkayu 8,62
Kab. Mamuju Tengah 9,79

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.5.30 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (persen),
2024

Table Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Maluku
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @

Kab. Kepulauan Tanimbar 532
Kab. Maluku Tenggara 6,01
Kab. Maluku Tengah 4,40
Kab. Buru 4,73
Kab. Kepulauan Aru 3,39
Kab. Seram Bagian Barat 3,22
Kab. Seram Bagian Timur 415
Kab. Maluku Barat Daya 3,53
Kab. Buru Selatan 2,33
Kota Ambon 19,75
Kota Tual 5,50

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.5.31 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Maluku Utara
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Halmahera Barat 3,05
Kab. Halmahera Tengah 19,15
Kab. Kepulauan Sula 2,56
Kab. Halmahera Selatan 12,50
Kab. Halmahera Utara 12,51
Kab. Halmahera Timur 3,81
Kab. Pulau Morotai 3,75
Kab. Pulau Taliabu 1,13
Kota Ternate 10,96
Kota Tidore Kepulauan 5,39

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.5.32 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Papua Barat
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Fak Fak 1,53
Kab. Kaimana 3,41
Kab. Teluk Wondama 3,39
Kab. Teluk Bintuni 2,78
Kab. Manokwari 7,92
Kab. Manokwari Selatan 1,00
Kab. Pegunungan Arfak 1,11

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.5.33 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Table Daya (persen), 2024

Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Papua Barat

Daya Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
0] @
Kab. Raja Ampat 335
Kab. Sorong 10,62
Kab. Sorong Selatan 431
Kab. Maybrat 1,35
Kab. Tambrauw 1,17
Kota Sorong 14,48

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Tabel 4.5.34 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua (persen),
2024

Table Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Papua

Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Jayapura 9,34
Kab. Kepulauan Yapen 3,87
Kab. Biak Numfor 2,32
Kab. Sarmi 1,96
Kab. Keerom 2,64
Kab. Waropen 0,78
Kab. Supiori 2,02
Kab. Mamberamo Raya 0,47
Kota Jayapura 21,37

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.5.35 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Selatan
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Papua Selatan
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
0] @
Kab. Merauke 8,26
Kab. Boven Digoel 2,17
Kab. Mappi 3,36
Kab. Asmat 2,32

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.5.36 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah
Table (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Papua Tengah
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
) @
Kab. Mimika 52,95
Kab. Dogiyai 2,44
Kab. Deiyai 16,39
Kab. Nabire 11,53
Kab. Paniai 2,42
Kab. Intan Jaya 2,05
Kab. Puncak 0,71
Kab. Puncak Jaya 0,79

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.5.37 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table Pegunungan (persen), 2024
Independence Ratio of All Regency/Municipality Governments in Papua
Pegunungan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Kemandirian
Regency/Municipality Independence Ratio
0} @
Kab. Nduga 0,31
Kab. Jayawijaya 6,14
Kab. Lanny Jaya 0,71
Kab. Tolikara 1,83
Kab. Mamberamo Tengah 0,71
Kab. Yalimo 1,07
Kab. Yahukimo 0,86
Kab. Pegunungan Bintang 0,77

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025
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Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten/Kota
Menurut Provinsi (persen), 2024

PAD Effectiveness Ratio of Regency/Municipality
Governments by Province (percent),2024




Tabel 4.6.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Aceh (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality
Governments in Aceh Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Simeulue 89,67
Kab. Aceh Singkil 93,26
Kab. Aceh Selatan 76,34
Kab. Aceh Tenggara 95,34
Kab. Aceh Timur 157,11
Kab. Aceh Tengah 104,96
Kab. Aceh Barat 112,32
Kab. Aceh Besar 97,98
Kab. Pidie 120,49
Kab. Bireuen 120,20
Kab. Aceh Utara 130,78
Kab. Aceh Barat Daya 119,09
Kab. Gayo Lues 118,18
Kab. Aceh Tamiang 123,74
Kab. Nagan Raya 106,92
Kab. Aceh Jaya 106,98
Kab. Bener Meriah 114,69
Kab. Pidie Jaya 101,78
Kota Banda Aceh 112,50
Kota Sabang 50,30
Kota Langsa 119,87
Kota Lhokseumawe 104,54
Kota Subulussalam 62,49

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.6.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Sumatera Utara (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Sumatera Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0] @
Kab. Nias 141,53
Kab. Mandailing Natal 108,43
Kab. Tapanuli Selatan 71,33
Kab. Tapanuli Tengah 117,49
Kab. Tapanuli Utara 72,77
Kab. Toba 95,92
Kab. Labuhanbatu 105,54
Kab. Asahan 105,29
Kab. Simalungun 129,97
Kab. Dairi 129,28
Kab. Karo 98,33
Kab. Deli Serdang 69,87
Kab. Langkat 115,17
Kab. Nias Selatan 227,11
Kab. Humbang Hasundutan 95,55
Kab. Pakpak Bharat 150,99
Kab. Samosir 117,79
Kab. Serdang Bedagai 111,90
Kab. Batu Bara 111,29
Kab. Padang Lawas Utara 134,45
Kab. Padang Lawas 113,87
Kab. Labuhanbatu Selatan 95,69
Kab. Labuhanbatu Utara 130,07
Kab. Nias Utara 127,38
Kab. Nias Barat 90,25
Kota Sibolga 40,49
Kota Tanjung Balai 87,25
Kota Pematang Siantar 101,48
Kota Tebing Tinggi 86,04
Kota Medan 75,96
Kota Binjai 69,99
Kota Padang Sidempuan 72,82
Kota Gunungsitoli 80,84

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Sumatera Barat (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Sumatera Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Kepulauan Mentawai 101,77
Kab. Pesisir Selatan 116,41
Kab. Solok 84,76
Kab. Sijunjung 99,58
Kab. Tanah Datar 105,17
Kab. Padang Pariaman 93,60
Kab. Agam 75,00
Kab. Lima Puluh Kota 94,15
Kab. Pasaman 94,71
Kab. Solok Selatan 111,15
Kab. Dharmasraya 114,17
Kab. Pasaman Barat 93,75
Kota Padang 93,83
Kota Solok 92,34
Kota Sawahlunto 88,34
Kota Padang Panjang 86,09
Kota Bukit Tinggi 84,95
Kota Payakumbuh 106,51
Kota Pariaman 90,89

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.4 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Riau (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of All Regency/
Municipality Governments in Riau Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Kuantan Singingi 70,43
Kab. Indragiri Hulu 90,70
Kab. Indragiri Hilir 88,61
Kab. Pelalawan 59,03
Kab. Siak 122,72
Kab. Kampar 151,27
Kab. Rokan Hulu 105,49
Kab. Bengkalis 78,93
Kab. Rokan Hilir 256,12
Kab. Kepulauan Meranti 37,34
Kota Pekanbaru 93,16
Kota Dumai 91,34

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.5 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Jambi (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality
Governments in Jambi Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0} @
Kab. Kerinci 135,62
Kab. Merangin 115,29
Kab. Sarolangun 91,30
Kab. Batang Hari 29,69
Kab. Muaro Jambi 133,79
Kab. Tanjung Jabung Timur 108,45
Kab. Tanjung Jabung Barat 109,39
Kab. Tebo 103,16
Kab. Bungo 127,97
Kota Jambi 83,45
Kota Sungai Penuh 64,90

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.6 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Sumatera Selatan (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Sumatera Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Ogan Komering Ulu 93,47
Kab. Ogan Komering llir 67,34
Kab. Muara Enim 124,72
Kab. Lahat 146,62
Kab. Musi Rawas 50,64
Kab. Musi Banyuasin 97,99
Kab. Banyuasin 73,05
Kab. OKU Selatan 89,24
Kab. OKU Timur 125,22
Kab. Ogan llir 67,46
Kab. Empat Lawang 45,52
Kab. Penukal Abab Lematang llir 117,48
Kab. Musi Rawas Utara 150,93
Kota Palembang 104,99
Kota Prabumulih 97,51
Kota Pagar Alam 163,09
Kota Lubuk Linggau 92,56

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.7 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Bengkulu (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality
Governments in Bengkulu Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Bengkulu Selatan 111,39
Kab. Rejang Lebong 100,03
Kab. Bengkulu Utara 325,43
Kab. Kaur 82,49
Kab. Seluma 151,68
Kab. Mukomuko 91,68
Kab. Lebong 53,70
Kab. Kepahiang 100,44
Kab. Bengkulu Tengah 98,01
Kota Bengkulu 38,94

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.8 RasioEfektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Lampung (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of All Regency/
Municipality Governments in Lampung Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0} @
Kab. Lampung Barat 106,03
Kab. Tanggamus 122,91
Kab. Lampung Selatan 96,20
Kab. Lampung Timur 93,20
Kab. Lampung Tengah 92,23
Kab. Lampung Utara 76,88
Kab. Way Kanan 103,91
Kab. Tulang Bawang 72,22
Kab. Pesawaran 68,56
Kab. Pringsewu 91,39
Kab. Mesuiji 112,52
Kab. Tulang Bawang Barat 97,98
Kab. Pesisir Barat 44,68
Kota Bandar Lampung 69,54
Kota Metro 97,19

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.9 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Kepulauan Bangka Belitung Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Bangka 105,94
Kab. Belitung 129,28
Kab. Bangka Barat 116,54
Kab. Bangka Tengah 95,25
Kab. Bangka Selatan 83,33
Kab. Belitung Timur 96,47
Kota Pangkal Pinang 116,39

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.10 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Kepulauan Riau (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Kepulauan Riau Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0] @
Kab. Karimun 70,33
Kab. Bintan 99,49
Kab. Natuna 71,35
Kab. Lingga 99,68
Kab. Kepulauan Anambas 91,12
Kota Batam 103,26
Kota Tanjung Pinang 91,57

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.11 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Jawa Barat (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Jawa Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Bogor 119,29
Kab. Sukabumi 110,70
Kab. Cianjur 76,60
Kab. Bandung 98,38
Kab. Garut 103,57
Kab. Tasikmalaya 90,95
Kab. Ciamis 117,91
Kab. Kuningan 71,37
Kab. Cirebon 82,72
Kab. Majalengka 90,75
Kab. Sumedang 92,64
Kab. Indramayu 105,54
Kab. Subang 115,55
Kab. Purwakarta 81,75
Kab. Karawang 106,12
Kab. Bekasi 98,37
Kab. Bandung Barat 103,27
Kab. Pangandaran 99,86
Kota Bogor 101,47
Kota Sukabumi 104,84
Kota Bandung 89,63
Kota Cirebon 86,10
Kota Bekasi 79,75
Kota Depok 106,98
Kota Cimahi 123,44
Kota Tasikmalaya 99,47
Kota Banjar 79,50

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.12 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Jawa Tengah (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Jawa Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Cilacap 105,67
Kab. Banyumas 95,39
Kab. Purbalingga 105,90
Kab. Banjarnegara 109,62
Kab. Kebumen 103,66
Kab. Purworejo 111,38
Kab. Wonosobo 97,70
Kab. Magelang 101,58
Kab. Boyolali 115,47
Kab. Klaten 111,64
Kab. Sukoharjo 114,35
Kab. Wonogiri 109,16
Kab. Karanganyar 112,93
Kab. Sragen 106,57
Kab. Grobogan 108,98
Kab. Blora 115,76
Kab. Rembang 101,75
Kab. Pati 116,24
Kab. Kudus 100,00
Kab. Jepara 105,21
Kab. Demak 112,97
Kab. Semarang 98,35
Kab. Temanggung 108,41
Kab. Kendal 97,56
Kab. Batang 113,93
Kab. Pekalongan 95,75
Kab. Pemalang 94,64
Kab. Tegal 107,51
Kab. Brebes 109,06
Kota Magelang 105,79
Kota Surakarta 96,39
Kota Salatiga 107,96
Kota Semarang 91,27
Kota Pekalongan 109,14
Kota Tegal 89,14

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.13 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi DI Yogyakarta (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in DI Yogyakarta Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0] @
Kab. Kulon Progo 101,85
Kab. Bantul 103,23
Kab. Gunung Kidul 107,31
Kab. Sleman 109,30
Kota Yogyakarta 109,48

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.14 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Jawa Timur (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Jawa Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Pacitan 102,80
Kab. Ponorogo 98,70
Kab. Trenggalek 94,24
Kab. Tulungagung 119,85
Kab. Blitar 98,51
Kab. Kediri 107,27
Kab. Malang 89,48
Kab. Lumajang 119,89
Kab. Jember 83,36
Kab. Banyuwangi 98,77
Kab. Bondowoso 111,39
Kab. Situbondo 90,25
Kab. Probolinggo 109,75
Kab. Pasuruan 126,36
Kab. Sidoarjo 111,11
Kab. Mojokerto 104,99
Kab. Jombang 107,02
Kab. Nganjuk 117,67
Kab. Madiun 101,44
Kab. Magetan 106,87
Kab. Ngawi 99,47
Kab. Bojonegoro 113,10
Kab. Tuban 120,04
Kab. Lamongan 105,63
Kab. Gresik 86,87
Kab. Bangkalan 117,29
Kab. Sampang 105,41
Kab. Pamekasan 98,20
Kab. Sumenep 111,49
Kota Kediri 111,41
Kota Blitar 90,47
Kota Malang 91,22
Kota Probolinggo 99,79
Kota Pasuruan 106,05
Kota Mojokerto 99,13
Kota Madiun 109,87
Kota Surabaya 92,83
Kota Batu 91,65

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.15 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Banten (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of All Regency/
Municipality Governments in Banten Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0] @
Kab. Pandeglang 68,61
Kab. Lebak 89,37
Kab. Tangerang 123,93
Kab. Serang 80,10
Kota Tangerang 103,87
Kota Cilegon 59,24
Kota Serang 98,28
Kota Tangerang Selatan 103,21

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.16 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Bali (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Bali Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Jembrana 102,27
Kab. Tabanan 100,05
Kab. Badung 73,37
Kab. Gianyar 95,72
Kab. Klungkung 99,52
Kab. Bangli 83,42
Kab. Karangasem 104,85
Kab. Buleleng 94,64
Kota Denpasar 126,88

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.17 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Nusa Tenggara Barat (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Nusa Tenggara Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
m @
Kab. Lombok Barat 125,58
Kab. Lombok Tengah 139,34
Kab. Lombok Timur 88,87
Kab. Sumbawa 107,11
Kab. Dompu 190,51
Kab. Bima 134,34
Kab. Sumbawa Barat 209,50
Kab. Lombok Utara 112,78
Kota Mataram 130,70
Kota Bima 192,77

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.18 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Nusa Tenggara Timur (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Nusa Tenggara Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Sumba Barat 105,85
Kab. Sumba Timur 102,60
Kab. Kupang 66,18
Kab. Timor Tengah Selatan 54,26
Kab. Timor Tengah Utara 92,54
Kab. Belu 72,79
Kab. Alor 119,31
Kab. Lembata 65,34
Kab. Flores Timur 137,55
Kab. Sikka 107,51
Kab. Ende 91,56
Kab. Ngada 98,73
Kab. Manggarai 109,05
Kab. Rote Ndao 113,35
Kab. Manggarai Barat 88,22
Kab. Sumba Tengah 102,93
Kab. Sumba Barat Daya 166,15
Kab. Nagekeo 110,84
Kab. Manggarai Timur 69,85
Kab. Sabu Raijua 70,88
Kab. Malaka 101,88
Kota Kupang 81,06

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.19 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Kalimantan Barat (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Kalimantan Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0} @
Kab. Sambas 103,42
Kab. Bengkayang 71,53
Kab. Landak 88,84
Kab. Mempawah 121,18
Kab. Sanggau 121,99
Kab. Ketapang 102,43
Kab. Sintang 102,06
Kab. Kapuas Hulu 113,16
Kab. Sekadau 93,41
Kab. Melawi 83,50
Kab. Kayong Utara 105,27
Kab. Kubu Raya 125,28
Kota Pontianak 94,13
Kota Singkawang 123,73

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.20 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Kalimantan Tengah (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Kalimantan Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Kotawaringin Barat 89,66
Kab. Kotawaringin Timur 52,99
Kab. Kapuas 168,09
Kab. Barito Selatan 97,74
Kab. Barito Utara 0,00
Kab. Sukamara 121,10
Kab. Lamandau 86,76
Kab. Seruyan 46,67
Kab. Katingan 64,30
Kab. Pulang Pisau 72,37
Kab. Gunung Mas 82,88
Kab. Barito Timur 80,27
Kab. Murung Raya 100,00
Kota Palangkaraya 89,80

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.21 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Kalimantan Selatan (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Kalimantan Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Tanah Laut 111,18
Kab. Kotabaru 131,21
Kab. Banjar 126,16
Kab. Barito Kuala 125,05
Kab. Tapin 108,32
Kab. Hulu Sungai Selatan 112,99
Kab. Hulu Sungai Tengah 145,35
Kab. Hulu Sungai Utara 106,34
Kab. Tabalong 108,99
Kab. Tanah Bumbu 140,15
Kab. Balangan 208,27
Kota Banjarmasin 63,10
Kota Banjarbaru 118,26

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.22 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Kalimantan Timur (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Kalimantan Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0] @
Kab. Paser 114,28
Kab. Kutai Barat 148,94
Kab. Kutai Kartanegara 118,32
Kab. Kutai Timur 248,45
Kab. Berau 165,02
Kab. Penajam Paser Utara 167,58
Kab. Mahakam Ulu 948,93
Kota Balikpapan 95,66
Kota Samarinda 118,74
Kota Bontang 161,40

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.23 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Kalimantan Utara (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Kalimantan Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0] @
Kab. Malinau 229,43
Kab. Bulungan 133,56
Kab. Tana Tidung 199,27
Kab. Nunukan 137,46
Kota Tarakan 109,66

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.24 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Sulawesi Utara (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Sulawesi Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Bolaang Mongondow 119,55
Kab. Minahasa 140,29
Kab. Kepulauan Sangihe 99,86
Kab. Kepulauan Talaud 77,00
Kab. Minahasa Selatan 131,94
Kab. Minahasa Utara 105,48
Kab. Bolaang Mongondow Utara 98,18
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 73,04
Kab. Minahasa Tenggara 110,55
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 144,28
Kab. Bolaang Mongondow Timur 60,49
Kota Manado 82,22
Kota Bitung 65,49
Kota Tomohon 85,03
Kota Kotamobagu 102,60

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.6.25 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Sulawesi Tengah (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Sulawesi Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Banggai Kepulauan 96,37
Kab. Banggai 97,56
Kab. Morowali 131,64
Kab. Poso 93,30
Kab. Donggala 202,13
Kab. Toli-Toli 123,77
Kab. Buol 157,02
Kab. Parigi Moutong 132,85
Kab. Tojo Una Una 134,28
Kab. Sigi 143,36
Kab. Banggai Laut 80,30
Kab. Morowali Utara 86,07
Kota Palu 85,92

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.6.26 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Sulawesi Selatan (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Sulawesi Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Kepulauan Selayar 85,18
Kab. Bulukumba 86,33
Kab. Bantaeng 104,84
Kab. Jeneponto 119,18
Kab. Takalar 55,10
Kab. Gowa 126,14
Kab. Sinjai 115,49
Kab. Maros 96,15
Kab. Pangkajene Kepulauan 123,68
Kab. Barru 99,22
Kab. Bone 97,42
Kab. Soppeng 115,04
Kab. Wajo 103,54
Kab. Sidenreng Rappang 108,30
Kab. Pinrang 100,00
Kab. Enrekang 45,40
Kab. Luwu 127,86
Kab. Tana Toraja 108,82
Kab. Luwu Utara 115,19
Kab. Luwu Timur 101,40
Kab. Toraja Utara 119,98
Kota Makassar 67,41
Kota Pare-pare 121,61
Kota Palopo 86,87

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.6.27 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Sulawesi Tenggara (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Sulawesi Tenggara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Buton 97,85
Kab. Muna 39,63
Kab. Konawe 116,06
Kab. Kolaka 98,66
Kab. Konawe Selatan 143,70
Kab. Bombana 109,24
Kab. Wakatobi 140,78
Kab. Kolaka Utara 182,45
Kab. Buton Utara 148,25
Kab. Konawe Utara 298,92
Kab. Kolaka Timur 139,25
Kab. Konawe Kepulauan 125,04
Kab. Muna Barat 84,84
Kab. Buton Tengah 189,16
Kab. Buton Selatan 204,86
Kota Kendari 84,85
Kota Bau-bau 111,23

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.28 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
di Provinsi Gorontalo (persen), 2024

Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Gorontalo Province (percent), 2024

Table

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Boalemo 104,48
Kab. Gorontalo 102,03
Kab. Pohuwato 85,23
Kab. Bone Bolango 87,18
Kab. Gorontalo Utara 109,18
Kota Gorontalo 96,63

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.6.29 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Sulawesi Barat (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Sulawesi Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0} @
Kab. Majene 76,33
Kab. Polewali Mandar 115,73
Kab. Mamasa 39,69
Kab. Mamuju 114,04
Kab. Pasangkayu 137,52
Kab. Mamuju Tengah 131,19

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.6.30 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Maluku (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Maluku Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Kepulauan Tanimbar 130,12
Kab. Maluku Tenggara 75,44
Kab. Maluku Tengah 64,02
Kab. Buru 75,67
Kab. Kepulauan Aru 41,99
Kab. Seram Bagian Barat 114,19
Kab. Seram Bagian Timur 279,59
Kab. Maluku Barat Daya 22,16
Kab. Buru Selatan 22,57
Kota Ambon 89,20
Kota Tual 110,75

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.6.31 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Maluku Utara (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Maluku Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Halmahera Barat 53,66
Kab. Halmahera Tengah 13,96
Kab. Kepulauan Sula 80,98
Kab. Halmahera Selatan 115,83
Kab. Halmahera Utara 110,89
Kab. Halmahera Timur 218,94
Kab. Pulau Morotai 38,46
Kab. Pulau Taliabu 3,92
Kota Ternate 62,66
Kota Tidore Kepulauan 93,60

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.32 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Papua Barat (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Papua Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Fak Fak 79,29
Kab. Kaimana 151,60
Kab. Teluk Wondama 122,64
Kab. Teluk Bintuni 100,00
Kab. Manokwari 100,32
Kab. Manokwari Selatan 165,57
Kab. Pegunungan Arfak 264,07

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.6.33 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Papua Barat Daya (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Papua Barat Daya Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0] @
Kab. Raja Ampat 202,78
Kab. Sorong 152,13
Kab. Sorong Selatan 100,00
Kab. Maybrat 166,67
Kab. Tambrauw 579,23
Kota Sorong 86,37

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.6.34 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Papua (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Papua Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
) @
Kab. Jayapura 84,58
Kab. Kepulauan Yapen 67,79
Kab. Biak Numfor 69,11
Kab. Sarmi 284,45
Kab. Keerom 227,51
Kab. Waropen 54,53
Kab. Supiori 105,01
Kab. Mamberamo Raya 100,00
Kota Jayapura 112,41

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.6.35 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Papua Selatan (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Papua Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0] @
Kab. Merauke 105,52
Kab. Boven Digoel 97,98
Kab. Mappi 100,00
Kab. Asmat 77,44

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.6.36 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Papua Tengah (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Papua Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0} @
Kab. Mimika 252,52
Kab. Dogiyai 426,45
Kab. Deiyai 153,87
Kab. Nabire 207,36
Kab. Paniai 254,26
Kab. Intan Jaya 170,56
Kab. Puncak 59,17
Kab. Puncak Jaya 39,63

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.6.37 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota
Table di Provinsi Papua Pegunungan (persen), 2024
Local Own-Source Revenue (PAD) Effectiveness Ratio of AllRegency/Municipality
Governments in Papua Pegunungan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas PAD
Regency/Municipality PAD Effectiveness Ratio
0} @
Kab. Nduga 10,30
Kab. Jayawijaya 100,00
Kab. Lanny Jaya 54,38
Kab. Tolikara 100,00
Kab. Mamberamo Tengah 482,45
Kab. Yalimo 45,42
Kab. Yahukimo 36,19
Kab. Pegunungan Bintang 39,79

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.7.1 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Aceh (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Aceh Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

(U} @

Kab. Simeulue 62,61
Kab. Aceh Singkil 73,24
Kab. Aceh Selatan 92,48
Kab. Aceh Tenggara 76,60
Kab. Aceh Timur 95,38
Kab. Aceh Tengah 80,61
Kab. Aceh Barat 106,13
Kab. Aceh Besar 92,19
Kab. Pidie 158,14
Kab. Bireuen 93,89
Kab. Aceh Utara 110,31
Kab. Aceh Barat Daya 89,21
Kab. Gayo Lues 150,38
Kab. Aceh Tamiang 98,75
Kab. Nagan Raya 62,73
Kab. Aceh Jaya 51,96
Kab. Bener Meriah 114,85
Kab. Pidie Jaya 127,92
Kota Banda Aceh 104,97
Kota Sabang 81,21
Kota Langsa 99,53
Kota Lhokseumawe 109,11
Kota Subulussalam 52,17

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.7.2 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Utara (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sumatera Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U} @

Kab. Nias 86,60
Kab. Mandailing Natal 78,01
Kab. Tapanuli Selatan 85,29
Kab. Tapanuli Tengah 92,31
Kab. Tapanuli Utara 77,69
Kab. Toba 78,11
Kab. Labuhanbatu 76,98
Kab. Asahan 88,31
Kab. Simalungun 117,24
Kab. Dairi 66,22
Kab. Karo 91,29
Kab. Deli Serdang 65,34
Kab. Langkat 97,12
Kab. Nias Selatan 147,82
Kab. Humbang Hasundutan 92,04
Kab. Pakpak Bharat 123,94
Kab. Samosir 114,18
Kab. Serdang Bedagai 113,98
Kab. Batu Bara 98,00
Kab. Padang Lawas Utara 115,13
Kab. Padang Lawas 50,89
Kab. Labuhanbatu Selatan 63,03
Kab. Labuhanbatu Utara 92,62
Kab. Nias Utara 54,35
Kab. Nias Barat 86,71
Kota Sibolga 88,65
Kota Tanjung Balai 79,57
Kota Pematang Siantar 105,52
Kota Tebing Tinggi 93,65
Kota Medan 77,19
Kota Binjai 69,10
Kota Padang Sidempuan 65,82
Kota Gunungsitoli 72,03

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.7.3 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Barat (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sumatera Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

(U} @

Kab. Kepulauan Mentawai 101,07
Kab. Pesisir Selatan 90,21
Kab. Solok 58,10
Kab. Sijunjung 103,72
Kab. Tanah Datar 82,54
Kab. Padang Pariaman 87,47
Kab. Agam 61,46
Kab. Lima Puluh Kota 80,74
Kab. Pasaman 90,82
Kab. Solok Selatan 98,57
Kab. Dharmasraya 101,79
Kab. Pasaman Barat 85,87
Kota Padang 89,73
Kota Solok 103,24
Kota Sawahlunto 120,34
Kota Padang Panjang 91,18
Kota Bukit Tinggi 92,58
Kota Payakumbuh 102,66
Kota Pariaman 119,57

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.7.4 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Riau (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Riau Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

(U} @

Kab. Kuantan Singingi 52,09
Kab. Indragiri Hulu 104,22
Kab. Indragiri Hilir 75,17
Kab. Pelalawan 87,68
Kab. Siak 101,36
Kab. Kampar 92,70
Kab. Rokan Hulu 80,97
Kab. Bengkalis 100,69
Kab. Rokan Hilir 73,17
Kab. Kepulauan Meranti 45,45
Kota Pekanbaru 97,35
Kota Dumai 92,72

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.7.5 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jambi (persen), 2024

Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Jambi Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

(U} @

Kab. Kerinci 86,60
Kab. Merangin 107,54
Kab. Sarolangun 77,52
Kab. Batang Hari 12,92
Kab. Muaro Jambi 117,90
Kab. Tanjung Jabung Timur 106,72
Kab. Tanjung Jabung Barat 94,53
Kab. Tebo 122,40
Kab. Bungo 80,19
Kota Jambi 84,63
Kota Sungai Penuh 66,83

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.6 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Selatan (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sumatera Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

(U} @)

Kab. Ogan Komering Ulu 67,76
Kab. Ogan Komering llir 162,83
Kab. Muara Enim 125,25
Kab. Lahat 93,87
Kab. Musi Rawas 31,06
Kab. Musi Banyuasin 92,39
Kab. Banyuasin 65,47
Kab. OKU Selatan 88,43
Kab. OKU Timur 102,97
Kab. Ogan llir 66,75
Kab. Empat Lawang 23,71
Kab. Penukal Abab Lematang llir 7741
Kab. Musi Rawas Utara 208,49
Kota Palembang 102,01
Kota Prabumulih 93,00
Kota Pagar Alam 109,70
Kota Lubuk Linggau 68,63

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.7.7 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

Table Bengkulu (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Bengkulu Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak
Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio
) @
Kab. Bengkulu Selatan 118,93
Kab. Rejang Lebong 83,98
Kab. Bengkulu Utara 218,11
Kab. Kaur 92,56
Kab. Seluma 61,63
Kab. Mukomuko 71,21
Kab. Lebong 88,08
Kab. Kepahiang 120,16
Kab. Bengkulu Tengah 88,82
Kota Bengkulu 37,58

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.7.8 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Lampung (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Lampung Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

(U} @

Kab. Lampung Barat 98,20
Kab. Tanggamus 90,32
Kab. Lampung Selatan 85,19
Kab. Lampung Timur 95,85
Kab. Lampung Tengah 105,09
Kab. Lampung Utara 94,96
Kab. Way Kanan 114,51
Kab. Tulang Bawang 71,71
Kab. Pesawaran 73,52
Kab. Pringsewu 92,32
Kab. Mesuiji 108,64
Kab. Tulang Bawang Barat 104,73
Kab. Pesisir Barat 73,56
Kota Bandar Lampung 100,38
Kota Metro 91,40

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.7.9 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kepulauan Bangka Belitung Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak
Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio
0} @
Kab. Bangka 91,06
Kab. Belitung 109,93
Kab. Bangka Barat 107,80
Kab. Bangka Tengah 79,36
Kab. Bangka Selatan 53,35
Kab. Belitung Timur 86,18
Kota Pangkal Pinang 105,06

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.7.10 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kepulauan Riau (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kepulauan Riau Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

(U} @

Kab. Karimun 141,96
Kab. Bintan 88,62
Kab. Natuna 47,32
Kab. Lingga 94,20
Kab. Kepulauan Anambas 82,45
Kota Batam 101,70
Kota Tanjung Pinang 74,56

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.7.11 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jawa Barat (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Jawa Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

(U} @

Kab. Bogor 111,70
Kab. Sukabumi 104,10
Kab. Cianjur 107,16
Kab. Bandung 87,94
Kab. Garut 94,30
Kab. Tasikmalaya 94,06
Kab. Ciamis 107,13
Kab. Kuningan 63,85
Kab. Cirebon 89,46
Kab. Majalengka 90,45
Kab. Sumedang 92,92
Kab. Indramayu 124,63
Kab. Subang 114,82
Kab. Purwakarta 74,25
Kab. Karawang 106,34
Kab. Bekasi 91,58
Kab. Bandung Barat 104,47
Kab. Pangandaran 82,65
Kota Bogor 95,79
Kota Sukabumi 121,79
Kota Bandung 90,25
Kota Cirebon 80,30
Kota Bekasi 75,67
Kota Depok 103,97
Kota Cimahi 119,83
Kota Tasikmalaya 105,79
Kota Banjar 97,79

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Tabel 4.7.12 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jawa Tengah (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Jawa Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

M @

Kab. Cilacap 111,76
Kab. Banyumas 95,94
Kab. Purbalingga 107,19
Kab. Banjarnegara 105,43
Kab. Kebumen 97,59
Kab. Purworejo 95,71
Kab. Wonosobo 105,72
Kab. Magelang 105,50
Kab. Boyolali 101,05
Kab. Klaten 129,82
Kab. Sukoharjo 118,09
Kab. Wonogiri 115,99
Kab. Karanganyar 119,50
Kab. Sragen 108,80
Kab. Grobogan 108,91
Kab. Blora 132,70
Kab. Rembang 90,92
Kab. Pati 118,71
Kab. Kudus 100,00
Kab. Jepara 103,19
Kab. Demak 115,01
Kab. Semarang 97,70
Kab. Temanggung 98,16
Kab. Kendal 89,15
Kab. Batang 118,75
Kab. Pekalongan 106,55
Kab. Pemalang 100,36
Kab. Tegal 93,50
Kab. Brebes 86,59
Kota Magelang 99,97
Kota Surakarta 83,32
Kota Salatiga 109,29
Kota Semarang 91,96
Kota Pekalongan 105,53
Kota Tegal 87,65

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.7.13 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table DI Yogyakarta (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in DI
Yogyakarta Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U] @)

Kab. Kulon Progo 80,81
Kab. Bantul 110,78
Kab. Gunung Kidul 110,34
Kab. Sleman 108,92
Kota Yogyakarta 108,25

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.14 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jawa Timur (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Jawa Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

m @

Kab. Pacitan 100,00
Kab. Ponorogo 108,27
Kab. Trenggalek 104,93
Kab. Tulungagung 127,29
Kab. Blitar 101,72
Kab. Kediri 94,06
Kab. Malang 108,55
Kab. Lumajang 110,37
Kab. Jember 87,26
Kab. Banyuwangi 112,75
Kab. Bondowoso 88,38
Kab. Situbondo 71,37
Kab. Probolinggo 119,25
Kab. Pasuruan 109,42
Kab. Sidoarjo 113,87
Kab. Mojokerto 100,26
Kab. Jombang 115,12
Kab. Nganjuk 121,86
Kab. Madiun 101,98
Kab. Magetan 108,95
Kab. Ngawi 104,36
Kab. Bojonegoro 116,46
Kab. Tuban 110,16
Kab. Lamongan 105,00
Kab. Gresik 92,92
Kab. Bangkalan 95,70
Kab. Sampang 99,77
Kab. Pamekasan 106,01
Kab. Sumenep 117,24
Kota Kediri 104,48
Kota Blitar 112,85
Kota Malang 86,06
Kota Probolinggo 105,00
Kota Pasuruan 113,42
Kota Mojokerto 106,71
Kota Madiun 118,54
Kota Surabaya 92,55
Kota Batu 98,49

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.7.15 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Banten (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Banten Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U] @)

Kab. Pandeglang 79,39
Kab. Lebak 75,01
Kab. Tangerang 122,64
Kab. Serang 72,60
Kota Tangerang 103,74
Kota Cilegon 52,71
Kota Serang 99,51
Kota Tangerang Selatan 104,68

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.16 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Bali (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Bali Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

m @

Kab. Jembrana 75,88
Kab. Tabanan 159,63
Kab. Badung 72,89
Kab. Gianyar 103,71
Kab. Klungkung 119,61
Kab. Bangli 99,69
Kab. Karangasem 107,14
Kab. Buleleng 103,01
Kota Denpasar 127,26

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.7.17 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Nusa Tenggara Barat (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Nusa Tenggara Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U} @

Kab. Lombok Barat 102,19
Kab. Lombok Tengah 101,88
Kab. Lombok Timur 57,37
Kab. Sumbawa 73,14
Kab. Dompu 102,50
Kab. Bima 59,03
Kab. Sumbawa Barat 224,99
Kab. Lombok Utara 126,49
Kota Mataram 116,60
Kota Bima 91,33

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.18 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Nusa Tenggara Timur (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Nusa Tenggara Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

m @

Kab. Sumba Barat 127,64
Kab. Sumba Timur 79,09
Kab. Kupang 61,80
Kab. Timor Tengah Selatan 78,75
Kab. Timor Tengah Utara 53,76
Kab. Belu 63,16
Kab. Alor 89,75
Kab. Lembata 60,42
Kab. Flores Timur 93,44
Kab. Sikka 79,12
Kab. Ende 50,90
Kab. Ngada 103,52
Kab. Manggarai 60,34
Kab. Rote Ndao 117,74
Kab. Manggarai Barat 88,90
Kab. Sumba Tengah 116,54
Kab. Sumba Barat Daya 128,88
Kab. Nagekeo 77,41
Kab. Manggarai Timur 59,47
Kab. Sabu Raijua 73,91
Kab. Malaka 109,81
Kota Kupang 101,94

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.7.19 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Barat (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U} @

Kab. Sambas 99,01
Kab. Bengkayang 88,99
Kab. Landak 42,42
Kab. Mempawah 109,56
Kab. Sanggau 135,91
Kab. Ketapang 89,44
Kab. Sintang 60,68
Kab. Kapuas Hulu 92,26
Kab. Sekadau 84,63
Kab. Melawi 83,76
Kab. Kayong Utara 115,55
Kab. Kubu Raya 126,09
Kota Pontianak 92,05
Kota Singkawang 112,86

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.20 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Tengah (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

m @

Kab. Kotawaringin Barat 69,65
Kab. Kotawaringin Timur 25,29
Kab. Kapuas 94,07
Kab. Barito Selatan 60,15
Kab. Barito Utara -
Kab. Sukamara 193,45
Kab. Lamandau 56,81
Kab. Seruyan 39,49
Kab. Katingan 44,23
Kab. Pulang Pisau 35,95
Kab. Gunung Mas 38,50
Kab. Barito Timur 51,89
Kab. Murung Raya 100,00
Kota Palangkaraya 98,71

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.7.21 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Selatan (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U} @

Kab. Tanah Laut 105,32
Kab. Kotabaru 100,78
Kab. Banjar 126,04
Kab. Barito Kuala 96,09
Kab. Tapin 160,22
Kab. Hulu Sungai Selatan 112,85
Kab. Hulu Sungai Tengah 106,36
Kab. Hulu Sungai Utara 92,96
Kab. Tabalong 109,64
Kab. Tanah Bumbu 106,90
Kab. Balangan 139,05
Kota Banjarmasin 59,42
Kota Banjarbaru 115,44

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.22 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Timur (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

m @

Kab. Paser 68,43
Kab. Kutai Barat 109,76
Kab. Kutai Kartanegara 104,32
Kab. Kutai Timur 179,43
Kab. Berau 98,92
Kab. Penajam Paser Utara 83,16
Kab. Mahakam Ulu 85,91
Kota Balikpapan 83,90
Kota Samarinda 111,55
Kota Bontang 102,16

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.7.23 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Utara (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U] @)

Kab. Malinau 151,37
Kab. Bulungan 137,32
Kab. Tana Tidung 169,66
Kab. Nunukan 128,92
Kota Tarakan 108,51

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.24 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Utara (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

m @

Kab. Bolaang Mongondow 104,67
Kab. Minahasa 114,17
Kab. Kepulauan Sangihe 60,12
Kab. Kepulauan Talaud 66,00
Kab. Minahasa Selatan 103,14
Kab. Minahasa Utara 112,37
Kab. Bolaang Mongondow Utara 113,12
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 87,58
Kab. Minahasa Tenggara 77,63
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 116,76
Kab. Bolaang Mongondow Timur 50,36
Kota Manado 89,32
Kota Bitung 74,99
Kota Tomohon 86,96
Kota Kotamobagu 98,78

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.7.25 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Tengah (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U} @

Kab. Banggai Kepulauan 83,82
Kab. Banggai 64,92
Kab. Morowali 129,28
Kab. Poso 63,13
Kab. Donggala 175,38
Kab. Toli-Toli 77,52
Kab. Buol 109,14
Kab. Parigi Moutong 127,75
Kab. Tojo Una Una 121,70
Kab. Sigi 123,85
Kab. Banggai Laut 40,83
Kab. Morowali Utara 62,72
Kota Palu 84,90

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.26 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Selatan (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

m @

Kab. Kepulauan Selayar 74,11
Kab. Bulukumba 57,85
Kab. Bantaeng 73,83
Kab. Jeneponto 106,22
Kab. Takalar 33,10
Kab. Gowa 112,44
Kab. Sinjai 88,21
Kab. Maros 103,74
Kab. Pangkajene Kepulauan 135,55
Kab. Barru 103,57
Kab. Bone 103,54
Kab. Soppeng 116,44
Kab. Wajo 107,61
Kab. Sidenreng Rappang 97,39
Kab. Pinrang 100,00
Kab. Enrekang 67,66
Kab. Luwu 121,37
Kab. Tana Toraja 82,74
Kab. Luwu Utara 72,62
Kab. Luwu Timur 124,88
Kab. Toraja Utara 113,85
Kota Makassar 75,01
Kota Pare-pare 96,08
Kota Palopo 98,20

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.7.27 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Tenggara (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Tenggara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U} @

Kab. Buton 93,18
Kab. Muna 19,45
Kab. Konawe 113,29
Kab. Kolaka 98,93
Kab. Konawe Selatan 139,53
Kab. Bombana 73,02
Kab. Wakatobi 112,44
Kab. Kolaka Utara 106,59
Kab. Buton Utara 83,36
Kab. Konawe Utara 203,77
Kab. Kolaka Timur 75,47
Kab. Konawe Kepulauan 126,48
Kab. Muna Barat 28,42
Kab. Buton Tengah 89,55
Kab. Buton Selatan 141,39
Kota Kendari 98,15
Kota Bau-bau 82,29

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.28 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Gorontalo (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Gorontalo Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

m @

Kab. Boalemo 110,52
Kab. Gorontalo 75,50
Kab. Pohuwato 82,12
Kab. Bone Bolango 87,30
Kab. Gorontalo Utara 71,92
Kota Gorontalo 95,51

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.7.29 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Barat (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U] @)

Kab. Majene 49,28
Kab. Polewali Mandar 94,35
Kab. Mamasa 29,93
Kab. Mamuju 100,81
Kab. Pasangkayu 154,82
Kab. Mamuju Tengah 92,85

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.30 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Maluku (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Maluku Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

m @

Kab. Kepulauan Tanimbar 74,06
Kab. Maluku Tenggara 30,97
Kab. Maluku Tengah 88,76
Kab. Buru 65,44
Kab. Kepulauan Aru 79,48
Kab. Seram Bagian Barat 101,48
Kab. Seram Bagian Timur 110,74
Kab. Maluku Barat Daya 22,72
Kab. Buru Selatan 69,27
Kota Ambon 105,02
Kota Tual 111,30

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.7.31 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Maluku Utara (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Maluku Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U] 0]

Kab. Halmahera Barat 53,47
Kab. Halmahera Tengah 4,67
Kab. Kepulauan Sula 108,04
Kab. Halmahera Selatan 125,96
Kab. Halmahera Utara 46,97
Kab. Halmahera Timur 185,37
Kab. Pulau Morotai 14,32
Kab. Pulau Taliabu 1,98
Kota Ternate 94,52
Kota Tidore Kepulauan 118,07

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.32 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Barat (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Papua Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

m @

Kab. Fak Fak 102,52
Kab. Kaimana 109,35
Kab. Teluk Wondama 165,29
Kab. Teluk Bintuni 100,00
Kab. Manokwari 104,26
Kab. Manokwari Selatan 38,12
Kab. Pegunungan Arfak 16,07

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.7.33 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Barat Daya (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Papua Barat Daya Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U] @)

Kab. Raja Ampat 137,49
Kab. Sorong 129,62
Kab. Sorong Selatan 100,00
Kab. Maybrat 297,01
Kab. Tambrauw 343,23
Kota Sorong 80,32

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.34 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Papua Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

m @

Kab. Jayapura 63,86
Kab. Kepulauan Yapen 19,96
Kab. Biak Numfor 114,86
Kab. Sarmi 105,08
Kab. Keerom 128,48
Kab. Waropen 108,38
Kab. Supiori 44,78
Kab. Mamberamo Raya 100,00
Kota Jayapura 105,16

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.7.35 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Selatan (persen), 2024

Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Papua Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U] @)

Kab. Merauke 94,19
Kab. Boven Digoel 84,60
Kab. Mappi 100,00
Kab. Asmat 121,68

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.7.36 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Tengah (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Papua Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

m @

Kab. Mimika 44,60
Kab. Dogiyai 150,20
Kab. Deiyai 52,04
Kab. Nabire 247,67
Kab. Paniai 376,07
Kab. Intan Jaya 120,26
Kab. Puncak 39,73
Kab. Puncak Jaya 30,45

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.7.37 Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Pegunungan (persen), 2024
Tax Revenue Effectiveness Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Papua Pegunungan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak

Regency/Municipality Tax Revenue Effectiveness Ratio

U} @

Kab. Nduga 90,16
Kab. Jayawijaya 100,00
Kab. Lanny Jaya 63,74
Kab. Tolikara 100,00
Kab. Mamberamo Tengah 84,64
Kab. Yalimo 308,47
Kab. Yahukimo 67,51
Kab. Pegunungan Bintang 6,90

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Rasio Belanja terhadap Pendapatan Pemerintah
Kabupaten/KotaMenurut Provinsi (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of Regency/Municipality
Governments by Province (percent),2024



Tabel 4.8.1 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Aceh (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in Aceh
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Simeulue 105,90
Kab. Aceh Singkil 102,58
Kab. Aceh Selatan 99,39
Kab. Aceh Tenggara 99,96
Kab. Aceh Timur 100,84
Kab. Aceh Tengah 98,16
Kab. Aceh Barat 97,77
Kab. Aceh Besar 99,91
Kab. Pidie 99,01
Kab. Bireuen 103,05
Kab. Aceh Utara 100,64
Kab. Aceh Barat Daya 97,31
Kab. Gayo Lues 101,45
Kab. Aceh Tamiang 99,72
Kab. Nagan Raya 99,48
Kab. Aceh Jaya 98,37
Kab. Bener Meriah 97,57
Kab. Pidie Jaya 99,65
Kota Banda Aceh 99,56
Kota Sabang 99,56
Kota Langsa 98,89
Kota Lhokseumawe 102,95
Kota Subulussalam 91,64

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.2 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Utara (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sumatera Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan

Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio

m @

Kab. Nias 107,41
Kab. Mandailing Natal 101,70
Kab. Tapanuli Selatan 102,72
Kab. Tapanuli Tengah 98,85
Kab. Tapanuli Utara 95,73
Kab. Toba 100,54
Kab. Labuhanbatu 100,17
Kab. Asahan 101,11
Kab. Simalungun 100,41
Kab. Dairi 104,43
Kab. Karo 105,48
Kab. Deli Serdang 98,50
Kab. Langkat 107,87
Kab. Nias Selatan 102,60
Kab. Humbang Hasundutan 101,28
Kab. Pakpak Bharat 110,33
Kab. Samosir 102,84
Kab. Serdang Bedagai 100,50
Kab. Batu Bara 97,78
Kab. Padang Lawas Utara 102,11
Kab. Padang Lawas 99,43
Kab. Labuhanbatu Selatan 106,35
Kab. Labuhanbatu Utara 104,86
Kab. Nias Utara 99,51
Kab. Nias Barat 98,53
Kota Sibolga 98,33
Kota Tanjung Balai 101,86
Kota Pematang Siantar 98,57
Kota Tebing Tinggi 101,89
Kota Medan 99,42
Kota Binjai 99,23
Kota Padang Sidempuan 102,65
Kota Gunungsitoli 99,61

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.3 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Barat (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sumatera Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Kepulauan Mentawai 99,29
Kab. Pesisir Selatan 102,97
Kab. Solok 103,51
Kab. Sijunjung 106,47
Kab. Tanah Datar 102,61
Kab. Padang Pariaman 101,63
Kab. Agam 100,54
Kab. Lima Puluh Kota 102,62
Kab. Pasaman 103,49
Kab. Solok Selatan 103,56
Kab. Dharmasraya 104,36
Kab. Pasaman Barat 106,88
Kota Padang 96,58
Kota Solok 103,58
Kota Sawahlunto 97,09
Kota Padang Panjang 107,30
Kota Bukit Tinggi 99,69
Kota Payakumbuh 98,59
Kota Pariaman 100,58

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.4 RasioBelanjaTerhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Riau (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in Riau
Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Kuantan Singingi 111,59
Kab. Indragiri Hulu 110,98
Kab. Indragiri Hilir 106,29
Kab. Pelalawan 100,53
Kab. Siak 111,48
Kab. Kampar 102,18
Kab. Rokan Hulu 103,50
Kab. Bengkalis 102,33
Kab. Rokan Hilir 99,76
Kab. Kepulauan Meranti 98,80
Kota Pekanbaru 99,31
Kota Dumai 100,94

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.5 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jambi (persen), 2024

Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Jambi Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan

Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio

m 2)

Kab. Kerinci 102,07
Kab. Merangin 99,69
Kab. Sarolangun 103,28
Kab. Batang Hari 97,40
Kab. Muaro Jambi 103,12
Kab. Tanjung Jabung Timur 103,29
Kab. Tanjung Jabung Barat 102,93
Kab. Tebo 99,37
Kab. Bungo 107,29
Kota Jambi 101,99
Kota Sungai Penuh 102,09

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.6 RasioBelanjaTerhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Selatan (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sumatera Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Ogan Komering Ulu 98,78
Kab. Ogan Komering llir 99,90
Kab. Muara Enim 100,09
Kab. Lahat 89,04
Kab. Musi Rawas 100,46
Kab. Musi Banyuasin 101,51
Kab. Banyuasin 95,33
Kab. OKU Selatan 98,15
Kab. OKU Timur 99,91
Kab. Ogan llir 99,05
Kab. Empat Lawang 100,74
Kab. Penukal Abab Lematang llir 102,33
Kab. Musi Rawas Utara 100,43
Kota Palembang 105,75
Kota Prabumulih 99,57
Kota Pagar Alam 101,87
Kota Lubuk Linggau 97,74

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.7 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Bengkulu (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Bengkulu Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Bengkulu Selatan 102,80
Kab. Rejang Lebong 101,24
Kab. Bengkulu Utara 101,47
Kab. Kaur 100,07
Kab. Seluma 100,70
Kab. Mukomuko 106,51
Kab. Lebong 101,53
Kab. Kepahiang 100,37
Kab. Bengkulu Tengah 103,35
Kota Bengkulu 97,55

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.8 RasioBelanjaTerhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Lampung (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Lampung Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Lampung Barat 96,13
Kab. Tanggamus 99,40
Kab. Lampung Selatan 96,88
Kab. Lampung Timur 98,81
Kab. Lampung Tengah 98,75
Kab. Lampung Utara 98,15
Kab. Way Kanan 96,42
Kab. Tulang Bawang 100,37
Kab. Pesawaran 96,22
Kab. Pringsewu 100,73
Kab. Mesuiji 101,19
Kab. Tulang Bawang Barat 97,58
Kab. Pesisir Barat 100,23
Kota Bandar Lampung 98,40
Kota Metro 100,63

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.9 RasioBelanjaTerhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kepulauan Bangka Belitung Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Bangka 99,21
Kab. Belitung 108,55
Kab. Bangka Barat 104,61
Kab. Bangka Tengah 105,94
Kab. Bangka Selatan 105,85
Kab. Belitung Timur 109,45
Kota Pangkal Pinang 104,47

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.10 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kepulauan Riau (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kepulauan Riau Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
V] @
Kab. Karimun 101,29
Kab. Bintan 102,93
Kab. Natuna 116,43
Kab. Lingga 100,95
Kab. Kepulauan Anambas 102,81
Kota Batam 99,48
Kota Tanjung Pinang 101,10

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.11 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jawa Barat (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Bogor 101,75
Kab. Sukabumi 98,27
Kab. Cianjur 99,83
Kab. Bandung 102,66
Kab. Garut 99,19
Kab. Tasikmalaya 104,91
Kab. Ciamis 95,19
Kab. Kuningan 100,57
Kab. Cirebon 103,22
Kab. Majalengka 101,36
Kab. Sumedang 100,85
Kab. Indramayu 102,35
Kab. Subang 97,55
Kab. Purwakarta 100,22
Kab. Karawang 101,54
Kab. Bekasi 100,49
Kab. Bandung Barat 95,56
Kab. Pangandaran 103,20
Kota Bogor 100,25
Kota Sukabumi 99,97
Kota Bandung 98,80
Kota Cirebon 101,70
Kota Bekasi 103,02
Kota Depok 98,66
Kota Cimahi 99,47
Kota Tasikmalaya 99,89
Kota Banjar 101,29

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.12 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jawa Tengah (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Cilacap 100,30
Kab. Banyumas 102,94
Kab. Purbalingga 102,66
Kab. Banjarnegara 100,81
Kab. Kebumen 99,65
Kab. Purworejo 100,13
Kab. Wonosobo 102,70
Kab. Magelang 103,24
Kab. Boyolali 98,50
Kab. Klaten 102,79
Kab. Sukoharjo 104,87
Kab. Wonogiri 104,62
Kab. Karanganyar 98,45
Kab. Sragen 100,87
Kab. Grobogan 99,83
Kab. Blora 99,18
Kab. Rembang 96,45
Kab. Pati 99,39
Kab. Kudus 103,16
Kab. Jepara 96,00
Kab. Demak 98,19
Kab. Semarang 99,80
Kab. Temanggung 99,08
Kab. Kendal 104,30
Kab. Batang 99,56
Kab. Pekalongan 102,05
Kab. Pemalang 101,52
Kab. Tegal 103,28
Kab. Brebes 98,64
Kota Magelang 104,79
Kota Surakarta 100,33
Kota Salatiga 100,35
Kota Semarang 100,57
Kota Pekalongan 99,67
Kota Tegal 99,34

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.8.13 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table DI Yogyakarta (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in DI
Yogyakarta Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
V) @
Kab. Kulon Progo 101,34
Kab. Bantul 100,25
Kab. Gunung Kidul 98,96
Kab. Sleman 101,53
Kota Yogyakarta 100,47

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.14 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jawa Timur (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Pacitan 103,35
Kab. Ponorogo 99,12
Kab. Trenggalek 101,35
Kab. Tulungagung 102,89
Kab. Blitar 103,17
Kab. Kediri 105,26
Kab. Malang 98,99
Kab. Lumajang 96,47
Kab. Jember 92,75
Kab. Banyuwangi 98,46
Kab. Bondowoso 105,49
Kab. Situbondo 103,74
Kab. Probolinggo 104,86
Kab. Pasuruan 98,67
Kab. Sidoarjo 98,46
Kab. Mojokerto 103,29
Kab. Jombang 104,31
Kab. Nganjuk 103,30
Kab. Madiun 102,69
Kab. Magetan 102,38
Kab. Ngawi 101,75
Kab. Bojonegoro 114,91
Kab. Tuban 102,28
Kab. Lamongan 97,22
Kab. Gresik 99,12
Kab. Bangkalan 101,54
Kab. Sampang 97,74
Kab. Pamekasan 100,30
Kab. Sumenep 106,79
Kota Kediri 103,42
Kota Blitar 103,79
Kota Malang 99,59
Kota Probolinggo 104,68
Kota Pasuruan 108,66
Kota Mojokerto 102,93
Kota Madiun 100,06
Kota Surabaya 99,64
Kota Batu 104,28

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.15 RasioBelanjaTerhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Banten (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Banten Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
U] @
Kab. Pandeglang 102,93
Kab. Lebak 102,50
Kab. Tangerang 102,46
Kab. Serang 99,84
Kota Tangerang 100,79
Kota Cilegon 103,98
Kota Serang 98,48
Kota Tangerang Selatan 102,45

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel
Table

4.8.16 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

Bali (persen), 2024

Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in Bali

Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota

Regency/Municipality

Rasio Belanja Terhadap Pendapatan

Expenditure to Revenue Ratio

m

@

Kab. Jembrana
Kab. Tabanan
Kab. Badung
Kab. Gianyar
Kab. Klungkung
Kab. Bangli

Kab. Karangasem
Kab. Buleleng
Kota Denpasar

99,67
96,22
104,21
85,39
98,92
99,01
102,23
94,98
91,07

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.17 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Nusa Tenggara Barat (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in Nusa
Tenggara Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Lombok Barat 91,68
Kab. Lombok Tengah 95,89
Kab. Lombok Timur 96,74
Kab. Sumbawa 96,75
Kab. Dompu 95,95
Kab. Bima 99,48
Kab. Sumbawa Barat 93,03
Kab. Lombok Utara 92,56
Kota Mataram 97,22
Kota Bima 99,31

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.18 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Nusa Tenggara Timur (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in Nusa
Tenggara Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Sumba Barat 98,81
Kab. Sumba Timur 105,56
Kab. Kupang 100,00
Kab. Timor Tengah Selatan 105,40
Kab. Timor Tengah Utara 97,37
Kab. Belu 103,49
Kab. Alor 98,63
Kab. Lembata 96,43
Kab. Flores Timur 101,25
Kab. Sikka 101,68
Kab. Ende 100,63
Kab. Ngada 95,71
Kab. Manggarai 95,94
Kab. Rote Ndao 99,80
Kab. Manggarai Barat 99,43
Kab. Sumba Tengah 100,56
Kab. Sumba Barat Daya 97,30
Kab. Nagekeo 97,61
Kab. Manggarai Timur 98,24
Kab. Sabu Raijua 103,86
Kab. Malaka 106,23
Kota Kupang 97,63

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.8.19 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Barat (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Sambas 94,09
Kab. Bengkayang 100,74
Kab. Landak 100,05
Kab. Mempawah 105,73
Kab. Sanggau 103,54
Kab. Ketapang 111,53
Kab. Sintang 100,48
Kab. Kapuas Hulu 100,68
Kab. Sekadau 102,97
Kab. Melawi 103,94
Kab. Kayong Utara 103,78
Kab. Kubu Raya 99,75
Kota Pontianak 99,54
Kota Singkawang 98,70

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.20 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Tengah (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Kotawaringin Barat 104,02
Kab. Kotawaringin Timur 98,81
Kab. Kapuas 84,65
Kab. Barito Selatan 96,38
Kab. Barito Utara -
Kab. Sukamara 104,39
Kab. Lamandau 97,28
Kab. Seruyan 101,77
Kab. Katingan 100,12
Kab. Pulang Pisau 102,89
Kab. Gunung Mas 99,27
Kab. Barito Timur 101,02
Kab. Murung Raya 97,71
Kota Palangkaraya 102,69

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.21 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Selatan (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Tanah Laut 102,30
Kab. Kotabaru 91,94
Kab. Banjar 91,76
Kab. Barito Kuala 101,35
Kab. Tapin 97,47
Kab. Hulu Sungai Selatan 101,55
Kab. Hulu Sungai Tengah 103,35
Kab. Hulu Sungai Utara 83,82
Kab. Tabalong 94,49
Kab. Tanah Bumbu 97,90
Kab. Balangan 82,73
Kota Banjarmasin 96,10
Kota Banjarbaru 94,72

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.22 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Timur (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Timur Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
V] @
Kab. Paser 101,55
Kab. Kutai Barat 106,59
Kab. Kutai Kartanegara 100,83
Kab. Kutai Timur 115,55
Kab. Berau 103,52
Kab. Penajam Paser Utara 105,58
Kab. Mahakam Ulu 107,99
Kota Balikpapan 98,05
Kota Samarinda 105,82
Kota Bontang 110,62

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.23 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Utara (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
V) @
Kab. Malinau 94,25
Kab. Bulungan 97,58
Kab. Tana Tidung 91,40
Kab. Nunukan 102,37
Kota Tarakan 98,97

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.24 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Utara (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Bolaang Mongondow 104,37
Kab. Minahasa 97,84
Kab. Kepulauan Sangihe 101,96
Kab. Kepulauan Talaud 93,07
Kab. Minahasa Selatan 102,10
Kab. Minahasa Utara 102,34
Kab. Bolaang Mongondow Utara 102,03
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 101,10
Kab. Minahasa Tenggara 101,58
Kab. Bolaang Mongondow Selatan 105,43
Kab. Bolaang Mongondow Timur 107,18
Kota Manado 96,48
Kota Bitung 95,12
Kota Tomohon 98,71
Kota Kotamobagu 101,19

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.25 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Tengah (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Banggai Kepulauan 100,17
Kab. Banggai 94,43
Kab. Morowali 81,03
Kab. Poso 102,89
Kab. Donggala 97,39
Kab. Toli-Toli 96,04
Kab. Buol 103,66
Kab. Parigi Moutong 98,94
Kab. Tojo Una Una 100,65
Kab. Sigi 102,19
Kab. Banggai Laut 96,93
Kab. Morowali Utara 95,89
Kota Palu 100,57

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.26 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Selatan (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Kepulauan Selayar 102,71
Kab. Bulukumba 101,87
Kab. Bantaeng 99,66
Kab. Jeneponto 99,81
Kab. Takalar 99,58
Kab. Gowa 100,48
Kab. Sinjai 100,93
Kab. Maros 104,12
Kab. Pangkajene Kepulauan 96,48
Kab. Barru 105,84
Kab. Bone 98,65
Kab. Soppeng 100,15
Kab. Wajo 101,87
Kab. Sidenreng Rappang 101,52
Kab. Pinrang 110,17
Kab. Enrekang 92,77
Kab. Luwu 99,93
Kab. Tana Toraja 104,22
Kab. Luwu Utara 96,90
Kab. Luwu Timur 103,75
Kab. Toraja Utara 98,03
Kota Makassar 101,52
Kota Pare-pare 98,26
Kota Palopo 101,46

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.27 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Tenggara (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Tenggara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Buton 94,16
Kab. Muna 89,75
Kab. Konawe 95,51
Kab. Kolaka 100,62
Kab. Konawe Selatan 104,47
Kab. Bombana 100,32
Kab. Wakatobi 103,01
Kab. Kolaka Utara 96,53
Kab. Buton Utara 95,11
Kab. Konawe Utara 98,62
Kab. Kolaka Timur 102,80
Kab. Konawe Kepulauan 104,79
Kab. Muna Barat 100,97
Kab. Buton Tengah 101,42
Kab. Buton Selatan 102,88
Kota Kendari 101,52
Kota Bau-bau 97,27

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel
Table

4.8.28 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Gorontalo (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Gorontalo Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Boalemo 101,94
Kab. Gorontalo 95,90
Kab. Pohuwato 96,56
Kab. Bone Bolango 101,79
Kab. Gorontalo Utara 98,62
Kota Gorontalo 99,57

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.8.29 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

Table Sulawesi Barat (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in

Sulawesi Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota
Regency/Municipality

U]

Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Expenditure to Revenue Ratio

@)

Kab. Majene

Kab. Polewali Mandar
Kab. Mamasa

Kab. Mamuju

Kab. Pasangkayu
Kab. Mamuju Tengah

100,39
100,31
98,01
103,83
99,96
104,11

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.30 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Maluku (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Maluku Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Kepulauan Tanimbar 101,20
Kab. Maluku Tenggara 102,91
Kab. Maluku Tengah 99,65
Kab. Buru 100,45
Kab. Kepulauan Aru 100,14
Kab. Seram Bagian Barat 103,51
Kab. Seram Bagian Timur 102,45
Kab. Maluku Barat Daya 99,21
Kab. Buru Selatan 104,42
Kota Ambon 101,52
Kota Tual 107,62

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.8.31 RasioBelanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Maluku Utara (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Maluku Utara Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Halmahera Barat 97,21
Kab. Halmahera Tengah 93,27
Kab. Kepulauan Sula 100,01
Kab. Halmahera Selatan 101,51
Kab. Halmahera Utara 95,64
Kab. Halmahera Timur 81,71
Kab. Pulau Morotai 92,29
Kab. Pulau Taliabu 98,07
Kota Ternate 100,04
Kota Tidore Kepulauan 98,17

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel
Table

4.8.32 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Papua Barat (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Papua Barat Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Fak Fak 97,97
Kab. Kaimana 108,50
Kab. Teluk Wondama 100,52
Kab. Teluk Bintuni 98,60
Kab. Manokwari 97,58
Kab. Manokwari Selatan 94,26
Kab. Pegunungan Arfak 109,54

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.33 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Barat Daya (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Papua Barat Daya Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
V) @
Kab. Raja Ampat 94,55
Kab. Sorong 105,24
Kab. Sorong Selatan 93,04
Kab. Maybrat 99,01
Kab. Tambrauw 99,84
Kota Sorong 95,62

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.34 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Papua Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Jayapura 101,16
Kab. Kepulauan Yapen 103,55
Kab. Biak Numfor 98,93
Kab. Sarmi 101,62
Kab. Keerom 96,10
Kab. Waropen 102,29
Kab. Supiori 103,32
Kab. Mamberamo Raya 92,78
Kota Jayapura 103,08

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.35 RasioBelanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

Table Papua Selatan (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in

Papua Selatan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
V) @
Kab. Merauke 98,96
Kab. Boven Digoel 102,41
Kab. Mappi 107,31
Kab. Asmat 103,28

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.36 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Tengah (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Papua Tengah Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Mimika 109,22
Kab. Dogiyai 107,92
Kab. Deiyai 100,34
Kab. Nabire 97,13
Kab. Paniai 94,11
Kab. Intan Jaya 97,71
Kab. Puncak 99,85
Kab. Puncak Jaya 101,40

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.8.37 Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Pegunungan (persen), 2024
Expenditure to Revenue Ratio of All Regency/Municipality Governments in
Papua Pegunungan Province (percent), 2024

Kabupaten/Kota Rasio Belanja Terhadap Pendapatan
Regency/Municipality Expenditure to Revenue Ratio
m @
Kab. Nduga 100,96
Kab. Jayawijaya 98,48
Kab. Lanny Jaya 100,18
Kab. Tolikara 83,34
Kab. Mamberamo Tengah 103,70
Kab. Yalimo 110,72
Kab. Yahukimo 102,18
Kab. Pegunungan Bintang 100,73

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.1 RasioRealisasi Belanja Menurut Jenis Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Aceh (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Aceh Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota m
Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
U] @ 6 @ )
Kab. Simeulue 74,30 7,77 0,04 17,89
Kab. Aceh Singkil 72,07 11,11 0,08 16,74
Kab. Aceh Selatan 67,94 12,94 0,50 18,62
Kab. Aceh Tenggara 68,24 4,98 0,51 26,26
Kab. Aceh Timur 70,14 5,74 0,02 24,10
Kab. Aceh Tengah 68,83 10,40 0,10 20,68
Kab. Aceh Barat 60,37 18,96 - 20,67
Kab. Aceh Besar 60,64 8,72 0,01 30,63
Kab. Pidie 62,35 7,52 0,18 29,95
Kab. Bireuen 63,43 9,87 - 26,70
Kab. Aceh Utara 63,29 7,64 - 29,06
Kab. Aceh Barat Daya 70,54 11,85 0,01 17,60
Kab. Gayo Lues 67,15 13,45 0,89 18,51
Kab. Aceh Tamiang 66,87 15,29 - 17,84
Kab. Nagan Raya 69,17 10,67 0,32 19,83
Kab. Aceh Jaya 65,39 14,99 0,05 19,57
Kab. Bener Meriah 68,35 8,44 0,22 22,98
Kab. Pidie Jaya 67,08 11,60 0,04 21,28
Kota Banda Aceh 79,48 9,86 - 10,66
Kota Sabang 78,41 11,67 0,37 9,55
Kota Langsa 78,94 9,68 - 11,38
Kota Lhokseumawe 73,21 12,54 - 14,25
Kota Subulussalam 71,35 11,62 0,12 16,90

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.2 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Sumatera Utara (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Sumatera Utara Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota m
Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
a @ 5] @ )
Kab. Nias 60,69 20,90 0,20 18,21
Kab. Mandailing Natal 68,06 11,00 0,03 20,92
Kab. Tapanuli Selatan 67,51 16,25 0,04 16,20
Kab. Tapanuli Tengah 70,18 12,86 0,05 16,91
Kab. Tapanuli Utara 73,75 7,20 0,25 18,80
Kab. Toba 63,78 16,38 - 19,85
Kab. Labuhanbatu 76,70 11,94 0,02 11,34
Kab. Asahan 71,35 12,51 0,02 16,12
Kab. Simalungun 67,43 12,89 0,78 18,90
Kab. Dairi 72,87 10,43 0,29 16,42
Kab. Karo 66,75 14,07 0,01 19,16
Kab. Deli Serdang 69,90 15,63 0,05 14,42
Kab. Langkat 68,71 15,86 0,48 14,95
Kab. Nias Selatan 51,84 18,36 0,12 29,68
Kab. Humbang Hasundutan 69,80 12,22 0,03 17,95
Kab. Pakpak Bharat 65,03 23,15 - 11,83
Kab. Samosir 65,95 17,71 - 16,34
Kab. Serdang Bedagai 68,75 13,92 0,02 17,31
Kab. Batu Bara 71,58 12,10 - 16,31
Kab. Padang Lawas Utara 59,02 11,83 0,23 28,92
Kab. Padang Lawas 63,12 10,01 0,24 26,64
Kab. Labuhanbatu Selatan 70,70 17,08 - 12,21
Kab. Labuhanbatu Utara 73,46 12,07 0,28 14,20
Kab. Nias Utara 60,80 21,30 - 17,91
Kab. Nias Barat 64,41 19,23 - 16,35
Kota Sibolga 85,00 14,82 0,18 -
Kota Tanjung Balai 89,87 10,03 0,10 -
Kota Pematang Siantar 87,32 12,16 0,52 -
Kota Tebing Tinggi 91,13 8,85 0,02 -
Kota Medan 76,13 23,78 0,09 -
Kota Binjai 90,52 9,46 0,02 -
Kota Padang Sidempuan 89,06 1,19 0,02 9,73
Kota Gunungsitoli 65,42 16,61 - 17,97

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.3 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Barat (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Sumatera Barat Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja Belanja R EVERITET Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
U] @ 6] @ )

Kab. Kepulauan Mentawai 72,28 15,53 0,11 12,08
Kab. Pesisir Selatan 74,92 9,88 0,12 15,08
Kab. Solok 74,16 13,42 0,17 12,25
Kab. Sijunjung 73,93 12,46 0,42 13,19
Kab. Tanah Datar 77,36 10,50 0,45 11,68
Kab. Padang Pariaman 75,82 10,69 0,53 12,96
Kab. Agam 78,89 9,06 0,21 11,85
Kab. Lima Puluh Kota 78,36 9,07 0,18 12,39
Kab. Pasaman 77,95 9,00 - 13,05
Kab. Solok Selatan 75,30 14,24 0,03 10,43
Kab. Dharmasraya 78,29 10,09 0,25 11,38
Kab. Pasaman Barat 75,98 11,08 0,09 12,85
Kota Padang 90,48 9,30 0,22 -
Kota Solok 86,93 13,04 0,03 -
Kota Sawahlunto 77,63 11,73 0,40 10,25
Kota Padang Panjang 88,41 11,47 0,12 -
Kota Bukit Tinggi 90,11 8,60 - 1,30
Kota Payakumbuh 89,97 9,96 0,07 -
Kota Pariaman 77,35 9,05 0,02 13,58

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.4 Rasio Realisasi Belanja Menurut Jenis Pemerintah Kabupaten/Kota di
Table Provinsi Riau (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of AllRegency/Municipality Governments
in Riau Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota T ELE] Belanja Belanja Tidak Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
m @ @) @ )

Kab. Kuantan Singingi 72,00 12,29 0,01 15,70
Kab. Indragiri Hulu 73,43 11,98 - 14,59
Kab. Indragiri Hilir 75,13 10,83 0,05 13,99
Kab. Pelalawan 76,87 11,65 0,02 11,46
Kab. Siak 72,40 17,33 0,02 10,25
Kab. Kampar 72,12 13,99 - 13,88
Kab. Rokan Hulu 69,25 16,72 0,04 13,98
Kab. Bengkalis 73,35 12,77 0,02 13,86
Kab. Rokan Hilir 73,60 14,51 0,07 11,81
Kab. Kepulauan Meranti 72,20 15,70 0,08 12,02
Kota Pekanbaru 89,25 10,69 0,06 -
Kota Dumai 79,52 20,46 0,02 -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.5 RasioRealisasi Belanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jambi (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Jambi Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer

Operating Capital Unpredicted Transfer

Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
U] @ ® @ )

Kab. Kerinci 61,21 14,80 0,12 23,87
Kab. Merangin 68,51 13,31 - 18,18
Kab. Sarolangun 69,13 14,51 0,07 16,29
Kab. Batang Hari 67,80 19,14 0,30 12,76
Kab. Muaro Jambi 65,92 19,66 - 14,41
Kab. Tanjung Jabung Timur 61,55 26,35 0,04 12,06
Kab. Tanjung Jabung Barat 50,78 36,85 - 12,37
Kab. Tebo 66,33 17,94 0,04 15,68
Kab. Bungo 73,45 11,75 0,02 14,78
Kota Jambi 77,36 22,61 0,03 -
Kota Sungai Penuh 71,02 15,99 0,15 12,85

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.6 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Sumatera Selatan (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Sumatera Selatan Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota "~ Belanja  Belanja  BelanjaTidak  Belanja |
Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
U] @ @) @ )
Kab. Ogan Komering Ulu 66,27 18,46 0,07 15,20
Kab. Ogan Komering Ilir 68,33 17,38 - 14,29
Kab. Muara Enim 57,09 29,96 0,02 12,93
Kab. Lahat 48,48 34,71 0,02 16,80
Kab. Musi Rawas 60,93 24,73 - 14,33
Kab. Musi Banyuasin 65,79 21,37 0,06 12,79
Kab. Banyuasin 70,26 13,89 - 15,85
Kab. OKU Selatan 62,60 16,95 0,15 20,30
Kab. OKU Timur 63,33 19,90 0,01 16,75
Kab. Ogan llir 63,72 20,55 0,03 15,69
Kab. Empat Lawang 58,76 26,26 0,04 14,94
E::q';z:;ﬁ'fbab 61,45 27,89 0,02 10,64
Kab. Musi Rawas Utara 42,33 47,94 0,07 9,66
Kota Palembang 72,90 27,10 - -
Kota Prabumulih 75,35 21,05 0,08 3,53
Kota Pagar Alam 73,47 26,53 - -
Kota Lubuk Linggau 65,58 34,26 0,16 -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.9.7 RasioRealisasi Belanja Menurut Jenis Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Bengkulu (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Bengkulu Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
U] @ e @ )

Kab. Bengkulu Selatan 69,37 14,73 - 15,91
Kab. Rejang Lebong 71,14 13,26 - 15,60
Kab. Bengkulu Utara 63,96 16,88 0,05 19,11
Kab. Kaur 62,50 15,65 - 21,85
Kab. Seluma 67,22 12,81 0,01 19,96
Kab. Mukomuko 60,31 20,94 - 18,76
Kab. Lebong 70,16 14,16 0,05 15,64
Kab. Kepahiang 74,86 8,41 - 16,73
Kab. Bengkulu Tengah 65,38 15,08 0,01 19,53
Kota Bengkulu 87,11 12,89 - -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.9.8 Rasio Realisasi Belanja Menurut Jenis Pemerintah Kabupaten/Kota di
Table Provinsi Lampung (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Lampung Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota m
Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
() @ @ G 6
Kab. Lampung Barat 68,76 14,54 0,18 16,51
Kab. Tanggamus 65,19 13,19 0,32 21,30
Kab. Lampung Selatan 68,43 14,43 0,01 17,13
Kab. Lampung Timur 68,55 13,89 0,21 17,35
Kab. Lampung Tengah 67,67 14,00 0,35 17,98
Kab. Lampung Utara 73,01 7,96 0,09 18,94
Kab. Way Kanan 69,15 9,85 0,11 20,89
Kab. Tulang Bawang 73,34 10,37 0,06 16,23
Kab. Pesawaran 71,89 9,99 0,13 17,99
Kab. Pringsewu 74,58 10,03 0,03 15,36
Kab. Mesuiji 64,03 21,13 - 14,85
Kab. Tulang Bawang Barat 69,93 14,58 0,03 15,47
Kab. Pesisir Barat 69,15 11,35 0,04 19,46
Kota Bandar Lampung 84,82 14,54 0,64 -
Kota Metro 90,04 9,79 0,02 0,15

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.9.9 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Kepulauan Bangka Belitung Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
U] @ ® @ )

Kab. Bangka 75,93 13,18 0,16 10,74
Kab. Belitung 83,51 6,33 - 10,17
Kab. Bangka Barat 76,62 10,99 - 12,39
Kab. Bangka Tengah 78,62 9,74 0,07 11,56
Kab. Bangka Selatan 76,97 11,65 0,10 11,28
Kab. Belitung Timur 77,00 12,34 0,06 10,60
Kota Pangkal Pinang 84,39 15,58 0,02 -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.9.10 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Kepulauan Riau (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Kepulauan Riau Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota T ELE] Belanja Belanja Tidak Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer

Operating Capital Unpredicted Transfer

Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
m @ @) @ 6)

Kab. Karimun 82,09 11,06 0,05 6,80
Kab. Bintan 76,75 13,98 0,10 9,17
Kab. Natuna 73,63 15,72 0,06 10,59
Kab. Lingga 69,22 17,75 0,03 13,01
Kab. Kepulauan Anambas 75,90 12,55 - 11,55
Kota Batam 81,91 18,09 - -
Kota Tanjung Pinang 90,63 9,36 0,01 -0

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.9.11 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Jawa Barat (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Jawa Barat Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
m @ 6 @ )

Kab. Bogor 66,91 17,92 0,30 14,87
Kab. Sukabumi 76,25 8,44 0,30 15,01
Kab. Cianjur 72,84 10,27 0,34 16,55
Kab. Bandung 73,43 14,78 0,23 11,57
Kab. Garut 76,03 8,89 0,07 15,01
Kab. Tasikmalaya 70,30 11,26 0,70 17,75
Kab. Ciamis 73,83 10,51 0,10 15,56
Kab. Kuningan 70,48 11,66 0,32 17,54
Kab. Cirebon 74,00 10,39 0,20 15,40
Kab. Majalengka 72,10 12,96 0,02 14,91
Kab. Sumedang 73,36 12,08 0,04 14,52
Kab. Indramayu 71,74 13,66 0,02 14,59
Kab. Subang 73,42 11,15 0,04 15,40
Kab. Purwakarta 77,48 9,48 - 13,04
Kab. Karawang 73,25 14,81 - 11,94
Kab. Bekasi 69,62 18,62 0,17 11,60
Kab. Bandung Barat 73,83 12,33 0,12 13,73
Kab. Pangandaran 67,25 20,62 0,29 11,83
Kota Bogor 87,28 12,60 0,07 0,05
Kota Sukabumi 93,59 6,15 0,26 -
Kota Bandung 88,94 11,06 - -
Kota Cirebon 91,58 8,03 0,38 -
Kota Bekasi 82,23 16,09 0,06 1,62
Kota Depok 75,36 23,88 0,76 -
Kota Cimahi 93,61 6,37 0,02 -
Kota Tasikmalaya 91,34 8,54 0,12 -
Kota Banjar 85,10 6,39 0,01 8,51

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.9.12 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Jawa Tengah (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Jawa Tengah Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja Belanja I EVERITET Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
U] @ 6 @ )

Kab. Cilacap 72,86 10,98 0,01 16,15
Kab. Banyumas 73,81 11,19 0,01 14,99
Kab. Purbalingga 75,64 4,82 0,02 19,52
Kab. Banjarnegara 69,89 9,97 0,33 19,81
Kab. Kebumen 68,63 8,91 0,01 22,45
Kab. Purworejo 68,28 8,11 - 23,61
Kab. Wonosobo 70,43 10,97 0,01 18,58
Kab. Magelang 66,61 10,45 0,14 22,79
Kab. Boyolali 70,31 11,93 0,04 17,72
Kab. Klaten 67,02 9,61 0,02 23,35
Kab. Sukoharjo 72,71 9,99 0,01 17,29
Kab. Wonogiri 73,08 10,92 - 16,00
Kab. Karanganyar 71,13 13,46 0,09 15,32
Kab. Sragen 73,82 9,80 0,02 16,36
Kab. Grobogan 72,53 11,34 0,42 15,70
Kab. Blora 69,54 13,12 - 17,34
Kab. Rembang 70,71 10,91 - 18,37
Kab. Pati 67,39 9,20 0,03 23,38
Kab. Kudus 73,74 13,29 0,07 12,90
Kab. Jepara 76,82 7,65 0,06 15,47
Kab. Demak 73,02 10,51 - 16,47
Kab. Semarang 74,35 9,94 0,20 15,51
Kab. Temanggung 72,66 7,90 - 19,43
Kab. Kendal 76,16 8,11 0,11 15,62
Kab. Batang 71,82 9,07 0,06 19,04
Kab. Pekalongan 70,10 13,73 0,06 16,11
Kab. Pemalang 77,78 6,47 0,05 15,70
Kab. Tegal 72,09 11,78 0,06 16,08
Kab. Brebes 70,52 13,63 0,01 15,84
Kota Magelang 84,25 15,66 0,09 -
Kota Surakarta 85,13 14,85 0,02 -
Kota Salatiga 89,84 10,12 0,04 -
Kota Semarang 79,86 20,08 0,06 -
Kota Pekalongan 87,96 11,78 0,26 -
Kota Tegal 92,58 7,35 0,07 -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.9.13 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table DI Yogyakarta (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in DI Yogyakarta Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
U] @ @) @ )

Kab. Kulon Progo 78,67 10,58 0,14 10,61
Kab. Bantul 75,40 10,70 0,29 13,61
Kab. Gunung Kidul 77,34 6,82 0,01 15,82
Kab. Sleman 75,67 9,00 0,43 14,90
Kota Yogyakarta 85,62 14,16 0,17 0,05

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.9.14 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Jawa Timur (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Jawa Timur Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

WELTLL G Operasi Modal Terduga Transfer

Regency/Municipaity

Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

U] @) @) ) (5)

Kab. Pacitan 72,80 11,40 0,35 15,44
Kab. Ponorogo 71,76 8,94 0,14 19,17
Kab. Trenggalek 77,77 8,11 0,03 14,08
Kab. Tulungagung 78,95 7,59 0,04 13,42
Kab. Blitar 70,60 14,96 0,18 14,25
Kab. Kediri 70,74 9,46 0,04 19,76
Kab. Malang 70,35 13,15 0,06 16,44
Kab. Lumajang 75,08 8,33 0,16 16,42
Kab. Jember 78,95 7,07 0,03 13,95
Kab. Banyuwangi 71,39 15,91 0,01 12,69
Kab. Bondowoso 77,02 7,47 0,07 15,45
Kab. Situbondo 72,39 14,50 0,03 13,08
Kab. Probolinggo 68,77 10,51 0,08 20,64
Kab. Pasuruan 73,86 8,84 0,18 17,12
Kab. Sidoarjo 74,95 12,72 0,51 11,82
Kab. Mojokerto 64,32 15,86 0,02 19,81
Kab. Jombang 74,25 8,43 0,08 17,24
Kab. Nganjuk 72,06 13,42 0,07 14,45
Kab. Madiun 68,15 12,02 0,12 19,71
Kab. Magetan 72,81 9,59 0,14 17,45
Kab. Ngawi 69,30 12,63 0,03 18,04
Kab. Bojonegoro 54,17 29,54 0,48 15,81
Kab. Tuban 55,99 29,80 0,04 14,17
Kab. Lamongan 68,81 12,09 0,13 18,97
Kab. Gresik 67,49 11,48 0,05 20,98
Kab. Bangkalan 70,19 11,98 0,03 17,80
Kab. Sampang 75,21 8,74 0,01 16,05
Kab. Pamekasan 77,64 6,62 0,59 15,16
Kab. Sumenep 66,46 12,38 0,05 21,11
Kota Kediri 89,85 9,76 0,35 0,04
Kota Blitar 86,22 13,56 0,22 -
Kota Malang 92,17 7,82 0,01 -
Kota Probolinggo 92,57 7,26 0,17 -
Kota Pasuruan 87,72 12,13 0,15 -
Kota Mojokerto 85,62 14,37 0,01 -
Kota Madiun 86,40 13,58 0,02 -
Kota Surabaya 81,02 18,98 0,01 -
Kota Batu 81,13 9,28 0,64 8,95

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.9.15 Rasio Realisasi Belanja Menurut Jenis Pemerintah Kabupaten/Kota di
Table Provinsi Banten (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Banten Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja Belanja R EVERITET Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
U] @ 6 @ )

Kab. Pandeglang 73,15 10,44 0,11 16,30
Kab. Lebak 73,70 8,91 0,62 16,77
Kab. Tangerang 66,95 22,84 0,23 9,98
Kab. Serang 73,50 12,29 0,01 14,20
Kota Tangerang 81,81 18,15 0,04 -
Kota Cilegon 92,52 7,45 0,03 -
Kota Serang 89,70 10,15 0,15 -
Kota Tangerang Selatan 74,70 25,27 0,03 -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Tabel 4.9.16 Rasio Realisasi Belanja Menurut Jenis Pemerintah Kabupaten/Kota di
Table Provinsi Bali (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Bali Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja Belanja ETVERITET Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer

Operating Capital Unpredicted Transfer

Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
m @ 6 @ )

Kab. Jembrana 79,42 10,05 0,01 10,52
Kab. Tabanan 73,21 14,50 0,27 12,01
Kab. Badung 58,81 20,16 0,09 20,94
Kab. Gianyar 72,70 12,64 0,11 14,56
Kab. Klungkung 78,41 7,59 0,59 13,41
Kab. Bangli 74,10 13,43 - 12,48
Kab. Karangasem 72,20 14,07 - 13,73
Kab. Buleleng 80,48 7,61 - 11,90
Kota Denpasar 74,92 16,23 0,08 8,76

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.9.17 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Nusa Tenggara Barat (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Nusa Tenggara Barat Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
m @ e @ )

Kab. Lombok Barat 78,34 8,40 0,07 13,19
Kab. Lombok Tengah 75,59 10,85 0,34 13,23
Kab. Lombok Timur 76,01 9,83 0,19 13,97
Kab. Sumbawa 76,31 9,21 0,22 14,26
Kab. Dompu 79,40 9,28 0,03 11,29
Kab. Bima 75,39 10,24 0,08 14,29
Kab. Sumbawa Barat 57,70 33,72 0,17 8,42
Kab. Lombok Utara 70,03 18,55 0,09 11,33
Kota Mataram 79,95 19,85 - 0,20
Kota Bima 86,71 13,15 0,15 -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.18 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Nusa Tenggara Timur (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Nusa Tenggara Timur Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

WL G Operasi Modal Terduga Transfer

Regency/Municipaity

Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

) @ @) 4 (5)

Kab. Sumba Barat 65,40 21,65 - 12,96
Kab. Sumba Timur 68,07 16,06 - 15,87
Kab. Kupang 66,40 16,82 - 16,78
Kab. Timor Tengah Selatan 68,50 10,62 0,07 20,81
Kab. Timor Tengah Utara 69,87 8,53 0,40 21,20
Kab. Belu 73,75 14,31 - 11,94
Kab. Alor 71,05 10,78 0,02 18,16
Kab. Lembata 68,99 9,37 0,12 21,52
Kab. Flores Timur 65,10 14,54 0,19 20,18
Kab. Sikka 74,61 7,12 0,07 18,20
Kab. Ende 67,02 9,86 - 23,12
Kab. Ngada 59,51 20,23 0,34 19,92
Kab. Manggarai 70,72 12,92 0,05 16,31
Kab. Rote Ndao 67,16 14,52 0,04 18,28
Kab. Manggarai Barat 68,75 15,56 0,10 15,59
Kab. Sumba Tengah 66,22 18,15 - 15,63
Kab. Sumba Barat Daya 64,64 14,00 - 21,37
Kab. Nagekeo 72,95 9,20 0,20 17,65
Kab. Manggarai Timur 62,71 19,35 0,05 17,88
Kab. Sabu Raijua 64,19 20,59 0,01 15,20
Kab. Malaka 65,63 16,32 0,15 17,90
Kota Kupang 84,23 15,48 0,29 -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.9.19 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Kalimantan Barat (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Kalimantan Barat Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja' Belanja Belanja Tidak Belanja

R e Operasi Modal Terduga Transfer

Operating Capital Unpredicted Transfer

Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
m @ 8 @ )

Kab. Sambas 70,32 14,50 0,01 15,17
Kab. Bengkayang 70,38 14,53 - 15,10
Kab. Landak 70,43 12,46 0,19 16,92
Kab. Mempawah 66,19 23,05 0,10 10,66
Kab. Sanggau 70,67 15,10 0,01 14,22
Kab. Ketapang 62,36 23,46 - 14,18
Kab. Sintang 64,06 13,24 0,04 22,66
Kab. Kapuas Hulu 65,05 15,17 0,05 19,74
Kab. Sekadau 70,77 14,39 0,04 14,81
Kab. Melawi 71,49 10,07 0,05 18,40
Kab. Kayong Utara 76,64 11,38 0,16 11,82
Kab. Kubu Raya 76,24 10,42 0,10 13,25
Kota Pontianak 72,16 27,64 0,20 -
Kota Singkawang 82,67 17,33 - -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.20 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Kalimantan Tengah (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Kalimantan Tengah Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja. Belanja Belanja Tidak Belanja

ety M e ety Operasi Modal Terduga Transfer

Operating Capital Unpredicted Transfer

Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
U] @ 6 @ )

Kab. Kotawaringin Barat 63,13 27,42 0,04 9,41
Kab. Kotawaringin Timur 72,33 14,56 0,07 13,04
Kab. Kapuas 57,09 28,99 0,47 13,46
Kab. Barito Selatan 57,80 30,14 0,02 12,04
Kab. Barito Utara - - - -
Kab. Sukamara 57,27 33,28 - 9,44
Kab. Lamandau 67,29 18,63 0,00 14,07
Kab. Seruyan 66,01 20,04 0,07 13,88
Kab. Katingan 62,01 23,58 0,10 14,31
Kab. Pulang Pisau 58,24 28,17 0,14 13,45
Kab. Gunung Mas 67,07 18,18 0,01 14,74
Kab. Barito Timur 69,84 16,41 0,12 13,63
Kab. Murung Raya 61,42 25,32 0,22 13,04
Kota Palangkaraya 77,32 22,53 0,14 0,02

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.21 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Selatan (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Kalimantan Selatan Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja. Belanja Belanja Tidak Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal LECTCES Transfer

Operating Capital Unpredicted Transfer

Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
) @ @) @ )

Kab. Tanah Laut 62,04 27,73 0,03 10,19
Kab. Kotabaru 50,37 32,61 - 17,02
Kab. Banjar 66,78 18,40 0,06 14,77
Kab. Barito Kuala 64,42 21,11 0,02 14,45
Kab. Tapin 63,46 2513 0,01 11,40
Kab. Hulu Sungai Selatan 63,69 24,74 0,15 11,42
Kab. Hulu Sungai Tengah 65,17 22,23 0,03 12,57
Kab. Hulu Sungai Utara 64,17 18,95 0,02 16,85
Kab. Tabalong 57,04 31,15 0,07 11,74
Kab. Tanah Bumbu 46,21 41,77 - 12,02
Kab. Balangan 56,68 29,40 0,04 13,88
Kota Banjarmasin 73,94 25,62 0,05 0,39
Kota Banjarbaru 71,01 28,50 - 0,49

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.22 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Kalimantan Timur (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Kalimantan Timur Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja. Belanja Belanja Tidak Belanja
.. Operasi Modal Terduga Transfer
Regency/Municipaity
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
U] @ 6 @ )

Kab. Paser 54,47 35,85 0,01 9,67
Kab. Kutai Barat 55,55 30,92 0,20 13,33
Kab. Kutai Kartanegara 49,76 41,50 - 8,74
Kab. Kutai Timur 47,45 42,20 - 10,35
Kab. Berau 32,93 59,71 0,09 7,26
Kab. Penajam Paser Utara 55,54 38,90 - 5,56
Kab. Mahakam Ulu 51,54 39,10 0,16 9,19
Kota Balikpapan 63,11 36,59 0,31 -
Kota Samarinda 52,61 47,38 0,01 -
Kota Bontang 66,23 33,75 0,02 -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.9.23 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Utara (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Kalimantan Utara Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Kabupaten/Kota Operasi Modal Terduga Transfer

Regency/Municipaity

Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

(1) (2) (3) (4) (5)

Kab. Malinau 59,46 27,23 0,16 13,15
Kab. Bulungan 60,01 29,60 0,02 10,37
Kab. Tana Tidung 57,10 32,91 - 9,99
Kab. Nunukan 57,70 25,70 0,01 16,59
Kota Tarakan 75,77 24,22 0,02 -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.24 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Sulawesi Utara (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Sulawesi Utara Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Kabupaten/Kota Operasi Modal Terduga Transfer

Regency/Municipaity

Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

(1) ) (3) (4) (5)

Kab. Bolaang Mongondow 71,36 7,62 0,14 20,89
Kab. Minahasa 71,91 8,39 0,30 19,40
Kab. Kepulauan Sangihe 68,77 14,99 0,08 16,17
Kab. Kepulauan Talaud 74,23 6,50 - 19,27
Kab. Minahasa Selatan 70,86 9,78 0,21 19,15
Kab. Minahasa Utara 75,73 9,02 0,32 14,93
LKJi:;aBmaang Mongondow 71,47 9,87 0,02 18,64
:;'aak:;)Kep. Siau Tagulandang 7417 755 0,30 17.98
Kab. Minahasa Tenggara 66,80 10,66 0,55 22,00
EZE ‘tgslaa”g Mongondow 69,37 14,88 0,25 15,50
ifn?jo'aang Mongondow 7514 7,28 0,20 17,37
Kota Manado 84,24 15,76 - -
Kota Bitung 88,52 11,16 0,31 -
Kota Tomohon 88,05 11,30 0,65 -
Kota Kotamobagu 87,01 7,26 - 573

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.9.25 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Sulawesi Tengah (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Sulawesi Tengah Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja. Belanja Belanja Tidak Belanja

Regency/Municipaity Operasi Modal Terduga Transfer

Operating Capital Unpredicted Transfer

Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
U] 2] 8) @ (5)

Kab. Banggai Kepulauan 66,76 16,88 0,03 16,33
Kab. Banggai 64,60 21,83 0,01 13,57
Kab. Morowali 61,12 27,87 - 11,01
Kab. Poso 69,57 16,92 0,23 13,27
Kab. Donggala 68,74 15,99 0,09 15,17
Kab. Toli-Toli 72,54 14,07 0,08 13,32
Kab. Buol 71,00 15,01 0,19 13,80
Kab. Parigi Moutong 71,28 9,82 0,41 18,49
Kab. Tojo Una Una 70,21 15,56 - 14,23
Kab. Sigi 69,77 14,16 0,27 15,81
Kab. Banggai Laut 71,75 14,81 0,05 13,38
Kab. Morowali Utara 65,40 19,89 0,07 14,63
Kota Palu 82,03 17,96 - -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.26 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Sulawesi Selatan (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Sulawesi Selatan Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Kabupaten/Kota Operasi Modal Terduga Transfer

Regency/Municipaity

Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

(1) ) (3) (4) (5)

Kab. Kepulauan Selayar 72,66 14,17 0,53 12,63
Kab. Bulukumba 67,35 21,27 0,02 11,36
Kab. Bantaeng 76,54 14,51 0,10 8,85
Kab. Jeneponto 73,65 14,38 0,12 11,85
Kab. Takalar 76,32 11,38 - 12,30
Kab. Gowa 72,02 16,47 0,05 11,46
Kab. Sinjai 77,69 9,98 0,12 12,21
Kab. Maros 67,20 23,08 0,05 9,67
Kab. Pangkajene Kepulauan 74,09 15,72 0,13 10,06
Kab. Barru 75,23 14,59 0,26 9,91
Kab. Bone 72,06 11,43 0,06 16,45
Kab. Soppeng 75,59 14,46 0,10 9,85
Kab. Wajo 70,75 16,28 0,16 12,80
Kab. Sidenreng Rappang 75,63 13,59 0,16 10,61
Kab. Pinrang 71,88 14,61 0,15 13,36
Kab. Enrekang 74,85 12,15 0,03 12,98
Kab. Luwu 66,75 17,09 0,08 16,09
Kab. Tana Toraja 69,10 17,37 0,07 13,45
Kab. Luwu Utara 72,06 9,76 0,30 17,88
Kab. Luwu Timur 65,28 16,36 0,03 18,33
Kab. Toraja Utara 70,32 15,23 0,04 14,41
Kota Makassar 82,66 17,32 0,02 -
Kota Pare-pare 89,67 10,33 0,01 -
Kota Palopo 89,22 10,78 - -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.9.27 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Sulawesi Tenggara (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Sulawesi Tenggara Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Kabupaten/Kota Belanja' Belanja Belanja Tidak Belanja

R e Operasi Modal Terduga Transfer

Operating Capital Unpredicted Transfer

Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure
m @ 8 @ )

Kab. Buton 68,77 17,38 - 13,86
Kab. Muna 81,42 12,26 - 6,32
Kab. Konawe 69,20 12,83 0,34 17,63
Kab. Kolaka 63,16 24,60 0,74 11,50
Kab. Konawe Selatan 61,38 18,56 0,37 19,69
Kab. Bombana 70,97 15,74 0,08 13,21
Kab. Wakatobi 68,16 19,37 - 12,47
Kab. Kolaka Utara 66,59 16,60 0,11 16,70
Kab. Buton Utara 67,47 17,49 0,14 14,90
Kab. Konawe Utara 51,54 36,84 0,97 10,66
Kab. Kolaka Timur 69,30 14,39 0,59 15,73
Kab. Konawe Kepulauan 54,67 29,96 0,15 15,23
Kab. Muna Barat 69,24 14,20 0,71 15,85
Kab. Buton Tengah 66,06 19,53 - 14,41
Kab. Buton Selatan 66,40 20,45 0,07 13,07
Kota Kendari 81,18 18,79 0,03 -
Kota Bau-bau 83,18 16,82 - -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.28 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Gorontalo (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Gorontalo Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja
Operasi Modal Terduga Transfer

Kabupaten/Kota
Regency/Municipaity
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

1) 2) 3) (4) (5)

Kab. Boalemo 74,38 10,86 - 14,76
Kab. Gorontalo 71,11 12,07 0,19 16,64
Kab. Pohuwato 73,76 10,23 0,08 15,93
Kab. Bone Bolango 71,61 11,16 0,11 17,13
Kab. Gorontalo Utara 67,68 13,06 - 19,26
Kota Gorontalo 91,86 8,14 - -

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.9.29 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Sulawesi Barat (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Sulawesi Barat Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Kabupaten/Kota Operasi Modal Terduga Transfer

Regency/Municipaity

Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

(1) ) (3) (4) (5)

Kab. Majene 80,72 7,66 0,15 11,47
Kab. Polewali Mandar 76,51 9,01 0,10 14,38
Kab. Mamasa 71,73 8,04 0,57 19,66
Kab. Mamuju 71,18 16,30 0,01 12,50
Kab. Pasangkayu 66,11 21,35 0,06 12,48
Kab. Mamuju Tengah 67,25 19,95 0,07 12,74

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.30 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Maluku (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Maluku Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja
Operasi Modal LECUTCE Transfer

Kabupaten/Kota
Regency/Municipaity
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

U] @) @) ) ()

Kab. Kepulauan Tanimbar 71,51 13,53 0,06 14,91
Kab. Maluku Tenggara 68,28 11,27 0,23 20,21
Kab. Maluku Tengah 72,65 11,67 0,09 15,59
Kab. Buru 68,93 13,11 0,12 17,84
Kab. Kepulauan Aru 70,20 11,01 0,07 18,73
Kab. Seram Bagian Barat 72,42 12,04 - 15,54
Kab. Seram Bagian Timur 68,41 9,55 - 22,05
Kab. Maluku Barat Daya 63,07 17,88 0,10 18,95
Kab. Buru Selatan 73,23 10,06 0,54 16,17
Kota Ambon 81,76 10,50 1,12 6,62
Kota Tual 74,29 16,22 0,23 9,26

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.9.31 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Maluku Utara (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Maluku Utara Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Kabupaten/Kota Operasi Modal Terduga Transfer

Regency/Municipaity

Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

(1) ) 3) (4) (5)

Kab. Halmahera Barat 67,04 13,75 0,60 18,61
Kab. Halmahera Tengah 58,43 31,10 0,24 10,24
Kab. Kepulauan Sula 68,23 18,32 0,11 13,35
Kab. Halmahera Selatan 55,75 28,02 0,16 16,06
Kab. Halmahera Utara 67,16 14,47 0,19 18,18
Kab. Halmahera Timur 55,19 31,62 0,16 13,03
Kab. Pulau Morotai 60,57 24,95 0,29 14,20
Kab. Pulau Taliabu 60,42 27,14 0,16 12,28
Kota Ternate 87,06 12,84 0,11 0,00
Kota Tidore Kepulauan 73,17 16,57 0,38 9,88

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.32 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Papua Barat (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Papua Barat Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Rt Rot Operasi Modal Terduga Transfer

Regency/Municipaity

Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

(1) ) 3) (4) (5)

Kab. Fak Fak 65,85 19,61 0,83 13,71
Kab. Kaimana 72,06 15,53 0,43 11,98
Kab. Teluk Wondama 66,48 21,08 0,62 11,81
Kab. Teluk Bintuni 55,04 39,41 0,58 4,97
Kab. Manokwari 73,81 12,01 0,14 14,03
Kab. Manokwari Selatan 56,02 29,59 2,36 12,03
Kab. Pegunungan Arfak 64,91 17,71 - 17,37

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.9.33 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua Barat Daya (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Papua Barat Daya Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Kabupaten/Kota Operasi Modal Terduga Transfer

Regency/Municipaity

Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

1) ) 3) (4) (5)

Kab. Raja Ampat 71,24 16,48 0,38 11,89
Kab. Sorong 66,29 18,58 0,11 15,02
Kab. Sorong Selatan 69,92 18,37 0,07 11,65
Kab. Maybrat 54,96 20,57 0,17 24,30
Kab. Tambrauw 59,73 18,51 0,52 21,24
Kota Sorong 77,11 22,58 0,07 0,24

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.34 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Papua (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Papua Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Kabupaten/Kota Operasi Modal Terduga Transfer

Regency/Municipaity

Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

(1) ) 3) (4) (5)

Kab. Jayapura 74,01 12,65 0,25 13,09
Kab. Kepulauan Yapen 70,16 13,44 0,03 16,37
Kab. Biak Numfor 69,42 11,65 0,23 18,70
Kab. Sarmi 68,61 16,44 0,70 14,25
Kab. Keerom 67,02 17,66 1,30 14,02
Kab. Waropen 74,15 10,32 0,92 14,61
Kab. Supiori 72,11 18,37 0,01 9,51
Kab. Mamberamo Raya 71,77 20,60 0,07 7,56
Kota Jayapura 80,28 10,83 0,16 8,74

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.9.35 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Papua Selatan (persen), 2024
Expenditure Realization Ratioby Type of All Regency/Municipality Governments
in Papua Selatan Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

G ELES Belanja Belanja Tidak G ELES

LR G Operasi Modal Terduga Transfer

Regency/Municipaity

Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

) @) @) Q) (5)

Kab. Merauke 67,06 19,47 - 13,46
Kab. Boven Digoel 68,12 17,20 0,04 14,64
Kab. Mappi 65,59 22,27 - 12,15
Kab. Asmat 63,18 18,59 0,24 17,99

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.9.36 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Papua Tengah (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Papua Tengah Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja
Operasi Modal Terduga Transfer

Kabupaten/Kota
Regency/Municipaity
Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

(1) 2) 3) (4) (5)

Kab. Mimika 61,62 32,09 0,11 6,19
Kab. Dogiyai 67,27 20,98 0,39 11,36
Kab. Deiyai 71,09 17,31 0,93 10,67
Kab. Nabire 69,16 16,97 4,45 9,42
Kab. Paniai 72,47 9,74 0,29 17,50
Kab. Intan Jaya 68,89 16,89 0,92 13,31
Kab. Puncak 67,71 14,08 1,61 16,59
Kab. Puncak Jaya 60,82 14,89 2,90 21,40

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
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Tabel 4.9.37 RasioRealisasiBelanja MenurutJenis Pemerintah Kabupaten/Kota diProvinsi
Table Papua Pegunungan (persen), 2024
Expenditure Realization Ratio by Type of All Regency/Municipality Governments
in Papua Pegunungan Province (percent), 2024

Rasio/Ratio

Belanja Belanja Belanja Tidak Belanja

Kabupaten/Kota Operasi Modal Terduga Transfer

Regency/Municipaity

Operating Capital Unpredicted Transfer
Expenditure Expenditure Expenditure Expenditure

(1) (2) (3) (4) (5)

Kab. Nduga 53,03 22,76 5,98 18,24
Kab. Jayawijaya 67,74 9,51 0,11 22,65
Kab. Lanny Jaya 52,86 24,27 0,64 22,23
Kab. Tolikara 52,76 30,29 - 16,95
Kab. Mamberamo Tengah 66,59 21,34 0,57 11,50
Kab. Yalimo 59,16 17,33 - 23,50
Kab. Yahukimo 58,02 18,43 0,09 23,46
Kab. Pegunungan Bintang 57,23 22,42 0,65 19,70

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Tabel 4.10.1 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh
Table (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in Aceh
Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

a @ 6 @ 6
Kab. Simeulue 32,05 25,60 10,41 20,31
Kab. Aceh Singkil 28,49 29,29 18,52 21,20
Kab. Aceh Selatan 24,74 27,36 23,53 23,37
Kab. Aceh Tenggara 27,02 25,52 16,96 18,40
Kab. Aceh Timur 27,32 27,81 20,92 22,20
Kab. Aceh Tengah 24,29 28,10 24,09 22,10
Kab. Aceh Barat 20,74 23,90 18,14 19,97
Kab. Aceh Besar 22,15 22,90 16,04 16,58
Kab. Pidie 22,28 24,32 23,44 24,71
Kab. Bireuen 26,29 29,33 21,59 22,31
Kab. Aceh Utara 26,20 32,46 12,96 18,65
Kab. Aceh Barat Daya 23,29 24,11 23,08 27,20
Kab. Gayo Lues 20,96 22,21 15,12 16,28
Kab. Aceh Tamiang 24,96 28,77 20,57 20,04
Kab. Nagan Raya 22,52 24,34 19,11 19,49
Kab. Aceh Jaya 23,02 26,02 22,29 23,04
Kab. Bener Meriah 24,61 24,56 21,44 20,63
Kab. Pidie Jaya 20,78 21,15 22,30 25,85
Kota Banda Aceh 22,63 23,41 24,82 24,38
Kota Sabang 17,77 20,95 21,22 22,73
Kota Langsa 22,75 21,77 31,50 34,22
Kota Lhokseumawe 27,76 30,69 12,34 15,70
Kota Subulussalam 27,34 24,01 17,62 22,68

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.1

Rasio/Ratio

Belanja Ekonomi

Belanja Perumahan dan
Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
U] © Ul ® ©

Kab. Simeulue 7,80 11,72 0,88 1,72
Kab. Aceh Singkil 12,82 11,52 1,85 1,08
Kab. Aceh Selatan 11,43 12,45 2,19 2,17
Kab. Aceh Tenggara 9,61 9,11 1,42 1,75
Kab. Aceh Timur 7,34 10,03 1,75 1,58
Kab. Aceh Tengah 9,72 10,11 2,19 1,92
Kab. Aceh Barat 19,53 16,08 2,67 2,42
Kab. Aceh Besar 9,35 8,13 2,18 2,23
Kab. Pidie 7,71 9,70 1,84 1,81
Kab. Bireuen 8,07 7,13 1,42 1,36
Kab. Aceh Utara 6,46 8,91 1,38 1,45
Kab. Aceh Barat Daya 11,82 10,80 2,03 1,27
Kab. Gayo Lues 16,56 16,91 3,45 2,84
Kab. Aceh Tamiang 11,56 6,89 0,99 0,77
Kab. Nagan Raya 13,52 12,87 1,68 2,13
Kab. Aceh Jaya 12,47 14,36 2,24 1,90
Kab. Bener Meriah 9,95 10,25 1,73 1,01
Kab. Pidie Jaya 12,47 10,21 3,21 4,23
Kota Banda Aceh 10,46 11,30 2,56 2,38
Kota Sabang 10,79 9,54 5,19 4,78
Kota Langsa 7,08 4,71 1,35 0,90
Kota Lhokseumawe 10,68 7,99 3,24 2,74
Kota Subulussalam 8,86 13,10 2,29 1,32

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.2 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Utara (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Sumatera Utara Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6 @ )
Kab. Nias 22,52 23,49 23,77 18,79
Kab. Mandailing Natal 2941 36,04 13,20 16,73
Kab. Tapanuli Selatan 26,44 28,68 17,68 17,06
Kab. Tapanuli Tengah 30,90 31,20 20,49 21,80
Kab. Tapanuli Utara 30,60 34,91 21,13 22,61
Kab. Toba 26,44 25,80 17,05 18,86
Kab. Labuhanbatu 29,17 31,02 25,56 24,70
Kab. Asahan 29,08 28,05 15,67 16,40
Kab. Simalungun 32,13 33,77 15,42 16,08
Kab. Dairi 33,06 38,02 17,77 18,84
Kab. Karo 31,23 30,31 14,16 14,84
Kab. Deli Serdang 45,06 30,88 11,47 15,61
Kab. Langkat 39,14 30,72 14,03 16,87
Kab. Nias Selatan 27,26 29,30 7,84 8,33
Kab. Humbang Hasundutan 30,32 33,17 16,33 18,27
Kab. Pakpak Bharat 22,68 22,23 15,16 15,51
Kab. Samosir 27,65 27,87 17,95 18,51
Kab. Serdang Bedagai 32,28 36,69 12,75 14,97
Kab. Batu Bara 29,61 30,02 13,26 14,73
Kab. Padang Lawas Utara 24,45 26,43 15,45 15,90
Kab. Padang Lawas 31,51 29,04 15,11 17,27
Kab. Labuhanbatu Selatan 27,83 31,89 13,28 16,89
Kab. Labuhanbatu Utara 33,23 33,77 15,02 18,16
Kab. Nias Utara 27,57 18,77 11,32 10,63
Kab. Nias Barat 34,16 28,79 9,76 27,83
Kota Sibolga 20,14 23,76 31,29 24,47
Kota Tanjung Balai 24,01 22,73 23,76 22,46
Kota Pematang Siantar 26,34 22,53 19,79 22,50
Kota Tebing Tinggi 28,69 28,29 23,24 21,99
Kota Medan 22,81 21,14 15,32 16,28
Kota Binjai 29,20 30,84 22,00 23,76
Kota Padang Sidempuan 25,72 27,57 19,82 20,84
Kota Gunungsitoli 32,75 30,03 10,83 13,24

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.2

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum
Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
U] © Ul ® o

Kab. Nias 11,79 14,82 5,36 4,03
Kab. Mandailing Natal 7,19 7,39 1,89 1,43
Kab. Tapanuli Selatan 17,07 12,81 6,42 2,83
Kab. Tapanuli Tengah 7,56 8,73 3,10 2,15
Kab. Tapanuli Utara 8,19 7,37 2,60 2,06
Kab. Toba 12,78 9,90 1,46 1,63
Kab. Labuhanbatu 8,91 8,82 1,42 1,45
Kab. Asahan 13,04 16,80 2,10 1,52
Kab. Simalungun 11,94 11,87 2,17 1,68
Kab. Dairi 10,26 8,16 2,47 1,72
Kab. Karo 13,62 12,16 2,29 1,38
Kab. Deli Serdang 12,97 14,39 4,93 5,84
Kab. Langkat 7,27 7,78 1,94 3,01
Kab. Nias Selatan 7,50 6,56 1,25 1,51
Kab. Humbang Hasundutan 11,92 12,11 2,79 1,51
Kab. Pakpak Bharat 19,95 22,93 4,59 3,27
Kab. Samosir 13,66 11,37 3,50 2,06
Kab. Serdang Bedagai 12,45 8,37 2,21 1,71
Kab. Batu Bara 12,23 13,18 2,20 1,86
Kab. Padang Lawas Utara 7,72 9,78 3,30 1,32
Kab. Padang Lawas 10,22 9,64 2,59 0,90
Kab. Labuhanbatu Selatan 19,45 15,10 1,98 1,23
Kab. Labuhanbatu Utara 13,46 10,13 1,52 1,31
Kab. Nias Utara 11,92 11,64 2,89 3,28
Kab. Nias Barat 16,84 9,68 3,78 1,98
Kota Sibolga 10,35 11,63 3,62 1,96
Kota Tanjung Balai 10,20 14,67 5,04 5,24
Kota Pematang Siantar 12,48 12,09 4,40 4,67
Kota Tebing Tinggi 10,88 14,02 5,60 2,13
Kota Medan 31,75 26,78 2,61 4,56
Kota Binjai 9,56 9,16 542 4,38
Kota Padang Sidempuan 8,15 9,56 3,63 2,81
Kota Gunungsitoli 11,98 14,56 3,13 2,73

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.3 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Barat (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Sumatera Barat Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6] @ 6
Kab. Kepulauan Mentawai 23,80 25,85 13,32 12,68
Kab. Pesisir Selatan 37,29 39,90 18,31 20,56
Kab. Solok 37,28 36,73 15,26 15,61
Kab. Sijunjung 34,67 34,77 17,05 20,24
Kab. Tanah Datar 32,79 35,31 19,50 24,51
Kab. Padang Pariaman 35,65 40,15 17,42 19,01
Kab. Agam 38,88 40,19 18,55 19,50
Kab. Lima Puluh Kota 42,69 41,60 17,96 18,31
Kab. Pasaman 36,08 36,82 22,73 23,80
Kab. Solok Selatan 28,17 26,59 21,17 21,60
Kab. Dharmasraya 29,72 31,88 24,40 24,10
Kab. Pasaman Barat 45,06 36,76 18,43 19,29
Kota Padang 34,41 35,55 16,04 15,52
Kota Solok 25,12 24,96 18,32 19,69
Kota Sawahlunto 21,32 23,00 26,64 21,41
Kota Padang Panjang 23,76 20,96 27,09 28,00
Kota Bukit Tinggi 25,03 28,06 17,06 16,65
Kota Payakumbuh 26,97 26,64 26,63 27,06
Kota Pariaman 24,22 23,69 20,75 17,70

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.3

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum
Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
U] ®) U] ® &)

Kab. Kepulauan Mentawai 20,30 21,62 3,39 4,03
Kab. Pesisir Selatan 10,61 9,17 1,60 1,13
Kab. Solok 11,95 11,78 2,09 2,33
Kab. Sijunjung 12,67 12,13 2,88 2,94
Kab. Tanah Datar 14,92 10,25 0,99 1,01
Kab. Padang Pariaman 13,19 11,1 0,78 0,89
Kab. Agam 10,71 8,62 1,07 1,25
Kab. Lima Puluh Kota 9,31 10,71 1,07 0,93
Kab. Pasaman 8,53 8,47 1,97 1,77
Kab. Solok Selatan 12,77 14,43 3,43 3,23
Kab. Dharmasraya 10,69 12,20 1,87 1,62
Kab. Pasaman Barat 9,98 10,09 2,92 1,32
Kota Padang 12,82 12,72 3,73 3,54
Kota Solok 15,50 11,99 3,97 3,88
Kota Sawahlunto 12,54 14,63 3,47 4,11
Kota Padang Panjang 11,68 11,65 4,11 3,92
Kota Bukit Tinggi 10,25 10,70 2,76 2,86
Kota Payakumbuh 12,65 11,38 2,78 3,26
Kota Pariaman 10,10 13,48 4,40 4,26

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.4 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Table (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in Riau
Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

) @ ) @ )
Kab. Kuantan Singingi 29,29 24,68 17,60 17,32
Kab. Indragiri Hulu 31,01 33,68 16,61 17,69
Kab. Indragiri Hilir 31,55 33,54 16,91 17,52
Kab. Pelalawan 34,31 33,44 12,34 12,50
Kab. Siak 27,87 27,26 14,70 15,75
Kab. Kampar 33,86 36,94 16,72 16,03
Kab. Rokan Hulu 34,05 28,88 12,31 16,15
Kab. Bengkalis 24,86 23,61 15,61 18,69
Kab. Rokan Hilir 29,39 30,25 12,16 12,99
Kab. Kepulauan Meranti 27,32 26,56 20,85 16,74
Kota Pekanbaru 27,27 27,76 13,50 13,93
Kota Dumai 23,35 20,76 20,43 19,90

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.4

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] © U] ® o
Kab. Kuantan Singingi 11,38 18,13 3,78 6,86
Kab. Indragiri Hulu 12,92 8,98 1,54 1,80
Kab. Indragiri Hilir 11,51 7,81 2,67 3,10
Kab. Pelalawan 13,65 13,30 2,71 3,73
Kab. Siak 20,32 21,12 3,40 3,69
Kab. Kampar 12,69 10,84 3,46 1,90
Kab. Rokan Hulu 15,55 12,86 4,53 6,47
Kab. Bengkalis 17,64 15,13 4,29 5,26
Kab. Rokan Hilir 16,83 17,07 4,15 4,23
Kab. Kepulauan Meranti 12,83 17,87 2,18 4,26
Kota Pekanbaru 17,26 13,62 552 8,92
Kota Dumai 23,66 26,41 3,37 3,54

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.5 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Table (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Jambi Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6 @ )
Kab. Kerinci 27,10 28,12 10,37 11,80
Kab. Merangin 30,89 33,93 16,13 18,74
Kab. Sarolangun 20,20 26,15 16,77 19,08
Kab. Batang Hari 27,57 28,98 14,49 13,70
Kab. Muaro Jambi 31,56 29,22 16,35 17,58
Kab. Tanjung Jabung Timur 25,77 25,29 13,79 15,00
Kab. Tanjung Jabung Barat 19,64 23,27 13,75 15,91
Kab. Tebo 27,82 26,47 16,19 15,48
Kab. Bungo 23,86 27,21 20,63 19,33
Kota Jambi 22,46 26,46 18,26 20,10
Kota Sungai Penuh 19,48 18,60 20,56 22,47

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.5

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

) © Ul ® o
Kab. Kerinci 14,49 13,88 0,87 1,27
Kab. Merangin 11,32 9,31 1,76 1,94
Kab. Sarolangun 15,86 12,66 2,09 2,48
Kab. Batang Hari 14,68 19,07 2,82 0,90
Kab. Muaro Jambi 11,74 12,59 4,85 3,62
Kab. Tanjung Jabung Timur 22,94 19,52 3,90 4,59
Kab. Tanjung Jabung Barat 25,76 18,60 10,59 9,70
Kab. Tebo 11,92 14,63 4,89 5,66
Kab. Bungo 16,07 9,42 2,90 2,80
Kota Jambi 19,58 15,70 3,36 3,53
Kota Sungai Penuh 16,94 18,06 4,57 3,09

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.6 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sumatera Selatan (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Sumatera Selatan Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U} @ ) @ )
Kab. Ogan Komering Ulu 22,32 30,13 14,57 19,73
Kab. Ogan Komering llir 30,74 36,24 11,76 16,51
Kab. Muara Enim 21,41 23,49 15,42 19,43
Kab. Lahat 18,29 20,64 13,46 19,99
Kab. Musi Rawas 22,38 24,23 12,71 16,19
Kab. Musi Banyuasin 25,17 22,62 16,47 17,91
Kab. Banyuasin 35,42 36,00 13,44 16,42
Kab. OKU Selatan 20,06 23,71 10,79 11,79
Kab. OKU Timur 25,48 29,36 16,17 20,62
Kab. Ogan llir 29,58 29,25 11,76 14,37
Kab. Empat Lawang 21,44 24,67 15,70 20,95
:Tiz:b. Penukal Abab Lematang 21,05 2118 11 13.79
Kab. Musi Rawas Utara 16,28 22,71 10,66 13,87
Kota Palembang 26,89 30,42 16,89 15,27
Kota Prabumulih 19,02 20,50 20,37 21,32
Kota Pagar Alam 20,77 20,78 14,21 18,22
Kota Lubuk Linggau 19,34 25,85 13,47 15,98

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.6

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum
Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
) ©) [l ® ©

Kab. Ogan Komering Ulu 20,71 9,74 4,00 2,36
Kab. Ogan Komering llir 22,31 9,41 4,35 4,99
Kab. Muara Enim 24,24 15,37 5,94 3,39
Kab. Lahat 26,99 20,54 7,58 4,77
Kab. Musi Rawas 26,81 17,83 4,78 4,98
Kab. Musi Banyuasin 23,16 20,31 3,64 391
Kab. Banyuasin 13,72 10,67 1,61 1,18
Kab. OKU Selatan 14,23 9,94 2,14 2,69
Kab. OKU Timur 21,53 12,43 4,59 3,62
Kab. Ogan llir 17,99 9,24 2,73 2,34
Kab. Empat Lawang 25,81 12,58 2,63 1,32
:Tiarb. Penukal Abab Lematang 27,78 2086 877 777
Kab. Musi Rawas Utara 41,57 26,64 3,57 3,55
Kota Palembang 17,57 14,44 8,19 4,70
Kota Prabumulih 18,14 10,99 4,00 4,94
Kota Pagar Alam 18,47 17,48 7,80 10,17
Kota Lubuk Linggau 25,40 18,56 10,80 5,42

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.7 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Bengkulu (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Bengkulu Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U} @ ) @ )
Kab. Bengkulu Selatan 26,68 26,08 15,33 18,93
Kab. Rejang Lebong 26,20 25,91 19,65 21,29
Kab. Bengkulu Utara 28,84 27,74 12,34 17,36
Kab. Kaur 24,47 26,36 19,38 14,53
Kab. Seluma 25,65 27,35 18,19 15,83
Kab. Mukomuko 25,20 25,51 18,77 16,93
Kab. Lebong 23,36 22,34 19,16 18,96
Kab. Kepahiang 23,46 22,35 22,26 25,72
Kab. Bengkulu Tengah 23,49 21,49 12,51 15,54
Kota Bengkulu 28,89 29,09 21,68 18,44

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.7

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] © Ul ® o
Kab. Bengkulu Selatan 15,22 12,18 1,47 1,83
Kab. Rejang Lebong 13,05 10,74 0,82 1,67
Kab. Bengkulu Utara 10,07 9,41 1,12 1,97
Kab. Kaur 11,68 12,54 1,19 1,61
Kab. Seluma 9,29 14,89 2,45 2,58
Kab. Mukomuko 15,15 15,31 1,32 2,22
Kab. Lebong 12,04 12,15 1,88 2,38
Kab. Kepahiang 8,05 11,15 1,07 2,48
Kab. Bengkulu Tengah 12,20 13,99 3,77 3,93
Kota Bengkulu 11,02 11,59 4,36 2,44

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.8 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Lampung (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Lampung Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ &) @ 6
Kab. Lampung Barat 25,17 30,22 14,77 18,79
Kab. Tanggamus 32,29 35,80 13,03 14,15
Kab. Lampung Selatan 29,20 26,37 18,30 18,48
Kab. Lampung Timur 35,74 37,43 13,75 14,05
Kab. Lampung Tengah 39,99 40,59 11,81 12,62
Kab. Lampung Utara 36,33 33,13 12,58 13,20
Kab. Way Kanan 21,58 32,13 10,10 12,97
Kab. Tulang Bawang 26,79 26,40 16,85 18,23
Kab. Pesawaran 34,11 30,01 12,04 13,47
Kab. Pringsewu 33,62 32,06 17,86 19,24
Kab. Mesuiji 29,09 29,28 23,06 20,16
Kab. Tulang Bawang Barat 30,81 27,70 10,86 10,70
Kab. Pesisir Barat 28,96 23,75 11,98 12,58
Kota Bandar Lampung 26,49 24,37 17,12 15,66
Kota Metro 20,61 20,80 37,94 38,17

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.8

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum
Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
m © U] ® ©

Kab. Lampung Barat 15,01 10,07 0,70 1,15
Kab. Tanggamus 12,08 7,74 0,74 1,21
Kab. Lampung Selatan 13,17 13,99 2,14 2,90
Kab. Lampung Timur 14,08 10,44 1,38 1,54
Kab. Lampung Tengah 9,34 7,66 1,89 2,38
Kab. Lampung Utara 9,96 12,75 1,07 2,09
Kab. Way Kanan 11,35 12,99 0,90 1,26
Kab. Tulang Bawang 13,10 13,07 1,11 1,72
Kab. Pesawaran 11,73 12,06 2,47 4,16
Kab. Pringsewu 11,10 10,78 1,21 1,98
Kab. Mesuiji 12,01 12,57 1,97 2,17
Kab. Tulang Bawang Barat 16,91 20,94 2,28 2,37
Kab. Pesisir Barat 10,61 17,93 1,19 1,73
Kota Bandar Lampung 17,04 15,23 513 3,64
Kota Metro 11,28 12,60 1,63 2,19

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.9 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Kepulauan Bangka Belitung Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6 @ )
Kab. Bangka 27,39 33,81 23,27 22,83
Kab. Belitung 23,64 26,76 25,11 24,05
Kab. Bangka Barat 28,80 23,82 20,02 26,15
Kab. Bangka Tengah 29,34 29,05 20,11 22,38
Kab. Bangka Selatan 27,85 31,03 21,51 21,63
Kab. Belitung Timur 26,49 26,78 21,28 22,63
Kota Pangkal Pinang 23,50 26,18 26,54 23,22

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.9

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m © U] ® ©
Kab. Bangka 12,82 7,32 1,73 1,71
Kab. Belitung 11,73 10,09 2,00 2,53
Kab. Bangka Barat 11,69 11,30 2,06 3,51
Kab. Bangka Tengah 11,75 10,82 2,87 2,55
Kab. Bangka Selatan 10,88 8,37 1,47 2,74
Kab. Belitung Timur 14,75 11,68 2,27 2,94
Kota Pangkal Pinang 11,59 8,63 1,78 2,92

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.10 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kepulauan Riau (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Kepulauan Riau Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6 @ )
Kab. Karimun 28,64 28,79 18,15 19,36
Kab. Bintan 24,54 23,04 17,37 20,09
Kab. Natuna 20,16 23,20 19,28 18,25
Kab. Lingga 26,72 26,08 14,88 15,08
Kab. Kepulauan Anambas 24,78 23,99 20,24 17,51
Kota Batam 30,14 29,65 13,80 13,60
Kota Tanjung Pinang 27,94 26,45 21,02 22,08

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.10

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

) © Ul ® o
Kab. Karimun 17,70 16,84 2,44 2,44
Kab. Bintan 13,49 14,57 4,76 4,42
Kab. Natuna 13,34 15,98 4,70 5,37
Kab. Lingga 14,73 14,07 4,93 3,73
Kab. Kepulauan Anambas 13,23 14,64 1,89 542
Kota Batam 14,82 12,20 5,20 5,77
Kota Tanjung Pinang 12,75 14,10 3,09 4,46

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.11 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Table Barat (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Barat Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

0] @ 6) @ )
Kab. Bogor 30,07 27,12 22,78 22,14
Kab. Sukabumi 31,11 29,59 21,03 20,58
Kab. Cianjur 34,44 35,15 22,32 25,86
Kab. Bandung 32,28 24,29 20,08 21,89
Kab. Garut 34,37 40,57 19,30 20,27
Kab. Tasikmalaya 49,17 38,36 16,75 19,35
Kab. Ciamis 38,25 36,43 18,86 19,54
Kab. Kuningan 39,03 40,06 13,98 18,20
Kab. Cirebon 35,29 33,92 21,20 20,01
Kab. Majalengka 36,13 35,35 23,48 24,34
Kab. Sumedang 34,47 33,30 19,68 21,99
Kab. Indramayu 29,50 31,72 21,92 22,08
Kab. Subang 36,12 22,25 12,19 19,22
Kab. Purwakarta 29,45 29,52 18,48 18,92
Kab. Karawang 26,01 26,26 20,89 19,11
Kab. Bekasi 29,83 31,42 17,04 12,78
Kab. Bandung Barat 34,81 31,79 16,21 17,55
Kab. Pangandaran 30,89 26,14 19,22 21,75
Kota Bogor 25,97 23,51 23,48 21,50
Kota Sukabumi 21,04 20,90 38,58 40,02
Kota Bandung 25,65 25,98 23,38 20,53
Kota Cirebon 25,50 24,68 37,05 36,81
Kota Bekasi 28,28 30,26 21,65 18,25
Kota Depok 24,77 27,66 17,94 16,78
Kota Cimahi 25,56 26,08 25,12 23,42
Kota Tasikmalaya 30,59 29,44 24,67 25,47
Kota Banjar 25,13 25,83 30,81 32,92

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.11

Rasio/Ratio

Belanja Ekonomi

Belanja Perumahan dan
Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
U] © Ul ® o

Kab. Bogor 9,82 11,61 2,00 2,21
Kab. Sukabumi 13,15 12,53 2,39 3,04
Kab. Cianjur 9,72 8,13 3,21 2,72
Kab. Bandung 13,94 14,99 3,95 4,04
Kab. Garut 8,92 7,35 2,31 2,28
Kab. Tasikmalaya 9,00 6,67 1,25 1,28
Kab. Ciamis 10,54 7,56 2,02 1,73
Kab. Kuningan 11,66 6,91 2,78 2,45
Kab. Cirebon 10,49 10,05 2,23 1,48
Kab. Majalengka 9,98 6,80 1,48 1,56
Kab. Sumedang 8,90 7,10 2,08 1,74
Kab. Indramayu 13,25 9,27 3,00 3,05
Kab. Subang 12,62 14,88 2,00 1,64
Kab. Purwakarta 11,56 9,14 4,58 4,52
Kab. Karawang 15,28 14,71 6,07 6,30
Kab. Bekasi 17,75 16,44 4,39 5,49
Kab. Bandung Barat 11,89 11,31 1,64 1,70
Kab. Pangandaran 14,51 18,22 1,54 1,09
Kota Bogor 11,98 11,98 7,19 6,48
Kota Sukabumi 8,27 6,69 1,92 2,63
Kota Bandung 11,54 12,09 5,64 5,24
Kota Cirebon 9,38 8,55 2,08 3,22
Kota Bekasi 13,80 15,98 3,55 3,42
Kota Depok 14,55 12,33 12,23 7,56
Kota Cimahi 11,01 11,58 4,15 3,95
Kota Tasikmalaya 12,97 10,81 2,30 2,26
Kota Banjar 8,00 7,72 4,65 2,10

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.12 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Table Tengah (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Tengah Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m @ ) @ )
Kab. Cilacap 35,66 34,21 21,34 20,26
Kab. Banyumas 45,51 35,88 23,76 23,47
Kab. Purbalingga 37,25 36,10 19,64 20,01
Kab. Banjarnegara 35,93 33,85 20,86 22,09
Kab. Kebumen 34,67 35,31 18,59 17,61
Kab. Purworejo 29,48 28,45 19,66 22,95
Kab. Wonosobo 32,49 32,45 17,43 20,14
Kab. Magelang 29,95 30,44 21,29 21,77
Kab. Boyolali 29,72 28,85 22,81 23,33
Kab. Klaten 30,05 33,39 14,56 15,40
Kab. Sukoharjo 29,27 30,55 18,13 19,67
Kab. Wonogiri 39,17 39,87 20,86 21,39
Kab. Karanganyar 34,65 34,97 16,49 17,77
Kab. Sragen 32,14 34,63 23,88 23,25
Kab. Grobogan 79,77 35,32 4,06 21,23
Kab. Blora 33,76 30,46 21,78 21,13
Kab. Rembang 33,21 28,74 23,08 20,10
Kab. Pati 33,77 33,65 18,86 18,77
Kab. Kudus 26,55 25,58 24,39 25,98
Kab. Jepara 36,46 37,62 20,38 21,17
Kab. Demak 30,69 31,76 21,08 22,69
Kab. Semarang 32,12 32,46 22,85 22,76
Kab. Temanggung 33,83 35,11 20,55 20,21
Kab. Kendal 34,83 33,48 19,29 21,94
Kab. Batang 32,92 34,24 19,21 17,80
Kab. Pekalongan 30,14 32,28 27,38 27,74
Kab. Pemalang 40,38 40,67 18,28 18,18
Kab. Tegal 34,93 34,94 20,22 18,81
Kab. Brebes 34,50 37,02 19,89 20,61
Kota Magelang 18,46 20,47 41,69 33,33
Kota Surakarta 7,12 29,65 10,65 20,83
Kota Salatiga 24,00 23,51 29,02 29,79
Kota Semarang 22,88 17,88 19,85 18,16
Kota Pekalongan 24,50 23,64 25,09 26,22
Kota Tegal 27,20 27,96 33,75 31,87

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.12

Rasio/Ratio

Belanja Ekonomi

Belanja Perumahan dan
Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
m © o @® o

Kab. Cilacap 10,82 12,00 1,93 1,77
Kab. Banyumas 8,36 8,48 2,00 1,58
Kab. Purbalingga 717 8,77 1,40 0,95
Kab. Banjarnegara 6,86 9,05 1,99 2,30
Kab. Kebumen 8,22 7,03 1,40 0,86
Kab. Purworejo 8,52 10,70 1,51 1,12
Kab. Wonosobo 11,31 8,14 2,32 1,99
Kab. Magelang 9,15 6,86 1,62 1,10
Kab. Boyolali 12,25 12,18 2,02 1,66
Kab. Klaten 13,45 12,76 1,60 1,59
Kab. Sukoharjo 12,22 10,60 1,40 1,58
Kab. Wonogiri 9,07 7,80 1,18 0,83
Kab. Karanganyar 13,31 11,21 1,51 1,24
Kab. Sragen 9,28 10,24 1,84 1,91
Kab. Grobogan 0,03 10,28 - 1,72
Kab. Blora 8,81 15,84 1,87 1,30
Kab. Rembang 7,94 12,44 0,99 0,81
Kab. Pati 9,79 10,32 1,74 1,37
Kab. Kudus 12,24 10,55 1,95 1,98
Kab. Jepara 9,18 7,82 1,73 1,60
Kab. Demak 12,91 9,71 4,26 3,52
Kab. Semarang 10,77 9,76 2,37 2,18
Kab. Temanggung 7,95 8,58 1,46 0,66
Kab. Kendal 9,34 8,37 2,14 1,89
Kab. Batang 10,05 9,43 2,14 2,46
Kab. Pekalongan 7,82 7,54 1,86 1,47
Kab. Pemalang 7,87 9,55 2,70 1,96
Kab. Tegal 9,68 9,53 1,36 1,38
Kab. Brebes 11,83 12,09 2,43 2,59
Kota Magelang 8,89 12,77 4,09 3,17
Kota Surakarta 11,30 13,84 0,09 2,85
Kota Salatiga 10,95 12,71 6,02 4,73
Kota Semarang 17,11 19,51 8,16 8,23
Kota Pekalongan 14,09 12,51 5,44 5,99
Kota Tegal 8,83 7,33 3,08 2,55

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.13 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DI
Table Yogyakarta (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in DI
Yogyakarta Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m @ &) @ )
Kab. Kulon Progo 30,73 31,68 2341 21,30
Kab. Bantul 30,66 31,40 22,93 20,27
Kab. Gunung Kidul 38,01 35,10 17,15 17,75
Kab. Sleman 30,47 28,48 18,25 17,59
Kota Yogyakarta 28,02 25,37 24,30 20,09

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.13

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

) © Ul ® o
Kab. Kulon Progo 10,77 9,58 1,75 2,24
Kab. Bantul 11,55 9,97 1,48 1,83
Kab. Gunung Kidul 8,11 8,90 0,95 1,38
Kab. Sleman 12,55 14,35 1,72 1,80
Kota Yogyakarta 13,16 15,07 1,85 2,16

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.14 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Table Timur (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in Jawa
Timur Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m @ @) @ ©)
Kab. Pacitan 33,02 33,54 19,21 19,60
Kab. Ponorogo 32,45 32,63 21,55 22,45
Kab. Trenggalek 30,85 31,70 21,35 23,51
Kab. Tulungagung 29,98 32,87 27,94 26,72
Kab. Blitar 32,13 36,68 19,96 19,60
Kab. Kediri 28,28 28,87 23,79 22,83
Kab. Malang 31,06 31,77 17,78 17,87
Kab. Lumajang 29,53 28,62 22,98 22,94
Kab. Jember 34,18 31,94 22,04 22,83
Kab. Banyuwangi 9,56 37,73 6,02 18,31
Kab. Bondowoso 32,12 31,76 20,04 22,15
Kab. Situbondo 38,40 31,88 19,09 19,90
Kab. Probolinggo 29,04 31,49 21,07 21,03
Kab. Pasuruan 28,61 30,97 23,10 25,52
Kab. Sidoarjo 27,74 27,10 28,73 27,09
Kab. Mojokerto 26,47 26,98 18,40 17,57
Kab. Jombang 28,10 2941 23,45 23,92
Kab. Nganjuk 33,05 35,14 20,97 19,83
Kab. Madiun 2542 26,98 22,80 21,14
Kab. Magetan 27,76 29,33 18,83 18,61
Kab. Ngawi 27,17 27,80 17,53 17,60
Kab. Bojonegoro 18,38 21,12 17,81 16,57
Kab. Tuban 25,49 27,77 16,90 17,32
Kab. Lamongan 27,24 30,92 14,21 22,50
Kab. Gresik 27,89 27,43 19,79 19,15
Kab. Bangkalan 30,92 31,28 23,07 23,55
Kab. Sampang 36,23 33,92 24,88 27,37
Kab. Pamekasan 32,57 31,09 22,71 22,86
Kab. Sumenep 26,24 29,02 19,75 20,01
Kota Kediri 21,82 21,97 29,52 29,31
Kota Blitar 40,22 24,38 0,00 26,35
Kota Malang 26,16 27,71 17,31 14,91
Kota Probolinggo 22,77 24,00 29,68 28,86
Kota Pasuruan 23,44 23,55 26,24 25,85
Kota Mojokerto 21,28 23,57 29,24 30,09
Kota Madiun 21,70 21,41 22,24 23,53
Kota Surabaya 21,38 21,12 24,91 22,27
Kota Batu 20,89 22,03 9,29 9,69

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.14

Rasio/Ratio

Belanja Ekonomi

Belanja Perumahan dan
Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
U] © Ul ® o

Kab. Pacitan 10,44 10,53 3,91 3,62
Kab. Ponorogo 7,09 9,18 1,62 1,01
Kab. Trenggalek 11,99 10,62 4,74 3,52
Kab. Tulungagung 9,13 8,90 1,34 1,20
Kab. Blitar 15,05 10,63 2,11 1,55
Kab. Kediri 9,75 10,67 2,14 1,75
Kab. Malang 15,88 16,07 1,90 1,96
Kab. Lumajang 9,75 8,58 2,01 1,88
Kab. Jember 6,55 8,16 5,38 4,55
Kab. Banyuwangi 15,92 12,54 0,69 2,12
Kab. Bondowoso 8,39 9,53 2,39 1,94
Kab. Situbondo 16,15 12,30 2,26 1,75
Kab. Probolinggo 10,74 10,13 1,66 1,36
Kab. Pasuruan 10,20 8,33 2,30 1,24
Kab. Sidoarjo 11,95 12,72 1,14 1,40
Kab. Mojokerto 14,37 9,75 1,48 1,58
Kab. Jombang 11,08 11,15 1,84 1,87
Kab. Nganjuk 13,24 10,85 1,81 1,80
Kab. Madiun 12,50 11,66 1,76 1,97
Kab. Magetan 11,58 11,44 2,19 1,96
Kab. Ngawi 17,55 19,80 1,88 1,47
Kab. Bojonegoro 27,78 26,23 6,93 4,76
Kab. Tuban 23,95 19,48 3,97 2,08
Kab. Lamongan 11,97 9,04 1,72 2,13
Kab. Gresik 12,75 11,93 2,41 2,15
Kab. Bangkalan 10,51 15,40 1,91 0,84
Kab. Sampang 6,60 7,74 1,32 1,11
Kab. Pamekasan 9,85 13,20 2,01 1,48
Kab. Sumenep 13,61 14,02 1,21 1,18
Kota Kediri 13,31 13,83 2,23 2,61
Kota Blitar 0,02 11,66 46,00 2,27
Kota Malang 14,11 14,85 2,15 2,09
Kota Probolinggo 12,69 10,40 1,51 1,91
Kota Pasuruan 13,32 13,88 4,35 4,24
Kota Mojokerto 13,64 11,40 1,94 1,96
Kota Madiun 17,45 16,26 4,95 448
Kota Surabaya 19,36 23,26 2,62 4,26
Kota Batu 17,49 16,29 4,82 5,73

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.15 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Table (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Banten Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6] @ )
Kab. Pandeglang 42,40 44,97 16,05 16,23
Kab. Lebak 40,76 41,12 17,52 18,60
Kab. Tangerang 25,72 26,06 20,72 21,95
Kab. Serang 33,49 32,22 18,57 19,00
Kota Tangerang 29,58 26,74 18,32 18,12
Kota Cilegon 26,01 25,02 22,19 20,50
Kota Serang 37,79 36,49 11,78 12,48
Kota Tangerang Selatan 19,97 22,05 17,31 17,56

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.15

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 pLip2 2025
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Kab. Pandeglang 7,01 6,29 1,59 1,09
Kab. Lebak 9,21 5,65 1,46 1,41
Kab. Tangerang 13,29 13,47 4,21 3,46
Kab. Serang 13,49 10,59 2,25 2,39
Kota Tangerang 18,96 16,91 2,09 2,32
Kota Cilegon 10,33 13,52 3,29 3,24
Kota Serang 11,87 12,40 3,45 3,04
Kota Tangerang Selatan 25,07 24,58 9,69 10,22

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.16 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Table (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in Bali
Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m @ 6 @ ©)
Kab. Jembrana 24,08 27,07 21,29 21,52
Kab. Tabanan 24,22 24,83 22,25 26,25
Kab. Badung 15,92 20,84 10,56 14,16
Kab. Gianyar 19,29 21,83 19,63 18,19
Kab. Klungkung 26,94 26,54 26,15 27,60
Kab. Bangli 27,67 26,82 23,26 22,50
Kab. Karangasem 33,36 37,73 20,09 21,30
Kab. Buleleng 35,58 34,41 23,57 22,83
Kota Denpasar 24,97 26,13 15,34 14,11

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.16

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] © Ul ® o
Kab. Jembrana 17,50 13,32 0,99 1,51
Kab. Tabanan 20,63 14,73 0,83 1,30
Kab. Badung 23,02 21,27 2,32 3,45
Kab. Gianyar 18,76 21,62 6,56 6,14
Kab. Klungkung 10,54 10,38 0,87 1,41
Kab. Bangli 10,26 8,15 1,84 2,07
Kab. Karangasem 12,44 7,31 1,53 1,68
Kab. Buleleng 9,00 7,49 1,11 1,23
Kota Denpasar 14,74 16,73 5,48 4,98

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.17 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Table Tenggara Barat (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in Nusa
Tenggara Barat Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ €) @ )
Kab. Lombok Barat 32,47 30,25 24,70 24,39
Kab. Lombok Tengah 36,89 35,48 21,11 20,94
Kab. Lombok Timur 37,34 35,50 22,85 22,85
Kab. Sumbawa 33,55 32,56 20,33 20,94
Kab. Dompu 29,39 32,23 20,17 21,61
Kab. Bima 34,94 37,74 14,95 18,94
Kab. Sumbawa Barat 18,86 26,86 13,49 15,73
Kab. Lombok Utara 25,00 24,19 17,44 19,22
Kota Mataram 19,38 24,79 14,35 27,09
Kota Bima 27,81 23,87 18,95 32,11

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.17

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

pLip2 2025 2024 2025

U] ©) Ul ® o
Kab. Lombok Barat 7,51 9,29 2,63 3,40
Kab. Lombok Tengah 9,60 11,65 3,92 3,94
Kab. Lombok Timur 11,43 12,53 1,50 2,02
Kab. Sumbawa 10,83 12,50 2,73 2,23
Kab. Dompu 13,88 10,30 4,14 4,09
Kab. Bima 12,28 11,37 2,45 1,99
Kab. Sumbawa Barat 32,39 17,91 3,26 6,25
Kab. Lombok Utara 14,82 10,98 5,24 4,89
Kota Mataram 11,97 14,21 6,10 4,73
Kota Bima 13,71 13,06 3,14 3,09

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.18 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa
Table Tenggara Timur (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in Nusa
Tenggara Timur Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

) @ 6} @ )
Kab. Sumba Barat 20,73 22,27 22,84 22,30
Kab. Sumba Timur 23,18 24,64 17,53 17,43
Kab. Kupang 28,55 32,69 19,30 16,16
Kab. Timor Tengah Selatan 31,87 35,41 16,37 14,95
Kab. Timor Tengah Utara 21,64 29,36 11,37 18,71
Kab. Belu 27,07 28,58 24,01 20,33
Kab. Alor 27,93 30,25 20,12 20,27
Kab. Lembata 24,90 25,58 17,68 19,28
Kab. Flores Timur 29,56 31,38 22,81 21,68
Kab. Sikka 29,33 27,86 22,43 23,05
Kab. Ende 28,55 31,92 18,24 17,35
Kab. Ngada 23,19 27,02 27,02 24,19
Kab. Manggarai 35,15 35,81 21,95 20,65
Kab. Rote Ndao 31,22 33,01 15,48 15,36
Kab. Manggarai Barat 21,67 26,42 20,27 21,29
Kab. Sumba Tengah 22,47 22,07 16,23 19,05
Kab. Sumba Barat Daya 29,94 32,40 12,95 15,57
Kab. Nagekeo 31,89 30,47 19,45 20,43
Kab. Manggarai Timur 32,96 33,88 23,87 26,07
Kab. Sabu Raijua 26,16 28,00 14,24 20,00
Kab. Malaka 24,01 25,54 18,80 19,35
Kota Kupang 32,13 31,51 18,65 16,60

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.18

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum
Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
U] © Ul ® o

Kab. Sumba Barat 14,94 12,29 3,08 2,71
Kab. Sumba Timur 13,21 12,08 3,71 3,34
Kab. Kupang 14,71 12,24 3,17 3,70
Kab. Timor Tengah Selatan 9,45 9,69 1,64 1,85
Kab. Timor Tengah Utara 8,89 7,19 2,16 2,81
Kab. Belu 11,89 12,16 2,23 2,20
Kab. Alor 10,47 8,32 3,15 1,75
Kab. Lembata 10,13 8,92 3,27 2,34
Kab. Flores Timur 8,41 7,51 1,41 2,34
Kab. Sikka 8,18 7,16 0,93 1,78
Kab. Ende 9,55 9,78 1,59 1,60
Kab. Ngada 9,50 10,15 1,21 1,96
Kab. Manggarai 10,22 13,19 1,11 1,73
Kab. Rote Ndao 13,73 11,04 1,76 1,47
Kab. Manggarai Barat 17,56 12,83 2,83 2,35
Kab. Sumba Tengah 19,69 18,32 3,53 3,57
Kab. Sumba Barat Daya 14,04 10,09 2,73 4,11
Kab. Nagekeo 7,21 13,98 2,99 2,81
Kab. Manggarai Timur 9,87 7,44 2,04 2,33
Kab. Sabu Raijua 18,07 12,44 3,24 3,22
Kab. Malaka 9,59 9,24 5,60 1,92
Kota Kupang 13,10 13,45 2,80 3,48

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.19 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Barat (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Barat Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi LUTELET Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m @ ) @ )
Kab. Sambas 28,27 23,30 22,64 23,22
Kab. Bengkayang 31,49 31,66 20,61 21,89
Kab. Landak 29,26 29,73 18,53 17,72
Kab. Mempawah 26,51 27,04 19,58 21,23
Kab. Sanggau 29,87 34,73 16,62 18,26
Kab. Ketapang 27,09 28,29 14,34 14,19
Kab. Sintang 30,15 29,25 17,66 18,72
Kab. Kapuas Hulu 26,10 27,11 13,99 16,87
Kab. Sekadau 29,36 30,31 16,21 19,10
Kab. Melawi 29,50 27,37 12,58 11,19
Kab. Kayong Utara 24,24 25,81 20,49 21,36
Kab. Kubu Raya 30,01 27,56 14,32 20,65
Kota Pontianak 24,15 23,81 20,15 21,69
Kota Singkawang 25,36 27,24 30,01 29,84

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.19

Rasio/Ratio

Belanja Ekonomi

Belanja Perumahan dan
Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
U] © Ul ® ©

Kab. Sambas 14,46 22,25 2,66 4,18
Kab. Bengkayang 12,19 11,24 2,28 2,62
Kab. Landak 13,92 9,91 2,48 2,21
Kab. Mempawah 15,10 14,10 10,00 6,10
Kab. Sanggau 13,66 10,49 6,45 4,95
Kab. Ketapang 16,64 15,98 6,86 5,97
Kab. Sintang 10,98 11,49 1,98 2,36
Kab. Kapuas Hulu 17,69 15,64 2,07 1,67
Kab. Sekadau 14,36 15,06 5,24 5,20
Kab. Melawi 14,73 22,22 2,56 2,27
Kab. Kayong Utara 15,95 14,86 3,82 3,78
Kab. Kubu Raya 12,57 11,22 11,03 8,67
Kota Pontianak 18,90 18,03 12,08 11,50
Kota Singkawang 12,17 12,81 5,71 5,95

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.20 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Tengah (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Tengah Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6 @ 6
Kab. Kotawaringin Barat 18,09 22,71 22,20 23,11
Kab. Kotawaringin Timur 26,91 28,56 26,37 24,01
Kab. Kapuas 24,17 23,52 12,16 15,68
Kab. Barito Selatan 19,62 19,93 12,52 13,02
Kab. Barito Utara 0,00 21,12 - 14,28
Kab. Sukamara 20,95 25,60 11,96 13,83
Kab. Lamandau 21,08 21,71 14,67 16,15
Kab. Seruyan 21,74 20,33 13,50 17,23
Kab. Katingan 22,88 22,88 22,75 19,43
Kab. Pulang Pisau 16,62 21,46 11,72 18,80
Kab. Gunung Mas 26,57 27,51 14,99 17,77
Kab. Barito Timur 22,42 22,34 12,99 13,88
Kab. Murung Raya 21,30 20,99 15,54 12,44
Kota Palangkaraya 27,49 27,16 14,92 15,52

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.20

Rasio/Ratio

Belanja Ekonomi

Belanja Perumahan dan
Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
U] © Ul ® o

Kab. Kotawaringin Barat 21,77 16,37 2,86 5,70
Kab. Kotawaringin Timur 13,00 14,21 1,09 1,81
Kab. Kapuas 26,35 24,69 2,64 2,78
Kab. Barito Selatan 23,57 26,49 6,90 5,88
Kab. Barito Utara 0,00 19,74 - 8,13
Kab. Sukamara 27,01 17,34 5,81 6,01
Kab. Lamandau 18,05 16,81 2,59 2,60
Kab. Seruyan 21,11 17,08 2,30 2,32
Kab. Katingan 11,30 11,98 2,88 2,42
Kab. Pulang Pisau 32,02 24,38 3,98 3,25
Kab. Gunung Mas 16,04 12,94 3,40 3,74
Kab. Barito Timur 21,52 15,25 1,59 2,91
Kab. Murung Raya 15,62 18,28 4,37 3,70
Kota Palangkaraya 16,96 17,91 8,13 6,98

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.21 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Selatan (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Selatan Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

) @ 6} @ )
Kab. Tanah Laut 24,25 26,87 16,32 14,63
Kab. Kotabaru 15,28 19,42 11,73 10,90
Kab. Banjar 32,22 24,08 20,37 22,12
Kab. Barito Kuala 28,94 29,31 13,99 17,57
Kab. Tapin 23,56 20,56 12,75 12,23
Kab. Hulu Sungai Selatan 19,03 20,68 24,25 24,72
Kab. Hulu Sungai Tengah 23,97 22,07 29,71 25,74
Kab. Hulu Sungai Utara 22,49 20,69 24,19 28,70
Kab. Tabalong 17,74 18,46 13,05 12,83
Kab. Tanah Bumbu 20,17 22,89 9,31 12,35
Kab. Balangan 16,90 17,05 10,95 8,35
Kota Banjarmasin 26,02 31,82 20,62 17,08
Kota Banjarbaru 16,57 20,87 20,41 22,20

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.21

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum
Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
U] ®) U] ® o

Kab. Tanah Laut 26,09 19,89 5,30 3,76
Kab. Kotabaru 24,39 27,34 4,46 3,77
Kab. Banjar 15,87 14,93 3,51 2,54
Kab. Barito Kuala 17,53 14,61 5,27 4,51
Kab. Tapin 26,17 25,44 5,88 3,95
Kab. Hulu Sungai Selatan 20,25 18,91 2,99 2,25
Kab. Hulu Sungai Tengah 12,79 17,73 1,82 3,80
Kab. Hulu Sungai Utara 11,22 13,63 317 1,63
Kab. Tabalong 24,34 24,65 9,96 6,71
Kab. Tanah Bumbu 31,11 23,38 8,89 5,60
Kab. Balangan 29,89 33,21 7,00 527
Kota Banjarmasin 18,57 17,70 2,59 2,41
Kota Banjarbaru 22,89 21,92 717 6,17

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.22 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Timur (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Timur Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6) @ )
Kab. Paser 17,26 20,25 12,40 14,68
Kab. Kutai Barat 17,25 22,71 14,56 16,07
Kab. Kutai Kartanegara 19,44 20,24 14,27 15,52
Kab. Kutai Timur 26,55 23,77 6,87 8,02
Kab. Berau 14,56 14,75 9,02 10,88
Kab. Penajam Paser Utara 19,82 21,03 16,48 15,11
Kab. Mahakam Ulu 10,05 12,91 7,82 5,90
Kota Balikpapan 24,55 25,00 12,69 14,37
Kota Samarinda 17,47 20,83 9,68 9,19
Kota Bontang 19,56 18,59 15,18 14,34

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.22

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] © Ul ® ©
Kab. Paser 34,11 28,99 8,22 8,36
Kab. Kutai Barat 28,71 17,92 3,35 2,23
Kab. Kutai Kartanegara 30,12 28,60 7,06 4,65
Kab. Kutai Timur 18,40 21,19 17,62 16,22
Kab. Berau 45,48 43,97 3,76 6,88
Kab. Penajam Paser Utara 21,67 22,41 10,57 9,63
Kab. Mahakam Ulu 39,87 41,75 3,41 3,88
Kota Balikpapan 32,23 29,22 1,74 1,74
Kota Samarinda 43,12 37,64 4,24 5,81
Kota Bontang 25,82 29,68 533 5,16

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.23 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Kalimantan Utara (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Kalimantan Utara Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m @ @) @ ©)
Kab. Malinau 18,22 20,52 11,44 10,49
Kab. Bulungan 19,24 22,39 10,67 15,50
Kab. Tana Tidung 18,27 20,72 10,19 10,55
Kab. Nunukan 16,84 22,54 16,68 16,08
Kota Tarakan 26,47 28,25 12,90 15,45

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.23

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] © Ul ® o
Kab. Malinau 13,93 19,45 3,95 4,49
Kab. Bulungan 13,05 22,45 1,77 3,81
Kab. Tana Tidung 29,99 30,06 2,94 2,69
Kab. Nunukan 22,64 21,48 3,32 2,55
Kota Tarakan 26,40 16,10 5,21 537

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.24 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Utara (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Utara Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
) @ 6} @ )
Kab. Bolaang Mongondow 29,53 30,30 16,01 17,89
Kab. Minahasa 29,21 28,84 16,08 16,51
Kab. Kepulauan Sangihe 16,74 25,74 20,97 24,98
Kab. Kepulauan Talaud 22,09 24,06 17,31 18,88
Kab. Minahasa Selatan 27,57 25,61 12,70 17,03
Kab. Minahasa Utara 34,40 27,32 20,17 19,31
Kab. Bolaang Mongondow 22,23 26,96 1867 19,61
Utara
K'ab. Kep. Siau Tagulandang 2231 22,09 20,70 23,07
Biaro
Kab. Minahasa Tenggara 22,05 21,65 17,51 15,62
Kab. Bol M d
av- olaang longondow 19,34 20,07 16,83 35,30
Selatan
Kab. Bol M d
ab. Bolaang Mongondow 29,98 17,88 13,88 17,99
Timur
Kota Manado 21,81 21,05 14,37 11,30
Kota Bitung 23,96 24,56 18,24 20,00
Kota Tomohon 19,95 19,43 21,30 19,24
Kota Kotamobagu 20,62 19,07 27,21 29,23

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.24

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum
Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
) © Ul ® ©

Kab. Bolaang Mongondow 7,95 9,34 2,37 2,12
Kab. Minahasa 7,82 8,37 1,05 2,50
Kab. Kepulauan Sangihe 7,52 4,28 1,02 1,22
Kab. Kepulauan Talaud 9,28 13,05 0,89 1,01
Kab. Minahasa Selatan 11,10 9,98 1,34 1,74
Kab. Minahasa Utara 9,19 7,80 1,45 2,11
Kab. Bolaang Mongondow 12,39 10,68 205 230
Utara
K?b. Kep. Siau Tagulandang 5.90 595 1,66 1,90
Biaro
Kab. Minahasa Tenggara 6,63 12,47 2,07 3,14
Kab. Bolaang Mongondow 1332 973 8,07 6,99
Selatan
K.ab. Bolaang Mongondow 10,74 1371 165 375
Timur
Kota Manado 14,12 12,65 8,80 15,74
Kota Bitung 9,13 11,63 1,82 1,90
Kota Tomohon 10,58 14,84 2,43 3,66
Kota Kotamobagu 9,69 8,40 2,68 3,10

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.25 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Tengah (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Tengah Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

a @ @) @ ©)
Kab. Banggai Kepulauan 25,59 25,82 18,75 16,44
Kab. Banggai 20,34 21,71 17,53 16,52
Kab. Morowali 19,73 22,88 16,36 17,71
Kab. Poso 24,94 24,69 19,99 21,46
Kab. Donggala 25,13 27,00 14,36 14,92
Kab. Toli-Toli 25,62 26,19 25,75 23,72
Kab. Buol 25,04 29,02 22,72 22,95
Kab. Parigi Moutong 26,77 25,37 18,38 20,54
Kab. Tojo Una Una 23,97 28,22 18,25 19,98
Kab. Sigi 19,85 25,80 14,26 13,45
Kab. Banggai Laut 22,70 24,09 19,45 18,29
Kab. Morowali Utara 17,47 22,37 21,59 19,64
Kota Palu 26,63 29,05 21,43 20,27

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.25

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum
Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 pLip2 2025
m ©) Ul ® ©

Kab. Banggai Kepulauan 12,62 16,39 3,22 3,34
Kab. Banggai 21,57 21,13 2,71 2,18
Kab. Morowali 17,58 19,35 7,41 4,73
Kab. Poso 19,58 14,55 2,00 3,37
Kab. Donggala 14,37 13,88 1,62 2,28
Kab. Toli-Toli 12,17 14,25 2,74 3,21
Kab. Buol 13,59 11,66 1,29 1,52
Kab. Parigi Moutong 10,56 8,41 1,60 1,63
Kab. Tojo Una Una 17,14 12,64 3,13 2,19
Kab. Sigi 18,52 12,82 2,01 2,06
Kab. Banggai Laut 11,39 19,21 2,89 2,91
Kab. Morowali Utara 16,45 17,95 3,38 2,64
Kota Palu 15,83 16,62 5,31 4,17

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.26 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Selatan (persen), 2024 dan 2024
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Selatan Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi LUTELET Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6 @ )
Kab. Kepulauan Selayar 30,83 31,33 20,70 20,30
Kab. Bulukumba 33,98 33,46 21,89 26,70
Kab. Bantaeng 30,45 31,93 29,71 25,48
Kab. Jeneponto 30,53 34,06 29,33 25,61
Kab. Takalar 31,55 30,53 24,46 26,01
Kab. Gowa 33,20 31,94 20,60 20,34
Kab. Sinjai 34,25 33,69 23,52 25,94
Kab. Maros 2945 29,76 22,90 20,75
Kab. Pangkajene Kepulauan 32,50 32,28 21,57 23,03
Kab. Barru 31,68 32,67 22,79 23,33
Kab. Bone 23,34 21,45 19,34 22,81
Kab. Soppeng 33,37 34,03 23,36 23,41
Kab. Wajo 25,51 22,67 23,80 22,75
Kab. Sidenreng Rappang 31,90 32,42 25,17 26,56
Kab. Pinrang 30,88 30,45 24,74 22,93
Kab. Enrekang 34,08 35,76 23,80 20,56
Kab. Luwu 30,77 28,70 22,92 24,92
Kab. Tana Toraja 27,83 30,49 20,07 21,92
Kab. Luwu Utara 30,22 31,83 20,45 19,03
Kab. Luwu Timur 20,20 21,80 24,29 2541
Kab. Toraja Utara 34,77 32,53 18,88 17,57
Kota Makassar 27,23 26,88 13,03 11,86
Kota Pare-pare 21,84 2417 15,75 34,60
Kota Palopo 21,40 22,11 32,24 30,62

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.26

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum
Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
U] © Ul ® o

Kab. Kepulauan Selayar 10,51 13,47 1,66 2,10
Kab. Bulukumba 16,60 9,43 1,74 1,50
Kab. Bantaeng 9,34 9,91 1,94 1,32
Kab. Jeneponto 7,63 6,52 1,30 1,44
Kab. Takalar 10,06 8,25 0,97 1,52
Kab. Gowa 13,97 13,32 0,82 1,13
Kab. Sinjai 11,96 10,55 1,12 1,25
Kab. Maros 13,19 13,22 2,06 1,82
Kab. Pangkajene Kepulauan 9,47 9,83 2,02 1,42
Kab. Barru 12,73 9,41 1,82 1,95
Kab. Bone 11,09 9,54 2,06 2,27
Kab. Soppeng 11,61 11,06 1,35 1,46
Kab. Wajo 10,71 12,70 1,15 1,33
Kab. Sidenreng Rappang 12,03 9,04 1,32 1,29
Kab. Pinrang 12,59 12,19 1,54 2,10
Kab. Enrekang 10,95 3,97 1,15 1,09
Kab. Luwu 12,56 11,89 1,44 1,68
Kab. Tana Toraja 13,00 9,85 0,94 1,17
Kab. Luwu Utara 6,89 11,68 1,28 1,24
Kab. Luwu Timur 16,38 14,29 2,84 2,50
Kab. Toraja Utara 11,12 11,11 1,61 3,62
Kota Makassar 17,33 20,16 2,76 3,01
Kota Pare-pare 8,57 9,99 1,81 1,45
Kota Palopo 15,10 14,26 1,86 2,69

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.27 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Tenggara (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Tenggara Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6] @ )
Kab. Buton 32,06 30,52 19,28 22,04
Kab. Muna 40,18 36,11 20,00 19,64
Kab. Konawe 25,70 25,00 17,50 18,12
Kab. Kolaka 20,68 23,22 20,54 19,75
Kab. Konawe Selatan 20,92 22,42 13,27 15,14
Kab. Bombana 22,48 22,52 16,41 20,38
Kab. Wakatobi 26,57 27,04 19,27 19,33
Kab. Kolaka Utara 18,01 21,41 16,32 20,36
Kab. Buton Utara 25,60 22,17 20,81 34,60
Kab. Konawe Utara 18,53 20,01 10,97 11,45
Kab. Kolaka Timur 24,22 21,37 12,62 28,64
Kab. Konawe Kepulauan 17,23 14,51 18,76 36,47
Kab. Muna Barat 24,34 23,28 17,80 17,05
Kab. Buton Tengah 28,44 23,02 15,33 33,23
Kab. Buton Selatan 30,47 32,44 20,05 21,84
Kota Kendari 26,59 25,48 21,76 21,19
Kota Bau-bau 28,85 27,48 22,64 22,90

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.27

Rasio/Ratio

Belanja Ekonomi

Belanja Perumahan dan
Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public
Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget
2024 2025 2024 2025
U] © Ul ® o

Kab. Buton 9,09 11,02 2,51 1,34
Kab. Muna 9,74 9,44 1,85 1,35
Kab. Konawe 9,56 13,02 1,31 1,04
Kab. Kolaka 15,95 13,96 3,63 3,90
Kab. Konawe Selatan 14,03 12,23 2,69 1,82
Kab. Bombana 16,89 16,73 2,42 2,07
Kab. Wakatobi 13,69 14,86 2,16 2,10
Kab. Kolaka Utara 12,75 15,66 3,26 3,51
Kab. Buton Utara 7,91 10,28 3,48 1,65
Kab. Konawe Utara 25,80 14,19 1,97 3,08
Kab. Kolaka Timur 15,40 12,40 2,58 1,28
Kab. Konawe Kepulauan 17,12 13,09 3,90 1,92
Kab. Muna Barat 10,93 17,97 3,05 1,20
Kab. Buton Tengah 13,86 10,21 3,34 1,67
Kab. Buton Selatan 9,17 11,07 1,87 1,00
Kota Kendari 14,59 17,07 3,01 2,70
Kota Bau-bau 13,73 16,03 3,53 2,58

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.28 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Gorontalo (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Gorontalo Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

a @ 6] @ 6
Kab. Boalemo 28,53 29,95 20,18 25,81
Kab. Gorontalo 29,66 29,19 22,49 25,28
Kab. Pohuwato 24,45 24,14 23,17 24,75
Kab. Bone Bolango 24,42 25,94 24,81 27,49
Kab. Gorontalo Utara 30,48 29,67 19,06 20,25
Kota Gorontalo 22,13 23,39 36,49 36,81

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.28

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] © Ul ® o
Kab. Boalemo 13,55 10,39 0,93 1,21
Kab. Gorontalo 11,97 9,14 0,81 0,81
Kab. Pohuwato 11,78 11,65 1,29 1,04
Kab. Bone Bolango 10,36 7,50 1,81 1,06
Kab. Gorontalo Utara 11,00 14,95 0,78 0,68
Kota Gorontalo 9,17 7,93 2,68 2,00

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.29 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Sulawesi Barat (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Sulawesi Barat Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m @ 6 @ )
Kab. Majene 37,33 36,56 20,11 20,86
Kab. Polewali Mandar 33,33 29,81 27,00 27,50
Kab. Mamasa 31,18 32,93 13,23 19,05
Kab. Mamuju 33,81 33,01 18,79 23,83
Kab. Pasangkayu 24,96 24,61 18,60 20,80
Kab. Mamuju Tengah 28,18 29,56 24,16 21,44

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.29

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m © Ul ® o
Kab. Majene 9,71 11,57 1,62 2,34
Kab. Polewali Mandar 4,94 6,77 2,04 1,87
Kab. Mamasa 9,16 9,46 2,50 2,38
Kab. Mamuju 13,18 11,34 1,76 1,12
Kab. Pasangkayu 15,53 18,54 3,70 2,81
Kab. Mamuju Tengah 10,34 10,75 3,10 2,20

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.30 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Maluku (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Maluku Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

) @ 6} @ )
Kab. Kepulauan Tanimbar 17,10 22,92 12,67 16,63
Kab. Maluku Tenggara 20,51 22,18 20,30 19,65
Kab. Maluku Tengah 35,69 34,64 17,45 17,88
Kab. Buru 26,38 27,37 17,73 31,44
Kab. Kepulauan Aru 19,94 29,93 16,07 16,75
Kab. Seram Bagian Barat 33,46 32,37 14,76 15,64
Kab. Seram Bagian Timur 21,72 25,13 18,03 19,20
Kab. Maluku Barat Daya 35,17 20,01 11,20 14,81
Kab. Buru Selatan 17,03 25,51 0,25 18,87
Kota Ambon 33,90 29,69 13,08 14,08
Kota Tual 19,24 23,25 17,55 19,20

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.30

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m ©) Ul ® ©
Kab. Kepulauan Tanimbar 14,22 8,52 1,88 1,92
Kab. Maluku Tenggara 12,50 10,84 0,83 1,97
Kab. Maluku Tengah 10,54 9,00 1,44 1,84
Kab. Buru 12,35 11,20 2,06 2,57
Kab. Kepulauan Aru 15,30 9,59 2,09 0,95
Kab. Seram Bagian Barat 12,27 13,46 1,98 2,81
Kab. Seram Bagian Timur 12,42 8,57 3,01 2,39
Kab. Maluku Barat Daya 18,46 18,93 1,89 4,92
Kab. Buru Selatan 577 12,75 0,73 2,11
Kota Ambon 10,40 13,03 2,51 2,49
Kota Tual 15,15 7,76 1,75 5,79

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.31 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table Maluku Utara (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Maluku Utara Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6] @ )
Kab. Halmahera Barat 512 19,21 4,02 21,99
Kab. Halmahera Tengah 19,99 21,00 13,00 10,11
Kab. Kepulauan Sula 29,41 19,28 15,50 31,55
Kab. Halmahera Selatan 27,85 19,83 21,64 18,25
Kab. Halmahera Utara 23,42 22,53 25,10 23,61
Kab. Halmahera Timur 11,86 19,54 9,82 9,97
Kab. Pulau Morotai 30,16 20,80 12,58 22,12
Kab. Pulau Taliabu 23,07 19,33 8,66 8,28
Kota Ternate 4,77 27,14 3,96 13,40
Kota Tidore Kepulauan 22,66 21,16 17,39 23,95

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025




Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.31

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] © Ul ® o
Kab. Halmahera Barat 14,31 9,76 0,56 1,97
Kab. Halmahera Tengah 20,75 31,73 3,50 7,46
Kab. Kepulauan Sula 15,70 9,33 0,43 0,34
Kab. Halmahera Selatan 14,84 14,48 7,00 4,77
Kab. Halmahera Utara 7,66 8,89 4,17 335
Kab. Halmahera Timur 30,97 32,12 592 8,16
Kab. Pulau Morotai 21,90 9,35 4,60 3,52
Kab. Pulau Taliabu 22,26 17,56 2,72 2,28
Kota Ternate 10,40 13,76 0,94 4,16
Kota Tidore Kepulauan 19,21 15,52 2,04 1,37

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.32 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table Barat (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Papua Barat Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6] @ )
Kab. Fak Fak 23,56 25,17 18,54 16,87
Kab. Kaimana 27,44 24,58 13,93 17,94
Kab. Teluk Wondama 33,27 16,89 9,88 11,35
Kab. Teluk Bintuni 12,34 16,00 9,89 10,91
Kab. Manokwari 25,47 27,36 10,41 14,21
Kab. Manokwari Selatan 15,78 19,66 11,57 12,04
Kab. Pegunungan Arfak 16,79 18,06 7,83 8,71

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.32

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] © Ul ® o
Kab. Fak Fak 13,50 10,18 3,54 3,77
Kab. Kaimana 15,54 13,11 9,70 4,19
Kab. Teluk Wondama 19,64 19,19 3,62 518
Kab. Teluk Bintuni 42,93 32,01 4,46 4,51
Kab. Manokwari 12,56 14,62 3,42 4,26
Kab. Manokwari Selatan 20,84 10,46 4,84 8,98
Kab. Pegunungan Arfak 16,20 17,78 4,73 5,94

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.33 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi
Table PapuaBarat Daya (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Papua Barat Daya Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi LUTELET Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] @ 6) @ )
Kab. Raja Ampat 19,26 21,60 10,63 25,62
Kab. Sorong 19,86 24,39 12,81 20,63
Kab. Sorong Selatan 34,20 28,16 13,28 20,19
Kab. Maybrat 16,65 15,54 9,54 13,19
Kab. Tambrauw 15,86 18,70 11,25 9,90
Kota Sorong 31,34 31,93 21,71 22,62

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.33

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 pLip2 2025

m ©) Ul ® ©
Kab. Raja Ampat 18,84 11,49 4,55 3,21
Kab. Sorong 15,17 8,41 1,88 3,49
Kab. Sorong Selatan 19,49 12,53 0,78 0,92
Kab. Maybrat 13,26 14,65 8,01 9,55
Kab. Tambrauw 18,43 22,89 3,21 2,75
Kota Sorong 12,10 11,01 0,98 1,99

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.34 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Papua Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi LUTELET Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m @ ) @ )
Kab. Jayapura 24,51 26,53 17,26 19,33
Kab. Kepulauan Yapen 25,86 26,94 13,96 17,00
Kab. Biak Numfor 46,00 23,56 11,98 19,81
Kab. Sarmi 17,99 19,24 11,60 12,93
Kab. Keerom 24,94 20,89 11,79 29,13
Kab. Waropen 32,47 14,76 7,34 11,18
Kab. Supiori 20,36 19,90 11,33 11,59
Kab. Mamberamo Raya 9,80 14,06 6,36 10,58
Kota Jayapura 32,81 29,08 117 10,36

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.34

Rasio/Ratio

Belanja Ekonomi

Belanja Perumahan dan
Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] © Ul ® o
Kab. Jayapura 12,35 11,85 2,38 3,22
Kab. Kepulauan Yapen 14,00 11,06 2,47 3,00
Kab. Biak Numfor 11,67 13,50 0,87 1,79
Kab. Sarmi 18,44 17,96 4,15 4,93
Kab. Keerom 16,77 14,51 1,68 2,76
Kab. Waropen 16,89 10,05 1,94 3,44
Kab. Supiori 19,43 16,74 3,48 4,43
Kab. Mamberamo Raya 24,15 22,18 5,38 3,32
Kota Jayapura 9,52 8,24 2,27 2,59

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.35 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table Selatan (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Papua Selatan Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi LUTELET Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m @ ) @ )
Kab. Merauke 33,34 28,20 16,78 18,14
Kab. Boven Digoel 19,77 17,80 14,67 15,54
Kab. Mappi 23,10 23,76 10,71 14,73
Kab. Asmat 18,81 22,32 15,20 15,39

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.35

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] © Ul ® o
Kab. Merauke 17,34 14,40 3,53 3,91
Kab. Boven Digoel 17,02 21,03 3,81 4,27
Kab. Mappi 18,37 19,64 1,76 2,51
Kab. Asmat 13,16 13,29 6,93 3,78

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel
Table

4.10.36 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Tengah (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Papua Tengah Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m @ @) @ ©)
Kab. Mimika 17,88 17,34 13,93 16,86
Kab. Dogiyai 21,64 23,06 11,92 14,02
Kab. Deiyai 21,55 17,24 9,33 9,59
Kab. Nabire 19,43 24,41 20,12 22,09
Kab. Paniai 33,92 20,95 14,63 19,93
Kab. Intan Jaya 10,93 11,80 11,00 12,28
Kab. Puncak 8,04 7,10 13,03 9,71
Kab. Puncak Jaya 8,70 11,76 14,27 13,64

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS
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Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.36

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] © Ul ® ©
Kab. Mimika 25,22 26,00 4,39 6,62
Kab. Dogiyai 15,69 15,94 2,00 1,88
Kab. Deiyai 16,08 18,46 1,89 7,44
Kab. Nabire 16,78 16,39 0,83 1,64
Kab. Paniai 11,13 10,60 1,76 2,37
Kab. Intan Jaya 15,72 15,36 4,13 5,59
Kab. Puncak 10,19 15,66 1,83 4,04
Kab. Puncak Jaya 6,58 13,97 1,73 2,01

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance




Tabel 4.10.37 Rasio Belanja Menurut Fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Table Pegunungan (persen), 2024 dan 2025
Expenditure Ratio by Function of All Regency/Municipality Governments in
Papua Pegunungan Province (percent), 2024 and 2025

Rasio/Ratio

Belanja Pendidikan Belanja Kesehatan
Kabupaten/Kota Education Expenditure Health Expenditure
Regency/Municipaity Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

m @ 5 @ )
Kab. Nduga 5,36 8,02 14,93 13,08
Kab. Jayawijaya 21,11 19,84 17,64 21,27
Kab. Lanny Jaya 19,08 22,60 19,29 11,07
Kab. Tolikara 11,49 13,73 25,83 13,36
Kab. Mamberamo Tengah 15,02 15,08 10,70 11,87
Kab. Yalimo 10,18 15,63 5,95 10,50
Kab. Yahukimo 16,37 16,45 14,67 11,82
Kab. Pegunungan Bintang 10,65 14,64 12,79 13,64

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
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Lanjutan Tabel/Continued Table 4.10.37

Rasio/Ratio

Belanja Perumahan dan

Belanja Ekonomi Fasilitas Umum

Kabupaten/Kota Economy Expenditure Housing and Public

Regency/Municipaity Facilities Expenditure
Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
Realization Budget Realization Budget

2024 2025 2024 2025

U] © Ul ® o
Kab. Nduga 7,77 13,08 2,34 3,00
Kab. Jayawijaya 5,56 6,33 2,01 2,79
Kab. Lanny Jaya 10,80 7,94 1,14 2,21
Kab. Tolikara 10,14 12,66 3,55 4,36
Kab. Mamberamo Tengah 16,14 10,54 7,69 6,22
Kab. Yalimo 10,35 15,50 0,86 4,52
Kab. Yahukimo 12,59 13,23 2,69 3,03
Kab. Pegunungan Bintang 14,67 15,54 2,37 2,87

Sumber/Source : DJPK-Kemenkeu diolah BPS/DJPK-Ministry of Finance processed by BPS

Tabel Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Tables of Regency/Municipality Government Finance
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Konsep dan Definisi Concept and Definition

Realisasi Pendapatan dan Belanja
adalah

perhitungan APBD Provinsi pada tiap

Realization of Revenue and Expenditure

Pemerintah  Provinsi realisasi/ of Provincial Government is the provincial
budget realization for every fiscal year.
tahun anggaran.

1. Pendapatan Daerah 1. Local Revenue
Pendapatan Daerah terdiri dari: Local Revenue consists of:
a. Pendapatan Asli Daerah a. Local Own-Source Revenue
b. Pendapatan Transfer b. Transfer Revenue

¢. Lain - lain Pendapatan yang Sah c. Other Legal Revenue

Pendapatan Asli Daerah
(PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesuai
dengan  peraturan  perundang-
undangan untuk mengumpulkan
dana guna keperluan daerah yang
bersangkutan dalam membiayai
kegiatannya. PAD terdiri dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi
wajib kepada daerah otonom yang
terutang oleh orang pribadi atau
badan

berdasarkan

yang bersifat memaksa
Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan
untuk

keperluan daerah bagi

Local Own-Source Revenue s
revenue that is collected based on
local regulations in accordance
with legislation, to collect funds for
financing local government activities.
It consists of local taxes, retributions,
revenue of local assets management,
and other legal local own-source

revenue.

Local Taxes is  mandatory
contribution that collected based on
the local regulations, without getting
a direct compensation and being
used for regional purpose. Local taxes
divided into two categories: 1) local
tax that set up by local rule, and 2)

state tax that are managed and used

Petunjuk Teknis
Technical Instructions




sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Pajak daerah ini terdiri dari
pajak kendaraan bermotor, bea balik
nama kendaraan bermotor, pajak
bahan bakar kendaraan bermotor,
pajak air permukaan, dan pajak
rokok.

Retribusi Daerah adalah
pendapatan atas pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau
badan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan adalah
pendapatan yang berasal dari
bagian laba yang dibagikan kepada
Pemerintah Daerah (Dividen) atas
penyertaan modal pada BUMN dan
BUMD.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah adalah pendapatan asli
daerah yang tidak termasuk dalam
pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan  hasil  pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pendapatan Transfer  adalah
pendapatan yang berasal dari entitas
pelaporan lain, seperti pemerintah
pusatatau daerah otonom lain dalam

rangka perimbangan keuangan.

by the local government. Local tax
revenue consists of motor vehicle
tax, tax of vehicle ownership transfer,
motor vehicle fuel tax, surface water

tax, and cigarette tax.

Retributions is revenue that collected
based on any services or granting
permissions that are specifically
provided by the local government for

the benefit of an individual or entity.

Revenue of Local  Assets
Management is revenue that derived
from the share of results (Dividens) of
Local Goverments equity participation
in SOEs and ROEs.

Other Legal Local Own-Source
Revenue is the local own-source
revenue of government that is not
included in local taxes, retributions,
and revenue of restricted local assets
management.

Transfer Revenue is the revenue
from other entities report, such as
the central government or other
autonomous regions in the context of

financial balance.
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Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah adalah pendapatan

lainnya dari pemerintah pusat

dan atau dari instansi pusat, serta

dari daerah lainnya. Lain-lain
pendapatan daerah yang sah terdiri
pendapatan hibah, dana darurat,
dana bagi hasil dari provinsi dan
pemerintah daerah lainnya, dana
penyesuaian dan otonomi khusus,
dan bantuan keuangan dari provinsi
atau pemerintah daerah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari:

Belanja Operasi

Belanja Modal

Belanja Tidak Terduga

. Belanja Transfer

BelanjaOperasiadalah pengeluaran

anggaran  kegiatan  sehari-hari
pemerintah daerah yang memberi
manfaat jangka pendek.

BelanjaPegawaiadalah kompensasi
yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada
kepala daerah/wakil kepala daerah,
DPRD,

pimpinan/anggota dan

pegawai ASN.

Belanja Barang dan Jasa adalah
pengeluaran yang digunakan untuk

pembelian/pengadaan barang yang

a n o 9

Other Legal Revenue is other
revenue that coming from the central
government and or from the central
institution, as well as from other local
government. Other legal revenue
consists of grant revenue, emergency
fund revenue, sharing funds from the
province and other local governments,
adjustment and special autonomy
funds, and financial assistance
from the province or other local
governments.
Local Expenditure
Local Expenditure consists of:
Operating Expenditure
Capital Expenditure
Unpredicted Expenditure
Transfer Expenditure
Operating Expenditure is budget
expenditures  for  daily  local
government activities that provide
short-term benefits.
Personnel Expenditure is the
compensation determined in
accordance with the provisions of the
legislation given to regional heads/
vice regional heads, leaders/members
of legislative council (DPRD), and
ASN employees (public servants/
government employees).
Goods and Services Expenditure
is expenditure used for purchasing/

procurement of goods that worth
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nilaimanfaatnya kurangdarisetahun,
dan atau pemakaian jasa dalam
melaksanakan program dan kegiatan
pemerintah  daerah,  termasuk
barang yang akan diserahkan atau
dijual kepada masyarakat atau
pihak ketiga.Pembelian/pengadaan
barang dan jasa yang dimaksud
meliputi bahan pakai habis, bahan/
material, jasa kantor, premi asuransi,
perawatan kendaraan bermotor,
cetak dan penggandaan, sewa
gedung, sewa sarana mobilitas,
sewa alat berat, sewa perlengkapan
dan peralatan kantor, makanan dan
minuman, pakaian dinas dan atribut,
pakaian kerja, pakaian khusus
hari-hari tertentu, perjalanan
dinas, perjalanan pindah tugas,
pemulangan pegawai,pemeliharaan,
jasa konsultasi, lain-lain pengadaan
barang/jasa, dan belanja lainnya
yang sejenis serta pengadaan
barang yang dimaksudkan untuk
diserahkan atau dijual kepada

masyarakat atau pihak ketiga.

Belanja Bunga adalah belanja atas
bunga utang yang dihitung atas
kewajiban pokok utang berdasarkan

perjanjian pinjaman.

Belanja Subsidi adalah belanja

less than a year (non-durable goods),
and or the use of services in carrying
out the programs and activities of
the local government including
goods to be delivered or sold to the
public or third parties. Purchasing/
procurement of the goods and services
include non-durable goods, materials,
office services, insurance premiums,
vehicle maintenance, printing and
copying, building rent, vehicle rent,
heavy equipment rent, leasing of
office supplies and equipment, food
and beverages, uniforms, certain
days uniform, business trip, mutation
trip, returning officers, maintenance,
consulting services, other procurement
of goods/services, and other similar
expenditures as well as procurement
of goods intended to be delivered or

sold to the public or third parties.

Interest Expenditure is expenditure
usedtopaydebtinterestthatcalculated
based on the principal outstanding
under the short term, medium term,
and long-term agreement.

Subsidy Expenditure is expenditure
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yang dianggarkan untuk pemberian
subsidi dari pemerintah daerah
agar harga jual produksi atau jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan sehingga

dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja Hibah adalah belanja yang
dianggarkan  untuk  pemberian
hibah kepada pemerintah pusat,
pemerintah daerah lainnya, badan
usaha milik negara, BUMD, dan/
atau badan dan lembaga, serta
organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib
dan tidak mengikat, serta tidak
secara terus menerus setiap tahun
anggaran, kecuali ditentukan lain
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah
belanja yang dianggarkan untuk
pemberian bantuan berupa uang
dan/atau barang kepada individu,
keluarga,  kelompok  dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak
secara terus menerus dan selektif
yang bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan terjadinya resiko
sosial, kecuali dalam keadaan

tertentu dapat berkelanjutan.

that has been budgeted for the
provision of subsidies from the
regional government so that the
selling price of production or services
is in accordance with the provisions of
laws and regulations so that it can be
affordable by the community

Grant Expenditure is expenditure
that has been budgeted for granting
grants to the central government,
other regional governments, state-
owned enterprises, ROEs, and/
or bodies and institutions, as well
as community organizations with
Indonesian legal entities, which have
been specifically designated, are not
mandatory and not binding, and not
continuously every fiscal year, unless
otherwise specified in accordance with

the provisions of the legislation.

Social Assistance Expenditure is
expenditure that is budgeted for the
provision of assistance in the form of
money and/or goods to individuals,
families, groups and/or communities
that are not continuous and selective
in nature which aims to protect from
the possibility of social risks, except
in certain circumstances it can be

sustainable.
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Belanja Modal adalah pengeluaran
yang digunakan untuk pembelian/
pengadaan atau pembangunan
aset tetap berwujud yang nilai
manfaatnya lebih dari setahun
untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintahan, seperti dalam bentuk
tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan, dan aset tetap lainnya.
Pembentukan aset tersebut secara
rinci meliputi pengadaan tanah,
alat-alat berat, alat-alat angkutan,
alat-alat bengkel, alat-alat pertanian,
peralatan dan perlengkapan kantor,
komputer, meubelair, peralatan
dapur, penghias ruangan, alat-alat
studio, alat-alat komunikasi, alat-
alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-
alat laboratorium, konstruksi jalan,
jembatan, jaringan air, penerangan
jalan, taman dan hutan kota, instalasi
listrik dan telepon, bangunan,
buku/kepustakaan, barang seni,
pengadaan  hewan/ternak  dan
tanaman, serta persenjataan/
keamanan.

Belanja Tidak Terduga adalah
pengeluaranuntukkeperluandarurat
termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Belanja Transfer adalah

pengeluaran uang dari pemerintah

Capital Expenditure is expenditure
used for purchasing/procurement
preparation of tangible fixed assets
whose useful value is more than
a year to be used in government
activities, such as in the form of land,
equipment and machinery, buildings
and structures, roads, irrigation and
networks, and other fixed assets. The
formation of these assets in detail
includes land acquisition, heavy
equipment, transportationequipment,
workshop tools, agricultural
equipment, office equipment and
supplies, computers, furniture, kitchen
utensils, room decorators, studio
equipment, tools -communication
tools, measuring instruments, medical
instruments, laboratory equipment,
road construction, bridges, water
networks, street lighting, parks and
urban forests, electrical and telephone
installations,  buildings, books/
libraries, art goods, procurement
animals/livestock and plants, as well

as weapons/security.

Unpredicted Expenditure is
expenditure used foremergency needs,
including urgent needs that cannot be
predicted in advance.

Transfer Expenditure is expenditure

from the regional government to other

{ statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2024 dan 2025
™ Financial Statistics of Regency/Municipality Goverment 2024 and 2025



daerah kepada pemerintah daerah
lainnya dan/atau dari pemerintah
daerah kepada pemerintah desa.
Belanja Bagi Hasil adalah
pengeluaran uang yang mencakup
pengeluaran bagi hasil pajak daerah
kepada pemerintahan kabupaten/
kota dan desa.

Belanja Bantuan Keuangan adalah
pengeluaran  berupa  bantuan
keuangan yang diberikan kepada
daerah lain dalam rangka kerja sama
daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau
tujuan tertentu lainnya.
Pembiayaan Daerah adalah selisih
antara penerimaan pembiayaan
dengan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan pembiayaan daerah
terdiri dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun anggaran
sebelumnya (SiLPA), pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman  daerah, penerimaan
kembali  pemberian  pinjaman,
penerimaan piutang daerah dan
penerimaan kembali investasi dana
bergulir.

Pengeluaran pembiayaan daerah
terdiri dari pembentukan dana
cadangan,  penyertaan modal

(investasi)  pemerintah  daerah,

regional governments and/or from
the regional government to the village
government.

Revenue Sharing Expenditure
is regional tax revenue sharing to
regency/municipality and  village

governments.

Financial Assistance Expenditure
is expenditures to other regions in
the context of regional cooperation,
financial ability improvement equity,

and/or other certain objectives.

Local Financing is the difference
between local financing revenue and
local financing expenditure.

Local Financing Revenue consists
of Last Fiscal Year Budget Surplus,
Reserved Fund Disbursement, Revenue
of Restricted Local Assets Sales, Local
Government Revenue from Loan, Local
Government Revenue from Lending,
Local Government from regional
debt, and return of revolving fund

investment.

Local Financing  Expenditure
consists of Establishment of Reserved
Fund, Equity (Investment) of Local

Government, Principal Repayment,
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pembayaran pokok utang, dan

pemberian pinjaman daerah.

Metode Penghitungan Indikator
Rumus perhitunganindikator mengacu
pada Mahmudi (2019).

Tingkat Penyerapan Pendapatan
Penyerapan pendapatan merupakan
gambaran keberhasilan pemerintah
dalam  merealisasikan  anggaran
pendapatan. Tingkat penyerapan
pendapatan dapat dihitung

menggunakan rumus sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan 2023
Anggaran Pendapatan 2023

x 100 %

2. Tingkat Penyerapan Belanja

Penyerapan  belanja  merupakan
gambaran keberhasilan pemerintah
dalam  merealisasikan  anggaran
belanja. Tingkat penyerapan belanja
dapat dihitung menggunakan rumus

sebagai berikut:

Realisasi Belanja 2023 J—
Anggaran Belanja 20237 = 77

Expenditure Realization 2023

and Local Lending.

Indicator Calculation Method

The indicator calculation formula refers
to Mahmudi (2019).

Revenue Absorption Rate

Revenue absorption is an illustration of
the government’s success in realizing the
revenue budget. The revenue absorption
rate can be calculated using the following

formula:

Revenue Realization 2023
Revenue Budget 2023

x 100 %

2. Expenditure Absorption Rate

Expenditure absorption shows the
government’s success in realizing the
expenditure budget. The expenditure
absorption rate can be calculated using

the following formula:

nr

— A
X 1uv

Expenditure Budget 2023
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3. Rasio Penerimaan Pajak

Rasio penerimaan pajak dihitung
berdasarkan perbandingan antara
realisasi penerimaan pajak terhadap
total pendapatan. Rasio ini dapat
menunjukkan kontribusi pajak dalam

pendapatan suatu daerah. Rasio ini

Tax Revenue Ratio
The tax revenue ratio is calculated by
comparing the realization of tax revenue
to total revenue. This ratio can show
the contribution of tax to the revenue
of a region. This ratio is formulated as

follows:

dirumuskan sebagai berikut:

100 % Tax Revenue Realization 2023 100
X
Reveruz Realization 2023+ 100 %

Realisasi Penerimaan Pajak 2023
Realisasi Pendapatan 2023

4., Derajat Desentralisasi 4. Degree of Decentralization

Derajat desentralisasi dihitung
berdasarkan perbandingan antara
jumlah Pendapatan Asli Daerah
dengan total penerimaan daerah.
Rasio ini menunjukkan  derajat
kontribusi PAD  terhadap total
penerimaan daerah. Semakin tinggi
kontribusi PAD maka semakin tinggi
kemampuan  pemerintah  daerah
dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi PAD 2023

Realisasi Pendapatan 2023~ 100 %

The degree of decentralization is
calculated by comparing the amount of
original regional income and the total
regional revenue. This ratio shows the
degree of PAD contribution to the total
regional revenue. The higher the PAD
contribution, the higher the regional
government’s ability to implement
decentralization. This ratio is formulated

as follows:

PAD Realization 2023
Revenue Realization 2023

x 100 %
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5.

Rasio Kemandirian
kemandirian
dihitung

Rasio keuangan

daerah dengan cara
membandingkan jumlah penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan
jumlah pendapatan transfer. Semakin
tinggi angka rasio ini menunjukkan
pemerintah daerah semakin tinggi
kemandirian

keuangan daerahnya.

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi PAD 2023
Realisasi Transfer 2023

x 100 %

Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan
cara membandingkan jumlah realisasi
penerimaan PAD dibagi dengan jumlah
anggaran PAD. Semakin tinggi angka
rasio ini menunjukkan pemerintah
daerah semakin efektif pengelolaan
PAD-nya. Rasio ini dirumuskan sebagai

berikut:

Realisasi PAD 2023
Anggaran PAD 2023

00%

Independence Ratio
The regional financial independence
ratio is calculated by comparing the
amount of Regional Original Income
divided by the amount of transfer
income. The higher the ratio, the higher
the regional government’s financial
independence. This ratio is formulated

as follows:

PAD Realization 2023

x 100 %

Transfer Realization 2023

6. PAD Effectiveness Ratio

The PAD effectiveness ratio is calculated
by comparing the amount of PAD
revenue readlization divided by the
amount of the PAD budget. The higher
the ratio, the more effective the local
government manages its PAD. This ratio

is formulated as follows:

PAD Realization 2023
PAD Budget 2023

x 1002
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7.

Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak
Rasio efektivitas penerimaan pajak
dihitung dengan caramembandingkan
jumlah realisasi penerimaan pajak
dibagi

penerimaan pajak. Semakin tinggi

dengan jumlah anggaran

angka rasio ini  menunjukkan
pemerintah daerah semakin efektif
dalam penerimaan pajak. Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan Pajak 2023

x 100 %

Anggaran Penerimaan Pajek 2023

8. Rasio Belanja terhadap Pendapatan

Rasio belanja terhadap pendapatan
dihitung dengan caramembandingkan
jumlah realisasi belanja  daerah
dibagi dengan jumlah pendapatan
daerah. Semakin tinggi angka rasio
ini menunjukkan semakin sehat

pengelolaan  belanja  pemerintah

daerah berdasarkan kapasitas
pendapatannya. Rasio ini dirumuskan

sebagai berikut:

Realisasi Belanja 2023 o
Realisasi Pendapatan 2023~

X

7. Tax Revenue Effectiveness Ratio

The tax revenue effectiveness ratio is
calculated by comparing the amount
of tax revenue realization divided by
the amount of tax revenue budget. The
higher the ratio, the more influential the
local government is in tax revenue. This

ratio is formulated as follows:

Tax Revenue Realization 2023

Tax Revenue Budget 2023 x 100%

8. Expenditure to Revenue Ratio

The expenditure-to-revenue ratio is
calculated by comparing the amount of
regional expenditure realization divided
by the amount of regional income.
The higher the ratio, the healthier the
management of regional government
expenditure based on its income
capacity. This ratio is formulated as

follows:

Expenditure Realization 2023

Revemue Realization 2023~ 100 %
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9. Rasio Belanja Menurut Jenis
Rasio belanja menurut jenis dihitung
dengan

cara membandingkan

jumlah realisasi belanja menurut
jenis dibagi dengan jumlah belanja
daerah. Semakin tinggi angka rasio ini
menunjukkan fokus belanja tertinggi
pemerintah provinsi apakah untuk
belanja operasi, modal, transfer,
dan belanja tidak terduga. Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Belonja Operasi 2023
Realizasi Belanja 2023

x 100 %

Realisasi Belanja Modal 2023
Healisasi Relanja 2023

x 100 %

Realisasi Belanja Tidak Terduga 2023
Realisasi Belanja 2023

x 100 %

Realisasi Belanja Transfer 2023
Realisasi Belanja 2023

9. Expenditure Ratio by Type

The expenditure ratio by

type is
calculated by comparing the amount of
expenditure realization by type divided
by the amount of local expenditure. The
higher the ratio, the higher the focus
of the provincial government’s highest
expenditure, whether for operational
expenditure, capital, transfers, or
unexpected expenditure. This ratio is

formulated as follows:

Operating Expenditure Realization 2023

Expenditure Realization 2023 *100%
Caniftol Fxnenditure Realizafion 2023
— " x100%
Expenditure Realization 2023

Unpredicted Expenditure Realization 2023

Expenditure Realization 2023 *100%
Toarrran v Foem Carvnevdatmsnmn Domliomts e 7032
£ &Ly J = LLPUIMILM ALE LAMLLUAIL ALFA x 100 %
Expenditure Realization 2023
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10. Rasio Belanja Menurut Fungsi
Rasio belanja menurut jenis dihitung
dengan cara membandingkan

jumlah realisasi belanja menurut
fungsi dibagi dengan jumlah belanja
daerah. Semakin tinggi angka rasio
ini menunjukkan arah kebijakan dan
prioritas pemerintah provinsi. Rasio ini

dirumuskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pendidikan 2023

Realisasi Belanja 2023 *100%

Realisasi Belanja Kesehatan 2023

Realisasi Belanja 2023 x 100%

Realisasi Belanja Ekonomi 2023
Realisast Belanja 2023

Realisasi Belanja Perumahon & Fasilites Umum 2023
Realizasi Belanje 2023

10. Expenditure Ratio by Function
The expenditure ratio by function is
calculated by comparing the amount
of expenditure realization by function
divided by the amount of local
expenditure. The higher the ratio,
the more it indicates the direction of
provincial government policy and
priorities. This ratio is formulated as

follows:

Education Expenditure Realization 2023

x100%

Expenditure Realization 2023

Honlth

Expenditure Realization 2023

rnenditurse
xpenditure

[ S T PRSI | JEg £
AJGCIELLLL Fil-lra s A AF)

Expenditure Realization 2023

¥ rr ety reen Y
FATY

Housing and Public Facilities Expenditure 2023
Expenditure Realization 2023
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x 100 %

x 100 %
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